
GUBERNUR PAPUATENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

SALINAN

bahwa perencanaan Pembangunan daerah merupakan
satu kesatuan dengan sistem perencana€rn
Pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka
Panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam
mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai
dengan visi, misi, dan arah kebijakan nasional, maka
perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah untuk kurun walrtu 2O (dua puluh) tahun
mendatang;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat
(2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
ketentuan pasaT 264 ayat (l) Undang-Undang Nomor
23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintah Daerah, bahwa
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
merupakan dokumen perencanaan Pembangunan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung
sejak Tahun 2O25 sampai dengan Tahun 2045 yang
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah Frovinsi tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045;

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang a

Mengingat : I

b

c

d
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Iembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O0l Nomor 135,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 "f ahun 2O2l
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 20O1 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara 2O2l Nomor 155,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Talrun 2O26 tentang Penyesuaian Pidana (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor l, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2O22 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah. (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia
Nomor 68O4);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20\6 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peratural Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16
tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OL9 Nomor la7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2017 Sinkronisasi Proses Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Reputrlik Indonesia
Nomor 6O56);

9. Perafuran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 2, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2O21 tentang
Penyelenggaraan Penataan Rualg (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 202 1 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi
Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 23A, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentatg Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21,
Nomor 239, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);Peraturan Presiden Nomor 59
Talrun 2Ol7 tefiang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Papua Tahun 2O22-2O41(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembartgunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahur: 2Ol7
Nomor 1312);
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15. Perafuran Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2O2I tentang Penerafan Standar Pelayanan Minimat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor
t4L9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PROVINSI DAERAH TENTANG
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045.

RENCANA
PROVINSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa] I
Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud
dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah
Gubernur Papua Tengah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya
disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan Ralryat
Papua Tengah.

5. Daerah Kabupaten adalah daerah Kabupaten di
Provinsi Papua Tengah.

6. Bupati adalah Bupati kabupaten di Provinsi Papua
Tengah.

7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewal Perwakilan Rakyat Papua dalam
penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Provinsi.

8. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Papua Tengah yang selanjutnya
disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah Provinsi
yang memiliki tugas pokok melaksanakan perLlmusan
dan pelaksanaan kebijakan teknis perenc€rnaan
pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan
kebijakan perenc€rna€rn pembangunan Daerah Provinsi
Papua Tengah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen
perenczrnaern daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun yang memuat isi, misi dan arah Pembangunan
Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional terhitung
sejak Tahun 2O25 sampai dengan tahun 2O45.

1O. Rencana Pembangunan... / 5



5-

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disebut RPJM Daerah ada,lah
dokumen perencanazrn Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun yang merupaka-n penjabaran dari visi, misi dan
program Gubernur dan penyusunannya berpedoman
pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

I 1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang
selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu)
tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan
mengacu pada RKP.

12. Rencana Ke{a Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD
untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan, baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.

13. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
selanjutnya disebut RKA PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah
Provinsi Papua Tengah yang berisi program dan
kegiatan suatu PD. serta pagu anggar€m sementara
didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar
pemangku kepentingan dalam rangka men)rusun
rencana pembangunan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah
kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka
Panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPN, RTRW, dan RIPPP.

Pasal 3
(l) RPJPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah

dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua
puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai
dengan tahun 2045.

(2) RPJPD.../6
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(21 RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD
selama kurun walrtu tahun 2025 sampai dengan tahun
2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan
keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan
kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun.

(3) RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat (21

selanjutnya dijabarkan ke dalam RKPD yang memuat
rancarlgan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(41 RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 4
Sistematika RPJPD terdiri dari:
BAB 1 : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
BAB IV : Visi dan Misi Daerah
BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaral Pokok Daerah
BAE! VI : Penutup

BAB III
PENGENDALI,AN DAN EVALUASI

Pasal 5
(1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap RPJPD.
(2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. pengendalian terhadap perumusuut kebijakan
RPJPD;

b. pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
c. evaluasi terhadap hasil RPJPD.

(3) Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB rV.../7
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BAB TV
PERUBA}IAN RPJPD

Pasal 6
(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan
tahapan dan tata cara penyusunan rencana
Pembangunan Daerah yang diatur da-lam
peraturan perundang-undangan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai
dengal ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

c. Terjadi perubahan yang mendasar, mencakup
terjadinya bencana alarn, guncangan politik, Krisis
ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan
kebijakan nasional.

(21 Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD tidak
dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD
kurang dari 7 (tujuh) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Pada saat Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku,
Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 38 Ta}rwn 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Partjang Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 (Berita Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun 2O24 Nomor 38) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8.../8
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Pasal 8
Peratura[ Daerah Provinsi ini mulai berl.:aku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan
penempatannya dala m l:mbaran Daerah Provinsi Papua
Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3O Juli 2026

GUBERNUR PAPUATENGAH,

CAPITTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 3O Juli 2O26

PJ. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 16

NoREG PERATURAN DAERAH PRoVINSI PAPUA TENGAH: (ls-98/2o26).

uai dengan aslinya
HUKUM,

UNG, SH., M.H.
oo2t2loo2



LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah dalam perspekLif umum dijelaskan sebagai proses
yang berlangsung secara dinamis sejalan dengan beragam perubahar kondisi
umum (global, nasional dan lokal), perubahan isu dan permasalahan, perubahan
peluang dan tantangan yang dihadapi oleh daerah. Oleh karena itu dalam
melaksanakan pembangunan, pemerintah daerah (Pemda) berupaya seoptimal
mungkin menempuh proses dan hasil perencanaan pembangunan secara
sistematis berkaitan dengan hal-hal pokok arah pembangunan ke depan, mulai
visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan guna menuntaskan berbagai
permasalahan pembangunan di daerah agar pada akhimya dapat menyelesaikan
beragam permasalahan melalui pemanfaatan seluruh kekuatan dan peluang serta
mengatasi beragam kelemahan dan tantalgan pembangunan di daerah.

Untuk itu secara prinsip bahwa pembangunan daerah merupakan suatu
proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk
mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi,
pembangunan daerah, wawasan lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan
pemerintahan serta berbagai dimensi lainnya dan bahkan mencakup peningkatan
kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Secara spesifik arti
perenctrnaErn pembangunal dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentalg
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Reneana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Derah didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa
depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam
jangka waktu tertentu di daerah. Atas dasar kondisi-kondisi tersebut, Pemerintah
Provinsi Papua Tengah sejak awal hari berupaya menyiapkan dokumen
perenczrnaan pembangunan yang secara komprehensif mampu mengidentilikasi
peluang dan tantangan pembalgunan daerah agar dalam implementasi dan
realisasinya ke depan pencapaian hasil-hasil pembangunan di Provinsi Papua
Tengah dapat jauh lebih baik dari apa yang sudah dicapai sebelumnya.
Pembangunan daerah dalam hal ini diartikan sebagai usaha yang sistematik
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan keda, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai
dengan urusan pemerintatran yang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20O1 tentang otonomi khusus
(Otsus) bagi Provinsi Papua, Pemerintahan melakukan pemekaran di wilayah
Provinsi Papua. Langkah ini dilaksanakan sesuai amanat Pasal 93 dari peraturan
pemerintalr Nomor 1O6 tahun 2O2L tentang kewenangan dan kelembagaan
pelaksanaan kebijakan otonomi khusus Papua, maka implementasi pemekaran
daerah di Papua ditunjukkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan,
mempercepat peningkatan, pelayanan publik serta mempercepat
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kesejahteraan masyarakat dan mengangkat harkat ma-rtabat orang asli Papua
dengan memperhatikan aspek politik, administrasi, hukum, kesatuan sosial
budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan
ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan aspAasi masyarakat
Papua. Kemudian lebih lanjut pada tahun 2022 pernenntah telah menetapkan
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua
Tengah.

Pemerintah Papua Tengah sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB)
perlu menlrrsun dokumen Perencanaan salah satunya yaitu dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) yang telah diatur dalam Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor I Tahun 2O24 tentang Pedomal Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Berdasarkan hal ini sehingga
Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan pen5rusunan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Papua Tengah Tahun
2025-2045 sebagai dokumen yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
Pembangunan sebagaimana di amanatkan dalam Permendagri 86 Tahun 2077 di
mana Tujuan Perencanaan Pembalgunan adalah mewujudkan Pembangunan
daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan Masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik dan daya saing daerah.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan pemndang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan
RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 adalah:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4;

5. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2O2l terrtang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua
Tengah;

7. Undang-undang nomor 6 Tahun 2O23 terfiang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-undang.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 20O8 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
48, Tambahan kmbaran negara Republik lndonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2Ol7 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8
tenta-ng Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 228, Tarlrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5941);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O17, Tentang Pembinaan dan
Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2Ol7 tentang Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2Ol7
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Standar Pelayanan Minimal;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dal Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O19 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 20 16 Tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1O6 Tahun 2O21 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2O21 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan;

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2O17 tentang Pelaksanaan Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2023 tentang
Rencala Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041;

21. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2O2O tentarrg Percepatan Pembangunal
Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat;

22. Peratluran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Ralcangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah;

24. Perat,uran Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O19 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal;

26. Instruksi Kementerian Da-lam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedomal
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

27- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2Ol3-2O33;

28. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2OO5-2025;

29. Surat Edaran Bersama Nomor 6OO.2.|13674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024
tentang Pemutakhiran Sasaran Pembalgunan Provinsi Dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2O45;

30. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 7OO.4.4 / 1IO/SJ tentang
Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana
Tata Ruang Wilayah;

1.3. Maksud dal Tujuan

Adapun maksud dilaksanakannya/dilakukannya penJrusunzrn dokumen
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
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Provinsi Papua Tengah ini adalah untuk memberikan arah pembangunan jarrgka
panjang yang konsisten dengan visi pembangunan nasional serta potensi dan
kebutuhan yang dimiliki oleh provinsi Papua Tengah serta untuk memastikan
kesinarnbungan pembalgunan dari satu periode ke periode berikutnya, sehingga
pembangunan dapat berlangsung secara terencana dan berkelanjutan.

Sedangkan ttuan dari penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah tatrun 2025-2045 adalah:
1. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis dalam pembangunan

daerah jangka panjang di Provinsi Papua Tengah
2. Merumuskan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan wilayah

jungk. panjang tahun 2O25-2O45 di Provinsi Papua Tengal.
3. Menjabarkan tujuan dal sasaran Pembangunan Provinsi Papua Tengah

Jangka Panjang, termasuk strategi dan arah kebijakal untuk pencapaian
dalam 4 tahapan pembangunan

4. Mendorong Pembangunan Provinsi Papua Tengah untuk dapat berkontribusi
secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka Panjang
regional dan nasional.

1.4. Tahapan Penyusunan Dokumen RPJPD 2025-2045

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan oleh Pemerintah Daerah
melalui Tahapan sebagai berikut :

A. Persiapan Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, Meliputi:
1. Pembentukan Tim Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
2. Pelaksanaan Otorisasi RPJPD Tahun 2025-2045;
3. Penyusunan Agenda Ke{a Tim Penyusun RPJPD 2O25-2045;
4. Ana-lisa data Evaluasi Hasil RPJPD periode Sebelumnya;
5. Intervensi data dan lnformasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Lainnya; dan
6. Hal-hal yang diperlukan dalam Proses pen5rusunan RPJPD Tahun 2025-

2045
B. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD tahun 2O25-2O45

Rumusan Rancangan Awal RPJPD tahun 2025-2O45 yang mencakup
Analisis Gambaran umum kondisi Daerah, analisis tren demografi dan
kebututran saran dan prasarana pelayanan publik, analisis permasalahan
pembangunan daerah, penelaahan dokumen rencana pembangunan terkait
lainnya, analisis isu strategis pembangunan jangka Panjang, visi dal misi
daerah, dan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah. Selanjutnya
dokumen rancangan awal dilakukan konsultasi publik bersama dengan
para pemangku kepentingan.

C. Penyusunan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045
1. Kepala Daerah menyempurnakan rancangan awal RPJPD Tahun 2025-

2045 menjadi Rancangan RPJPD 2025-2045 berdasarkan hasil
konsultasi r€rnerngan awal RPJPD Tahun 2025-2045; d'art

2. Penyemprrrnaan Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi
Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045, dilaksanakan paling lambat pada
Minggu Pertama bulan April Tahun 2024.

3. Selanjutnya Kapala Bappeda melakukan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) RPJPD tahun 2o25-20,45 dengan
melibatkan Pemangku Kepentingan sesuai aturan yang berlaku.

D. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD Tahun 2025-2045
1. Perumusan rancangan akhir RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan

proses penyempurnaan rancangzrn RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi
r€rnc€rngan al&ir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan
Musrenbang RPJPD Tahun 2025-2O45; dan

2. Perumusan rancErrg€rn akhir RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan
paling lambat minggu kedua bulan Mei 2024.
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E Penetapan Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045

disempurnalan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri atau
Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang RPJPD Tahun 2025-2O45;

2. Rancangan peraturan daerah yang telah disempurnakan, disampaikan
oleh Kepala Bappeda kepada Sekretaris daerah;

3. Sekretaris daerah menugaskan biro/ bagian yang membidangi hukum
untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
ranczrngan peraturan daerah;

4. Hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantap€rn r€rncangan
peraturan daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 diserahkan kepada
Kepala Bappeda untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap
halaman;

5. Kepala Bappeda menyampaikan kepada kepala daslah ranc€rngan
peraturarl daerah tenta-ng RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah dibubuhi
paraf persetujuan;

6. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan rcmcangan peraturan daerah, pembubuhan paraf
persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Provinsi Tahun 2O25-
2O45 dilaksanakan paling larnbat Minggu Pertama bulan Agustus Tahun
2024;

7. Penyelesaian penyempurnaan, pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan rancangan peraturan daerah, pembubuhan paraf
persetujuan rancangan peraturan daerah RPJPD Kabupaten/ Kota
Tahun 2025-2045 dilaksanakan paling lambat Minggu Keempat bulan
Agustus Tahun 2024; dan

8. Kepala daerah menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD
Tahun 2025-2045 menjadi peraturan daerah tentang RPJPD Tahun
2025- 2045.

1.5. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan
Lainnya

Pen5,rrsunan RPJPD Provinsi Papua Tengah berpedoman, mengacu dan
memperhatikan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat
Provinsi maupun pusat. Pada Tingkatan, RPJPD Provinsi Papua Tengah
memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Tengah dan
Rencana Tata Ruang Provinsi Papua. Sedangkan keterkaitan dengan level
pemerintah pusat adalah RPJPD Provinsi Papua Tengah mengacu pada Rencana
RPJP Nasional. Keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya juga menjadi
salah satu penyelarasan Perencanaan Antar Dokumen di mana Dokumen RPJPD
harus Memperhatikan dan menyelaraskan dengan dokumen Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) ini dimaksudkan agar dapat
meningkatkan keterpaduan dan harmonisasi baik dalam aspek sektoral maupun
aspek kewilayahannya, Serta Aspek Politik dan Sosial budaya. Dengan demikian,
diharapkan dalam pelaksanaannya dapat berhasil guna dan tepat serta terarah.
Selengkapnya keterkaitan antara RPJPD Provinsi Papua Tengah dengan dokumen
perencanaan lainnya dapat dilihat dalam Gambar 1. 1 . sebagai berikut;
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Gambar 1. 1 Sasaran Pokok Misi dan indikator Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025-2045

DOt(('MEr
Pf,Rt:IICA\r\4i\
Pf,M &1N(; Uti.rli
DAN Si:(IORAI,

Sumber Data :Instruksi Mendagi nomor 7 Talun 2024

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam pen5 rsunan Dokumen Rencana Pembangunan jangka Panjang
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 ini mempunyai sistematika
penulisan yang mengacu kepada muatan RPJPD sebageimzura diatur dalam Pasal
20 Permendagri No 86 Tahun 2O17, yakni paling sedikit memuat sistematika
sebagai berikut: (a) Pendahuluan; (b) Gambaran Umum Kondisi Daerah; (c)
Proyeksi Demografr. dan Kebututran Sarana Prasarana; (d) Permasalahan dan Isu
Strategis Daerah; (e) Penelaahan dengan Dokumen Lainnya; (f) Visi dan Misi; (g)
Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang; dan (h) Penutup.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka sistematika penulisan Dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tengah yang
nantinya akan digunakan sebagai salah satu dokumen pendukung dalam
penyusunan ranczrngan awal RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045 adalah
sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN
Berisi gambaran umrun pen1 rsunan Dokumen Rekomendasi yang meliputi

latar belakang, dasar hukum pen5rusunan, maksud dan hrjuan, ruang lingkup,
serta sistematika pembahasan pada Dokumen Rekomendasi agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Berisi gambaran umum kondisi wilayah di Provinsi Papua Tengah meliputi

aspek geografi, demografi kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya
saing daerah yang dapat menjadi dasar perumusan permasalahan daerah jangka
panjang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Berisi tentang penjabaran permasalahan dasar yang menjadi perhatian

lingkup daerah provinsi selama 2O tahun ke belakang dan akan fokus diselesaikan
dalam 2O tahun yang akan datang dalam rangka percepatan pembangunan daerah
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penjabaran berbagai isu dan
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lingkungan strategis yang berdampak pada pembangunan daerah baik di tingkat
regional, nasional, dan internasional.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH
Menjabarkan mengenai visi dan misi kondisi daerah sebagai hasil dari

pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045 beserta upaya-
upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai
dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
Menjelaskan serangkaial rekomendasi arah kebljakan berupa rumusan

kerangka pikir atau langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan
pembangunan daerah jangka panjang yang dilaksanakan secara bertahap. Arah
kebijakan pembangunan jangka panjang mempertimbangkan sumber daya
(potensi), waktu dan lokasi, target sasaran serta disesuaikan dengan arah
kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

BAB VI PENUTUP
Berisi mengenai kesimpulan dan saran yang dilakukan pemerintah

provinsi Papua Tengah dalam menyusun Dokumen RPJPD 2025-2045.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2. 1 . Aspek Geografi dan Demografi

2.3.1 Aspek Geografi

Aspek geografi dilakukan dalam ralgka memperoleh gambaran mengenai
karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan
wilayah terhadap bencana.

2.3.2. 1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administratif
Provinsi Papua Tengah berbatasan dengan Provinsi Papua Barat di bagian

barat, Provinsi Papua Pegunungan di bagian timur, Provinsi Papua di bagian utara
dan Provinsi Papua Selatan di bagian selatal. Provinsi Papua Tengah terdiri dari
8 Kabupaten dan memiliki ibukota yang berada di Kabupaten Nabire. Kabupaten
Mimika merupakan wilayah administrasi kabupaten terluas yang berada di
Provinsi Papua Tengah dengan luas sebesar 2 1 .693,51 km2, sedangkan Kabupaten
Deiyai merupakan wilayah administrasi kabupaten terkecil yang berada di Provinsi
Papua Tengah dengan luas sebesar 537,39 krn2. Untuk lebih jelasnya mengenai
luasan wilayah dan batas administrasi Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada
tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. I Luas Wilayah Administrasi Provinsi Papua Tengah Menurut
Kabupaten Talrun 2O22

Kabupaten Ibukota
Kabupaten Luas (I(m2)

Persentase
Terhadap Luas

Provinsi
1 2 4
1 Nabire Nabire 11.806,09 19,33
2 Paniai Enarotali s.306,87 4,69
3 Puncak Jaya Mulia 5.986,19 9,80
4 Mimika Timika 18.298,95 caq
5 Puncak Ilaga 7.707,O3 t2,61
6 Do$Yai Kigami 3.792,93 6,2r

Intan Jaya Sugapa 5.334,45 8,73
8 Deiyai Tist 2.446,41 4,66

Papua Tengah Nabire 61.o72,97 100,0
Sumber : Prouirsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua[ 2O24-

*"1 I

I I

3
I

I

I
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Gambar 2.L. I Peta Administrasi Provinsi Papua Tengah
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Sumber : R'TRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil
Pengolahan Data Tahun 20

No. Kabupaten Distrik Kelurahan Kampung

1 2 4
1 Nabire 15 I 89
2 Paniai 24 5 2t6
3 Puncak Jaya 26 .,

4 Mimika 1B 19 152
5 Puncak 25 206
6 Dogryai 10 79
7 Intan Jaya 8 97

Deiyai 5 67
Jumla.l. 131 36

Sumber Data : BPS Papua Tengah" 2O24 (data diolah)

Berdasarkan data di atas terdapat 131 Distrik/Kecamatan, 36 Kelurahan,
dan 1.395 kampung yang tersebar pada 8 Kabupaten di Provinsi Papua Tengah.

B. Topografi
Provinsi Papua Tengah berada di 2 wilayah topografl, yaitu pesisir (dataran

rendah) dan pegunungan. Provinsi Papua Tengah didominasi oleh daerah dataran
rendalr dengan luas mencap at 23.957,aO km2 pada ketinggian <2O3 mdpl dan
memiliki wilayah pegunungan dengan luas mencapai 2.078,18 km2 pada
ketinggian 3499-5039 mdpl. Untuk lebih jelasnya terkait sebaran topografi yang
berada di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

F

FI
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Tabel 2.2
Jumlalr Distrik, Kelurahan, dan Karnpung menurut Kabupaten 2Ol9-2O23

I

I

I 3 I 5
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Tabel 2.2 Luas wilayah Berdasarkan Ketinggian di provinsi papua Tengah

Sumber : BPS Papua Tengat4 2O24

Gambar 2.1. 2 Peta Topografi Provinsi Papua Tengah
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Sumber : RTRW Provinsi Papua Tahun 2O73, Peta RBI dan Hasil Pengolaian
Data Tahun 2022

C. Hidrologi
Provinsi Papua Tengah terbagi menjadi 18 Daerah Pengaliran Sungai. Luas

tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah terluas ada,lah
Daerah Pengaliran Sungai Mamberamo dengan cakupan seluas 16.669,87 krn2
sedangkan luas tangkapan dari Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua
Tengah terkecil adalah Daerah Pengaliran Sungai Wondiwoi dengan cakupan
seluas 5,31 km2. Untuk lebih jelasnya mengenai luas cakupan Daerah Pengaliran
Sungai dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 3 Cakupan Daerah Pengaliran Sungai di Provinsi Papua Tengah

No Kabupaten Ketinggian (Mdpl)

1 2 a 4
1 Nabire 7,OO 587
2 Paniai t.770,95 503

Puncak Jaya 2.119,67 330
4 Mimika 62,OO
5 Puncak 2.303,59 377

D a1 1.556, 13 546
7 Intan J 2.|ot,45 430

Deiyai L.738,66 s24

No. Kabupaten Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) Luas (ha)

1 Nabire

Baue 40.460,15
Hamuku 53.213,34
Kubai 31.331,60
Makimi 80.427,79
Murpurka 126,33

Jarak Ke Ibukota Provinsi I

480

ls

I I

I

I

.?

I

I

6
I



No. Kabupaten Nama Daerah Aliran Sun AS Luas (ha)
Nabire 136.025,00
Omba 3.432,61
Siriwo 362.7a337
T\rwasoi 26.886,50
Wamairo 24.644,45
w
Wa

161.651,57
72.660,85

Warenai 123.727,24
Wondiwoi 5.566,69
Woworoma 74.966,28
DAS di Pulau-Pulau Kecil 6.361,83

Luas DAS Nabire 1.180.020,55

2 Paniai

Kamura 51.606,88
Mamberamo 78,60
Mimika 19.738,55
Mukumuga 14.913,84
Murpurka L62.231,62
Siriwo 80.230,81
Wapoga t6.623,27
Warenai 185.205,18

Luas DAS Paniai 530.628,75

Puncak Jaya
Eilanden t4.670,78
Mamberamo 585.023,41

Luas DAS Puncak Jaya 599.694,20

4 Mimika

Aikimiugah 195.815,13
Anindua 31.039,46
Bunga 39.841,19
Cemara 209.a79,t2
Iape 34.822,14
Jera 49.379,79
Kamura 171.150,84
Maakwe 91.848,54
Mimika 109.071,37
Mukumuga 249.246,27
Murpurka 42.57t,33
Omba 24.t9t,87
Otokwa
Peter 1.816,00
Potewal 48.tO7,43
Umari 80.598,87
Umuk/Wamuka 43.343,77
Wamaro 90.o39,79
Warenai 618,24

Luas DAS Mimika 1.833.5r9,35

5 Puncak

Aikimiugah 23,30
Bunga 18.684,93
Cemara 40.925,O7
Eilanden 42.376,59
Mamberamo 635.525,89
Mukumuga 407,50
Otokwa 861,76
Peter 43t,27
Warenai 31.677,67

Luas DAS Puncak 770.9t3,98
6 Doslyai Anindua 76.t18,82

316.098, 18
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No. Kabupaten Nama Daerah Aliran Sungai (DASI Luas (ha)
Iape 19,58
Jera 4.888,40
Murpurka L77.O24,95
C)mba 79.4t4,45
Siriwo L2.599,47
Umari 21.820,13
Wanggar 6.764,69

Luas DAS Doeiyai 379.050,49

7 Intan Jaya

Mamberamo 353.908,13
Mukumuga 110,75
Murpurka 49,66
Wapoga 84.461,77
Warenai 95.028,91

Luas DAS Intan Jaya 533.559,21

8 Deiyai

Kamura 43.996,44
Maakwe 29.O17,35
Mimika L21.625,30
Mukumuga o,2r
Murpurka 89.950,75

Luas DAS Deiyai 284.590,45
Total Luas DAS Provinsi Papua Tengah 6.rtt.976,94

-t2-

Sumber : RTRW Prouinsi Popua Tengah Talatn 2O23-2043t*

Gambar 2.1.3 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Papua Tengah

T
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D. Rawan Bencana

Provinsi Papua Tengah memiliki kerawanan terhadap bencana banjir,
tsunami, kebakararr hutan dan lahan, cuaca ekstrem, liquifaksi dan gempa bumi'

1 Banjir
Banjir merupal<al salah satu dari bencana hidrometeorologi. Bencana

hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh aktivitas cuaca seperti

'..G..6-r. ?--

siklus hidrologi, curah hujan, temperatur, angin dan kelembaPan. Bentuk
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bencana hidrometeorologi berupa kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan,
longsor, angin prryuh, gelombang dingin, t ingga gel6mbang panas.

Bencana hidrometeorofos rans sering terjadi di papua Tengah adatah banjir
qar-r banjir rob. Banjir adalah keadaan di ma,a suatu daerah te-rgenang oleh airdalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat aiprla*si" dengan
memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun taaang t"r" ur'l3i, a"l"t
datang tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran ianggul yang niasa
disebut banjir bandang.

Tabel 0.4 Luas wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Banjir per Kabupaten di
Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten
Luas Wilayah Rawan Banjir (Ha)

Kerawanal
Rendah

Kerawanan
Sedang

Kerawanan
Tinggi

Nabire 535,31 1.6522,70 182597,77
Paniai 23,A8 t27,21 19555,71
Puncak
Jaya 274,33 71638,12 too652,44
Mimika 1249,23 61657,33 52A170,O4
Puncak 741,66 742t,94 69626,82
Dogryai 50,74 442,34 15507,38
Intan Jaya 1,00 252,13 3769,39
Deiyai 31,21 2504,53 22384,17

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Berdasarkan data dari InaRISK BNPB, Kabupaten Mirnika memiliki daerah
rawan banjir terluas di Papua Tengah, termasuk luasan daerah dengan tingkat
kerawanan tinggi. Pada Februari 2023 teqadi banjir bandang di Kabupaten
Mimika, tepatnya di Distrik Tembagapura di mana PT. Freeport lndonesia berada.
Penyebab utama banjir ini adalah curah hujan tinggi pada bulan puncak hujan
yaitu pada Januari dan Februari. Fenomena irri berdampak pada peningkatan
kejadian hujan lebat yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi, seperti
banjir, tanah longsor, dan banjir bandang di berbagai penjuru daerah di Papua.

Selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire juga terdampak oleh bencana
banjir. Sebanyak 3 distrik yaitu Makimi, Uwapa, dan Wanggar mengalami banjir
pada akhir tahlun 2022 lalu. Banjir dengan ketinggian 1-1,5 meter ini disebabkan
oleh curah hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Legari.

Kejadian bencana banjir menimbulkan sejumlah kerugian seperti
kerusakan bangunan dan barang akibat terendam air, gangguan kesehatan warga,
kerusakan lahan pertanian dan kebun, pencemarzrn lingkungan, bahkan hingga
hilangnya nyawa. Namun demikian, telah dilakukan upaya pendampingan dalam
penanggulangan bencana di Provinsi Papua Tengah. Upaya ini meliputi pelatihan
mitigasi bencana dan pemberian informasi analisis dari BMKG secara rutin terkait
kondisi cuaca di provinsi ini.

2. Tsunami
Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air

bawah laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan
jatuhnya meteor. Tsunami dapat bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan
dapat mencapai daratan dengan ketinggian gelombang hingga 30 meter. Meskipun
tsunami tidak terlalu merusak garis Pantai, namun potensi bahaya dan dampak
yang ditimbulkan sangat tinggi. Fenomena tsunami sering kali terjadi karena
gempa yang disebabkan oleh pergerakan dasar laut atau pergeseran lempeng.

Suatu area dikatakan memiliki risiko tinggi jika gempa bumi besar atau
tanah longsor terjadi di dekat Pantai. Gelombang pertama dalam seri bisa
mencapai pantai dalam beberapa menit, bahkan sebelum peringatan dikeluarkan.

I

I
I

I



-14-

Area berada pada risiko yang lebih besar jika berlokasi kuralg dari 25 meter di
atas permukaan laut dan dalam beberapa meter dari garis pantai.

Tabel 0.5 Kabupaten dan Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanal
Bencana Tsunami di Provinsi papua Tengah (Ha)

Tingkat Kerawanan
Tsunami Kabupaten Luas Wilayah

(Ha)

Rendatr Mimika 5072,75
Nabire 498,O9

Sedang Nabire 1357,30
14cc' Nabire 2716,56

Sumber: InaRISK BNPB, 2O23

Meskipun Provinsi Papua tidak memiliki potensi terjadi tsunami atau bukan
daerah rawan bencana tsunami, namun dalam catatan sejarah pernah terjadi
gempa bumi besar yang disertai tsunami pada tahun 1996. Data InaRISK
menyebutkan bahwa Kabupaten Mimika dan Nabire, Provinsi papua Tengalr
adalah dua kabupaten yang memiliki potensi rawan tsunami karena lokasinya
yang berada di kawasan pesisir.

3. Kebakaran Hutan dan l,ahan
Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan

lahan dilanda api, sehingga mengakibatkal kerusakan hutan dan lahan yang
menimbulkan kerugian ekonomi dan/atau nilai lingkungan. Kebalcaran hutan dan
lahan kerap te{adi di musim kemarau. Saat musim kemarau, salah satu yang
menjadi perhatian adalah gejala El Nino. El Nino terjadi akibat nailmya suhu muka
laut di Pasifrk. Bila kenaikan suhu muka laut lebih dari 1,5 derajat celsius, maka
Indonesia akan mengalami El Nino kuat yang berakibat timbulnya kekeringan.

Pulau Papua berpotensi mengalami kejadian kebal<aran hutan dan lahan.
Diketahui berdasarkan informasi BNPB, sejak tahun 2015 kebakaran hutan dan
lahan secara luas terjadi di tanah Papua. Peningkatan jumlah hotspot tidak
terlepas dari pembukaan perkebunan yang besar-besaran di Papua. Jenis tanah
yalg terbakar adalah tanah gambut dan mineral. Berdasarkan pantauan citra
satelit, perubahan penggunaan lahan dari hutan menjadi perkebunal
berlangsung cukup cepat dan luas di Papua. Aktivitas ini disertai dengan
peningkatan kebakaran hutan dan lahan dalam pembersihan lahan. Namun
demikian, kebakaran hutan dan lahan di Papua ini banyak terjadi di Kabupaten
Merauke dan Mappi.

Tabel O.6 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Bencana
Kebakaran Hutan dan Lahan per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten

Luas Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan
Lahan (Ha)

Kerawanan
Rendah

Kerawanan
Sedang

Kerawanan
Tinssl

Nabire 327790,4L 167439,48 324L5,72
Paliai 49524,36 40857,59 570a7,s4
Puncak
Jaya 136220,12 8181t,72 8442,17
Mimika 490680,50 170403,91 42253,Or
Puncak 117972,94 78064,48 85435,94
Dogiyai 5750r,44 coo6c rt 3069,48
Intan Jaya 46787,22 38r67,35 a234,49
Deiyai 2a35t,20 23867,35 2970,27

Sumber: InzRISK BNPB, 2023
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Jika ditinjau dari informasi InaRISK BNPB, tingkat kerawanan tinggi
Karhufla berada di Kabupaten puncak mengingat wilayJ ini masih didominasi
oleh kawasan hutan yang cukup masif. Meskipun di beberapa lokasi diketahui
memiliki potensi kebakaran- hutan dan lahan yang kecil karena curah hujal tinggi,
n€unur segala bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran huian, tetap
dipersiapkan sehingga pemerintah daerah titap menjalankan langkah-langkal
mitigasi untuk berjaga-jaga.

4. Cuaca Ekstrem
cuaca ekstrem adatah kejadian fenomena alam yang tidak normal dan tidak

lazim dan ditandai oleh kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu
udara, kelembaban udara, dan jarak pandang yang dapat mengikibatkan
kerugian terutama keselamatan jiwa dan harta. Satah satu contoh cua-ca ekstrem
adalah siklon yang menimbulkan angin kencang dan hujan lebat, serta kemarau
berkepanjangan.

Tabel 0.7 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Cuaca Ekstrem per
Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten
Luas Wilayah Rawan Cuaca Ekstrem (Ha)

Rendah Sedang Tin96g
Nabire 243095,00 149416,OO 49148,70
Paniai 10152,80 2819,05 25749,40
Punca-k
Jaya 30739,O0 107009,o0 43332,90
Mimika 734785,50 424652,50 277020,50
Puncak 44449,80 34729,80 65543,90
DogYai t3793,60 4352,65 8484,65
Intan Jaya 13059,20 645,42 37,30
Deiyai 4643 1, 10 3386,67 A442,30

Sumber: InaRISK BNPB, 2023

Cuaca ekstrem kerap terjadi di Provinsi Papua Tengah. Berdasarkan data
kerawanan cuaca ekstrem di atas, Kabupaten Mimika memiliki wilayah terluas
dengan tingkat kerentanan tinegi. Meski demikian, dampak cuaca ekstrem cukup
dirasakan oleh Kabupaten Funcak. Kekeringan akibat musirn kemarau
berkepanjangan yang diiringi cuaca dingin ekstrem di Distrik Agandugume dan
Distrik Lambewi, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, memicu gagal panen dan
mengakibatkan hilangnya nyawa. Kejadian cuaca ekstrem hampir setiap tahun
terjadi di kabupaten ini. Oleh karena morfologi Kabupaten Puncak merupakan
daerah pegunungan, maka ketika terjadi fenomerra el nino justru menimbulkan
turunnya hujan es sehingga tanaman perkebunan menjadi mati dan gagal panen.

5. Liquifaksi
Fenomena liquifaksi atau pelulukan tanah adalah suatu proses yang

membuat tanah kehilangan kekuatannya dengan cepat dikarenakan getaran yang
diakibatkan oleh gempa bumi kuat pada kondisi tanah berbutir halus dan jenuh
air. Fenomena ini biasanya terjadi saat gempa bumi terjadi pada daerah-daerah
alau )na-zorra dengan tanah yang mengandung air. Salah satu contohnya yaitu
di dekat pantai atau di daerah gempa, di mana ada lapisan yang mengandung air
seperti tanah pasir.

Tabel 0.8 Luas Wilayah berdasarkan Tingkat Kerawanan Liquifaksi per
Kabupaten di Provinsi Papua Tengah (Ha)

Kabupaten
Luas Wilayah Rawan Liquifaksi (Ha)

Rendah Sedang Tinggi
Nabire 265462,9t 91284,39 2609,64
Paniai t9647,O5 2t93,49 0,00

I
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Kabupaten
Luas Wilayah Rawan Liquifaksi (Ha)

Rendah Sedang Tinei{i
Puncak
Jaya 24323,44 152623,56 0,00
Mimika 312916,52 479237,68 3792,25
Puncak 15650,07 1 11140,88 0,o0
Dogyai t2496,77 t3454,94 0,o0
Intan Jaya 6564,27 5832,31 o,o0
Deiyai 529,59 38897,47 0,00

Sumber: InaRISK BNPB, 2O23

Data di atas menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kerawanan
liquifaksi tinggi di Provinsi Papua Tengah yaitu pada Kabupaten Mimika dan
Nabire. Salah satu faktor pendorongnya yaitu lokasi dari kedua kabupaten
tersebut yang merupakan kawasan pesisir. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya,
liquifaksi rent€ul terjadi di daerah dengan struktur tanah berbutir halus dan jenuh
air.

6. Gempa Bumi
Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang te{adi di permukaan

bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang
menciptalan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan
kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu gempa bumi juga bisa disebabkan oleh
letusan gunung api. Sebagian besar wilayah Provinsi Papua Tengah merupakan
kawasan dengan tingkat kerawanan bencala alam gempa bumi yalg tinggi.
Kawasan dengan kerawanan gempa bumi yang rendah meliputi sebagian wilayah
Kabupaten Puncak, Intan Jaya, Puncak Jaya, dan Mimika. Sementara daerah
lainnya masuk ke dalam mna tingkat kerawanan yang tinggi.
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Gambar 0. 1.4 Peta Kerawanan Bencala Banjir Provinsi Papua Tengah
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Gambar 0.1.5 Peta Kerawanan Bencana Tsunami Provinsi Papua Tengah
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Gambar O.1.6 Peta Kerawanan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi
Papua Tengah
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Gambar O.1.7 Peta Kerawanan Bencana Cuaca Ekstrem Provinsi Papua Tengah
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Gambar O.1.8 Peta Kerawanan Bencana Liquifaksi Provinsi Papua Tengah
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Gambar O.1.9 Peta Kerawa-nan Bencana Gempa Bumi Provinsi Papua Tengah

2.3.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah

2.3.2.2.1 Potensi Hutan

A. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Hutan yang dimiliki oleh Provinsi Papua Tengah berdasarkan dari Peta Rupa
Bumi Indonesia mencapai 11.667,75 krn2. Sementara luas lahan Hutan Provinsi
Papua Tengah mencapai 5.828.043 Kawasan hutan yang terbesar di Provinsi
Papua Tengah ini berupa Hutan Lindung yang luasnya mencapai 2.293.552 krn2.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut
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Tabel 2. 9 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua), 2024

No Kabupaten

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan

Hutan
Produksi

Tetap

Hutan
Produksi

Dapat
dikonversi

Jumlah Luas
Hutan dan
Perairan

Hutan Lindung

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nabire 15.84a.672 6.890.351 90.772.441 35.476.446 N/A 31.425.993

2 Paniai 4.573.2Ca 28.182.703 23.540.809 N/A 68.686

3 Puncak Jaya 9.31 1.408 52.253.757 30.011.O48 N/A 4.502.407

Mimika 23.946.464 88.781.585 2t.902.916 37.995.705

.J Puncak 887.365 22,t24.76 887.36s,OO 279.549.88 N/A 131,953.17

6 Dogiyai 89.408 635.911 33.423.889 29.433.205 N/A 3.265.36s

7 Intan Jaya 479.94r 2.681.830 49.550.241 41.886.063 N/A 4.502.407

8 Deiyai 918.091 2.375.207 25.244.469 21 .3SO.810 N/A 564.361

Papua Tengah 23.r59.977 50.414.379 369.100.450 203.641.297 N/A

I

Suaka Alam dan Hutan Produksi
Pelestarian elam I Terbatas

82.324.e24 
|

I

I

4.e36.soo 
I

N/A 
I

I I
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Jumlah Luas Hutan dan Perairan terluas di Provinsi Papua Tengah terluas
berada di Kabupaten Mimika mencapai L77.563.170 Ha, sementara luas hutan
dan perairan yang terkecil terdapat di kabupaten Deiyai.

Tabel 2. 10 Luas Kawasan Peruntukan Hutan Provinsi Papua Tengah

Sumber: RTRW Prouinsi Papua Talwn 2013, Peta RBI dan Hosil Pengolahan Data
Tatun 2O22

Gambar 2.1. 10 Peta Kawasan Hutan di Provinsi Papua Tengah
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Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013, Peta RBI dan Hasil
Pengolahan Data Ta}lun 2022

B. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan ralqrat yang berada di Provinsi Papua Tengah terdiri dari
perkebunan dan pertanian. Kawasan perkebunan dan pertarrian merupalan
i..*""^., yang dikelola oleh masyarakat sehingga termasuk ke dalam kawasan
hutan rakyat. untrt lebih jelas mengenai kawasan hutan rakyat dapat melihat
perincian luasan tutupan lahan pada tabel dan gambar berikut'

Tabel 2. 11 Luasan Tutupan l,ahan di Provinsi Papua Tengah

Tutu Lahan Luas Tutupan Lahan (Ha)

1 Air Danau Situ 2427L,37
Baldara / Pelabuhan 654,60

II
I
I

2

No. Keteralgan Luas (Km2)
1 2 3
1 Cagar Alam Darat 1.418,85
2 Hutan Lindung 24.888,42

Suaka Margasatwa Darat 931,16
4 Taman Nasional Darat 1 1.336,87
5 Taman Nasional [,aut 18, 11

6 Taman Wisata Alam Darat 62,78

No. I
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No. Tutupan Lahan Luas Tutupan l,ahan (Ha)
3 Belukar 137203,41
4 Belukar Rawa 72241,63
5 Hutan La-l.an Kering Primer 3696095,75
6 Hutan Lahan Kering Sekunder 623370,34

Hutan Mangrove Primer 209088,02
8 Hutan Malgrove Sekunder r3018,73
9 Hutan Rawa Primer 756094,67
10 Hutan Rawa Sekunder 76060,91
11 Hutan Tanaman 9,62
t2 Pemukiman r5985,35
13 Perkebunan 19692,89
t4 Pertambangan 1624,07
15 Pertanian l-ahan Kering t4946,97
16 Pertanian Lahan Kering Campur 200750,10
t7 Savana / Padang rumput 160972,94
18 Sawah 1401,69
19 Tambak 83,12
20 Tanah Terbuka 80798,95
2t Transmigrasi 3531,46

Grand Total 61 11976,98

-22-

Sumber: RTRW Prouinsi Papua Tengah 2O23-2043 **

Gambar 2.1.11 Peta Tutupan Lahan Provinsi Papua Tengah

3

Sumber : RTRW Prouinsi Papua Tengah 2023-2043""

2.3.2.2.2 Potensi Perikanan

A. Perikanan Tangkap

Provinsi Papua Tengah memiliki kawasan pantai kurang lebih 1.17O mil laut.
Secara umum, Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Papua Tengah terbagi dua,
yaitu perairan utara Papua Tengah tergabung dalam WPP 717 yang mencakup
perairan Laut Cendrawasih dan Pasifik dengan pantai 509 mil laut (9f 6 km) dan
luas diperkirakan 6.11O rnil laut (11.0O0 km') sebagai kawasan yang kaya akan
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sumber daya perikanan Pel^gls Besar (Tuna, Paruh Panjang, Cakalang, dan
Tenggiri). Sedangkan pada bagian selatan, Papua Tengah masuk dalam WPP 718
yang mencakup perairan Laut Arafura dengan panjarrg pantat 662 mil laut (1. 191
km) dengan luas perairan 7.944 mrl laut (14.300 krn) dan merupakan kawasan
yang kaya akan sumber daya Ikan Demersal (Udang, Kakap Merah, Kakap Putih,
Bawal, Pari, Cucut dan Ikan Pelagis kecil lainnya (Teri, Tongkol, Kembung).
Kelompok ikan lainnya adalah Ikan Kerapu, Napoleon, l,obster dan ikan hias.
Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama
pada wilayah pesisir dan lautnya. Sumber daya ini dapat dilihat dari berbagai
ekosistem tropik yang ada (mangrove, terumbu karang dan padang lamun) dengan
tingkat keanekaragaman yang tinggi. Selain itu, Papua Tengah juga memiliki
potensi sumber daya hayati perikanan terutama perairan utara Papua dengan
potensi Ikan Pelagis dan perairan selatan dengan komoditi utama udang. Berbagai
sumber daya tambang, mineral dan gas juga dapat ditemukan di perairan pesisir
dan Laut Papua Tengah. Pengembangan perikanan tangkap meliputi wilayah:
- Laut Papua Tengah Utara dengan pusat kegiatan di Nabire;
- Laut Papua Tengah dengan pusat kegiatan di Mimika.

Kegiatan perikanan dapat dikatakan masih relatif sederhala. Perikanan
tangkap yang digunakan oleh masyarakat relatif masih bersifat tradisional,
contohnya jaring insang, pancing dan alat tangkap lainnya seperti tonda, tombak
serta kalawai (tombak bermata banyak).

No Kabupaten
J umlah Nelayal Perikanal Tangkap

Tahun 2O20 Tahun 2O21 "fahw2O22
1 2 3 4 5
1 Nabire 2.905 2.936 2.910
2 Paniai
J Puncak Jaya
4 Mimika
5 Puncak
6 Dogiyai
7 Intan Jaya
8 Deiyai 106 106 r06

Papua Tengah 3.O11 3.O42 3.016
Sumber : BPS Prouinsi Papua, 2O23

B. Perikanan Budidaya
Secara umum, Kawasan Bentang Laut Papua Tengah memiliki potensi

budidaya kelautan dan perikanan sangat besar. Pemanfaatan ruang pada
produksi budidaya kelautan dan perikanan dibagi menurut prioritas
penanganannya sebagai berikut :

- Perikanan budidaya laut di Teluk Cendrawasih di Kabupaten Nabire, dan
Kabupaten Timika.

- Perikanan budidaya air payau (tambak) di Kabupaten Nabire dan Kabupaten
Timika.

- Perikanan budidaya air tawar (kolam) yang berada pada 8 (delapan
Kabupaten) yaitu Kabupaten Nabire, Kabupaten Timika, Kabupaten Paniai,
Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten
Puncak Jaya, Kabupaten Puncak.

Peta produksi perikanan budidaya di Provinsi Papua Tengah tersebar di
seluruh pesisir dan pulau-pulau, meskipun pemanfaatannya terbatas di daerah
pesisir Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial
tersebut jenis perikanan budidaya perairan umurn, dengan jenis ikan unggulan
kerapu dan nila.

Tabel 2.12 Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap Tahun 2O2O-2O22

I
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No Kabupaten Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya
Tahun 2020 Talun 2O21 Tahun2O22

1 2 3 4 5
1 Nabire 53 53 53
) Paniai
a Puncak Jaya
4 Mimika
5 Puncak
6 Doslyai
7 Intan Jaya
8 Deiyai L2 t2 t2

Papua Tengah 65 65 65

-24-

Tabel 2.13 Jumlah Kelompok Perikanan Budidaya Tahun 2O2O-2O22

Sumber : BPS Prouirtsi Papua 2022 & dato dioloh Perangkat Daerah data Sementara

2.3.2.2.3 Potensi Pertambangan
Potensi pertambangan yang berada di Provinsi Papua Tengah sebagian

besar pertambangan emas, gralit dan tembaga. Pertambangan emas masih
mendominasi potensi perternbangal yang berada di Provinsi Papua Tengah. Untuk
lebih jelas mengenai lokasi potensi pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel2.l4 Potensi Mineral Logam dan Non logam

Kabupaten l,okasi Jenis Ga,lial Mineral
I 2 a

Nabire

Yaur Pasir Kuarsa, Granit, Marmer
Laeari Emas
S.Sanoba, Nabire Emas
S.Nabarua, Nabire Marmer
Uwapa Seng, Kaolin

KaliBumi, Topo Emas
Cemara, Topo Emas

Napan Emas, Tembaga

Wapoga Emas
Puncak Java Obaa Emas, Perak

Ilu Arsenit, Tembaga
Ilaga Arsenit, Tembaga, Emas, Perak

Paniai Enarotali Pasir Kuarsa

Biloeai Emas
Mapia Garnet

Uwagimamo Emas, Tembaga, bismuth

Mandoga Tembaga, Emas
Komopa Tembaga, Emas

Mimika Tembagapura Tembaga, Perak, Emas
Intan Jaya Sugapa (Bulaei) Emas

Sumber : Dinas ESDM Prouinsi Papua, 2016

2.3.2.2.4 Potensi Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki beragam potensi pariwisata yang dapat
menjadi potensi unggulan daerah. Beberapa Taman Nasional yang dimiliki oleh

I

I I

I

I

I

I
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Provinsi Papua Tengah ialah: : 1) Taman Nasional Lorentz (wilayahrrya meliputi
beberapa kabupaten di antaranya : Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak,
Kabupaten Paniai dan Kabupaten Intan Jaya) ; 2) Taman Nasional Teluk
Cenderawasih di Kabupaten Nabire. Serta beberapa destinasi pariwisata lainnya
antara lain : 1) Danau Tigi di Kabupaten Deiyai ; 2) Danau Paniai dan Danau Tage
di Kabupaten Paniai ; 3) Danau Mamae dan Air Tedun Bihewa di Kabupaten
Nabire; dan 4) Ekowisata Piramida Cartens (wilayahnya meliputi Kabupaten
Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Intan Jaya). Meskipun
demikian, potensi pariwisata tersebut belum dikelola secara maksimal, sehingga
belum memberikan dampak signitkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Obyek
wisata potensial di Papua Tengah dikelompokkan menjadi 7 kawasan yaitu obyek
wisata bahari, obyek wisata air terjun, obyek wisata pulau, obyek wisata budaya
(dengan dikembangkannya kawasan strategis sosial budaya Wilayah La Pago dan
Mee Pago), obyek wisata sejarah, obyek wisata religi, dan obyek wisata alam.

Selain itu, ada beberapa obyek wisata di Provinsi Papua Tengah yang tidak
termasuk ke dalam 7 kelompok di atas, yaitu: TR. Timika dan Kuala Kencana
(Kabupaten Mimika) dan KP Paradoi fKabupaten Nabire). Pemanfaatal potensi
wisata perlu dioptimalkan dengan menyediakan SDM andal dengan
memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi.
Salah satunya adalah penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata
yang memenuhi standar internasional dengan tetap melibatkan peran aktif
masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.

Tabel 2. 15 Jumlah Objek Wisata per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No Kabupaten
Jumlah Objek Wisata

Tahun 2020 Tahun 2O21 Tahtxr 2022
1 2 J 4 5
i Nabire 94 94 113
2 Paniai 2 2 2
a Puncak Jaya 1 I 1

4 Mimika 1 I 1

5 Puncak
6 Dogiyai
7 Intan Jaya 1 1 1

8 Deiyai 1 1 1

Papua Tengah 100 100 119
Sumber : Nabire Dalam angka 2022 data diolah bappeida PPT (data sementara)**

Gambar 2. 1. 12 Potensi Objek Wisata Pada Provinsi Papua Tengah

Sumber : Google.a.id

2.3.2 Aspek Demografi

Berdasarkan data yang didapat dari BPS Provinsi Papua dan Rancangan
Akhir RKPD Provinsi Papua Tahun 2024, }urnlab penduduk pada Provinsi Papua

Taman Nasional Teluk CendrawasihTaman Nasional l,orentz
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Tengah Tahun 2024, jur:rlah penduduk pada Provinsi Papua Tengah sebanyak
1.408.991jiwa di tahun 2021 dan di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar
21.960 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kabupaten Mimika sebanyak
316.295 jiwa pada tahun 2O22. Sementara jumlah penduduk terendah pada tahun
2O22 berada di Kabupaten Deiyai sebanyak 102.168 jiwa. Untuk lebih jelas
mengenai jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel
berikut:

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
tahun 2O23 dan2024

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua) 2024

[.aju Pertumbuhan penduduk Provinsi Papua Tengah periode 2O|O-2O22
sebesar 4,3 persen per tahun dan perbandingan pertumbuhan pada tahun 2O20-
2022 sebesar 1,53 persen. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Papua
Tengah periode ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan
penduduk Indonesia yang sebesar 1,25 persen berdasarkan Data BPS tahun 2022.

Tabel2.77 Jumlah Penduduk dan l,aju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Papua
Tengalr Talrun 2023 dan2024

No. Kabupaten
Penduduk (ribu jiwa) Laju Pertumbuhan

Penduduk per Tahun (%)

2023 2o24 2023-2024
1 2 3 4 5
1 Nabire 173,770 175,360 o,78
2 Paniai 232,570 236,530 0,96
.) Puncak Jaya 232,570 236,530 1,48
4 Mimika 323,820 327,780 1,04
5 Puncak 120,700 122,590 1,39
6 Dogyai 122,990 125,180 1,57
7 Intan Jaya t4t,7to 143,850 1,33
8 Deiyai 104,610 106,500 1,55

Papua Tengah 1.452,740 1.474,320 7,20

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua), 2O24.

Kepadatan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2024 mencapai
11,91 jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di
Kabupaten Deiyai dengan kepadatan penduduk mencapai 35,89 jiwa/km2 dan
wilayah dengan kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Intan Jaya
dengan kepadatan penduduk mencapai 26,1 jiura/krn2. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut.

No Kabupaten
Jumlah Penduduk

Tahun 2023 Tahun 2024
1 2 3 4
I Nabire t73,770 175,360
2 Paniai 232,570 236,530
.) Puncak Jaya 232,570 236,530
4 Mimika 323,A20 327,78O
5 Puncak 120,700 122,590
6 Dogryai 122,990 125, 180
7 Intan Jaya t4t,7ta 143,850
8 Deiyai 104,610 106,500

Papua Tengah t.452.740 1.474.320

I I

I

I

I

I
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Tabel 2.18 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua), 2O24

Kabupaten
Persentase Penduduk

(%l
Kepadatan Penduduk

(Jiwa/km2)
Rasio Jenis Kelamin
(Population Sex Ratio)

2020 cicc 2020 2022 2020 2022
1 2 3 4 6 7 8
1 Nabire 11,96 11,91 14,72 14,85 109,93 109,55
2 Paniai 16,01 16,06 43,82 44,57 Ltg,44 118,81
? hrncak Jaya 15,84 8,31 38,89 39,28 119,44 118,81
4 Mimika 22,29 22,25 t7,70 t7,91 1 19,31 118,88

Puncak 8,24 8,31 r5,67 t5,92 1t7,42 110,94
6 Dogiyai 8,47 8,50 32,43 33,00 108,33 108,01
7 Intan Java 9,75 9,77 26,56 26,97 109,94 109,49
8 Deiyai 7,20 7,23 36,75 35,89 112,00 1 1 1,60

Papua Tengah 99,76 92,34 226,54 228,39 909,81 906,06

l*'l
I

I

I
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2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam konsep dasar PDRB adalah nilai tambah bruto yang timbul dari
seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang bertujuan untuk membantu
membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan,
memberikan informasi yang dapat menggambarkan kine{a perekonomian daerah.
Untuk dapat melihat perkembangan nilai PDRB provinsi Papua Tengah dalam
periode 4 (empat) tahun terakhir terlihat sebagai berikut.

Tabel 2.19 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah (Miiiar Rupiah) 2OL9-2O23

Sumber : BPS Pusat Srohstlk, Prouinsi Papua Dalam Angka 2023 & Papua Tengah
Dalam angka 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa secara makro kine4'a ekonomi Provinsi
Papua Tengah melalui upaya menaikkan PDRB per kapita menunjukkal
kecenderungan yang cukup baik. Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Provinsi Papua Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu
lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Angka PDRB Provinsi Papua
Tengah pada tahun 2019 sebesar 9.607,13 Miliar Rupiah dan pada tahun 2023
sebesar 753.239,57 Miliar Rupiah.

Tabel 2.2O Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Kabu ten Kota di Provinsi Pa uaT iliar Ru iah 2019-2023

Sumber : BPS Pusat ffa,tistilg Prouir*i Papua Dalam Angka 2O23 & Rancangan
Akhir RI{PD Prouinsi Papua 2O23

Sementara itu, angka PDRB Papua Atas Dasar Harga Konstan (ADHK),
selama kurun empat tahun terakhir adalah masing-masing 7.556,51 Miliar
Rupiah (20l9l, a.192,76 Miliar Rupiah 12O2Ol, 10.589,66 Miliar Rupiah {202ll,
11.975,46 Miliar Rupiah l2022l, dan pada tahun 2023 mencapai 1O1.701,88 miliar
Rupiah.

Kabupaten
Tahun

2019 2020 2021* 2022** 2023 ***

1 2 3 4 5 6 7
I Nabire Lt.o84,22 11.178,38 12.O15,16 t2.692,86 r3.561,88
2 Paniai 4.181,80 4.283,39 4.446,53 4.705,23 5.013,91

Puncak Jaya t.404,63 7.387,23 1.407,o7 r.450,21 1.509,37
4 Mimika 54.834,54 63.716,34 95.216,35 110.407,81 L26.872,92
5 Puncak 1.400,81 1.438,O5 1.513,26 1.612,81 L.669,26
6 Dogryai 1.3L3,23 1.3s5,63 L.41t,76 t.445,34 1.543,59
7 Intan Jaya 1.244,66 I.27s,O3 1.303,46 t.362,07 1.404,74
8 Deiyai 1.389,14 1.435,66 1.490,80 r.574,24 1.663,90
Papua Tengah 9.607,r3 10.758,46 14.850,55 16.906,32 153.239,57

Tahun
No. Kabupaten 20L9 2020 2021, 2022" 2023***

1 2 3 4 5 6 7
1 Nabire 7.457,29 7.355,88 7.684,56 7.482,34 8. 154,41
2 Paniai 3.O20,87 3.034,64 3.084,64 3.t94,46 3.272,t8

983,03 1.012,03 1.021,s3Puncak Jaya 1.010, 15 969,32
4 Mimika 45.651,03 50.871,59 69.618,91 80.277,60 a6.625,49
5 Puncak 824,47 825,1 1 831,O7 a62,72 882,92

914,01 938,586 Dosryai 892,88 89s,96 906,90
7 Intan Jaya 76t,71 758,85 767,OO 787,24 406,77

830,73 84r,20 873,28 449.628 Deiyai 833,65
7.s56,51 8.192,76 10.589,66 tl.975,46 101.701,88Papua Tengah

No
I

3

I

I
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2.2.2 Tingkat Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin yang berada di Provinsi Papua Tengah
mencapai 38,28o/o dari jumlah penduduk pada tal.un 2O2L. Kabupaten Intan Jaya
merupaknn wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi dengan 42,O3o/o
dari jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya pada Tahun 2021, sedangkan
Kabupaten Mimika merupakan wilayah dengan persentase penduduk miskin
terendah mencapai 14 ,28o/o dari jumlah Penduduk Kabupaten Mimika pada Tahun
202 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.27 Persentase Jumlah Penduduk Miskin menurut Kabupaten di Provinsi
Papua Tengah Tahun 2019 - 2O23

Sumber : Prouinsi Papua Tengah Dalam Angka (BPS Ptouinsi Papua), 2024.

2.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam perhitungan IPM terdapat Beberapa indikator yang sudah tidak
tepat untuk digunakan dalam perhitungannya. Seperti Angka melek huruf yang
dianggap sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena
tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek
huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan
tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, juga PDB perkapita, yartg dianggap
tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Angka
Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah.
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto
(PNB) per kapita.

Selama tahun 2O19-2023, IPM Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Papua
Tengah sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Untuk Kabupaten
Mimika, mencapai peringkat pertama di Provinsi Papua Tengah, yang telah
mencapai 75,91 poin, kemudian diikuti dengan Kabupaten Nabire pada urutan ke-
2, dengan 71,36 poin, dan Kabupaten Paniai di urutan ke-3, dengan 58,83 poin.
Adapun pada tahun 2023, daerah dengan IPM terendah di Kabupaten Puncak,
dengan 44,71poin. Untuk lebih jelasnya mengenai Indeks Pembangunan Manusia
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel2.22 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tengah

Kabupaten
Tahun

20t9 2020 2027 2022 2023
2 4 5 6 7 B

1 Nabire 68,53 68,83 69, 15 69,91 7t,36
2 Paniai 56,58 56,31 56,70 57,14 58,83
3 Puncak Jaya 48 48,37 44,99 49,84 51,49
4 Mimika 74,t3 74,19 74,48 75,08 75,91
5 Puncak 42,70 43,O4 43,t7 43,87 44,71

No Kabupaten
Persentase Jumlah Penduduk Miskin Per

Kabupaten
2019 2020 2021 2022 2023

2 3 4 5 6 7
1 Nabire 37,14 36,75 35,08 35,43 34,83
) Paniai 65,54 65,98 62,57 62,97 67,14
3 Puncak Jaya 45,89 46,O7 46,39 47,61 47,50
4 Mimika 31,79 31,75 30,95 o I 58 30,31
5 Puncak 43,O9 42,43 40,74 4t,24 42,Ot
6 Dogiyai 30,37 28,3L 28,38 29,32 29,32
7 Intan Jaya 21,70 20,46 21,3r 21,86 21,16
8 Deiyai 31,87 30,98 30,83 31,O4 30,18

Papua Tengah 38,34 37,84 37,O3 37,63 s7,os

I

1

I

I
I

I

I

lrl
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6 Dogryai 55,41 54,84 55,OO 55,72 56,74
7 Intan Jaya 47,51 47,79 48,34 49,25 50,39
8 Deiyai 50, 1i 49,46 49,96 50,42 51,4

Papua Tengah 55,41 55,35 55,72 56,40 57,60
Sumber : Prouir*i Papua Tengah Dalam Angka (BPS Prouinsi Papua) 2O24

2.2.4 Rata-rata lama sekolah

Indikator penting capaian pembangunan pendidikan di daerah dapat dilihat
dalam capaian Rata-rata l,ama Sekolah (RLS). Untuk menghitung Rata-rata Lama
Sekolah dibutuhkan informasi tentang partisipasi sekolah, jenjang dan jenis
pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki, ijazah tertinggi yang dimiliki,
serta tingkat/kelas tertinggi yang pemah/sedang diduduki. Data ini digunakan
untuk melihat akses penduduk dalam hal mengenyzrm pendidikan formal.

"fabel 2.23 Rata- Rata Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah

Sumber: BPS Prouinsi Papua, 2O24

Dari tabel di atas, secara umum perkembangan RLS Provinsi Papua Tengah
berdasarkan Kabupaten / Kota mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,
narnun masih jauh di bawah target program pendidikan wajib belajar 9 tahun, di
mala hingga tahun 2023 tercatat RLS Provinsi Papua Tengah hanya mencapai
5,44 tahun. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya kemampuan
penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua Tengah, dalam menyerap
penduduk usia sekolah. Daerah di Provinsi Papua Tengah yang memiliki RLS
tertinggi pada tahun 2023 berada di Kabupaten Mimika dengan nilai RLS 10,47
artinya sudah mencapai target program Pendidikan. Sedangkan daerah yang
memiliki nilai RLS terendah pada tahun 2O23 berada di Kabupaten Puncak dengan
nilat 2,L9.

2.2.5 Harapan Lama Sekolah

Selain Rata-rata Larna Sekolah, ketrerhasilan pembangunan pendidikan
dapat dilihat dalam capaian Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS merupakan
indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat ketersediaan dan
kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah bagi
penduduk usia sekolah. Angka HLS menunjukkan jangka wakru yang diharapkan
dapat dimanfaatkan penduduk usia sekola-h untuk berpartisipasi dalam
pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah.

No. Kabupaten
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)

2019 2021 2022

I
2 4 5 6

7

1 Nabire 9,70 10,oo 10,o 1 10,16 10,33

2 Paniai 4,34 4,57 4,77 4,78 4,79
o Puncak Jaya 3,61 3,62 3,74 4,O3 4,23

4 Mimika 9,9L 10, 17 10,18 LO,20 to,47

J Puncak 1,96 2,15 2,t6 2,17 , lo

6 Dogiyai 4,92 4,93 4 94 4,96 4,97

7 lntan Jaya 2,64 2,44 3,09 3,26 3,27

B Deiyai 3,O0 3,01 3,25 3,26 3,27

Papua Tengah 5 o2 5,16

I

2020 2023

I

I

I

I

s,2z ls,es ls,++I

I

I

I

II



No. Kabupaten
Harapan l,ama Sekolah (Tahun)

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7
1 Nabire 1 1,59 11,92 12,18 12,44 12,64
2 Paniai 10,48 10,49 1o,50 ro,52 10,53
3 Puncak Jaya 6,96 7,24 7,49 7,50 7,5r
4 Mimika 12,17 t2,40 12,69 12,95 12,96
5 Puncak 5,19 5,39 5,40 5,58 5,59
6 Dogiyai 10,57 10,58 1o,59 10,61 10,62
7 Intan Jaya 7,36 7,65 7,66 7,67 7,69
B Deiyai 9,80 9,81 9,42 9,44 9,85

Papua Tengah 9,27 9,44 9,s4 9,63 9,67
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Tabel 2.24 Harapan Lama Sekolah di Provinsi Papua Tengah

Sumber : BPS Prouirxi Papua,2o24

2.2.6 Angka Harapan Hidup

Mengenai fokus kesejahteraan sosial yang terkait dengan isu kesehatan,
indikator penting yalg perlu dianalisis adalah capaian Angka Harapan Hidup
(AHH). AHH merupakan indikator pada level dampak yang mengindikasikan
derajat kesehatan masyarakat secara umum pada suatu waktu tertentu.

Upaya mempercepat kenaikan AHH tidak semata hanya urusan bidang
kesehatan saja. AHH ini salgat erat berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
kalori, kecukupan Cizi, proporsi pengeluaran rumah tangga, aksesibilitas,
pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Sehingga diperlukan adanya integrasi
dan sinkronisasi antar sektor dalam upaya mempercepat kenaikan AHH, yang
sekaligus juga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan kesehatan antar
wilayah yang masih terasa sampai saat ini. Berikut ini merupakan perkembangan
AHH Provinsi Papua Tengah.

Tabel 2.25 Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Papua Tengah

Sumber : BPS Proutnsi Papua,2o24

2.2.7 Pengeluaran Perkapita Masyarakat

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita
masyarakat. Selanjutnya, dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat
di Provinsi Papua Tengah Periode Tahun 2O19 sampai dengan Tahun 2023 yang
dapat terlihat sebagai berikut.

No. Kabupaten
Angka Harapan Hidup (Tahun)

2019 2020 202r 2022 2023
1 -, 3 4 7

1 Nabire 67,97 68,O6 68,03 68,41 68,73
2 Paniai 66,27 66,44 66,44 66,94 67,22
a Puncak Jaya 64,98 65,15 65,34 65,66 65,90
4 Mimika 72,27 72,32 72,38 72,57 72,83
5 Puncak 65,61 6s,74 66,06 66,13 66,40
6 Dogiyai 65,60 65,73 65,85 66,13 66,39
7 Intan Jaya 65,51 65,60 65,s8 65,93 66,t2
8 Deiyai 65, 11 65,24 65,36 65,66 65,93

Papua Tengah 66,67 66,79 66,A7 67,t7 67,44

I

I

6

I
I

I



Tabel 2.26 Pengeluaran Perkapita Masyaralat di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2Ola-2O22

Sumber : BPS Prouinsi Popua,2o24

Capaian pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah
mengalami kenaikan serta penurunan dalam jaogk waktu 5 tahun dari 2019
hingga 2O23. Pening)<.atan teq'adi dari Tahun 2022 menuju Tahun 2O23, kemudian
cenderung mengalami penurunzrn dari Tahun 2019 hingga Tahun 2020. Angka
tertinggi berada di Tahun 2023 sebesar 7. 195, pendapatan perkapita pada provinsi
Papua tengah pada tahun 2079-2023 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif.

2.2.8 Persentase Balita Gizi Buruk
Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh

kurangnya asupan gSzi dalan waktu lama, umu[urya karena asupan makan yang
tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting tedadi mulai dari dalam kandungan dan
baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Untuk lebih jelas mengenai persentase
balita gizi buru di Provinsi Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

No. Kabupaten
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)

2019 2020 202t 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7

1 Nabire 8.856 9.040 9.381
2 Paniai 6.767 6.361 6.377 6.554 6.977
3 Puncak Jaya 5.523 s.242 5.249 5.422 5.731
4 Mimika 12.035 I 1.431 I 1.400 17.647 12.o76
5 Pu ncak 5.702 5.378 5.412 5.583 5.975
6 Dogiyai 5.709 5.373 5.705 6.t82
7 Intan Jaya 5.593 s.283 5.328 5.624 6.140
8 Deiyai 4.958 4.632 4.673 4.808 5.104

Papua Tengah 6.935 6.573 6.594 6.79a 7.795

I

9.195 8.840
!

5.415
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Tabel 2.27 Status Gizi Anak Balita Umur O-23 Bulan Berdasarkan Indeks BB/U di Provinsi Papua Tengah dibuat terakl:,ir 2024

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan, 2024*"

Tabel2.28 Angka Stunting Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Berdasarkan Berat Badan dan Tinggi Badan

No Kabupaten

BB/u TBlu
Sangat
Kurang Kurang

Berat
Badan
Normal

Risiko
Lebih

Sangat
Pendek Pendek Normal Tinggi

I 2 3 4 5 6 B 9 10
1 Nabire 94 433 3.540 176 81 365 3.768 24
o Paniai 15 26 136 44 13 l7 166 15
3 Puncak Jaya 2 t6 375 14 18 89 298 2
4 Mimika 174 573 6.673 '> .> a 277 614 6.850 .7a

5 Puncak 3 11 2t8 8 16 25 199 0
6 Dogiyai 2t 30 143 11 40 44 119 2
7 Intan Jaya 2 10 56 0 7 63 0
8 Deiyai 14 27 2t7 19 29 4l 201 6

Papua Tengah 325 1.126 11.358 607 414 t.202 1 1.664 L2t

No Kabupaten

BBITB
Cizi

Buruk (O-59
Bulan)

Cizi
Kurang Normal Risiko

Gizi Lebih
Gizi

Lebih
Obesitas

1 , 3 4 5 6 7 I
I Nabire 115 29s 3.444 276 84 26
2 Paniai 28 31 9f) 16 15 25
3 hrncak Jaya 0 8 348 31 17 3
4 Mimika 76 370 6.711 450 tt7 29
5 Puncak o 5 184 41 10 0

I

I
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Sumber : Laporan Kinerja Dnas Kesehatan, 2024**

6 Dogiyai t4 28 L26 25 8 4
7 Intan Jaya 1 2 50 10 6 1

8 Deiyai 8 15 2t8 c.) 8 6
Papua Tengah 242 752 1,1.r77 87r 265 94

I
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2.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk di atas 15 tahun pada Provinsi Papua Tengah mencapai
713.544 jiwa, yang terdiri dari 596.283 jiwa angkatar kerja atau sebanyak 76 Yo

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan 153.OO4 bukan angkatan kerja.
Jumlah pengangg\rran pada Provinsi Papua Tengah mencapai 15.257 jiwa atau
sebanyak 2,2Oo/o dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kabupaten Mimika memiliki jumlah penduduk di atas 15 tahun tertinggi
pada Provinsi Papua Tengah dengan jumlah mencapai l62.465jiwa, yang terdiri
dari 115.391 jiwa angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
mencapai 63,46 o/o dan 50.21O jiwa bukan angkatan kerja. Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT] pada Kabupaten Mimika mencapaiT,So/o.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi pada Provinsi Papua Tengah
berada pada Kabupaten Puncak. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada
Kabupaten Puncak mencapai 85,95 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
mencapai 0 7o.

Kabupaten Nabire memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka OPD tertinggi
pada Provinsi Papua Tengah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada
Kabupaten Nabire mencapat 6,657o atau sebanyak 5.425 jiwa pengangguran.
Untuk lebih jelasnya mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi
Papua Tengah dapat melihat tabel berikut.

Tabel 2.29 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Papua Tengah Tahun
2017-2021

Sumber : BPS Prouinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papuo 2O23

2.3. Aspek Daya Saing

Daya Saing Ekonomi Daerah

A. Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Tengah
Perekonomian Provinsi Papua Tengah dapat diidentifikasi dari akumulasi

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota. PDRB Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi.

No. Kabupaten 20t7 2018 2019 2020 2021
1 c 3 4 5 6
1 Nabire 68,09 72,34 69,75 74,L5 73,O9
2 Puncak Jaya 89,79 94,29 77,34 84,81 91,39
.) Paniai 90,39 89,t7 87,92 58,41 49,26
4 Mimika 6s,83 68,88 64,93 63,46 64,77
5 Puncak 92,O8 94,43 79,47 8s,95 89,43
6 Dogiyai a9,66 86,18 90,12 42,45 78,20
7 Intan Jaya 76,74 73,68 42,rc 69,2r 75,75
8 Deiyai 86,98 89,45 92,65 89,65 85,01

Papua Tengah 82,45 83,56 80,54 76,Ot 80,86

I
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Tabel 2.30 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah fiuta rupiah) Tahun 20 l9-2O23

Sumber: Papua Tengah Dalam Angka, 2024 **

Lapangan Usaha
Tahun

2019 2020 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6

A. Pertanian, Kehutanan, dan
Perikanan 3.625.807,77 3.592.O44,39 3.9s2.117,85 3.952.117,85 3.829.000,34

B. Pertambangan dan Pengqalian 38.885.901,53 44.658.934,36 Tahun 78.342.OOO,43
C, Industri Pengolahan 135.169,86 237.772,45 246.843,41 246.843,41 247.OOO,78
D. Pengadaan Listrik dan Gas 15.079,81 14.065,08 14.266,93 t4.266,93 16.000,89
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang L2.393,34 9.468,68 9.O20,49 9.020,49 9000,50

F. Konstruksi 3.2L5.645,73 5.084.537,63 5.232.825,53 5.232.825,53 5.234.000,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.685.041,17 3.375.041,90 3.495.244,36 3.495.244,36 3.770.OOO,77

H. Transportasi dan Pergudangan 2.180.995,35 960.354,58 990.6r 1,08 990.611,08 1.264.0OO,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum 890.896,36 214.854,65 277,277,85 2t7.27t,85 217.000,01

J. Informasi dan Komunikasi 253.779,72 1.536.800,58 t.549.919,96 1.549.919,96 1.686.000,77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi L.393.742,48 319.468,19 459.518,28 459.518,28 5s8.000,91
L. Real Estate 693.647,21 a88.679,46 894.871,54 894.87 L,54 986.000,44
M.N. Jasa Perusahaan 555.870,25 397.468,53 398.72t,66 398.72t,66 410.000,74
O. Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 3.618.437,55 3.618.437,55 3.199.000,24

P. Jasa Pendidikan 1.386.320,81 465.515,91 473.909,62 473.909,62 482.000,60
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 4t4.52L,21 431.359,01 456.953,77 456.953,77 444.OOO,24
R.S.T.U. Jasa lainnya 286.537,78 338.097,41 344.O4t,25 344.O4t,25 370.OOO,27
PRODUK DOMESTIK REGIONAL
BRUTO 60.499.294,18 66.L39.924,91 67.031.108,79 67.031.108,79 101.057.009,02

I

I

I

!

I

I

2.a67.sO4,4O1 e.OrS.+OZ,rO

I

I

I



-37 -

Tabel 2.31 Proporsi PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua Tengah (persen) Tahun 2Ol9-2O23

Sumber : Papua Tengah Dalam Angka, 2024**

Lapangan Usaha
Tahun

20t9 2021 2023
I 3 4 5 6 7

A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,99 5,43 5,90 5,90 4,to
B. Pertambangan dan Penggalian 64,27 67,52 66,65 66,65 75,00
C. Industri Pengolahan o,22 0,36 o,37 0,37 0,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas o,o2 o,o2 o,o2 0,02 o,o2
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang o,o2 0,01 0,01 0,01 0,01
F. Konstruksi 5,32 7,69 7,aL 7,81 6,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,O9 5,10 5,21 5,2 1 4,t2
H. Transportasi dan Perzudangan 3,60 1,45 t,4a t,48 1,67
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,47 o,32 0,32 o,32 o,23
J. Informasi dan Komunikasi o,42 2,32 2,31 2,31 1,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 2,30 0,48 0,69 0,69 0,58
L. Real Estate 1,15 t,34 1,34 1,34 0,98
M.N. Jasa Perusahaan o,92 0,60 0,59 0,59 o,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Waiib 4,74 5,47 5,40 5,40 3,47
P. Jasa Pendidikan aco 0,70 o,7 | o,7 r o,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial o,69 0,65 0,68 0,68 o,44
R.S.T.U. Jasa lainnya o,47 0,51 0,51 0,51 0,39
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 100,o0 100,00 100,oo 100,00 100,00

2020 2022
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Tabel di atas menunjukkan kontribusi sektor lapangan usaha (%) selama
tahun 2019 - 2023, dengan pertambangan dan penggalian yang memiliki
kontribusi terbesar (75,OA o/o). Sektor (F): Konstruksi dan sekor (G): Perdagangan
besar dal eceran; reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi terbesar
kedua dan ketiga, dengan rata-rata 6,35% dan 4,12o/o selama tahun 2Ol9-2O23.
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan dan penggalial
merupakan sektor yang sangat mendominasi jumlah PDRB di Provinsi Papua
Tengah. Akan tetapi, terdapat penurunan kontribusi dari selrtor pertambangan
dan penggalian yang cukup signifikan dari tahun 2O22 ke 2O23.

B. Daya Saing Fasilitas / Infrastrulrtur
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indeks yang

merepresentasikan Kemampuan daerah dalam bersaing secara nasional ataupun
Global. IDSD akan mengukur bagaimana produktivitas suatu daerah. IDSD akan
menjadi tolak ukur sejauh mana daerah dalam menghadapi perubahan daya saing
globa1 yang lebih luas.

Jumlah Kabu ten an
Tabel 2.32

Memiliki Fasilitas Akses Kesehatan 2023-2O24

IDSD jika dilihat dari jumlah Kabupaten yang memiliki Sarana Kesehatan
terbagi dalam beberapa kategori. Dari 8 (delapan) kabupaten yang memiliki Rumah
sakit terdapat 3 (tiga) rumah sakit Tipe C dan 5 (lima) Rumah sakit Tipe D yang
be{alan pada tahun 2O24.

2.3.3 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.3.2.\ Pengeluaran per Kapita Disesuaikan

Salah satu komponen perhitungan IPM adalah pengeluaran perkapita
masyarakat. selanjutnya dapat terlihat data pengeluaran perkapita masyarakat di
provinsi Papua Tengah periode tahun 2019 sampai dengan 2O23 yatg dapat
terlihat sebagai berikut:

Tabel 2.33 Pe luaran rKa ta Disesuaikan bu Ru

Kabupaten Rumah
Sakit

Rumah
Sakit

Bersalin
Puskesmas Klinik/Balai

Kesehatan Posyandu / Pustu

Nabire 1
.)a 20 131

Mimika 7 1 26 8 196
Paniai 1 31 I 74

Puncak Jaya I 16 1.7

Dogiyai I 1 15 79
Deiyai 1 10 7
Puncak I 1'7 l4

Intan Jaya 1 6 2 7a
Papua Tengatr t4 ) 153 31 596

20t9 2020 2021 2022 2023Kabupaten
9.040 9.381Nabire 9.195 8.840 8.856

11.43r 1r.400 tl.647Mimika l2_035
5.249 5.422 5.731Puncak Jaya 5.523 5.282

5.624 6.140Intan Jaya 5.293
6.977Paniai 6.767 6.361 6.377 6.554

4.958 4.632 4.673 4.808 5. 104Deiyai
5.415 5.705 6.1a2Dogiyai 5.709 5.373

5.583 5.975Puncak 5.702 5.378 5.412
6.798 7.1966.935 6.573 6.594Papua Tenga-h

Sumber: BPS Prouinsi Papua, 2O23

I

I

I

I

Sumber Data : Di.nas Kesehatan Prouinsi Papua Tengal4 2O24 (data diolah)

I

I 12.076I

5.293 I S.ZSa
I I

I

I

I

I
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Capaiar pengeluaran perkapita masyarakat di Provinsi Papua Tengah
mengalami pertumbuhan yang fluktuatif pada beberapa kabupaten dalam jangka
waktu 5 tahun dari 2019 hingga 2023. Penurunan terjadi dari tahun 2019 menuju
2020, kemudian cenderung mengalami Peningkatan dari tahun 2O2O }ringga2O23.
Angka tertinggi berada di tahun 2013 sebesar 7.196. Fokus Fasilitas
Wilayah / Infrastruktur

2.3.2.2 Sarana Transportasi

Sarana Transportasi khususnya jaringal infrastruktur jalan berfungsi
untuk mempermudah aktivitas ekonomi dan sosial dalam hal perpindahan orang
dan barang. Ketersediaan infrastruktur transportasi yang baik dan memadai akan
memberikan efisiensi biaya transportasi baik dari segi biaya pengiriman, waktu,
maupun Risiko perjalanan. Dengan turunnya biaya transportasi hal yang terjadi
antara lain mudahnya perpindahan orang, meningkatnya frekuensi pengiriman
barang, barang lebih murah dan mudah didapatkan, serta mendorong aktivitas
pada umumnya untuk lebih mudah dan sering dilakukan. Hal-hal ini merupalan
faktor-faktor umum yang mendorong terjadinya pembangunan.

Dalam pelayanan skala wilayah, infrastruktur transportasi
menghubungkan pusat-pusat aktivitas dalam struktur yang telah ditentukan.
Pusat-pusat akivitas ini mempakan bentuk lokasi strategis tempat terjadinya
fungsi koleksi dan distribusi barang dan jasa sesuai ska-la alctivitas ekonomi yang
bersangkutan, mulai dari skala rumah tangga hingga nasional. Pusat-pusat
aktivitas ini harus terhubung satu s€rma lainnya untuk menjamin
keberlangsungan jaring-jaring sistem aktivitas yang lebih luas sehingga aktivitas
sosia,l ekonomi serta prinsip skala ekonomi dapat terpenuhi.

2.3.2.3 Ketersediaan Listrik, Air Bersih, Sanitasi, dan Akses Internet

Ketersediaan listrik, air bersih, sanitasi, dan atses internet merupakan
indikator dasar yang menjadi tolat ukur daya saing daerah. Dalam Gambar 2.3'3
ters4ji persentase rumah tangga tiap kabupaten yang memiliki alses terhadap
fasilitas tersebut. Unfuk akses terhadap listirl! hampir seluruh rumah tangga
memiliki akses terhadap listrik (>S0%), hanya kabupaten Puncak yang masih
terkendala pada akses listrik (40-60%).

Gambar 2.3. 1 Ketersediaan Listrik, Air Bersih,
Sanitasi Provinsi Papua Tengah, 2023

PtB.ltr R.dt T..!s.L MA.nr litt Fid Ssah.r P*n.t .
Pr-N,202J

Pr*rE* R.EI l.E!t t..a yaiULi .U.s r..rrdrP s.nitli lrY.L
tl.lunl xrbrP.td , 2a2f

Pr6.rl.r Rn6.l-I..gg. !ri! o IU Als..I.tt d.r Air ltirt. lrFl
M.fuftt IOb.Br.r. 1023

I
r" _:l

G

Sumber: Bo.d.an P.tsat Stotistik Kabupaten Prownsi Papua Tengah 2O23,
data diolah

bL-_
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2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan aspek kmsial dalam pencapaian
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayalan
umum memegang peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya
tujuan-tujuan pembangunan daerah. Dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah
adalah menyelenggarakan aspek pelayanan umum yang dimaksud berfokus pada:
(1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan
wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan. Oleh karena
itu deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini perlu dilakukan untuk
menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum
dalam kontribusinya mencapai tujuan pembangunan.

2.4.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

l,ayanan urusan pemerintahan ini sebenarnya hanya meliputi enam
urusan, narnun keseluruhannya wajib diselen dengan baik demi
memenuhi hak masyaralat yang paling mendasar. l,ayanan ini difokuskan pada
bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan mang,
perumahan, ketenteraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan
kehidupan sosial yang baik.

2.4.1.1 Urusan Pendidikan

1. Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi dari semua anak yang
masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan
kelompok umur yang sesuai. Dengan demikian APS yang tinggi menunjukkan
terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan seczra umum.
Untuk lebih jelasnya mengenai angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua Tengah
dapat dilihat pada tabel berikut
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Sumber : BPS Prouinsi Papua

No Kabupaten

Angka Partisipasi Sekolah (APS) (Persen)

7-12 Ta}:run 13- 15 Tahun 16-18 Tahun

2019 2020 2021 2019 2020 2027 2019 2020 202r
1 3 4 5 7 8 9 10 13

1 Nabire 94,63 94,61 94,37 94,41 94,38 95,51 80,04 77,22 83,36

2 Paniai 84,O2 84,O7 43,12 79,82 80,88 ao,17 46,62 47,56 46,56

3 Puncak Jaya 77,59 77,26 75,67 65,77 65,57 65,97 39,53 32,94 37,65

4 Mimika 94,16 95,58 95,56 95,28 95,t7 94,75 8r,79 72,2 84,63

.) Puncak s2,2t trc aa 51,61 30,44 32,43 31,98 28,2 22,55 27,7 7

6 Dogiyai 85,9 85,88 85,59 44,6 83,44 83 84 57,t7 65, 16 65,82

7 Intan Jaya 6t,92 6t,45 60,96 53,27 52,79 52,34 45,91 38,8 45, I

B Deiyai 63,78 65,82 65,35 58,85 60,05 59,52 56 53,25 46,26

Papua Tengah 76,78 77,17 76,53 70,31 70,59 70,51 54,41 51,21 54,64

Tabel 2. 34 Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2079 -2022

11

I

I

I

I

I
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2. PerkembanganFasilitasPendidikan

Jumlah sekolah di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari tahun
2019 sampai 2022. Jwlah SD, SMP dan SMA di Provinsi Papua Tengah
mengalami penurunan jumlah dari tahun ke tahun. Kabupaten Mimika
merupakan wilayah yang memiliki fasilitas terbanyak di Provinsi Papua Tengah
dengan jumlah 83 SD, 38 SMP dan 26 SMA pada tahun 2021. Untuk lebih jelas
mengenai perincian jumlah fasilitas sekolah dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 35 Jumlah Fasilitas Sekolah di Provinsi Papua Tengah Menurut Kabupaten

No. Kabupaten
SD SMP SMA/SMK Perguruan Tinggi

2019 2020 2021 20t9 2020 202r 2019 2020 2021 2019 2020 202t

1 2 3 4 5 7 B o 11 13 15 16 17

74 76 ,74 37 31 30 26 7 6

2 Paniai B6 a4 72 15 t4 i0 t2 72 1l

3 Puncak Jaya 26 26 26 8 7 6 5 5 8

4 Mimika 86 87 83 40 39 38 26 26 26 8 7 6

5 Puncak 44 44 3B 8 8 8 3 ., 3

Dogiyai 51 10 10 6 5 4 1 1 1

7 Intan Jaya 23 23 31 6 6 6 2 2 2

8 Deiyai 35 35 34 7 7 9 4 4 4

Papua Tengah 425 429 404 130 t26 t24 89 87 a4 i6 l4 15

Sumber : BPS Prouinsi Papua 2022,

6

a
I

I

I

12 
|

t lx"tir" I
3sl3s

I
I

I

I

I

I

I

s4 I o, | ,, 
I

I

I

I
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3. Perkembangan Guru dan Murid
Jumlah guru di Provinsi Papua Tengah secara umum stabil dari Tahun

2020 sarnpai Tahun 2022. Pada Tahun 2O2O /2O2L jumlah guru yang tersedia di
Provinsi Papua Tengah mencapai 14.836 dan mengalami penurunan menjadi
14.769 pada Tahun 2O2l /2022. Untuk lebih jelas mengenai perincian
perkembangan guru di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2. 36 Perkemban Guru di Provinsi Pa ua Te Tahun 2O2O-2O22

Sumber : Sumber : BPS Prouinsi Papua 2022,

Jumlah murid di Provinsi Papua Tengah stabil dari tahun 2020 sampai 2022. Pad,a tatrun 2O2O I 202 1 jumlah guru yang tersedia di Provinsi
Papua Tengah mencapai 10.754 dan mengalami peningkatan menjadi ll.O94 pada tahun 2021 12022. Untuk lebih jelas mengenai rincian
perkembangan murid di Provinsi Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 37 Perkem Murid di Provinsi Pa ua Ten Tahun 2O2O-2O22

Negeri Swasta Total
No Kabupaten 2021/2022 2O2O/2021 2O2t 120222O2Ol2O2t 2O2t 12022 2O2Ol2O2t

1 2 B3 4 5 6
1 Nabire 3.256 3.095 2.206 2.O2t 5.462 s.116
2 Puncak Jaya 620 16 18 733 638
.) Paniai 628 2.148 2.0531.391 t.425 797
4 Mimika 4.5763.068 3.102 r.385 t.474 4.453
5 Puncak 442 406 34 34 476 440

Do an 417 3L2 700 828516 243
7 Intan J a 62 62 65 t24 r2055
B Dei al 700 998622 786 7a 212

Papua Tengah 14.7699.97 5 10.005 4.861 4.764 14.836

TotalNegeri Swasta
No Kabupaten 2O2O/2O2r 2O2O/2O2r 2O2r/20222O2t 12022 2O2Ol2O2t 2O2r 12022

1 2 3 4 6 7 B
I Nabire 2.OL9 1.145 1.Ot7 3.164 2.962L.945
2 Paniai 269 1.1 16 1.198343 847 855
.) Puncak Ja 324237 324 o 237
4 Paniai 269 343 847 855 1.116 1.198
5 Mimika 2.3t4 3.151 5.451 5.5162.365 3.137
6 Punca]< 74 108 8046 34 34
7 98 157 331 350 429 507
B Intan J a 62 55 o 62 55o

Papua Tengah 5.t62 10.754 1 1.0945.325 5.592 5.769
Sumber : BPS Prouinsi Papua 2022, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua Tengah 2O24

7t7

6

I I

I

I

I

I

Dogivai
I
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2.4. L.2 U rusan Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 ketahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat

dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Tabel 2. 38 A a Kematian B Tahun 2020

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prouinsi Papua Tahun 2020

Angka Kematian Bayi
Pembilang Pembagi SatuanNo Kabupaten

Jumlah Kematian Bayi Jumlah Kelahiran Hidup Per 1000 KH
I trc 3 4
1 Nabire 3.372 20,268
2 0,oPuncak Java 0 s32
3 Paniai 5 0 0,0
4 3.9Mimika 11 2.82t
5 Puncak 206 0,00
6 t2,7Dogiyai l4 1.099
7 86 0 00

0 0 0
8.1 16 12,O7Papua Tengah 98

I

I

Intan Jaya
8 lDeiyai
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Tabel 2. 38 Angka Kematian Bayi Tahun 2020

Sumber : l,aporan Kinerja Dinas Keselwtan Prouirtsi Papua Tahun 202O

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Provinsi Papua Tengah memiliki
kasus AKB yang cukup tinggi, namun cenderung menurun. Kasus AKB yang
terjadi di Provinsi Papua Tengah mempakan akumr.rlasi dari 8 kabupaten/kota.

2. Angka Kematiar Ibu

Tabel 2.39 Angka Kematian Ibu Tahun 2O20

Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Prouinsi Papua Talun 2O2O

Kasus angka kematian ibu (AKI) Provinsi Papua Tengah per 10O.00O
penduduk selama ini dapat dikatakan cukup tinggi. Pada tahun 2O2O angla
kematian ibu mencapai ang)<.a 2O9.

An Kematian Ba
Pem Pem SatuanNo Kabupaten

Jumlah Kematian Jumlah
Kelahiran Hidu

Per 1000
KH

1 2 4 5
I Nabire 68 20,2
2 Puncak J o 532 o 0
3 Paniai 5 o o 0
4 Mimika 11 2.821, 3.9
5 Puncak 206 o o
6 14 1.o99 12,7
7 Intan J a 0 86 o o
8 Dei 0 0 0

Papua T 9B 8. ll6 12 o7

No. Kabupaten

Angka Kematian Ibu
Pembilang Pembagi Satuan

Jumlah Kematian
Ibu

Jumlah Kelahiran
Hidup

Per 100.00O
KH

1 2 3 4 5
1 Nabire 4 3.372 119
2 Puncak Jaya 2 532 376
3 Paniai 2 0 o
4 Mimika .) 2.827 7t
5 Puncak 0 206 0
6 Dogiyai 6 1.o99
7 Intan Jaya 1 86 1. 163

Deiyai o 0 o
Papua Tengah 17 8.116 209

i

0

l

I

Banyalmya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 }:^ari
sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang
disebabkan karena kehamilannya atau pengelolEraanya, dan bukan karena sebab-
sebab lain, per 100.O00 kelahiran hidup. Yang dimaksud dengan Kematian Ibu
adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu
42 l:,ai sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau
tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau
pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan,
teq'atuh dan lain-lain.

I

546
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2.4.1.3Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang

o Jaringaa Jalan
Aksesibilitas dan Mobilitas Daerah provinsi papua Tengah terdapat pada

Kabupaten Mimika dengan total L62,L km (35,9i.) dari Iotar kesiluruhan
aksesibilitas yang ada di Provinsi papua Tengah. Kabupaten Dogiyai merupakan
wilayah dengan aksesibilitas dan mobilitas yang paring iendah dl 

-provinsi 
Fapua

]engah dengan 8 km (1,77%) dari total keseluruha' aksesibifitas yang ada ai
Provinsi Papua Tengah. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel-berikut.

Tabel 2. 40 Panjang Jalan di Provinsi Papua Tengah [km)

o
F!!-na,!d.!iaal!*ri

!.2.--n\

II

, },'Ji

,__-i

Gambar 2.4.L Peta Jaringan Jalan Provinsi Papua Tengah

2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat

Pembangunan rumah layak huni oleh Pemerintah Daerah dilakukan
dengan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dan layak untuk memenuhi
standar kesehatan perumahan bagi masyarakat terutama Orang Asli Papua.
Terdapat akumulasi perumahan yang layak huni di Provinsi Papua Tengah
semenjak tahun 2O18 sampai dengan 2O22 adaiah sebanyak 2.f 65 unit. Adapun
jumlah rumah tayak huni selama tahun 2018 - 2022 dapat dilihat secara rinci
pada tabel berikut.

No KablKota Proyinsi Aspal Lainnya
1 2 3 4 5
I Nabire Papua Tengah 432,9 53
2 Paniai Papua Tengah 280,9 12,L

Puncak Jaya Papua Tengah 11,61 26L,5
4 Mimika Papua Tengah 765,tO 134,8
5 Puncak Papua Tengah 392 27,29

Dogiyai Papua Tengah o 8
7 Intan Jaya Papua Tengah 19,603 275,69
8 Deiyai Papua Tengah o 72,5

Sumber : BPS Prouittsi Papua,2oZ3

I -'{

""Yt

ili,

6
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Tabel 2.4L Jumlah Rumah Layak Huni provinsi papua Tengah 2OT\-2O22

No. Kabupaten
Tahun

Tota 12018 2079 2020 202t 2022
1 2 4 5 6 7 8 9
1 Nabire 1,52 AA L4a 10 s00
, Puncak Jaya 54 42 18 .)/ 203

Paniai 40 35 15 10 138
4 Mimika 90 359 292 117 18 933
c Puncak
6 Dogiyai
7 Intan Jaya 32 68 8 165 11 33 I
8 Deiyai 60 60

Papua Tengah 341 667 525 385 76 2.t65
Sumber : Dinas Perumahnn dan Dinas Sosial Kabupaten Lirqlatp

Prouinsi Papua Tengal4 2O22

2.4. 1. 5 Urusan Ketenteraman Perlindungan Umum dan Perlindungan Masyarakat

Sebagai salah satu unsur strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kepatuhan
masyarakat dan disiplin aparatur dalam menegakkan peraturan.

Penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)
ada-lah upaya mengondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yalg kondusif
dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang ditetapkan. Hal ini untuk
mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tenteram serta
menjaga keindahan. Pelanggaran perda/K-3, antara Lain, pelanggaraa HO, IMB,
Reklame, Kebersihan, Parkir Umum, Anjal/Gepeng, PIC, PSK dan Perda lainnya.

Untuk me*,ujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib sebagai
salah satu prasyarat pelaksanaan pembangunan selain peningkatan petugas
Satpol PP dan personil Linmas juga dilakukan pengernaran di setiap lokasi-lokasi
yang berpotensi menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban serta
peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga masyarakat. Data jumlah Polisi
Pamong Praja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 42 Jumlah Polisi Pamong Praja per Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
2020-2022

No. Kabupaten
Tahun

2020 2tJ27 2022
1 2 4 5
1 Nabire 113
2 Punca-k Jaya 35
.) Paniai 25
4 Mimika
5 Puncak
6 Dogiyai
7 Intan Jaya 30 32

Deiyai
Papua Tengah 30 cz 202

Sumber : BPS Prouinsi Papua" 2O23

2.4.1.6 Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial Provinsi Papua merupakan salah satu
isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya kompleksitas
masalah keterlantanan, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi Papua. Upaya
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah Daerah belum

I

8

38
I I

I

29
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secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) di Provinsi Papua.

HaI Pembangunan kesejahteraan sosia-l Provinsi Papua Tengah merupakan
salalt satu isu pembangunan yang strategis seiring dengan berkembangnya
kompleksitas masalah keterlantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial di Provinsi
Papua. Upaya penyelengga.raan kesejahteraan sosial yang dilakukan Pemerintah
Daerah belum secara optimal dapat mengatasi masalah Penyandang.

2.4 .l .7 Keagamaarr

r Tempat lbadah
Perkembangan rasio penduduk terhadap rumah ibadah di Papua Tengah

cenderung te{adi peningkatan sepanjang tahun 2O18-2022. Tercatat sampai
dengan tahun 2022 rasio tempat ibadah per 1O.OOO penduduk adalah sebesai
18,31 unit. Artinya 10.000 penduduk dapat dilayani oleh 18 unit tempat ibadah.
Jika dilihat berdasarkan kewilayahan, terdapat beberapa daerah dengan
perbandingan yang cukup tinggi terhadap 10.000 penduduk dan sebaran rumah
ibadah di 8 kabupaten/kota sepanjang tahun 2O18-2022 sangat bervariasi. Untuk
lebihjelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.



TahunNo.
2020

Kabupaten Wilayah Adat 2018 20t9Provinsi

I c 6 73 4 5
1 38,74Nabire Papua Tengah Mee Pago 28,33 27,88
2 Paniai t4,07 13,75 10,53Papua Tengah Mee Pago
3 Puncak Jaya 27,97Papua Tengah La Pago 19,35 18,87
4 Mimika 12,6t 18,51Papua Tengah Mee Pago 12,85
5 Puncak 1,86 22,37Papua Tengah La Pago I,89
6 Dogiyai 14,5 9,37Papua Tengah Mee Pago t4,7
7 10,87Intan Java Papua Tengah Mee Pago t,64 t,62
B Deiyai 1 1,75 8,18Papua Tengah Mee Pago 11,86

-51 -

Tabel 2. 43 Rasio Tem t Ibadah Per 10.000 Penduduk Provinsi Pa ua Te

Sumber: BPS Prouinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua 2023

Tabel 2. 44 Jumlah Tem t Peribadatan Menurut Kabu aten

Sumber: BPS Prouinsi Papua (Kementeian Agama Prouinsi Papua)

ah

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten di Provinsi Papua
Pura WiharaMasjid Gerei a Protestan Gereia KatolikNo. Kabupaten
2020 20202020 2020 2020

I 72 3 4 6
1 Nabire 202 7 J324 52
2 Paniai 13 t25 52
a Puncak Jaya 2 370 2
4 Mimika L34 70 1 2207
5 Puncak 2 25t 5
6 Dogiyai 1 81 11
7 Intan Jaya 1 )
8 yalDei 1 42 1B

Provinsi Papua 8 5356 1.456 212

I I

52
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2.4.2 Layanan Urusan Wqiib Non Dasar

1. UrusanKetenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan seperti tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK),
persentase kesempatan kerja, persentase angkatan kerja yang kerja serta
distribusi lapangan pekerjaan merupakan gambaran yang bermanfaat untuk
melihat prospek ekonomi suatu daerah. TPAK merupakan rasio antara banyatrorya
penduduk angkatan keg'a dengan banyaknya Penduduk usia kerja. Hal ini
menggambarkan banyal,mya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi baik
itu dengan bekerja ataupun mencari kerja.



No. Kabupaten Pengangguran Bukan Angkatan Kerja TPAK (%) TPr (%)Angkatan Kerja Bekeda

1 B 92 4 5 6 7

6,6578.857 75.658 3.199 35.176 69, is
2 Puncak Java 167.950 t66.724 t.226 27.949 85,73 r,74

3 Paniai N/A 53.731 70,31 o,66t27.259 I25.667

4 66,63 5,35Mimika 145.828 139.995 5.833 73.O47

0 94Puncak 89.265 89.054 N/A 6.338 93,37

o,216 Dogiyai 78.347 N/A 9.501 89,42

7 Intan Java 94.Ogt 9t.062 N/A 19.560 82,79 0,00

8 86,77 o,79Deiyai 51 .42 1 50.662 N/A 23.350

2,44Papua Tengah 834.940 817.t69 10.258 248.652 80.52

-53-

Tabel 2. 45 Ti at Partisi si An Ke a Tahun 2O2O-2O22

Sumber : BPS Prouinsi Papua, ,Papua Tengah Dalam Angka PPT 2O24

I

I

1 Nabire

80.269
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2. Angkatan Ke4'a Aparatur Sipil Negara

Kontribusi perempuan pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Papua Tengah
mencapai 8. 1 16 jiwa atau sebesar 39,9o/o dan seluruh jumlah Pegawai Negeri Sipil
yang ada di Provinsi Papua Tengah. Kabupaten Mimika mempakan wilayah
dengan jumlah pegawai negeri sipil perempuan tertinggi, yaitu mencapai 2.629
atau sebesar 32o/o pegawai negeri sipil perempuan berasal dari Kabupaten Mimika.
Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah pegawai negeri sipil yang berada di Provinsi
Papua Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 46 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenis Kelamin di Provinsi
Papua Tengah Tahun 2022

No. Kabupaten PNS (Jenis Kelamin)
TotalLaki-laki Perempuan

1 2 3 4 5
1 Nabire 2.377 1.968 4.345
2 Puncak Jaya 1.665 6t2 2.277
3 Paniai 1.577 2.265
4 Mimika 1.995 2.629
5 Puncak 7.427 490 7.9t7
6 Dogiyai 1.258 585 1.843
7 Intan Java 910 585 t.495
B Deiyai 1.OL4 559 1.573

Papua Tengah 12.223 8.116 20.339
Sumber : BPS Prouinsi Papua, Rancangan Akhir RKPD Prouinsi Papua 2023

3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi proses
registrasi penduduk, penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan,
dan proses administrasi lainnya yang berkaitan dengan data kependudukan.
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memiliki tujuan untuk
memastikan setiap warga negara memiliki identitas resmi yang sah dan
memudahkan pemerintah dalam memberikan layanan publik serta menjalankan
fungsi pemerintahan lainnya. Adapun Data Kependudukan pada Provinsi Papua
Tengah Khusus Orang Asli Papua (OAP) sesuai dengan tabel di bawah ini:

Tabel 2.47 Jumlah Penduduk Oran Asli Pa Tahun2024

Sumber Data : Dinas Dukcapil Provinsi Papua Tengah, 2024 (data diolah)

4. Urusan Perhubungan

Sektor transportasi merupakan salah satu jaringan distribusi barang dan
orang/ penumpang yang berkembang sangat dinamis. Selain itu, sektor
transportasi juga berperan di dalam mendukung, mendorong serta menunjang
segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial budaya

Jumlah Penduduk
No. Kabupaten Laki-laki Perempuan Jumlah

1 2 3 4 5
1 Nabire 58.054 51.394
2 Puncak Jaya ttt.944 96.247 208.191
a Paniai 54.267 120.58 i

92.345 199.3454 Mimika 107.000
80.573 t70.966.J Puncak 90.393

6 Dogiyai 59.839 54.823
7 Intan Jaya 66.935 s9.903 126.838

47.843 42.397 90.2408 Deiyai
608.322 531.949 r.t40.27 LPapua Tengah

688
I 4.624 I

1o9.448

66.3t4

rr4.662 |

I
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rraupun pertahanan keamanan. Perbumbuhan sektor transportasi akan
mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi
mempunyai per€rn€rn yang penting dan strategis. Keberhasilan selrtor transportasi
dapat dilihat dalam kapasitas yang tersedia, kualitas layanan, aksesibilitas,
kete{angkauan beban publik, dan utilisasi. Sistem jaringan transportasi di
Provinsi Papua Tengah dibagi menjadi jaringal jalan, terminal, jalan rel, jaringan
sungai, danau, dan penyeberangan, jaringan transportasi laut, dan bandar udara.
A. Transportasi Darat

- Jalan
Jaringan jalan memiliki keterkaitan yang menunjang tercapainya
strulchrr tata ruang suatu wilayah untuk mendukung kegiatan secara
optimal sesuai dengan hierarkinya. Jalan mempunyai peranan penting
terutama yarrg menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah
yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan
pertahanan dan kearnanan nasional dalam rangka mewujudkan
pembangunan nasional. Sedangkan kondisi jaringan jalan Provinsi
Papua Tengah masih mengacu pada sumber Rencana pengembangan
jaringan jalan di Provinsi Papua dalam RTRW Provinsi induk Papua
tahun 2013, dan sistem jaringan jalan strategis Nasional dan jalan
nasional. Jaringan jalan yang terdapat di Provinsi Papua Tengah
berdasarkan data RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2O33 yaitu:
1. Jalan Nasional

a. Pengembangan Jaringan jalan Arteri primer Jayapura - Sarmi
- Mamberamo Raya - Waropen - Nabire;

b. Jaringan Jalan Kolelrtor Primer Kimibay-Batas Kota Nabire
c. Jaringan Jalan Arteri Primer Timika - Waghete- Enarotali
d. Jaringan jalan Arteri primer Wamena - Karubaga - Mulia

2. Jalan Provinsi
a. Jaringan jalan kolektor primer Nabire - Waghete - Enarotali;
b. Jaringan Jalan Kolektor Primer Enarotali - Sugapa.

- Rel Kereta Api
Transportasi jalan rel terdiri dari jaringan prasarana, sarana
transportasi kereta, dan simpul transportasi kereta api. Hingga saat ini
transportasi jaringan jalan rel belum terserlie di wilayah Provinsi Papua.
Padahal potensi moda kereta api ini lebih baik daripada moda
transportasi darat lainnya dari sisi kapasitas angkut yang lebih banyak,
baik untuk barang maupun penumpang, jarak tempuh yang cukup jauh,
dengan biaya transportasi yang relatif lebih murah, dan tingkat polusi
yang rendah. Pada kondisi eksisting, jalur kereta api masih belum
tersedia, narnun berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033
terdapat rencana pengembangan jaringan pelayanan tralsportasi kereta
api di Provinsi Papua Tengah adalah:
a. LintasJayapura-Sami-Nabire
b. LintasNabire-Manokwari-Sorong
c. LintasNabire-Timika
Sedangkan arahan pengembangan simpul transportasi kereta api berupa
stasiun di kota pusat pertumbuhan, atau pusat produksi bararg yang
dilalui jalan rel yaitu:

Tabel 2.48 Arallan pengembangan Simpul Transportasi Kereta Api

Lokasi StasiunNo. Rute Irckasi Kabupaten

Jayapura, Depapre,
Sarmi, Trimuris,
Botawa, Nabire.

1 Jayapura-Sarmi-
Nabire

Kota/Kab. Jayapura-Sarmi-
Marrrberamo Raya-Waropen-
Nabire.

di Provinsi Pa



2 Nabire-
Manokwari
(Papua Barat)

Nabire-Papua Barat Nabire

Nabire-Timika Nabire-Dogiyai-Deiyai-
Paniai-Mimika.

Nabire, Moanamani,
Waghete, Enarotali,
Timika, Pomal<o.

B
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Sumber : RTRW Prouin si Papua Tatatn 2013-2O33

- Terminal
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahur, 2021
tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan
menjelaskan bahwa terminal penumpang tipe A merupakan terminal
yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk
angkutan lintas batas negfira dan/ atau angkutan antar kota antar
provinsi. Sedangkan terminal penumpang tipe B merupakan termina,l
yang fungsi utamanya melayani kendaraan bermotor umum untuk
angkutan antar kota dalam provinsi.
Lokasi terminal penumpang tipe A memiliki kriteria sebagai berikut:
. Terhubung dengan rencana pembangunan jaringan jalan dengan

kapasitas yang dibutuhkan
o Terletak dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi dan/ atau

angkutan lintas batas negara atau rencana pengembangan jaringan
trayek antar kota antar provinsi dan/ atau angkutan lintas batas
negara

I-okasi terminal penumpang tipe B memiliki kriteria sebagai berikut:
r Terhubung dengan renczrna pembangunan jaringan jalan dengan

kapasitas yang dibutuhkan
. Terletak dalam jaringan trayek antar kota dalam provinsi
Berdasarkan RTRW Provinsi Papua tahun 2013-2033, lokasi dan tipe
terminal di Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut :

1. Terminal Tipe A
a. Terminal Nabire - Kabupaten Nabire

2. Terminal Tipe B
a. Terminal Oyehe - Kabupaten Nabire
b. Terminal Mulia - Kabupaten Puncak Jaya
c. Terminal Tirnika - Kabupaten Mfunika
d. Terminal Wagete - Kabupaten Deiyai
e. Terminal Enarotali - Kabupaten Paniai
f. Terminal Waghete - Kabupaten Deiyai

Transportasi Udara
A. Bandar Udara

Berdasarkan pada hierarki, bandar udara merupakan pusat pelayanan
yang terdiri atas:
1. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer: adalah

bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan
PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar atau
sama dengan 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

2. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanal sekunder:
adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang
pelayanan PKN yang melayani penumpang dengan jumlah lebih
besar dari atau sama dengan f .0OO.OO0 (satu juta) dan lebih kecil
dari 5.OOO.O0O (lima juta) ora,ng per tahun.

3. Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier: adalah
bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan
PKN dan PKW terdekat yang melayani penumpang dengan jumlah
lebih besar dari atau sama dengan 5OO.000 fiima ratus ribu) dan
lebih kecil dari f .O0O.0OO (satu juta) orang per tahun.

l
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4. Bandar udara pengumpan merupakan Bandar udara tujuan atau
penunjang bandar udara pengumpul dan merupakan salah satu
prasarzrna penunjang pelayanan kegiatan lokai di Provinsi Papua
Tengah, pengembangan bandara pengumpul dengan skala
pelayanan tersier tahun 2Ol3-2O33 dilalrukan pada:
a. Bandar Udara Wanggar di Kabupaten Nabire;
b. Bandar Udara Moses lfilangin di Kabupaten Mimika;

Rencana pengembangan bandara pengumpan di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2Ol3-2O33.

Tabel 2.49 Bandara Pengumpan di Provinsi Papua Tahun 2013-2033 yalg
Akan Dikem

Sumber : Hasil Rencana TaLutn 2O12

ii

\

c.

)

Nama Bandara Lokasi

Bandara Mulia Puncak Jaya
Bandara Sinak Puncak
Bandara Waghete Deiyai
Bandara Illu Puncak Jaya
Bandara Illaga Puncak
Bandara Beoga Intan Jaya
Bandara Fawi Puncak Jaya
Bardara Sugapa Intan Jaya
Bandara Enarotali Paniai
Bandara Obano Paniai
Bandara Moanamani Dogiyai
Bandara Kokonao Mimika
Bandara Jila Mimika
Bandara Ugimuga Mimika
Bandara Potowai Mimika
Bandara Alama Mimika

MimikaBandara Jita
Bandara Agimuga Mimika

lr

Gambar O.1 Peta Transportasi Provinsi Papua Tengah
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5. Urusan Komunikasi dan Informatika

Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak
jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan,
srrara, gambar, ataupun objek lainnya. Layanan telekomunikasi dapat
diindikasikan dari penerimaan sinyal internet telepon seluler.

Tabel 2.50 Banyaknya Kampung menurut Kabupaten/Kota dan Penerimaan
Sin ai Internet Tel on Seluler di Provinsi Pa ua Ten ,2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa layanan telekomunikasi yang
memadai dengan sinyal 4G/LTE halya terdapat di beberapa kabupaten di
antaranya Mimika, Nabire, dan Puncak Jaya. Sedangkan di kabupaten lainnya,
masih cukup balyak kampung yang belum terlayani koneksi internet yalg
memadai.

2.4.3 Layanan Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Provinsi Papua Tengah memiliki jumlah akomodasi sebanyak 34 unit, 735
kamar dan 1770 tempat tidur yang tersebar pada Kabupaten Nabire, Puncak Jaya,
Paniai dalr Mimika pada tahun 2020. Kabupaten Nabire merupakan wilayah yang
paling banyak memiliki akomodasi, kamar dan tempat tidur untuk penunjang
pariwisata.

Kabupaten 4GILTE 3G/H/H+/ EVDO 2,sG/E/ GPRS None

5 1aNabire 29
Paniai 1 25 91
Puncak Jaya 8 20 75
Mimika 53 7 6

<aPuncak 1

Dogiyai 2 19 t4
t6Intan Jaya

Deiyai 3 1 4 40
360 938Jumlah 228

I

930

8

t2

I



Tahun 2020Tahun 2018 Tahun 2019
Kamar Tempat TidurNo Kabupaten Akomodasi Kamar Tempat Tidur Akomodasi Kamar Tempat Tidur Akomodasi

10 111 7 I 9) .) 4 5 6
aa, 501 7201 Nabire oo 456 52 1 23 475 663

26 40o Puncak Jaya I 9 9 1 19 18 1

26 443 Paniai 3 27 47 3 2a 47 3
9664 659 975 7 r82Mimika 6 497 816 7

5 Puncak
6 Dogivai
7 Intan Jaya
8 Deiyai

Tabel 2. 51 Jumlah Akomodasi, Kamar dan Tem t Tidur di Hotel ada Provinsi Pa uaT ah Tahun 2Ol8-2O22

Sumber : BPS Prouinsi Papua, Rancangan Akhtr RKPD Prouinsi Papua 2023

2. Urusan Pertanian

Produksi komoditas di Provinsi Papua Tengah paling tinggi berupa Produksi Padi. Produksi padi gabah kering giling di Provinsi Papua
Tengah mencapai 7.356,28 Ton dan produksi padi setara beras mencapat 4.178,72 Ton. Produksi komoditas tertinggi berada di Kabupaten
Nabire. Untuk lebih jelasnya mengenai perincian produksi komoditas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Produksi Komoditas Menurut Kabu ten di Provinsi Pa aT
Produksi

Kedelai (Ton)
Produksi Kopi

(Ton)No Kabupaten Produksi Padi (Ton
GKG}

Produksi Padi Setara
Beras (Ton)

Produksi
Jagung (Ton)

1 4 5 62
725,0O1 Nabire 7.3t2,0O 4.153,56 991,00

2 Puncak Jaya
3 Paniai 346,00 113,00

128,00 106,00+ Mimika 44,28 25,t6
182,005 Puncak

6 Dogiyai
7 Intan Jaya
B Deiyai

944,OOJumlah 7.356,28 4.178,72 1.647,OO
Sumber : BPS Prouinsi Papua, 2023
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3. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi
yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan
nusantara. Selrtor perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta memberikan sumbangan yang
berarti dalam menciptakan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan
peningkatan pendapatan. Pasar sebagai salah satu sarana distribusi mempunyai
peran penting dalam kegiatan perekonomian, baik bagi produsen, pelaku kegiatan
perdagangan, maupun konsumen. Selain pasar, terdapat beberapa fasilitas
lainnya seperti swalayan, warung, dan toko.

Sarana perdagangan di Provinsi Papua Tengah terdiri dari pasar
tradisional, swalayan, dan warung/toko. Pada ta}run 2O22 tercatat bahwa jumlah
pasar terbanyak berada di Kabupaten Nabire dengan jumlah 36 unit. Namun
demikian, jumlah total sarana perdagangan yarrg paling tinggi terdapat pada
Kabupaten Mimika yaitu sebanyak 5.652 unit.

Tabel 2.53 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Kabupaten di Provinsi
Pa Ten 2023

Sumber: Badan.Rrsat Statistilg 2023 RTRW papua Tengah 2023-2024 **

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2OO5-2O25 Provinsi Papua

Sesuai dengan Amh dari SE Mendagri Nomor 600.2.lll570/Sj evaluasi
hasil RPJPD dilakukan pada indikator kineda sasarail pokok daerah, dengan
menilai tingkat capaian masing-masing indikator yang dikategorikan dalam 5
(lima) kriteria yaitu sangat Tinggr, Tingg, Sedang, Rencah, dan Sangat rendah.

Sesuai dengan hasil Evaluasi Dokumen RRIPD Provinsi Papua maka dapat
disampaikal hasil evaluasi sasaran pokok RPJP 2025-2045 Provinsi Papua pada
tabel Sebagai Berikut:

2.5.1 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Kesejahteraan

Jumlah indikator kinerja yang telah dirumuskan untuk mewujudkan
sasaran pokok pertama, Peningkatan Kesejahteraan, sebanyak 9 (lima) indikator,
dengan rasio capaian kinerjanya masing-masing untuk periode 1, periode 2 dan
periode sebagai berikut.

No. Kabupaten Pasar Swalayan Warung/Toko
1 c .) 4 5

1 Nabire 36 15 1.515
a Puncal Jaya
J Paniai

4 Mimika l6 50 5.586

5 Puncak 5 2

6 Dogiyai t4 l6

47 Intan Jaya

8 Deiyai 1 rt7
76 83 7.390Jumlah

I

II

J

I

I

I

I
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Tabel 2.54 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Prorrinsi Terhadap Sasaran Pokok
RPJPD Penin tan Ke ahteraan daJatn Yo

Sumber data: Ha,sil Euaiuasi Dolstmen RPJPD 2005-2025 Prouirsi Papua.

Jika mengamati pada rata-rata tingkat capaian masing-masing indikator
kinerja selama 3 periode RPJPD, terlihat jelas ada 2 (dua) indikator yang "Perlu
Upaya Keras" untuk mencapai nilai 100% sampai akhir periode RPJPD (Periode
ke-4). Masing-masing adalah AKI (Angka Kematian Ibu) per 1000 kelahiran hidup
dengan rata-rata nilai capaian sebesar 44,O3o/o, dan Persentase Penduduk Miskin
sebesar 61,97Vo. Sedangkan capaian indikator kinerja lainnya ada yang terindikasi
"Akan Tercapai" pada akhir periode RPJPD yaitu IPM sebesar 83,97%, Umur
harapan Hidup sebesar 93,2ayo, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 78,43"/o, dan
Persentase penduduk 15 tahun ke atas dengan pendidikan SMP+ sebesar 8O,78o/o.
Serta yang terindikasi a-kal 'Melampaui" yaitu indikator AMH sebesar l0O,4lo/o,
Penolong Kelahiran Dengan Tenaga medis sebesar lo9,4lYo, dan AKB per 100O
kelahiran hidup sebesar 1 10,05%.

2.5.2 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Pemerataan dan Peningkatan
Kemampuan Ekonomi Daerah

Ada l0 (sepuluh) indikator kinerja yang dirumuskan untuk mewujudkan
sasaran pokok ke-2, Pemerataan dan Peningkatan Kemampuan Ekonomi Daerah.
Berdasarkan evaluasi hasil RPJPD, untuk sasaran ini hanya ada 1 (satu) indikator
saja yang mendapat kriteria Rendah, yakni Persentase Rumah Sehat dengan rata-
rata nilai capaian selama 3 periode sebesar 60,040/o, sehingga diperlukan "Upaya
Keras" untuk mencapai nilai 1O0% di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.55 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok
RPJPD Pemerataan dan tan Kemam uan Ekonomi Daerah dalam 7o

No Indikator Sasaran Periode 1 Periode 2 Periode 3 Rata-rata Kriteria
I IPM a4 ,24 85,80 81,85 43,97 Tineqi

AMH 100,01 99,73 101,49 100,41 Sangat tinggi
Umur Harapan Hidup 9r,7 t 90,75 97,37 93,24 Sangat tinggi

4 Penolong Kelahiran
dengan Tenaga Medis 95,89 1 18,08 | 14,26 l09,4i Sangat

Tinesi

5
Rata-rata lama
sekolah 83,s8 81 ,50 70,20 74,43 Tinggi

6
AKB per 1000
kelahiran hidup 7 ,t4 i 58,30 164,72 1 10,05 Sangat tinggi

7 AKI per 100.0OO
kelahiran hidup 0,oo 34,O2 94,08 44,O3 Sangat

rendah

8

Persentase penduduk
15 tahun ke atas
dengan pendidikan
SMP+

78,52 84,48 78,94 80,78 Tinggi

I Persentase Penduduk
Miskin (20 t 1)

90,67 73,91 2t,33 6t,97 Rencah

Periode 3 Rata-rata KriteriaPeriode 1 Periode 2No Indikator Sasaran

90,05 Sangat
Tinggi94,57 29,t4Laju Pertumbuhan

PDRB Non Tambang
t42,431

a7,7t 106,Os
Sangat
Tinggi131,50 98,952 Gini Ratio

80, r9 9t,71 Sangat
Tinggi103,OO 9t,943 Produksi Padi

11s,66
Sangat
Tinggit26,36 120,08100,554 Produksi Ubi Jalar
Sangat
Tingqi136,77 131,75102,38 156,105

122,r6 Sangat
Tinggi117 ,73 145,90102,a66 Produksi Jagung

95,76
Sangat
Tinggia7 ,39 42,44tt7 ,o47 Perikanan

I

I

I

I

I

2

I

I

Produksi Ubi Kayu 
I

I

I

I

I

I



-62-

Sumber data: Ha.sil Eualuasi Dolatmen RPJPD 2005-2025 Prouinsi Papua.

Adapun indikator lainnya termasuk dalam kriteria Tinggi dan Sangat
Tinggr, di mana untuk yang tergolong dengan kriteria Sangat Tinggi ada yang
terindikasi akan 'Melampaui" target RPJPD di akhir periode, yaitu capaian
indikator Gini Ratio dengan rata-rata nilai capaian sebesar 106,05%, Produksi Ubi
Jalar sebesar 115,660/o, Produksi Ubi Kayu sebesar l3l,75o/o, dan Produksi Jagung
sebesar 722,160/o.

2.5.3 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Pelayanan Umum

Pada sasaran pokok ke-3 yaitu Peningkatan Pelayanan Umum terdapat 15
indikator kine{a yang telah ditargetkan dalam RPJPD, yang mana sampai dengan
periode ke-3 RPJPD ada 5 (lima) indikator dengan rata-rata nilai capaiannya di
bawah 75% (masuk kriteria Sedang, Rendah dan Sangat Rendah) yaitu Rasio
Murid SMP Terhadap Guru dengan nilai rata-rata sebesar 72 sao/o, Rasio Guru SD
Terhadap Sekolah sebesar 7 7 ,460/o, Rasio Murid SMA/MA Terhadap Guru sebesar
65,3a%o, Rumah Sehat sebesar 60,040/0, Rasio Perawat Terhadap Penduduk
sebesar 2,l4oA. Ini berarti ke-S indikator tersebut "Perlu Upaya Keras" untuk
mencapai nilai rata-rata lOO% di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.56 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok
RP.IPI) tal Pel anan Umum dalam 7o

Sumber dato: Hasil Eualuasi Dolotmen RPED 2005-2025 Prouittsi Papua.

Sedangkan 10 indikator kinerja sasaran lainnya memiliki kriteria Tinggi
dan Sangat Tinggi, di mana 5 (lima) di antaranya terindikasi akan 'Melampaui"

8 Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja 100,5 i 99,38 85,31 95,O7 Sangat tinggi

9
Tingkat Pengangguran
Terbuka 71 ,24 80,o0 86,80 79,36 Tinggi

10
Persentase Rumah
Sehat 83,90 36,18 60,04 Renda-h

No Indikator Sasaran Periode I Periode 2 Periode 3 Ra ta -ra ta Kriteria

I Rasio Elektrifikasi 109,86 764,75 1s9,92 144,84 Sangat
Tinssr

2
Rasio Guru SD Terhadap
sekolah

75,00 66,67 72,73 71,46 Sedang

96,77 77 ,74 46,67 86,86 Tinggi3
Rasio Murid SD
Terhadap Ruang Belajar

4
Rasio murid SD
Terhadap zuru

loo 87,50 76,67 88,06 Tinggi

120 108,33 109,44 Sangat
Tinesi5

Rasio Guru SMP
Terhadap Sekolah

100

Rasio Murid SMP
Terhadap Ruang Belaiar 93,80 80,oo 82,46 85,55 Tinggi6

72.34 Sedalg7
Rasio Murid SMP
terhadap Guru l03.l4 64.O0 s0.00

100.o0 11 1.76 9s.o0 1o2.25
Sangat
tinggr8

Rasio Guru SMA/MA
Terhadap Sekolah

90.79
Sangat
Tineei9

Rasio Murid SMA/MA
Terhadap Ruang Belajar 106.67 85.71 80.00

60_00 65.38 Sedang10
Rasio Murid SMA/MA
Terhadap guru 89.47

67 .24 103.30 89.31 Tinggi11
Rasio Dokter Terhadap
Pendudut 97 .39

132.30
Sangat
tinsqi

Rasio Bidan terhadap
penduduk 104.32 t47.70 H6.49t2

Sangat
rendaho.oo 6.43 o.oo13

Rasio Peravrat terhadap
penduduk

Sangat
finssiI t2.66 1 12.68 7t.54 98.9614 Proporsi Akses Air Bersih

Rendah43.90 36.1815 Persentase Rumah Sakit

I

I

2.14 |

I

I

46.67

60.04
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target di akhir periode RPJPD, yaitu indikator Rasio Elektrifikasi dengan nilai rata-
rata capaian sebesar 744,a4'yo, Rasio Bidan Terhadap Penduduk sebesar 132,3oyo,
Rasio Guru SMP Terhadap Sekolah sebesar LO9,44o/o, dan Rasio Guru SMA/MA
Terhadap Sekolah sebesar l02,25o/o. Indikator kinerja lainnya terkategori "Akan
Tercapai" di akhir periode RPJPD, antara lain Proporsi Akses Air Bersih, Rasio
Murid SMA/MA Terhadap Ruang Belajar, Rasio Dokter Terhadap Penduduk, dan
Rasio Murid SD Terhadap Guru.

2.5.4 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Fasilitas
Wilayah / Infrastruktur

Untuk sasaran ke-4, yaitu Peningkatan Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur,
telah dirumuskan 12 indikator kinerja yang ditargetkan sampai akhir periode
RPJPD. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja, terutama dilihat
dari rata-rata selama 3 periode, terindikasi ada 2 (dua) indikator kinerja yang
memiliki nilai di bawah 75o/o, sehingga terkategori 'Perlu Upaya Keras" untuk
mencapai angka 10O% di akhir periode ke-4. Indikator kineda yang dimaksud
adalah Area Penggunaan Lain dengan nilai rata-rata tingkat pencapaian sebesar
7 3 ,87o/", dan Akses Air Bersih sebesar 63,98o/o.

Tabel2.57 Tingkat Capaian Kineda RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok
RPJPD tan Fasilitas ah Infrastruktur daTam o/o

Sumber data: Hasil Eualuasi Dokumen RPJPD 2OO5-2O25 Prouinsi Papua-

2.5.5 Evaluasi Capaian Sasaran Pokok Peningkatan Iklim Berinvestasi

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang ditargetkan dalam sasaran pokok
RPJPD Peningkatan Iklim Berinvestasi. Dari ke-6 indikator tersebut hanya satu
indikator sqja yang dinilai capaiannya masih di bawah 75%o, yattu Realisasi nilai
investasi PMDN, dengan rata-rata nilai capaian sebesar 16,790A, sehingga
terindikasi indikator tersebut dikategorikan "Perlu Upaya Keras" untuk mencapai
100% di akhir periode RPJPD. Sedangkan untuk indikator yang terkategori "Akan
Tercapai" adalah Jumlah Proyek PMA dengal rata-rata nilai capaian sebesar
75,O8o/o. Indikator lainnya, yaitu Jumlah Proyek PMDN (364,35%), Jumlah Unit

No Indikator Sasaran Periode 1 Periode 2 Periode 3 Rata-rata Kriteria
I Panjarg Jaian Nasional 148.03 175.80 173.63 165.42 Sangat

Tinssi
2 Panjang Jalan Provinsi 24.9a 33.74 29.s3 29.42 Sangat

Rendah
s 13.41 380. l3 382_45 Sangat

Tinest
3 Rasio Panjang jalan per

iumlah kendaraan
453.42

85.13 124.20 Sangat
ti.ggt

4 Jumlah Barang di
bongkar melalui
Pelabuhal udara

163.27

151.53 ra.77 81. 15 Tinggi5 Jumlah Barang dimuat
melalui Pelabuhan
udara

77 .64 Tinggi6 Jumlah Barang anta-r
pulau dibongkar
melalui Pelabuhan laut

54.51 too.7I

78.28 Tinggi7 Jumlah Barang antar
pulau dimuat melalui
Pelabuhan laut

67 .25 a9.31

51.10 63.98 Rendah8 Akses air bersih 75.12
1rl2.t4 97.65 97 .25 99.0 i Sangat

Tinggi
9 Luas Kawasan Hutan

42.82 Sangat
Rendah

Pers€ntase Luas Hutan
Lindung

42.67 4t.89 43.a910

Sangat
Tinesi

143. 13 145.52 t40.57 | 43.O7l1 Persentase Luas Hutan
Produksi

70.81 73.87 SedangArea Penggunaan
lainnya

83.81 67 .OO12

I
I

I

j

I

I

I
I

I

I65.72

I

I
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Bank (176,67%), Total Investasi (L I1,99o/"1, dan Realisasi nilai investasi PMA
(106,34o/ol, semuanya tergolong akan "Melampaui" target di akhir periode RPJPD.

Tabel 2.58 Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran Pokok
RPJPD Penin tan Iklim Berinvestasi dalam %

Sumber: Dohtmen Eualuasi RPJPD Prouinsi Papua 2OO5-2A25, 2023

2.5.6 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Pokok

Maksud dari penyajian hasil rekapitulasi ini adalah untuk mengamati
sejauh mana arah capaian dari masing-masing sasaran pokok RPJPD, ada 5 (lima)
sasaran pokok, sampai periode akhir. Apakah akan terwujud atau tidak ? selain
itu juga sekaligus untuk menunjukkan rata-rata total nilai capaian kine{a jika
dilihat secara keseluruhan per periode, terutama periode 1, periode 2, dan periode
J.

Tabel 2.59 Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Terhadap Sasaran
Pokok RPJPD o/o

Sumber: Dolatmen Eualuasi RPJPD Prouinsi Papua 2O05-2025, 2023

Jika melihat hasil perhitungan rata-rata nilai capaian kinerja untuk setiap
sasaran pokok selama 3 periode berjalan ini, adalah suatu keniscayaan bila
pemerintah provinsi merasa optimis bahwa semua saszlrzrn pokok yalg telah
ditargetkan pada RPJPD Provinsi Papua Tahun 2OO5-2O25 akan terwrrjud
semuanya pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti misi yang dilaksanakarr
selama periode 2OO5-2O22, dipastikan m€rmpu mewujudkan visi RPJPD yaitu
Papua Yang Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi Dan Politik. Kondisi ini juga
diindikasikan dengan capaian kineda seluruh sasaran pokok daerah yang
mendapat label kriteria "Sangat Tinggr" pada setiap periode. Bahkan di periode 2
dal periode 3 nilai rata-rata capaian kinerja dapat melampaui angka 10O%.

No Indikator Sasaran Periode 1 Periode 2 Periode 3 Rata-rata Kriteria

1 Jumlah Proyek PMDN 41 .38 49.25 1002.41
Sangat
Tinesi

2 Jumlah Proyek PMA 106.r2 73.54 sedalg

3
Realisasi nilai Investasi
PMDN 35.60 t .68 13.08

Sangat
Renda}l

4 Realisasi nilai Investasi
PMA 107 .77 I 10.94 100.30

Sangat
Tinggi

5
Total Investasi 124.63 110.68 100.6s Sangat

tinggr
6 Jurn-lah Unit Bank

| 18.23 200.95 210_a3
Sangat
tinggr

Sasaran Pokok Daerah Periode 1 Periode 2 Periode 3
Akhir

Periode
Peningkatan
Keseiahteraan 70,20 91,89 92,O3

Akan
Terwrrjud

89,09 Akan
Terwujud

Pemerataan dan
Peningkatan Kemampuan
Keuangan Daerah

107,95 104,03

81,12 Akan
Terwuiud

Peningkatan Pelayanan
Umum 92,36 88,63

Peningkatan Fasilitas
Wilayah / Infrastruktur 118,60 t2r,25 108,28

Akan
Terwujud

Akan
Terwuiud124,63 110,68 100,65Peningkatan Iklim

Berinvestasi
100,60 110,39Rata rata Total 94,91
Sangat
Tinggi

Sangat
TinggiKriteria Sangat

Tinggi

45.57

I
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Namun begitu, pemerintah provinsi tidak boleh lalai dan mengabaikan beberapa
indikator kinerja sasaran yang hasilnya selama 17 tahun pembangunan jangka
panjang ini (2OO5-2O22) masih mendapat nilai kinerja di bawah 657o dengan
kriteria Rendah dan Sangat Renda-l., seperti jumlah penduduk miskin,
kepemilikan rumah layak huni, jumlah tenaga perawat, dan nilai investasi PMDN
yang direalisasikan. Terhadap indikator- indikator ini, perlu dibuatkan kebijakan
strategis yang super prioritas dan inovatif, agar dalam pembangunan jangka
pendek dan jangka menengah ke depan dapat dikoreksi secepat mungkin darr
capaiannya dapat maksimal, sehingga secara utuh seluruh sasaran pokok dapat
mewujudkan visi dan misi RPJPD Provinsi Papua di akhir tahun 2O25.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6. 1 Proyeksi Kependudukan

Pada sub bab proyeksi kependudukan akan menguraikan hasil analisis
dari proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kabupaten, jenis kelamin, dan
kelompok usia.

2.6. 1. I Proyeksi Jumlah Penduduk

Proyeksi jumla,h penduduk merupakan hasil estimasi perkembangal
penduduk di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, didasarkan pada data
populasi tahun-tahun sebelumnya dan faktor-falrtor demografis yang
relevan. Tabel 2.60 berikut memberikan gambaran tentang bagaimana jumlah
penduduk diperkirakan akan berkembang, memberikan landasan penting untuk
perencanaan pembangunan, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya. Dengan
memahami tren proyeksi ini, dapat mempermudah dalam mempersiapkan untuk
menghadapi perubahan demografrs dan mengambil langkah-langkah yang tepat
untuk mendukung kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
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Tabel 2.60 Pro ksi Jumlah Penduduk di Provinsi Pa ua Te Tahun 2025-2045

Sumber: RPD Prouinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2O23

Proyeksi Penduduk (Jiwa)

2035 2o40 2045
No. Kabupaten

Penduduk
Tahun 2023

(Jiwa) 2025 2030

(s) (6) (7t (8)(1) t2t (3) (4)

183.856 190.935 t98.286 205.9t91 Nabire t74.375 177.O40

246.437 259.190 272.604 286.7 t22 Paniai 229.606 234.311

3 Puncak Java 233.89s 234.647 251.040 264.O32 277.697 292.069

4 Mimika 324.987 331.646 348.811 366.864 385.852 405.823

5 Dogiyai 121.055 123.536 t29.93r 136.656 t43.729 151.169

6 Intan Jaya r40.677 r43.5s9 150.988 1s8.802

7 Deiyai to3.226 105.341 1to.792 116.526 122.557 128.900

6 Puncak tt6.799 117.838 L20.470 123.161 125.913 t28.726

Total 1.444.620 1.471.958 r.542.325 t.6L6.167 t.693.657 t.774.94O

I

17s.663 
|

I

I

I

t67.O20

I

I
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Berdasarkan hasil proyeksi tersebut, jumlah penduduk di Provinsi Papua
Tengah pada Tahun 2045 diperkirakan sebesar 1.774.9AO jiwa. Jumlah proyeksi
penduduk tertinggi pada tahun 2045 berada di Kabupaten Mimika sebanyak
405.823 jiwa hal ini di perkirakan karena jumlah penduduk dan Luas wilayah
Kabupaten Mimika merupakan wilayah terbesar dengan Rata2 Pertumbuhan
Penduduk per tahunnya rata2 2-3o/o, Sedangkan jumlah terendah berada di
Kabupaten Puncak sebanyak 128.726 jiwa dikarenakan luas wilayah Kab puncak
yang tergolong kecil dal berada pada daerah pegunungan. Proyeksi penduduk
total pada tahun 2025 hingga 2045 di Provinsi Papua Tengah mengalami
peningkatan.

2.6.2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk
memberikan gambaran tentang bagaimana komposisi penduduk akan
berkembang seiring waklu. Dengan mengeksplorasi tren pertumbuhan, pada
bagian ini akan menguraikan proyeksi yang didasarkan pada distribusi penduduk
berdasarkan jenis kelamin. Tabel berikut adalah hasil proyeksi jumlah penduduk
berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.
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Tabel 2. 61 Pro eksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Pa uaT h Tahun 2025-2045

Sumber: RPD Prouinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

Tahun Proyeksi

2040 2045
Penduduk Talun

2023 (Jiwa) 202s 2030 2035

P

No. Kabupaten

L P LL L P L P L P

(1) (16) (18) (1e)(2t (3) (4) (6) (7t (10) (12) (13) (1s)(e)

1 107.598 a4.475Nabire 91. 105 78.324 103.609 81.34372.62A 92.508 72.628 96.070 75.424 99.764

128.1532 Paniai t47.248 t2r.a47 154.91 1724.O31 to2.607 126.598 to4.731 r33,150 110.151 140.041 115.852

132.969Puncak Jaya 150.040 126.426 157.805126.348 706.462 128.963 108.666 135.638 r14.290 142.657 t20.205

4 173.155 2t9.632 ta2.tt7Mimika 175.846 145.811 198.547 164.634 208.423179.447 14a.829 taa.777 156.532

5 at.677 7 1.504Dogrvai 65.393 64.640 77.657 67.98557.248 66.747 58.434 70.202 61.458 73.83s

80.4616 Intan Jaya 90.241 76.502 94.91775.992 65.756 77.565 65.756 81.579 69.159 85.801 72.7s4

59.847Deiyai 66.2t8 56.903 69.64555.761 47.977 56.916 48.909 59.861 51.440 62.959 54.103

8 69.946 60.198Puncak 63.463 54.618 66.923 57.596 68.418 58.88364.030 55.107 65.460 56.338
799.725Total 728.O95 9t2.295 763.O44 956.125777.939 653.048 792.at4 663.060 830.737 694.793 870.532

I

P
I I

I

I

I
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Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin di
Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045 diperkirakan jumlah penduduk baik
yalg berjenis kelamin ataupun perempu.rn mengalami peningkatan. Proporsi
jumlah penduduk laki-laki pada tahun eksisting dar tahun proyeksi memiliki
jumlah yang lebih besar dibandingkan penduduk berjenis kelamin perempuan.

2.6. 1.3 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia

Analisis proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia bertqjuan
untuk menggambarkan bagaimana strukhrr usia penduduk akan berkembang
dalam jangka walrtu tertentu. Dengan menyelidiki perubahan-perubahan dalam
distribusi usia dan dinamika pertumbuhan penduduk, bagran ini akan
menguraikan proyeksi yang memberikan pemahaman tentang perkembangan
demografis di masa depan. Informasi ini dapat menjadi dasar dalam perencanaan
kebijakan sosial, kesehatan, dan ekonorni, serta memberikan landasan untuk
pengambilan keputusan yang efektif dalam menghadapi tantangan demografis.
Tabel berikut merupakan proyeksi jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia
di Provinsi Papua Tengah 2025-2045.
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Tahun Pro!'rksiPenduduk Tahun 2023 (Jiwa)
)o23 2040 20452030 2035

No Kclompok

L P ., 1- L .l L .l.i L P J L I) ,)
tl) l2t (3) t4) (6t (71 07) 08) (le) (20)(8) (.)l ll0) (1 1) (121 t3l (r4l (rs) (16)

I 04 E0.3A3 55.3A2 r35.765 81.912 't66.46756.198 r38. O 85.U09 58.889 I44.698 89.898 6t.712 151 ,610 94.188 64.673 158.860 98.688 67.779

2 5-9 76.575 55.059 131,634 78.O35 56.O25 154.465 s4.066 4r7.889 161955134.061 81.75S 54.776 140.535 85.6arS t;1.665 147.331 89.765 64.701

3 lo-t4 62.879 50,573 I t3.452 13901564.O77 sr.323 I t5.40t 67.133 53.753 70.339 56.303 126.641 7 3.703 58.977 r 32.680 77.'233 61.783120.8a6

.1 l5- 19 57.062 52.881 t0(1.943 5a.152 53.681 61.75? 12A.667 70.t23 64.719 134.842I I1.833 60.932 36.244 117.176 63.449 5u.9J.r 122.7t\3 66.910

5 20-24 (rb.362 60,502 126.864 15558067 .()3 ) 6t.417 129.049 70.a66 64.34+ 74.260 67.4ts 141.675 77.422 7O.(,37 14n..1s9 81.56I 74.419I35.2 t0

6 25.)q 71.000 65.645 t36.645 72.363 66.673 160.035 87.330 80.410 167.740139,036 75.837 69.862 145.700 79.484 73.2 tO 152.694 83.312 76.723

7 30-34 70-67t) 66,224 t36.903 72.O36 t68.1 l767 )4tl 13q.284 7 5.497 70.4at I45.978 79.12r) 73.8?4 153.O03 a'2.942 77.435 160.377 86,q44 81.174

8 30-39 64.606 1s1.002 67.668 65.593 75.455 153.343 81.638 79.O72 160.7 L0133.261 70.91 r 64.723 139.634 74.3t6 72.OO7 t46.323 77.888

9 40-44 58,333 54.8a5 I13.218 59.452 55.723 I 15.I74 62.305 58,365 65.299 126,4s6 6A.442 64.046 r32.488 71.741 67.098 138839120.669 61,137

l0 45-49 50.849 45.184 96.033 5t.824 .15.856 I )2.3S0 62.'.29 55.202 117.73297.680 54.309 'r8.027 102.336 56.918 50,305 to7,223 59.656 52.695

11 50,54 38.731 32.305 71.039 39.473 32.801 72.274 79.38t' 45.442 37.767 83.209 47,632 39.589 a7.22141.3t7 34.377 75.744 43.355 36_031

l2 30.056 21.59t 5t.617 30.630 2t.912 36,927 26.455 63.38252.542 32.O92 )2,967 55.059 33.626 21,O74 57.700 35.237 25.236 60..173

t3 60"64 2A.227 r2.695 32.922 20.613 12.878 33,491 21.597 22.630 36.771 23.714 14.820 34.534 24,851 15.532 40.384I3.494 35.091 t 4. l4l
L4 65,69 l3.s81 7.399 20.979 13.838 16-667 9.o51 25.7t47.so2 21.340 14.495 7.462 22.357 15.145 8.239 23.424 15.908 8.635 24.543

70-7 4 {J.0 r5 4,851 12.a66 a.167 4.919 r3.08s q.388 5.670 15.058 9.836 5.945 15.78 r8.555 5.157 t3.712 8,961 5.407 14.368

t6 >75 3.261 1o.076 6.944 4.008 I2.3663.310 r0.2s4 7.273 3.472 10.745 7.6t8 3.642 I1.259 7 _979 3,820 I L800 8.359
'lotal 777,939 653.048 1.430.987 792.8t4 1.755.850663.060 1.455.475 a30.737 694.793 470.532 728.095 1594.627 912.29s 763.044 1.675.340 956.125 799.725l.s25.s2s

Tabel 2. 62 Pra eksi Jumlah Penduduk berdasarkan Kelom ok Usia di Provinsi Pa ua ah Tahun 2025-2045

Sumber: RPD Prouinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2O23

I

I
I

l

I

I I

ss-se I
I

I

I
I

I
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Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk menurut
kelompok usia, diketahui jumlah penduduk berdasarkan usia mengalami
peningkatan di setiap kelompok usianya. Jumlah penduduk angkatan kerja (usia
15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan jurnlah penduduk usia bukan angkatal
ke{a (usia O-14 dan 65+ tahun).

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana terdiri dari proyeksi kebutuhan
rumah, air minum, listrik, pengelolaan persampahan, fasilitas kesehatan, fasilitas
pendidikan, dan telekomunikasi.

2.6.2. 1 Proyeksi Kebutuhan Rumah

Proyeksi kebutuhan rumah mendalami perkembangan perumahan dalam
konteks kebutuhan masyarakat. Analisis ini difokuskan pada estimasi
pertumbuhal populasi dan faktor-falrtor lain yang memengaruhi permintaan akan
perumahan. Dengan pemahaman tentang kebutuhan perumahan yang proyektif,
informasi ini dapat menjadi dasar yang kuat untuk perencanaan pembangunan
kota, kebijakan perumahan, dan strategi pengembangan wilayah yang
berkelanjutan. Tabel 2.62 berikut menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan
rumah di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.
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Kabupaten

Kondisi Tahun 2023

Tahun Pro!.cksi

2025 2030 2035 2040 2045

Pcnduduk
(Jiwa)

Kebutuhan
Tempat Tinggal

{Untt)

Penduduk
(Jiwa)

Jumlah
Tempat
Tinggal
(Unit)

Pcnduduk
(Jjwa)

Jumlah
Tempat
Tinggal
(Unit)

Pcnduduk
(Jiwa)

Jumlah
Tempat
Tinggal
{Uniti

Penduduk
(Jiwa)

Jumlah Tempat
TinSSal
{Unit)

Penduduk
(Jiwa)

Jumlah
Tempat
Tinggal
(Unit)

(r) {2) 13) 14) (6) t7l (8) (e) (10) (l l) l112) (13) (14) (1s)

Nabire 174.375 34.875 177.040 35.408 183.856 36,771 190.935 38.187 r 98.286 39.657 348,490 69.698

2 Paniai 229.606 45.92 t 234.31 l 46.a62 246.437 49.287 259.190 51.838 272.604 54.521 136.323 27 .265

3 Puncak Jeya 233.895 46.779 23a.6A7 47 .7 37 251.040 50.208 264.032 52.A06 277.697 55.539 244.516 48.903

4 Mimika 324.9a7 64.997 331.646 66.329 348.811 69.762 366.864 385.852 77.t70 60.326 12.065

5 Dogivai
121.055 24.211 I23.536 24,707 129.931 25.986 136.656 27 .331 143.729 26.529

(' Intan Jala
140.677 28.135 143.559 24,712 150.988 30.I98 158.802 3 r .760 167.020 33.404 456.436 91.287

7 Deiyai
1o3.226 20.645 105.34 t 21.068 | 10.792 22. t58 I 16.526 23.305 t22.557 24.51I 83.162 t6.632

8 Puncak
| 16.799 23,360 117.838 23.568 t20,470 24.O94 123. 161 24.632 125.913 25. 183 308.277 61.655

Total 1 .444.620 24a.924 1.471.9s8 | .542.325 308.465 t.616.167 323.233 1 .693.657 338.731 1.770.174 354.035

Tabel 2. 63 Pro eksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Pa ua Ten ah Tahun 2025-2045

Sumber: RPD Prouinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023

-l
I

I

I

,l

i

I I

I

28.746 I 132.643

I

III
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Berdasarkan hasil proyeksi kebutuhan rumah pada tabel di atas, jumlah
kebutuhan rumah atau tempat tinggal setiap tahunnya mengalami peningkatan
seiring dengan jumlah penduduk yang meningkat. Total kebutuhan sar€rna rumah
di Provinsi Papua Tengah Tahun 2045 mencapai 354.035 unit. Kabupaten Intan
Jaya menjadi kabupaten yang memiliki kebutuhan tempat tinggal atau rumah
yang paling tingg di antara kabupaten lainnya yaitu sebanyak 91.2A7 unit. Ha-l
tersebut terjadi karena perkiraan jumlah penduduk di Kabupaten Intan Jaya
memiliki jumlah yang paling besar.

2.6.2.2Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Proyeksi kebutuhan air minum memegang peranan krusial dalam
merencanakan sistem penyediaan air yang efisien dan berkelanjutan. Air minum
bukan hanya merupakan kebutuhan esensial bagi setiap individu, tetapi juga
menjadi fondasi utama untuk menunjang berbagai alrtivitas sehari-hari. Rata-rata
konsumsi air per kapita berkisar antara 90-150 liter setiap hari. Analisis ini
bertujuan untuk memperkirakan perkembangan kebutuhan air minum di masa
depan. Dengan memahami proyeksi kebutuhan air minum, dapat dirancang
strategi penyediaan air yang efektif dan adaptif untuk memenuhi tuntutan
masyarakat serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Tabel berikut
menyajikan hasil analisis proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025-2045.
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Tahun Proyeksi

Kondisi Tahun 2023

2040 20452025 2030 2035Kabupaten

Penduduk
(Jiwa)

Kebutuhan Air
Minum

{m3/hari)

Penduduk
(Jiwa)

Penduduk
(Jiwa)

Kebutuhan
Air Minum
(m3/hari)

Kebutuhan
Air Minum
(m3/hari)

Penduduk
Uiwa)

Kebutuhan
Ai. Minum
(m3/hari)

Penduduk
(Jiwa)

Kebutuhan
Air Minum
(m3/hari)

Penduduk
(Jiwa)

Kebutuhan
Ai. Minum
(m3/hari)

(1) \2t (3) t4l (6) 112t (13) (14) ll5)17) (8) (e) (10) (l 1)

I Nabire 17 4.375 74,67A,19 177.O40 89.466,43 205.919 92.910,8579.880,s6 r 83.8s6 82.9ss,93 190.935 86.149,70 t 98.286

2 Paniai 229.606 103.598,30 234.3 t t 122.99A,a2 2A6.712 129.364,26105.720,90 246.437 1 1 1. 192,18 259.190 116.946,60 2?2.604

3 Puncak Jaya 233.895 105.s33,50 238.6a7 292.069 131.781,42107.695,80 251.040 113.269,40 264.032 I 19.131 ,46 277.697 125.296,90

Mimika 146.633,96 331.646 405.823 183.107,35149.638,61 348,811 157,383,50 366.864 165.529,24 385.852 174.096,5a

5 Dogivai I 2l ,055 54.620,I I r 51.169 64.207 ,49123.536 55.739,48 I29.93t 58.624,64 136.656 61.659,14 143.729 64.850,71

6 Intan Jaya
140.677 63.473,49 143.559 175.663 79.254,9764.77 3,91 150.988 68.125,89 158.802 / I.O51,JJ t67.020 75.359,21

7 Deiyai
103.226 46.575,35 58.I 59,54105.341 47.529,66 110.792 49.949,49 116.526 52.576,64 122.55? 55.297,68 128.900

8 Puncak
116.799 52.699,50 58.081,09117.838 53.168,33 t20.470 54.356,12 t23. t6t 5s.s70,45 r 2 5.913 56.411.90 12a.726

Total 1.444.619,85 651.812,48 1.471 .957,55 664.147 ,25 1.542.325,25 695.897,15 1.616.t67.O2 729.214,56 L693.657,45 764.178,24 1.774.979,9A 800.870,97

Tabel 2. 64 eksi Air Minum di Provinsi Pa ua Te ah Tahun 2025-2045

Sumber: RPD Prouinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Anali,sa, 2023
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I
I
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Berdasarka;r hasil proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025-2045, diperkirakan bahwa kebutuhan akan air minum pada Tahun
2045 adalah sebesar 800.870,97 liter/detik. Kabupaten Mimika memiliki hasil
proyeksi kebutuhan aA minum yang paling besar pada Tahun 2045 yaitu
183.107,35 liter/detik. Dengan jumlah kebutuhan tersebut perlu diperhatikan
ketersediaan sumber air baku yang ada di wilayah tersebut.

2.6.2.3Proyeksi Kebutuhan Listrik

Energi listrik merupakan elemen vital dalam pembangunan dan
keberlanjutan masyarakat seiring dengan pertumbuhan teknologi dan aktivitas
sehari-hari yang semakin bergantung pada sumber daya ini. Dengan pemahamal
mendalam terhadap proyeksi ini, dapat dirancang kebijakan energi yang efisien
dan berkelanjutan, yang menjadi dasar untuk mendukung infrastrulrtur listrik
yang memadai dan ramah lingkungan. Tabel berikut menyajikan hasil analisis
kebutuhan energi listrik yang didasarkan pada populasi penduduk.



Tahun Proyeksi

Kondisi Tahun 2023

20452025 2030 2035 2040Kabupaten

Penduduk
(Jiwa)

Kebutuhan
Listrik (watt)

Penduduk
{Ji\ra)

Kebutuhan
Listlik (uctrl

Penduduk
(Ji\Ma)

Kebutuhan
Listrik {.raftl

Penduduk
(Jiwa)

Kebutuhan
Listrik (uratti

Penduduk
(Ji\^,q)

Kebutuhan
Listdk (uarti

Penduduk
(Jiwa)

Kebutuhan
Listrik luatl)

(1) t2) (3) t4) t7t (81 (16) (17) (1e) (20)(10) (1 1) 114)

I Nabire 174.375 87 .1a7.708 177.O40 88.520. 125 95.467.309 t 9B.286 102.959.7 t7183.856 91 .928.114 190.935

2 Paniai 1 14.803.086 234,311 286.712 I43,355.788'l 17.1 55.257 246.437 1.23.214,241 259.190 272.604 136.301.887

Puncak Jaya 233.895 | 16.947 .582 234.6a? 292.069 146.034.3?att9.343.747 25 t.040 125.520.173 264.O32 t32.Ot6.249 277.697 13a.a48.517

324.9A7 t62.493.309 331,646 405,823 202.911.510165,822.927 348,811 t7 4.405.471 366.864 t83.432.224 385.852 192.926.176

5 Dogryai ! 21.055 60.527.68 r 123.536 75.584.53761,76A,O42 129.931 64.965.250 '136.656 68.327.951 | 43.729 71 .864.7 tO l5l. t69

6 Intan Jaya 140.677 70.338.s32 87.831.308I43.559 71,779.595 I50.988 75.494.114 158.802 79.400.855 167.O20 I75.663

7 Deiyai 103.226 51.612.758 105.341 52.670.274 1to,792 5s.396,159 I16.526 58.263.t20 r22.557 6t.27a.456 128.900 64.449.844

a Puncak 116.799 58.399.269 1 17.838 58.918.808 120.470 60.235.064 123. 16 t 61.580.725 125.913 62.956.449 t28.726 64.362.907

Total 735.974.776 L542.325 77 t.162.626 1 .616. t67 808.083.509 1.693.657 a46.a2A.723 1 .77 4.980 aa?.4a9.992
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Tabei 2. 65 Pr eksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Pa a Tahun 2025-2045

Sumber: RPD Prouinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023
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Berdasarkan hasil analisis proyeksi kebutuhan listrik di Papua Tengah
Tahun 2025-2045 mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan jumlah
penduduk. Adapun kebutuhan listrik pada Tahun 2O45 diperkirakan mencapai
887.489.992 Watt. Kabupaten yang memiliki kebutuhan energi listrik terbesar di
Tahun 2045 berada pada Kabupaten Puncak Jayasebanyak 146.034.370
Watt. Sedangkan yang memiliki kebutuhan listrik terendah
yaitu Kabupaten Puncak sebanyak 64.363.907 Watt.

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan menjadi aspek yang
semakin diperhitungkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Seiring
dengan pertumbuhan populasi dan perubahan pola konsumsi, timbunan sampah
terus mengalami peningkatan. Pengelolaan persampahan tidak hanya
menyangkut upaya pernroseszrn dan pemilihan limbah, tetapi juga
menggambarkan komitmen terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.
Dengan pemahaman yang matang terhadap proyeksi ini, dapat dirancang
kebijakan pengelolaan persampahan yang berkesinambungan, menjadi dasar
untuk menghadapi tantangan meningkatnya sampah dalam masyarakat
modern. Dalam analisis ini terdiri dari perhitungan timbunan sampah dan
prasarana pengelolaan sampah.

A. Prasarana Pengelolaan Sampah

Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya timbunan sampah berdampak
pada keberlanjutan infrastruktur pengelolaan sampah' Dalam konteks ini,
analisis kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah menjadi hal
penting untuk memastikan efisiensi operasional, mengurangi dampak lingkungan,
dan mi-.nuhi standar kebersihan yang tinggi. Tabel berikut merupakan hasil
proyeksi kebutuhan sarana pras€[ana pengelolaan sampah atau TPST Regional
yang terdiri dari TPS I, TPS III, dan TPS 3R di Provinsi Papua Tengah Tahun 2o25-
2045.
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Sumber: RPD Prouinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2O23
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Berdasarkan analisis tersebut, kebutuhan TPST Regional di Provinsi Papua
Tengah pada Tahun 2045 meliputi; kebutuhan TPS I sebanyak 71O unit, TPS III
15 unit, dan TPS 3R 4.437 unit. Jika dilihat berdasarkan jenis TPS, diperkirakan
TPS 3R memiliki angka kebutuhan yang paling tinggi jika dibardingkan dengan
TPS I dan TPS III.

2.6.2. 5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehataa, khususnya rumah sakit,
menjadi hal yang utama dalam merespons dinamika kesehatan masyarakat.
Seiring dengan pertumbuhan populasi, perubahan pola penyakit, dan
perkembangan teknologi medis, permintaan terhadap fasilitas kesehatan terus
berkembang. Analisis proyeksi ini akan memberikan Landasan untuk perencanaal
pembangunan fasilitas kesehatan yang tepat, memastikan ketersediaan pelayanan
kesehatan yang memadai, efisien, dan dapat diakses oleh masyarakat. Berikut
adalah hasil proyeksi kebutuhan faslitas kesehatan di Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025-2045.
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Tabel 2. 67 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045
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2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas pendidikan

Ketersediaan sarana pendidikan di provinsi papua Tengah terdiri dari
llqg ts .t -kanak (TK), sekolah dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat pertama
(SLTP)/SMP, sekolah Lanjutan Tingkat Atas (sLTA)/SMA, dan pergfrruan Tinggi
(PD. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan, p"Il , dit"kuta.
proyeksi kebutuhan sarana pendidikan. Untuk mengetahui besaran kebutuhan
sarana pendidikan 20 tahun ke depan dapat dilihat dari proyeksi jumlah
penduduk dan disandingkan dengan standar minimal kebutuhan pendidikan
yang termuat dalam standar sNI 03-1733-2o04 tentang Tata cara perencanaan
Lingkungan Perumahan di Perkotaan yaitu:

- 81 -

Sarana pendidikan Taman Kanak-Kanak dengan standar jumlah penduduk
pendukung sebesar 1.25O jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 566 ,12/unit.
Sarana pendidikan Sekolah Dasar dengan standar jumlah penduduk
pendukung sebesar 1.60O jiwa/unit dengan luas lahan sebesar 2.OO0
,nz/ unit.
Sarana pendidikan Sekola-h Lanjutan Tingkat Pertama dengan jumlah
penduduk pendukung sebesar 4.80O jiwa/unit dengan luas lahan sebesar
n.Ogg 6z/unit.
Sarana pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta sederajat dengan
jumlah penduduk pendukung sebesar 4.8O0 jiwalunit dengan luas lahan
12.50O m2/unit.

Tabel berikut adalah hasil proyeksi kebutuhan sarana fasilitas pendidikan
tingkat TK, SD, dan SMP di Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.
Berdasarkan hasil analisis, perkiraan kebutuhan sarana pendidikan di Provinsi
PapuaTengah padaTahun 2O45 terdiri dari 1.420 unitTK, 1.109 unit SD, dan 370
unit SMP. Hasil proyeksi tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi
tingkat pendidikan, semakin kecil jumlah kebutuhan unit sarana pendidikal.
Meskipun begitu, jumlah kebutuhan dari tahun 2025 hingga 2045 mengalami
peningkatan. Untuk lebih jelasnya, hasil proyeksi kebutuhan sarana pendidikan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Sumber: RPD Prouinsi Papua Tengah 2024-2026 dan Hasil Analisa, 2023
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2.6.2.7 ProyeksiKebutuhan SaranaTelekomunikasi

Pengembangan teknologi telekomunikasi merupakan upaya untuk
menyedialan jaringan bagi pengguna untuk berkomunikasi. Salah satu fal<tor
yang menunjang pengemba-ngan teknologi telekomunikasi tersebut adalah dengan
melakukan pembangunan menara telekomunikasi. Dalarn dokumen ini, analisis
kebutuhan telekomunikasi terdiri dari perhitungan proyeksi kebutuhan menara
dan BTS di Provinsi Papua Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel
berikut.
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Berdasarkan has anarisis tersebut, kebutuhan menara di provinsi papua
Tengah pada Tahun 2045 diperkirakan sebanyak 2zr unit. Sedangkan kebutuhanakan BTS adalah sebanyak 832. proyeksi kebutuhan 

"#ur" pr""*rrr"
telekomunikasi yang terdiri dari BTS dan menara mengalami peningkatan dari
tahun 2O25 hingga tahun 2045.

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan wilayah

2.7.1 RTRW Provinsi Papua Tengah 2023-2043

85-

Provinsi Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) merupakan
hasil pemekaran dari Provinsi Induk Papua. Arah Kebijakan pembalgunan dan
Pengembangan wilayah di Provinsi Papua Tengah ini salah satunya masih
mengacu pada tujuan pembangunan dalam RTRW provinsi papua Tengah Tahun
2023-2043. Tujuan RTRW Provinsi Papua Tengah yattu "Mewujudkan prouinsi
Papua Tengah gang Mandiri dan Maju melalui Optimalisasi Industri gang
berkelanjutan unfuk Meuujudkan Masyarakat gang Adil dan Makmur di Tahttn
204S',.

Rumusan konsep t Juan RTRW Provinsi Papua Tengah ta},;.tn 2023-2043
sebagai berikut:
1. Mendukung tujuan penataan Ruang yang tercantum pada RTR di atasnya

(RIRW Nasional dan Rencana Rincinya) mel,alui keterpaduan antar Sektor,
Wilayah dan Masyarakat;

2. Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan renc€rna Pembangunarr
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi;

3. Mengakomodasi fungsi dan peran Provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW
Nasional;

4. Memperhatikan isu strategis, potensi unggr:lan dan karakteristik wilayah
Provinsi (ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi);

5. Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan
20 (Dua Puluh) tahun; dan

6. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi merupakan rangkaian konsep

dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat,
laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan
ruang. Kebijakan penataan ruang Provinsi Papua Tengah Tahun 2023-2043
sebagai berikut :

a. pengembangan sistem pusat kegiatan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat berbasis kelestarian lingkungan hidup;

b. penguatan sistem perkotaan dan sinergi hubungan fungsional kota-
kampung;

c. pembangunan Kawasan budidaya berbasis daya dukung dan daya tampung
lingkungan dan mitigasi bencana;

d. pembangunan kawasan berbasis kearifan lokal dan kampung adat;
e. Pengembangan sistem jaringan prasar€rna wilayah yang terkoneksi dengan

sistem jaringan nasional dan regional untuk mendukung potensi wilayah;
f. pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah; dan
g. penguatankelembagaan pembangunanwilayah.

Pengaturan pemanfaatan tata ruang sesuai dengan fungsinya menjadi
tantangan yang harus dihadapi untuk meminimalkan te4'adinya krisis dan
tumpang tindih pemanfaatan ruang wilayah di Provinsi Papua Tengah. Penataan
ruang yang baik perlu memperhatikan keterhubungan antara perenc€rnaan,
pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Aspek renca.na strtlktur dan rencana
pola ruang merupakan pokok dari penataan ruang di Provinsi Papua Tengah.
Berikut rencana struktur ruang wilayah di Provinsi Papua Tengah.



2.7 .2 Rencana Struktur Ruang

2.7 .4.1 Rencana Sistem perkotaan

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpu-l-simpul perkotaan di
|ovinsi Papua Tengah, maka sistem perkotaa, di provinsi papua Tengah terdiri
dari:
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1. Pusat Kegiatal Nasional (pKN)
Pengembangan pusat kegiatan nasional (pKN) sebagai simpul utama

ekspor-impor atau pintu gerbang menuju Kawasan internasional, pusat industri
dan jasa, serta simpul utama transportasi yang melayani skala nasional atau
beberapa provinsi, serta sebagai Pelabuhan hubungan internasional dan pintu
gerbang ekspor hasil kegiatan kelautan dan perikanan melalui:
a. Pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama diwilayah Indonesia

bagran timur, begiran barat, dan Negara Asia Pasifrk melalui peningkatan
sarana dan prasarana;

b. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan
Pembangunan prasarana kota terpadu;

c. Peningkatan peran badan usaha dalam Pembangunan prasarana perkotaan;
d. Pengembangan kegiatan ekonomi (industri, jasa, perdagangan, perbankan,

dan lain-lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan
kesempatan kerja;

e. Pengembangan keq'a sama Pembangunan dengan kota-kota latn (Sister Citg);
dan

f. Peningkatan kualitas SDM dan peran serta Masyarakat dalam menunjang
kegiatan ekonomi Utama PKN, terutama jasa, Industri, dan Perdagangal.

Pusat kegiatan Nasional merupakan Kawasan perkotaan yang berfungsi
melayani kegiatan skala Internasional, nasional atau beberapa provinsi. Pusat
kegiatan Nasional yang ditetapkan diwilayah Provinsi Papua Tengah berada di
kabupaten Nabire dan kabupaten Mimika. Kabupaten Nabire berfungsi sebagai
pusat koleksi dan distribusi ska-Ia regional untuk kegiatan produksi pertanial,
Perkebunan, perikanan, pemerintahan, industri dan perdagangan serta jasa yang
berskala Internasional. Sedangkan Kabupaten Mimika berfungsi sebagai pusat
koleksi dan Distribusi skala regional untuk kegiatan produksi pertanian,
perikanan, industri, perdagangan jasa dan pertambangan. Selain itu, kedua
Kabupaten juga memiliki fungsi primer menjadi simpul traasportasi darat, udara
maupun laut skala pelayanan nasional dan menjadi pintu Gerbang Provinsi Papua
Tengah dari arah Selatan. Secara rinci fungsi PKN Mimika sebagai berikut :

a. hrsat industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman
pangan, perkebunan, dan peternakan

b. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan berbasis bisnis
c. Pusat pengembangan pertambaagan tembaga dan emas
d. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah

lingkungan
e. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata

berbasis potensi kearifan lokal
f. Pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional
g. Pengembangal prasar€rna dan sarana perkotaan untuk mendukung

kegiatan industri pengolahan serta perdagangan dan jasa
h. Pengembangan berbasis mitigasi bencana banjir
i. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
j. Pengendalian perkembangan frsik PKW untuk mempertahankan keberadaan

kawasan lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan
Secara rinci fungsi PKN Kabupaten Nabire sebagai berikut :

a. Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
b. Pusat pendidikan skala regional dan skala lokal
c. Pusat kesehatan, peribadatan dan perkantoran skala lokal
d. Pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata

berbasis potensi kearifan lokal
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e. Pusat industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan yang ramah
lingkungan

f. PengembangErn prasarana dan sararla perkotaan untuk mendukung
aksesibilitas, kegiatan industri pengolaharr serta perdagangan dan jasa.

C. Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
h. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi perkotaan skala nasional

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pengembangan pusat kegiatan wilayah (PKW) sebagai simpul kedua
ekspor-impor yang mendukung PKN, pusat industri dan jasa, serta simpul
transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, melalui:
a. Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam provinsi;
b. Penyediaan prasarana perkotaan sesuai fungsi kota dengan pendekatan

pembangunan pras€rrana kota terpadu;
c. Peningkatan peran badan usaha dalam pembangunan prasar€rna perkotaan;
d. Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-

lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
dan

e. Penataan ruang kota melalui perencurn.ran, pelaksanaan, dan pengendalian
tata ruang kota.

Pusat Kegiatan Wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Pusat Kegiatan
Wilayah yang ditetapkan di wilayah Provinsi Papua Tengah adalah Kabupaten
Paniai, Kabupaten Deiyai, dal Kabupaten Dogiyai. Penentuan Kabupaten Paniai
sebagai PKW karena kawasan perkotaan ini berfungsi sebagai simpul kegiatan
yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Selain itu, kawasan perkotaan
juga berfungsi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala
provinsi dan beberapa kabupaten dan/ atau kawasan perkotaan yang berfungsi
sebagai simpul transportasi angkutan umum penumpang dan barang serta
transportasi laut yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. Secara
rinci, berikut merupakan fungsi PKW Kabupaten Paniai:
a. Pusat perdagangan dan jasa skala loka-l
b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan

perkantoran skala lokal
c. Pusat rekreasi, olahraga dan pariwisata berbasis kearifan lokal skala lokal
d. Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil
e. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
f. PengembErngan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan

industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
g. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional
Secara rinci, berikut merupalan Fungsi PWK Kabupaten Dogiyai :

a. Pusat perdagangan dal jasa skala lokal
b. Pusat sarErna pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan

perkantoran skala lokal
c. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
d. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan

industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
e. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional
Secara rinci, berikut merupakan fungsi PKW kabupaten Deiyai :

a.
b.

Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan
perkantoran skala lokal
Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil
Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan uatuk mendukung kegiatan
industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
Pengembalgan sarara dan prasarana transportasi skala Nasional

c
d
e

f.
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3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pengembangan pusat kegiatan lokaf pKL) sebegai pusat industri dan jasa,
serta simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa
distrik, melalui:
a. Pemantapan keterkaitan antarwilayah di dalam kabupaten;
b. Penyediaan prasarana perkotaan yang melayani daerah sekitarnya;
c. Peningkatan peral badan usaha dalam pembanguna-n prasarana perkotaan;
d. Pengembangan kegiatan ekonomi kota (industri, jasa, perdagangan, dan lain-

lain) untuk memacu pertumbuhan daerah serta perluasan kesempatan kerja;
dan

e. Penataan ruang kota melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
tata ruang kota.

Pusat kegiatan lokal (PKL) di Provinsi Papua ?engah ditetapkan Kabupaten
Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Intan Jaya. Secara rinci, berikut
merupakan fungsi PKL :

a. Pusat perdagangan dal jasa skala lokal
b. Pusat sarana pendidikan, kesehatan, pendidikan, peribadatan dan

perkantoran skala lokal
c. Pusat rekreasi, olahraga dan pariwisata berbasis kearifan lokal skala lokal
d. Pusat industri pengolahan berupa sentra industri kecil
e. Pengembangan jaringan jalan skala jalan nasional
f. Pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan

industri, pariwisata serta perdagangan dan jasa
g. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi skala Nasional
Penetapan masing-masing pusat kegiatan diarahkan untuk memiliki interkoneksi
yang sinergis dengan dukungan prasarana wilayah terutama jalan dan jembatan,
pelabuhan, bandara, terminal, jaringan dan stasiun kereta api, jaringan energi,
jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, jaringan air limbah,
persampahan, dan lainya. Selain itu, juga terkoneksi dengan persebaran fasilitas
seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olahraga,
perdagangan dan jasa dan sebagainya yang mendukung kualitas pelayanan publik
dan pemerataan kesejahteraan yang proporsional sehingga tercipta pembangunan
yang berkelanjutan dengan kualitas kehidupan yang merata.

2.7 .4.2Rencana Jaringan Prasarana Utama

Pengembangan sistem prasarana utama dilakukan secara hierarkis sesuai
dengan interaksi dan kebutuhan penanganan permasalahan pada tiap wilayah
serta potensi yang perlu dipacu perkembalgannya. Sistem prasarana utama juga
perlu diupayakan untuk mendorong pengembangan aktivitas perekonomian serta
keterkaitan antar wilayah terutama antara pusat kegiatan dan aktivitas
perekonomian yang akal dikembalgkan pada masing-masing sub satuan wilayah
pengembangan maupun pusat pertumbuhannya. Sistem prasar.rna utama
diperlukan juga untuk meningkatkan hubungan atau interaksi antara kawasan
perkampungan dan kawasan perkotaan serta wilayah potensial di antara
keduanya sehingga diharapkan dapat mendorong interaksi kegiatan antara pusat
pertumbuhan dan wilayah pendukungnya atau bahkan antar satuan wilayah
pengembangan.

Sistem prasarana utama yang mendukung pemantapan struktur ruang
dalam jangka panjang direncanakan dengan 2 langkah, yang pertama adalah
peningkatan prasarana untuk melayani kebutuhan saat ini dan yalg kedua
adalah pengembangan sistem pras€rrana utama untuk mendukung keseimbangan
pembangunan pada tiap wilayah di Provinsi Papua Tengah serta untuk
meningkatkan keterkaita,n antara pusat perhrmbuhan dengan wilayah
pendukungnya. Sistem jaringan prasarana utama mencakup:
a. sistem jaringan transportasi darat;
b. sistem jaringan transportasi laut;
c. sistem jaringan transportasi udara; dan
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d. sistem transportasi antar moda.

A. Sistem Jaringan Tralsportasi Darat

1. Rencana Jaringan Jalan Raya
Ja-lan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan

dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Rencana jaringan jalan di
Provinsi Papua Tengah adalah sebagai berikut.
Jalan Nasional:
- Jayapura - Sarmi - Mamberamo Raya - Nabire;
- Wamena - Karubaga - Mulia (Puncak Jaya);
- Timika - Waghete (Deiyai) - Enarotali (Paniai).
Jalan Provinsi:
- Nabire - Waghete (Deiyai) - Enarotali (Paniai) - Sugapa (Intan Jaya);
- Sugapa (Intan Jaya) - Jila (Puncak) - Ilaga (Puncak);
- Botawa fWaropen) - Sugapa (Intan Jaya].

2. Rencana Terminal
Terminal transportasi merupakan itik simpul dalam jaringan transportasi

jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umurn serta sebagai prasarana angkutan
yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus
penumpang dan barang.
Rencarra Terminal Penumpan g:
- Terminal Penumpang Tipe A berada di : 1) Kabupaten Nabire dan ; 2)

Kabupaten Mimika ;

- Terminal Penumpang Tipe B berada di ; 1) Terminal Oyehe Kabupaten Nabire
; 2) Terminal Mulia Kabupaten Puncak Jaya ; 3) terminal Enarotali
Kabupaten Paniai dan : 4) terminal Waghete kabupaten Deiyai.

3. Rencana Jaringan Sungai (Danau)
Jaringan pelayanan transportasi sungai antar kabupaten di Provinsi Papua

Tengah saat ini melayani lintas kabupaten di Sungai (Danau) Intan Jaya. Untuk
wilayah daratan yang memiliki potensi sungai, moda transportasi ini menjadi
alternatif untuk menjangkau wilayah-wilayah pedalaman yang tidak terlayani
moda transportasi lain. Pengembangan transportasi sungai diarahkan pada
sungai yang layak dilayari. Dermaga sungai hanya ada 2 di Provinsi Papua Tengah
dan keduanya ada di kabup2lsn Mirnika, yaitu : 1) dermaga sungai Mimika di
Kabupaten Mimika ; dan 2) dermaga sungai Kapiraya di Kabupaten Mimika.
Dermaga danau ada 3, yaitu : l) dermaga Danau Paniai ; dan 2) danau Tagi di
Kabupaten Paniai ; 3) dermaga danau Tigi/Waghete di Kabupaten Deiyai.
Penyeberangan lintas provinsi ada 2 di Provinsi Papua Tengah, yaitu : 1)

Pelabuhan Penyeberangan Pomako di Kabupaten Mimika dan ; 2l Pelabuhan
Penyeberangan Samabusa di Kabupaten Nabire.

B. Sistem Jaringan Transportasi Laut
Jaringan prasarana transportasi laut terdiri dari simpul yang berupa

pelabuhan laut dan ruang lalu lintas yang berupa alur pelayaran. Pelabuhan laut
dibedakan berdasarkan atas peran, fungsi, klasifikasi dan jenisnya.
1. Rencana Pelabuhan Utama

Rencana pengembangan pelabuhan dengan fungsi pelabuhan utama di
Provinsi Papua Tengah yaitu Pelabuhan Samabusa Nabire di Kabupaten
Nabire.

2. Rencana Pelabuhan Pengumpul
Rencala pengembangan pelabuhan dengan fungsi pelabuhan Pengumpul di
Provinsi Papua Tengah yaitu Pelabuhan Samabusaa Nabire di Kabupaten
Nabire dan Pelabuhan Pomako di Kabupaten Mimika.
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C. Sistem Jaringan Transportasi Udara
Berdasa-rkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O9 tentang Penerbangan

dinyatakan bahwa kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan
fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas
pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra
dan/atau antar moda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan
daerah. Sedangkan tatanan kebandarudaraan adalah sistem kebandarudaraan
yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata
ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan
geografi, keterpaduan intra dan antar moda transportasi, kelestarian lingkungan,
keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor
pembangunan lainnya,
1. Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder

Rencana Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder yang
ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

- Bandar Udara Wanggar fDauw Aturure) di Kabupaten Nabire ;

- Bandar Udara Moses Kilangrn di Kabupaten Mimika.
2. Bandar Udara Pengr-rmpul dengan Skala Pelayanan Tersier

Rencana Bandar Udara Pengumpul dengan Skala PeLayanan Tersier yang ada
di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

- Bandar Udara Waghete di Kabupaten Deiyai ;
- Bandar Udara Iratoy di Kabupaten Puncak Jaya.

3. Bandar Udara Pengumpan
Bandar Pengumpan yang ada di Provinsi Papua Tengah, yaitu :

a) Bandar Udara Mulia, Bandar Udara Ilu, Bandar Udara Fawi, Bandar Udara
Derpos, Bandar Udara Torere, dan Bandar Udara Iratoy di Kabupaten
Puncak Jaya ;

b) Bandar Udara Sinak, Bandar Udara Ilaga, Bandar Udara Beoga, dan Bandar
Udara Agandugume di Kabupaten Puncak ;

c) Bandar Udara Waghete di Kabupaten Deiyai ;
d) Bandar Udara Sugapa di Kabupaten Intan Jaya ;
e) Bandar Udara Enarotali, dan Bandar Udara Obano di Paniai ;
f) Bandar Udara Moanamani di Kabupaten Dogiyai ;
g) Bandar Udara Tsinga, dan Baldar Udara Arwanop di Kabupaten Mimika.

4. Bandar Udara Khusus
Bandar Udara Khusus di Provinsi Papua Tengah, yaitu Bandar Udara Moses
Kilangin, selain sebagai Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan
Sekunder, nErmun bandar udara tersebut juga sebagai bandar udara mi-lik PT.
Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika.

D. Sistem Transportasi Antarmoda
Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang

yang menggunakan moda lebih dari satu dalam satu perjalanan yang
berkesinambungan. Transportasi intramoda adalah transportasi penumpang dan

3. Rencana Pelabuhan Pengumpan
Rencana Pelabuhan Pengumpan di Provinsi Papua Tengah berdasarkan
Kabupaten adalah sebagai berikut :

Kabupaten Nabire :

- Terdiri dari Pelabuhan Moor, Pelabuhan P. Mambor, dan Pelabuhan
Napan.

Kabupaten Mimika :

- Terdiri dari Pelabuhan Hiripau, Pelabuhan Agimuga, Pelabuhan
Kokonao, dan Pelabuhan Keakwa.

4. Pelabuhan Khusus:
Rencana Pelabuhan Khusus di Provinsi Papua Tengah berdasarkan
Kabupaten, yaitu Pelabuhan Amamapare yang berada di Kabupaten Mimika.
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atau barang yang menggunakan satu moda dalam beberapa jenis sarana dalam
satu perjalanan yang berkesinambungan. Transportasi multimoda adalah
angkutal barang yang menggunakan minimal dua moda yang berbeda, yang
dilakukan berdasarkan suatu kontrak berupa dokumen angkutan multimoda
antara pelaku usaha dan pengguna jasa.

Rencana pengembangan transportasi antarmoda di Provinsi Papua Tengah
adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan jalur Dermaga Pomako Timika - Dermaga Jinak - Jalan Raya

- Bandara Wamena ;

2. Pengembangan Jalur Dermaga Pomato Timika - Mumugu - Jalal Raya
Yuguru - Batas Kenyamhabema - Wamena ;

3. Pengembangan jalur Bandara Nabire - Sungai Mimika - j alan raya Intan Jaya.

2.7 .4.3 Rencana Jaringan Prasarana l,ainnya
A. Jaringan Energi Listrik
1. Pembangkit Tenaga Listrik

Dengan melihat kondisi wilayah Provinsi Papua Tengah yang merupakan
rawal bencala, maka kebututran listrik perlu diarahkan pada pengembangan
energi yang mandiri, artinya ketersediaan energi di wilayah ini diharapkan
mampu melayani kebutuhan masyarakat, fasilitas umum pertambangan maupun
pengembangan industri besar maupun kecil, baik dalam kondisi normal maupun
darurat.

Berdasarkan potensi dan prospek pengembangnya, rencana pemenuhan
kebutuhan listrik di Provinsi Papua Tengah dapat dikembangkan dari berbagai
sumber, antara lain:
a. Pembangkit listrik tenaga air, terdapat di Kabupaten Mimika, Kabupaten

Nabire, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Deiyai ;
b. Pembangkit listrik tenaga diesel, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;
c. Pembangkit listrik tenaga surya, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;
d. Pengembangan pembangkit listrik tenaga uap, terdapat di Kabupaten Nabire

dan Kabupaten Mirnika ;

e. Pengembangan pembangkit listrik tenaga gas, terdapat di Kabupaten Nabire
dan Kabupaten Mimika ;

f. Pengembangan listrik dengan minyak nabati
g. Pengembangan pembangkit listrik tenaga gelombang o pengembangan listrik

mikrohgdro, terdapat di 8 (delapan) Kabupaten ;

h. Pengembangan listrik tenaga angin, terdapat di Kabupaten Puncak.
Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Provinsi Papua

Tengah diuraikan pada tabel di bawah. Potensi dapat dikembangkan dengan baik
karena kapasitas debit air sungai dan danau sangat besar dan dapat
membangkitkan tenaga listrik dalam jumlah besar.

2. Rencana Traasmisi Tenaga Listrik
Rencana pengembangan sistem jaringan listrik di Provinsi Papua

dimaksudkan untuk menunjang kegiatan sosial, ekonomi, pertahanan keamanan,
dan permukiman. Pengembangan jaringan kelistrikan diselaraskan dengan
pengembalgan pusat perkotaan, pusat produksi, dan pusat distribusi sesuai
dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya yang mengacu pada RTRWN.
Rencana pengembangan pembangkit listrik di Provinsi Papua Tengah yaitu sebagai
berikut.
a. Pembangkit Listrik Tenaga Air

- Pengembangan PLTA Nabire di Kabupaten Nabire, direncanakan dapat
membangkitkan listrik sebesar 1.659 MW dengan pengembangan SUTET
yang dapat melayani Kabupaten Nabire, dan sekitarnya

- Pembangkit listrik tenaga air Einlanden dan l-oreniu. di Kabupaten Mimika;
b. Pembangkit Listrik Tenaga Sur5ra

Dikembangkan di setiap kabupaten/kota
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c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Dikembangkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika

d. Pembangkit Listrik Tenaga Gas
Dikembangkan di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire

e. Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Sesuai potensi daerahnya, pembangkit listrik tenaga
dikembangkan di Kabupaten Puncak

angln dapat

B. Jaringan Telekomunikasi
Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terdiri atas sistem

terestrial dan nirkabel. Rencana pengembangan sistem terestrial, menggunakan
media transmisi jaringan kabel serat optik dan tembaga dan gelombang mikro.

Rencana Interkoneksi antar pusat kegiatan dan antar pusat wilayah di
Provinsi Papua maupun dengan wilayah luar sangat memerlukan dukungan
sistem komunikasi dan akses informasi. Untuk mendukung sistem interkoneksi
tersebut diarahkan pengembangan jaringan teresterial yang mengikuti pola jalan
dan pengembangan menara Base Transceiuer Station (BTS) yang dapat
menjangkau seluruh distrik, sedangkan sistem telekomunikasi satelit
dikembangkan pada wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar.

Arahan pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Papua
Tengah adalah sebagai berikut.
a. Mempertahankan dan memelihara jaringan telekomunikasi melalui integrasi

dengan sistem komunikasi lain dan dengan sistem permukiman.
b. Mengembangkan jaringan komunikasi dengan cara :

- Mengembangkan prasar€rna dan sarana telekomunikasi untuk
meningkatkan keterkaitan antar wilayah

- Mengembangkan jaringan telekomunikasi sampai ke kampung-kampung
terutama kampung pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan
keterkaitan kota-kampung.

c. Mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan
kota-kota dan kawasan -kawasan prioritas.

Rencana pembangunan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana
dimaksud di atas antara lain:
a. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk melayani PKN, PKW,

PKSN, PKL dan kawasal strategis untuk meningkatkan kemudahan
pelayanan telekomunikasi bagi dunia usaha dan masyarakat.

b. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tersebar
dan terpencil baik di dataran maupun pulau-pulau kecil, sehingga
komunikasi tetap berjalan terutama di kawasan perbatasan dan kawasan
strategis.

c. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan satelit dalam mendorong
pengembangan sistem prasarana telekomunikasi.

d. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi untuk mengantisipasi
terjadinya bencana alam.

2.7.5 Rencana Pola Ruang

2.7.5. l Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan
sumber daya buatan. Kawasan lindung di Provinsi Papua terdiri dari kawasal
hutan lindung, kawasan suaka alam-pelestarian alam-cagar budaya, kawasan
yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan
perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi,
dan kawasan lindung lainnya.
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1. Kawasan Hutan Lindung
Sebagai kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan
tanah, hutan lindung mempunyai arti strategis dalam penentuan pola ruang.

2. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya
3. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya
4. Kawasan Perlindungan Setempat
5. Kawasan Rawan Bencana Alam
6. Kawasan Lidung Geologi
7. Kawasan Lidung Lainnya

2.7 .S.2Rencana Kawasan Budidaya

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
Kawasan hutan produksi terdiri dari:
a. Produksi Terbatas tersebar di 8 kabupaten;
b. Produksi Tetap terdapat di kabupaten Dogiyai, Intan Jaya, Mimika dan

Nabire;
c. Produksi Komersial tersebar di 8 kabupaten.

2. Kawasan hutan rakyat;
Kawasan hutan ral<yat tersebar di 8 kabupaten

3. Kawasan peruntukan pefianian;
Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri dari:
a. Lahan Basah yang terdapat di kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire;
b. Lahan Kering dan Hortikultura tersebar di 8 kabupaten;
c. Perkebunan dikembangkan dominan di Kabupaten Mimika, Kabupaten

Intan Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire;
4. Kawasan peruntukan peternakan;

Kawasan Peruntukan Peternakan dikembangkan di kabupaten Mimika dan
Kabupaten Nabire.

5. Kawasan Peruntukan Perikanan:
Kawasan Peruntukan Perikanan terdiri dari:
a. perikanan tangkap hanya dapat dibangun di Kabupaten Nabire dan

Kabupaten Mimika;
b. perikanan budidaya tersebar di 8 kabupaten;
c. industri perikanan sendiri, baru di kembangkan di Kabupaten Mimika.

6. Kawasan peruntukan pertambangan;
Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari:
a. Minyak dan Gas Bumi berada di kawasan teluk cenderawasih;
b. Tembaga terdapat di kabupaten Mimika, Kabupaten Deiyai, Kabupaten

Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Puncak;
c. Emas terdapat di Kabupaten Mimika, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten

Nabire, dan Kabupaten Dogiyai;
d. Batu Bara terdapat di Kabupaten Digiyai, kabupaten Deiyai dar Kabupaten

Mimika;
e. Logam Dasar sementara hanya terdapat di kabupaten Mimika.

7. Kawasan peruntukan industri;
Kawasan peruntukan industri terdiri dari:
a. Industri pengelolaan berada di kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire;
b. Industry khusus hanya terdapat di kabupaten Mimika.

8. Kawasan peruntukan pariwisata;
Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari:
a. wisata budaya dikembangkan di kabupaten Mimika (Asmat);
b. wisata AIam dan Minat Khusus tersebar di 8 kabupaten.

9. Kawasan peruntukan permukiman;
Kawasan peruntukan permukimal terdiri dari;
a. Perkotaan dengan pengembangan fungsi PKN, PKW, dan PKL disesuaikan

dengan RTRW dari masing-masing kabupaten, di mana pengembangan
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kawasan perkotaan yang sedang difokuskan adalah pembangunan satu kota
baru, yaitu kota baru Nabire di kabupaten Nabire dan kota baru Timika di
Kabupaten Mimika;

b. Perkampungan di kembangkal sesuai dengal PERDA RTRW dari masing-
masing 8 kabupaten.

10. Kawasan peruntukan lainnya; Kawasan peruntukan lainnya adalah kawasan
yang diperuntukkan, khusus untuk kepentingan pertahanan negara.
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BAEI III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3. 1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Permasalahan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

Berdasarkan Dokumen RPD Provinsi Papua tengah Tahun 2O24-2026 dan
Situasi Eksisting di lapangan, Serta berdasarkan Hasil Pelaksanaan Musrenbang
RKPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 sehingga didapat beberapa isu strategis
aktual yang dapat diangkat menjadi isu strategis dalam RKPD Tattwn 2024.
Adapun perincian permasa-lahal dan isu strategis dari setiap kabupaten yang
hadir dalam pertemuan dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 1 Permasalahan Kabupaten di Provinsi Papua Tengah

No. Kabupaten Isu Strategis dan Pe rmasalahan
1 c 3

1
Kabupaten

Nabire

1
Ketergantungan masyarakat akan pemerintah salgat
tingtqi, namun Pelayanan pemerintah masih rendah

2

Konektivitas wilayah pada 15 distrik di Kab. Nabire
yang belum terkoneksi jalan darat, terutama di Distrik
Dipa, Meno , Napan, dan Wapoga membutuhkan
pembangunan jalan baru

a Kurang optimalnya penyelenggaraan pendidikan,
kesehatan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

4
Masih baryak permukiman kumuh pada wilayah
pesisir dan pegunungan

c SPAM dan fasi-litas persampahan yang masih minim
6 Tingkat kemiskinal ekstrem sangat tingf
7

Menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka dal
meningkatkan Daya Saing tokal dan Regional
Menurunkan Tingkat Prevalensi Stunting

9 Belum adanya Perguruan Tinggi Negeri

2
Kabupaten

Mimika

1
KonekLivitas wilayah menuju beberapa kabupaten darr
ibukota provinsi masih buruk

2 Tingkat kemiskinan ekstrem sangat tinggi
?) Pembangunan infrastruktur perumahan masih rendah
4 Tingkat keamanan sangat rendah
5 Belum adanya Perguruan Tinggi Negeri

Kabupaten
Puncak Jaya

1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah

2
Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah
dan tidak memenuhi SPM

aJ Masalah dan konflik masih menggunakan hukum adat
4 Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
5 Belum Maksimalnya Jaringan Internet

Tingkat keamanan sangat rendah
7 Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
8 Tingginya Prevalensi Stunting
9 Belum maksimalnya Infrastrulrtur Air Minum (SPAM)

4
Kabupaten
Intan Jaya

1 Tingkat keamalan sa-ngat rendah
2 Konelrtivitas wilayah masih rendah
3 Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
4 Belum maksima-Inya Akses Infrastruktur ketstrikan
5 Belum Maksimalnya Jaringal Internet

6
Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah
dan tidak memenuhi SPM

7 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah

I

I

I

I

I

l

I

I

I

8

I

6
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Sumber : RPD Prouinsi Papua Terqah Talun 2O24-2026

3.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan daerah
Selain permasalahan pembangunan, perlu dilalrukan identifikasi

permasalahal atau ha-l-hal lain yalg berpotensi menjadi penghambat pelalsanaal
program atau kegiatan yang oleh OPD/SKPD. Hal ini tidak lepas dari pelaksanaan
program penunjang urusan pemerintatran daerah provinsi yang menjadi salah
satu prioritas penyelenggaraan urusan di provinsi DOB. Dengan demikian,
berdasarkan permasalahan yang didapat dari masing-masing kabupaten di
Provinsi Papua Tengah, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 isu strategis yang
diangkat dalam pelaksanaal pemerintahan dan pembalgunan di Provinsi Tengah
yang mempertimbangkan urgensi pembangunan, masalah serupa yang te{adi di
seluruh kabupaten, dan masalah yang merupakan kewenangan provinsi. Lima isu
strategis di Provinsi Papua Tengah yaitu sebagai berikut.

5

8 Tingginva Prevalensi Stunting
9 Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)

Kabupaten
Paniai

1 Tingkat keamanan sangat rendah
2 Konelrtivitas wilayah masih rendah

Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
4 Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
5 Belum Maksimalnya Jaringan Internet

6
Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah
dan tidak memenuhi SPM

7 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
8 Ting{nya Prevalensi Stunting
9 Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)

6
Kabupaten

Deiyai

I Tingkat keamanan sangat rendah
2 Konektivitas wilayah masih rendah
J Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
4 Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikal
5 Belum Maksimalnya Jaringan Internet

6
Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah
dan tidak memenuhi SPM

7 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
8 Tingginya Prevalensi Stunting
9 Belum maksimalnya Infrastrukhrr Air Minum (SPAM)

7
Kabupaten

Dogiyai

1 Tingkat keamanan sangat rendah
2 Konelctivitas wilayah masih rendah
a Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
4 Belum maksimalnva Akses Infrastruktur kelistrikan
5 Belum Maksimalnya Jaringan Internet

6
Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah
dan tidak memenuhi SPM

7 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
8 Tingqinya Prevalensi Stunting
9 Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)

B
Kabupaten

Puncak

1 Tingkat keamanan sangat rendah
2 Konektivitas wilayah masih rendah

Minimnya Infrastruktur Perumahan Layak Huni
4 Belum maksimalnya Akses Infrastruktur kelistrikan
5 Belum Maksimalnya Jaringan Internet

Pelayanan pendidikan dan kesehatan masih rendah
dan tidak memenuhi SPM

7 Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah
8 Tingginya Prevalensi Stunting
9 Belum maksimalnya Infrastruktur Air Minum (SPAM)

I

I

I

I

J

6



No. Isu Strategis Permasalahal Pendukung
1 2 3

Belu m Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan
Belum adanya infrastruktur penunjang untuk
penyelenggara€rn urllsan
Penyesuaian kg6a rnpuan fiskal daerah

2
Pemenuhan
Pelayanan
Dasar

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Layanan
Kesehatan
Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Layanan
Pendidikan
Rendahnya Konektivitas Jaringan sarana dan
Prasarana Infrastruktur

.)
Peningkatan Daya
Saing Wilayah

Rendahnya daya saing sumber daya manusia
(SDM) Papua
Tirgginya tingkat kemiskinar penduduk
Tingginya Angka Pengangguran Terbuka

Peningkatan
Keamalan Wilayah

Masih adanya konflik antara kelompok
Penanganan pengungsi akibat konflik

5 Konektivitas Wilayah

Masih terdapat daerah terisolasi dan belum
adanya pembangunan infrastruktur konektivitas
wilayah fialan, pelabuhan, bandara)
Kebutuhan untuk mengaktilkan kembali
pembangunan jalan trans nasional terhambat
karena alasan keamanan
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Tabel 3. 2 Lima isu Strategis dan permasalahan Aktua-l di Provinsi Papua Tengah

Sumber : RPD Prouinsi Papua Tengah Tatan 2O24-2026

3.1.3. Kondisi Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintah yang baik (good gouernance) m.erupakan konsep
pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat
dan bersih. Hal tersebut merupakan suatu hal ya-ng perlu diimplementasikan pada
era otonomi daerah saat ini dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi,
transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kondisi tata kelola pemerintahan diukur dari beberapa indeks, di antaranya yaitu
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi (RB),
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Indeks
Pelayanan Publik (IPP). Adapun kondisi tata kelola pemerintahan di Provinsi Papua
dan kabupaten di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2O22 adalah sebagai berikut.

Kabupaten SPBE RB SAKIP IPP
Provinsi Papua 1.876 CC B B-
Nabire C C-
Mimika C D
Puncak Jaya C
Intal Jaya
Paniai C
Deiyai C
Dogiyai
Puncak C

Sumber: Portai Satu Data Kementerian PANRB, 2023

I Penyediaan
1 | Infrastruktur

I Pemerintahan

I

4l

tl
I

Tabel 3. 3 Kondisi Tata Kelola Pemerintahan di Setiap Kabupaten

I

I
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Penerapan tata kelola pemerinta-han berbasis digitat di provinsi papua pada
ta}lun 2022 masih rendah, yang ditunjukkan oleh hasil evaluasi spBE provinsi
yang berada pada kategori cukup (Kementerian PANRB, 2022). Hd ini salah
satunya disebabkan oleh belum meratanya infrastrukhrr TIK d.i wilayah papua. Di
samping itu, pelaksanaan reformasi birokrasi di provinsi papua masih belum
optima-l, yang ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi di provinsi papua
pada tahun 2022 termasuk dalam kategori cukup (cc) (Kementerian PANRB,
2022). Selain itu, penerapan sistem merit pada pemerintah provinsi papua
menunjukkan hasil yang kurang baik, di mana predikat Indeks Sistem Merit
berada pada kategori buruk (KASN,2O22l.

3.2. Permasalahan Umsan Pemerintahan Daerah

Setelah pembentukan daerah otonomi baru, secara administratif
kabupaten- kabupaten di wilayah adat Mee Pago termasuk ke dalam provinsi
Papua Tengah. Sebagian besar kabupaten di wilayah adat Mee pago memiliki
capaian indikator pembangunan bidang kesehatan (umur harapan hidup, tingkat
kemudahan akses ke rumah sakit, dan tingkat kemudahan akses ke puskesmas)
yang lebih rendah dari capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya
percepatan pembangunan khususnya pada Kabupaten puncak dan Kabupaten
Intan Jaya. Hal ini tercermin pula pada capaian indikator pembangunan bidang
pendidikan (harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan tingkat
kemudahan akses ke fasilitas pendidikan) yang lebih rendah dari capaian provinsi
dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan pembangunan khususnya
pada Kabupaten Puncak. Untuk bidang ekonomi, capaian indikator pembangrnan
(tingkat kemiskinan, PDRB per kapita, dan pengeluar€rn per kapita) relatif lebih
baik, meskipun masih terdapat beberapa capaian indikator yang lebih rendah dari
capaian provinsi dan nasional, sehingga diperlukan upaya percepatan
pembangunan khususnya pada Kabupaten Puncak dan Kabupaten Intan Jaya.

Permasa-lahan pembangunan daerah pada umumnya muncul dari
kelemahan yang belum dapat diatasi, peluang yang belum dapat dimanfaatkan
serta ancaman dari luar daerah yang tidak diantisipasi. Dalam rangka
penyusunan RPJPD Provinsi Papua Tengah 2025-2045 ini perlu diidentifikasi
terlebih dulu permasalahan pembangunan daerah agar rencana pembangunan
yang disusun dapat menyelesaikan masalah secara tepat. Dengan
teridentifikasinya permasalahan pembangunan daerah diharapkan teridentifikasi
pula berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja
pembangunan daerah di masa lalu, terutama yang berkaitan dengan wewenang
dan tanggung jawab pemerintah daerah. Permasalahan pembangunan di Provinsi
Papua Tengah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusai pemerintahan
daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan wajib pelayalan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang pendidikan;
(2) urusan bidang kesehatan; (3) urusan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang; (4) urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) urusan
bidang ketentera-man, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; serta (6)
urusan bidang sosial.

3.2.1.1 Urusan Bidang Pendidikan

Permasalahal Pendidikan di Papua Tengah telah lama menjadi perhatian
nasional, demi mencapai pemerataan kualitas Pendidikan antarwilayah. Berbagai
studi menunjukkan terdapat kesenjangan antara kondisi Pendidikan di Papua
Tengah dengan wilayah lain, baik pada jenjang Pendidikan dasar, menengah,
maupun tinggi. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
pendidikan penduduk antara lain Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka
Partisipasi Murni (APM). Meskipun menunjukkan tren yang meningkat selama



lima tahun tera-khir, tetapi capaian kedua indikator tersebut di papua Tengah
masih tertinggal dengan rata-rala di tingkat nasional.

Identifikasi permasalahan pendidikan di papua Tengah menunjukkan
terdapat tiga permasalahan utama, yaitu; (1) Rendahnya akses terhadap layanan
Pendidikan; (2) Belum optimalnya mutu/kualitas layanan pendidikan; dan (3)
Belum optima-lnya tata kelola penyelenggaraan pendidikan. permasalahan akses
menyangkut kemudahan bagi setiap warga untuk mendapatkan pelayanan
pendidikan. sementara masalah mutu terkait bagaimana proses pendidikan'dapat
dijalankan secara efektif sehingga menghasilkan keluaran yang kompetitif.
sementara tata kelola merupakan sebuah hubungan institusi dan aktor-aktor
terkait, terutama pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber dayanya
untuk pendidikan. Terkait dengan ketiga faktor tersebut, uraian terhadap
rLlmusan masalah dal akar masalahnya bisa dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
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Pemban Daerah Urusan Pendidikan di Provinsi Pa uaT
Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah

1 Rendahnya tingkat partisipasi
pendidikan, terutama untuk jenjang
pendidikan menengah dan perguruan
tinggi

) Rendahnya proporsi pengeluaran per
kapita rumah tangga terhadap
pemenuhan kebutuhan pendidikan

a Belum meratanya ketersediaan sekolah
pada jenjang pendidikan menengah.
Beberapa kabupaten mengalami
kekurangan fasilitas sekolah
menengah.

4 Kondisi topografi yang sangat ekstrem
dan variatif sehingga menyulitkan
peserta didik mengakses sekolah

1 Rendahnya
akses
terhadap
layanan
pendidikan

1 Belumoptimalnya pemerataan dan
peningkatan kompetensi pendidik dan
tenaga kepen didikan untuk
mendukung peningkatan kualitas
pendidikan

2 Kedisiplinan tenaga pengajar terhadap
pelaksanaan tugas reLatif masih rendah
Belum maksimalnya melek Ca,listung
(membaca, menulis dan berhitung)

4 Fasilitas sekolah yang kurang
memadai, seperti kelas dalam kondisi
rusak, kekurangan fasilitas
laboratorium, dan sebagainya

5 Rendahnya sekolah yang bersertifikasi
AdanB
Pendidikan ekstrakurikuler dan
program pengayaan belum berkembang
dengan optimal
Belum optimalnya pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
untuk peningkatan mutu pembelaj aran

Akses,
kualitas dan
tata kelola
pendidikan
yang
belum
optimal

'2 Belum
optimalnya
mutu/ kualitas
layanan
pendidikan

I

6
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Sumber: Hasil Anniisis, 2023

3.2. 1.2 Urusan Bidang Kesehatan

Derajat kesehatan masyarakat di Provinsi Papua Tengah tergolong rendah
yang, ditandai dengan masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) tingginya
angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) serta tingginya
prevalensi gizi buruk pada balita. Permasalahan-permasalahan yang memberikan
sumbangan terhadap angka-angka di atas meliputi semua aspek pelayanan
kesehatan. Perincian permasa-lahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan
bidang kesehatan terdapat dalam Tabel 3.5.

Tabel 3. 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasa-ran
Pemban an Daerah Urusan Kesehatan di Provinsi Pa uaT

Belum berkembangnya sekolah
menengah, politelcrik dan perguruan
tinggi yang berbasis potensi
pengem bangan kawasan lokal seperti
jurusan pertanian, pariwisata,

ban
9 Rendahnya keterlibatan industri

dalam penJrusunan kurikr,rlum di
sekolah menengah, politeknik dan
universitas, serta kurarrgnya program
peme gangan yang terstruldur sehingga
kom etensi lulusan relevan

1

c Belum optimalnya pengembangan
data base tenaga pendidik yang telah
mem eroleh sertifikasi

a Belum memadainya penerapan SPM
ndidikan di setia sekola'L

4 Anggaran yang dialokasikan untuk
pelatihan guru dan bantuan sekolah
tidak menunjukkan korelasi yang
berarti dengan peningkatan kualitas

bela aran

3 Belum
optimalnya
tata kelola

pendidikan
penyeien

5 Belum ada konsep bersama a-ntara
provinsi dan kabupaten terkait
kerangka besar pendidikan sehingga
tidak tercipta sinergitas dalam
memajukan pendidikan di Provinsi

T

Pokok Masalah Rumusal Masalah Akar Masaiah
1 Puskesmas dengan ketersediaan obat

dan vaksin esensial di 3 kabupaten
telah mencapat lOOYo, namun di
Kabupaten Nabire hanva 38,5olo

2 Rasio I posyandu per jumlah ba-lita
masih melebihi 1: 1O0

J Belum semua kabupaten melaksanakan
Posbindu PTM sesuai standar

I Ketersediaan
dan sebaran
fasilitas
kesehatan
masih
terbatas

4 Pelayanan Kesehatarr di DTPK
(Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus
Pulau, Pelayalan Kesehatan Berbasis
Telemedicine belrrm berjalan sesuai
standar

1 Akses dan
Mutu
Pelayanan
Kesehatan
belum
memadai

8

Belummaksimalnya penerapan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

I

I

I
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1 42,67o puskesmas di wilayah
Provinsi Papua Tengah yang memiliki
Baru

minimal 5 enis t kesehatal

2 Jumlah dan
kualitas
tenaga
kesehatan
belum
memadai
Serta
penyebaranny
belum merata

2 stribusi tenaga medis, perawat danDi

1 Pencatatan dan PeLaporan kematial ibu
dan anak tidak alan secara teratur

2 Cakupan pelayanan ibu dan anak masih
rendah, terutama di kabupaten yang

sulitmemiliki wi
?) Prevalensi penyakit menular (Tb,

malaria neurnomaHIV diare,
4 Cakupan imunisasi dasar lengkap pada

rendah
5 API Malaria masih tinggi, dan belum ada

kabupaten yang dinyatakan telah
ai eliminasi malariamenca

6 Belum ada kabupaten yang
memenuhi kriteria
melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja
dan U Kesehatan Olah

7
alan sesuai standarbelum

8 Pencapaian target pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang
Kesehatan Daerah Kabupaten/ Kota
masih rendah. Selain jenis-jenis
pelayanan kesehatan yang sudah
tercakup dalam kesehatan keluarga dan
pengendalian penyakit, pelayanan lain
meliputi pelayanan kesehatan pada usia
pendidikan dasar, usia produktif, usia
Ianjut, dan orang dengan gangguan jiwa
berat

J Cakupan dan
kualitas
program-
program
kesehatan
belum optimal

9 Sebagian target-target Renstra
Kemenkes di tingkat provinsi belum
terpenuhi, antara lain mencakup
penguatan pelayanan kesehatan dasar
dan rujukan, peningkatar pencegahan
dan pengendalian penyakit dan
pengelolaan kedaruratan kesehatan
masyarakat serta peningkatan
sumber da kesehatan

1 Belr-rm semua kabupaten menjalankan
sesuai staldarsurveilans

a

dah

tas
SDM

engah
pua

nsl

1 Tingginya
prevalensi
balita
Stunting

2 Peran serta lintas sektoral d
intervensi sensitif untuk pencegah
Stunting belum berjalan, ham
seluruhnya masih dilaksanakan ol
sektor kesehatan

I

l

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

bidan belum
merata, terutama untuk daerah-daerah
sulit

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
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Sumber: Hasil Annlisi.s, 2023

3.2.1.3Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang
Perincian permasalaha,n yang dihadapi provinsi papua Tengal urusan

bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdapat dalam Tabel 3.6

Tabel 3. 6 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang di

Provinsi Papua Tengah

sejak
lOOO HPK

ipengaruhi
leh faktor

a pan pelayanan kesehatan ibu
dan anak yang merupakan intervensi
spesifik untuk pencegahan Stunting
masih rendah.

Caku

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
Rendahnya
ketersediaan
infrastruktur
dan
konektivitas
daerah

1 Belum
memadainya
kuantitas dan
kualitas
infrastruktur
jaringan
transportasi(jalan
dan jembatan)
serta sistem
pengendali aliran
air.

1 Masih banyalmya jalan provinsi
yang masih dalam status rusak
dan belum optimal
penanganannya

2 Kurangnya kapasitas OPD untuk
mengidentifrkasi dan mengusulkan
pembangunan jalan dan
jembatan prioritas

3 l,ambatnya rehabilitasi jalan /
jembatan rusak

4 Pembangunan j alan/jembatan
yang terintegrasi dengan sasaran
prioritas pembangunal sektoral
dan spasial masih belum dikelola
secara optimal

5 Kurangnya akses jalan antar ibu
kota kabupaten menuju ke
distrik serta kampung yang
bisa terakses

6 Belum memadainya kuantitas dan
kualitas jalan di wilayah Provinsi
Papua tengah terutama ke
daerah- daerah yang memiliki
potensi besar baik di bidang
pertanian dan perkebunan,
pariwisata, kelautan dan
perikana-n

7 Belum adanya pengendali banjir
untut kawasan pemukiman dan
pertanian yang terletak di
sepanjang aliran sungai yang
berpotensi baniir

8 Belum optimalnya pemeliharaan
sa-luran irigasi di wilayah yang
menjadi kewenangan provinsi;

I Belum terpenu hinya kebutuhan
saluran drainase

2 Belum
memadainya
kuantitas dan
kualitas
ketersediaan
infrastruktur dasar

1 Manaj emen infrastruktur dasar
yang masih salgat rendah

) Belum adanya regulasi daerah
yang mengatur tentang
pembangunan infrastru-ktur dasar
berbasis masyarakat

I I

I

I

I

I
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Sumber: Hctsil Anrllisis, 2O23

3.2.1.4 Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perincian permasalahan yang dihadapi Provinsi Papua Tengah urusan bidang
perumahan ralryat dan kawasan permukiman terdapat dalam Tabel 3.7

Tabel 3. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di

T

Belum tercukupinya kesiapan
sarana air bersih

4 Belum mal<simalnya optimalisasi
tan sumber air baku

.) Belum
memadainya
kuantitas dan
kualitas
infrastrultrur
sanitasi

1 Belum adanya sa-rana pengelolaan
sampah untuk masyarakat dan
TPA di berbagai wilayah di
Provinsi Papua Tengah

2 Rendahnyaimplementasi Sistem
Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD)

4 Tingginya persentase perilaku
buang air besar sembarangan
(BABS)

4 Terbatasnya
kapasitas tata
kelola dan
tingginya
pembiayaan
infrastruktur

1 Kondisi geogralis wilayah yang
sulit berimplikasi pada tingginya
biaya pembangunan infrastruktur
Iisik daerah

2 Sering munculnya permasalahan
hak ulayat dalam pengadaan
tanah bagi pembangunan
infrastruktur dasar daerah

5 Belum optimalnya
kepatuhan dalam
pelaksanaan
rencana tata ruang

1 Belum optimalnya implementasi
dan pengawasan pemanfaatan
ruang

2 Rendahnya kualitas data tata
ruang wilayah, baik data
pemetaan, kuantitatif, serta
kualitatif
Evaluasi implementasi rencana
tata ruang masih belum memadai

4 Belum memadainya pemahaman
pelaku pembangunan daerah
terhadap perencanaan yang
berbasis pada perspektif tata
ruang di wilayah Provinsi Papua
Tengah

5 Tingginya ego sektoral dalam
pelaksanaan program
pembangunan di samping
kurang diperhatikannya perspektif
ruang dan perenc€rnaan tata ruang
daerah yalg telah ditetapkan

Rumusan Masa-lah Akar MasalahPokok Masalah
1 Kurang memadainya sanitasi dan

jamban yang aman, bersih dan layak
pada rumah tangga

Belum
optimalnya
akses

1 Renda-l.nya
tingkat
penghunian

Provinsi

j penyedia air baku

I 
aan aA bersih

a

I

I

I

I

I

I

I

I

3

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2O23

3.2. 1. 5 Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat

Urusan Ketenteraman, KeterLiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
bagian dari urusan wajib yang terkait pelayanan dasar, sehingga menjadi syarat
utarna sekaligus tujuan dari pembangunan daerah. Ketenteraman, ketertiban
serta perlindungan diselenggarakan dengan mematuhi Perda. Pemetaan
Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Papua
Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat di Provinsi Papua Tengah

pemukiman
layak huni

rumah layak
dan sehat

2 Masih banyaknya keluarga yang
memiliki rumah dengan atap, dinding
dan lantai tanah yang tidak
memenuhi persyaratan kriteria
rumah layak huni

3 Rendahnya kepemilikan rumah
dengan konstruksi yang memenuhi
persyaratan staldar keamanan dan
keselamatan

4 Masih terdapat 13 kawasan
permukiman kumuh yang tersebar di
wilayah kabupaten/ kota Provinsi
Papua Tengah, dengan penanganan
yang kurang optimal

5 Belum optimalnya jumlah rumah
yang dibangun untuk Orang Asli
Papua (OAP)

, Terbatasnya
kapasitas tata
kelola dan
tingginya
pembiayaan

1 Kondisi geografis wilayah berupa
pegunungan dan kepulauan-
kepulauan telah mengakibatkan
kesulitan dan mahalnya
pembangunan perumahan dan
kawasan pemukiman di wilayah
Provinsi Papua Tengah

2 Sering munculnya pe rmasalahan hak
ulayat dalam pengadaan tanah bagi
pembalgunan perumahan
masyarakat dan penataan kawasan
permukiman

3 Pembangunan perumahan dan
penataan kawasan permukiman
sering kali masih kurang
memperhatikan aspek tata ruang dan
kaidah lingkungan hidup

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
Belum
optimalnya
penanganan
penyelesaian
masalah
terhadap

1 Belum
optimalnya
penyelenggaraan
keamanan,
ketenteraman
dan ketertiban.

I Belum optimalnya koordinasi antar
instansi penegak hukum dan
keamanan

2 Belum optimalnya penegakan
Perdasi/ Perdasus dan Peraturan
Gubernur

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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keamanan,
ketenteraman
dan ketertiban,
dan
perlindungan
masyarakat

3 Meningkatnya tindak pidana yang
dilakukan oleh masyarakat karena
belum optimalnya pemberantasan
penyakit masyarakat, serta masih
tingginya tindak pidana yang belum
tertangani

4 Belum memadainya tenaga
pengendali dan keamanan
lingkungan

5 Masih adanya potensi kecemburuan
sosial di masyarakat antara orang
asli Papua dan warga pendatang

6 Belum optimalnya fungsi FKUB
sebagai wahana untuk menjaga
kerukunan umat beragama

7 Adanya ancaman budaya dari luar
yarg menggerogoti ketenterarnan
dan kenyamanan masyarakat

2 Belum
optimalnya
penyelenggaraan
stabilitas politik
daerah

1 Rendahnya tingkat partisipasi
politik masyarakat dalam Pemilu,
pengambilan kebijakan dan
pengawasurn pembangunan

2 Lemahnya peran partai politik dan
DPRPT sebagai lembaga demokrasi
Rendahnya tingkat kebebasan sipil
dalam berkumpul dan berserikat

4

Masih terdapat tindakan atau
pernyataan diskriminatif dalam hal
gender, etnis atau terhadap
kelompok rentan lainnya

a Tingginya Risiko
bencana yang
belum
sepenuhnya
diantisipasi
dengan upaya
mitigasi &
adaptasi yang
komprehensif

1

Provinsi Papua Tengah termasuk
provinsi yarrg memiliki kelas Risiko
bencana multi ancaman dalam
kategori tinggi

2

Belum optimalnya penyiapan
mitigasi bencana di beberapa
wilayah yang memiliki kelas Risiko
multi bencana tinggi

a

Belum memadainya ketersediaan
sarana, prasarana dan infrastruktur
pendukung dalam menghadapi
berbagai ancaman bencana alam
dan bencana sosial

4

Masih rendahnya kesadaran
terhadap Risiko bencana dan
pemahaman terhadap kesiapsiagaan
dalam menghadapi bencana

5
Banyaknya kerusakan infrastruktur
akibat bencana yang belum
ditangani dengan baik

6
Belum optimalnya kapasitas
aparatur daerah dalam
penangEulangan bencana

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

I

I

I

I

I

I
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3.2.1.6 Urusan Bidang Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang
diselenggarakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat,
terwujudnya akses dan distribusi kesejahteraan yang merata, serta terwujudnya
kohesivitas sosial. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah
urusan bidang sosial di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.9

Tabel 3. 9 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidang Sosial di Provinsi Papua Tengah.

Pokok
Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah

Tingginya
kerentanan
sosial
masyaralat

1 Lemahnya
perlindungan
sosial dan mitigasi
Risiko bencana
sosial maupun
bencana alam

1 Tingginya jumlah penduduk yang
berada dalam kondisi kemiskinan
dan rentan terhadap kemiskinan

2 Masih banyaknya kelompok Orang
Asli Papua dalam komunitas adat
terpencil yang belum terjamah
dan memiliki aksesibilitas dalam
pembangunan

-) Kekosongan bantuan sosial atau
penanganan Risiko sosial yang
belum responsif terhadap kondisi
kelompok miskin dan rentan,
seperti pada perlindungan
kecelakaan ke{a, jaminan
kematian akibat kecelakaan kerja,
serta skema perlindungan sosial
yang adaptif terhadap kondisi
darurat
Belum optimalnya pemberian paket
bantuan dan rehabilitasi sosial
kepada PMKS

q Belum tersedianya peralatan
logistik (bahan
pembangunan rrmah / logistik
lainnya) dalam penanganan
bencana sosial dan bencana alam

2 Lemahnya
akurasi dan
validitas data
penerima
bantuan
perlindungan
sosial

1 Belum optimalnya pendataan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial (lansia,
janda, duda, yatim piatu, tuna
rungu, tuna daksa, gangguan
.iiwa)

2 Belum tersedianya data
masyarakat yang perlu
mendapatkan bantuan
perlindungan sosial (bencana
sosial, bencana alam, dan
masyarakat kurang mampu)

I

I

I

I

I

I

I
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3 Belum adanya integrasi antara
data penerima bantuan
perlindungan sosial (Data
Terpadu Kesej ahteraan Sosial)
dengan pendataan terpilah OAP
dan non-OAP bg name by address
secara berkala yang dilakukan di
tingkat kampung melalui
SIO Papua

3 Lemahnya
kualitas SDM
yang menangani
masalah
kesejahteraan
sosial

1 Belum memadainya SDM yang
terdidik/ terlatih di
bidang rehabilitasi sosial

2 Keterbatasal pendampingan
pelayanan untuk penduduk miskin
dan rentan, serta strukturisasi
pendamping sosial di masyarakat

4 Lemahnya
kelembagaan
dalam
pembangunan
kesejahteraan
sosial dan
penanggulangan
kemiskinan

1 Pembiayaan bantuan sosial
(seperti bantual tunai, bantuan
siswa miskin, bantuan
penyandang difabel) saat ini
sepenuhnya bergantung pada
APBN dan APBD, dan belum
mengoptimalkan sumber
pembiayaan lain seperti hibah,
CSR, TJSL, PKBL,
maupun lilantropi

2 Kurangnya koordinasi di tingkat
provinsi,
kabupaten/ kota, distrik dan
kampung

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

3.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan wajib non pelayanan dasar terdiri atas: (1) urusan bidang tenaga
ke{a; (2) urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan ana( (3)

urusan bidang pangan; (4) urusan bidang pertanahan; (5) urusan bidang
lingkungan hidup; (6) urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil; (7) urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (8)
urusan bidang pemberdayaan masyarakat kampr.rng; (9) urusan bidang
perhubungan; (10) urusan bidang komunikasi dan informatika; (11) urusan
bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; (12) urusan bidang penanaman
modal; (13) urusan bidang kepemudaan dan olah raga; (14) urusan bidang
kebudayaan.

3.2.2.1Urusan Bidang Tenaga Kerja

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Provinsi Papua Tengah masih cukup
rendah, di mana angkanya pada tahun 2O2O adalah sebesar 69.55%. Hal tersebut
menjadi indikasi bahwa masih balyak penduduk angkatan kerja yang belum
memperoleh pekerjaan/menganggur. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi
Papua Tengah juga tidak menunjukkan adanya penurunan yang sigrrifikan selama
lima tahun terakhir. Selain itu, tenaga kerja yang terserap diindikasi masih
memi.liki tingkat Pendidikan yang rendah. Maka dari itu, perlu sinergitas dengan
OPD yang membidalgi peningkatan surnber daya manusia untuk mengurangi
pengangguran baik dari sisi Pendidikan formal maupun pendidikan nonformal
yang sesuai dengan sektor tenaga kerja yang dibutuhkan. Tabel 3.10 akan
memberikan pemetaan antara rumusan masalah dan akar masalah di bidang
urusaJl ketena gakerjaan.

I

I

I
I

I

I

I
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Tabei 3. 1O Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pemban an Daerah Urusan Bidan Ten adiPa ua Ten

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Rendahnya kompetensi

(pengetahuan dan keterampilan)
tenaga kerja untuk mendukung
produktivitas industri, karena
mayoritas tenaga kerja
berpendidikan rendah

2 Meningkatnya jumlah
pengangguran terdidik (lulusan
SMK dan universitas) karena
adanya mbmatch antara bidang
pendidikan dengan
lapangan keria yang tersedia

3 Belum tersedianya Balai Latihan
Kerja di Papua Tengah yang
memberikan
pendidikan/pelatihan
nonformal untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di
tingkat pekampungan sesuai
dengan SDA
yang tersedia. Balai Latihan
Kerja yang ada di Provin si
Papua Tengah hanya satu di
Kota Sorong dan merupakal
BLK milik Kementerian Tenaga
Keqia

I Belum optimalnya
pengembangan
kompetensi dan
produktivitas an gkatan
kerja, serta
penempatan dan
perluasan kesempatan
kerja

4 Longgarnya ikatan kerja
(e ng agement) serta tingginya
kecenderungan pencarian ke{a
baru / meninggalkan pekerj aan
(tu mo u e r rote ) y ang dap at
meningkatkan risiko untuk
tidak bekerja

I Tingkat kepatuhan perusahaan
dalam menerapkan UMP yang
ditetapkan masih sangat rendah

2 Tingginya angka kasus
perselisihan hubungan
industrial dan pemutusan
hubungan keria (PHK)

2 Belum terjalinnya
hubungan industrial
antara perusahaan dan
tenaga kerja

Penanganan perselisihan tenaga
keria belum maksimal

1 Belum terealisasinya pemetaan/
data dukung kebutuhan tenaga
kerja untuk perusahaan yang
berinvestasi di Papua Tengah
sehingga belum dapat
direncanakan secara baik
kebutuhan tenaga kerja yang
berasal dari Papua Tengah

1 Rendahnya
daya saing
tenaga
kerja dalam
perekonomian
wilayah

a Belum optimalnya
kualitas pelayanan
publik bidang
ketenagake4'aan

2 Belum optimalnya koordinasr
Pemerintah Pusat dan Daerah
dalam pengelolaal Balai Latihan
Kerja

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



Belum ada sinergitas antar
OPD yang membidangi
peningkatan sumber daya
manusia untuk mengurangi
penganggu ran baik dari sisi
pendidikan formal maupun
dari pendidikan nonformal
sesuai dengan sumber daya
alam yang tersedia maupun
pelaku usaha yang sudah
berinvestasi di Provinsi Papua
Tengah baik itu pada bidang
perkebunan, pariwisata,
perikanan, gas bumi &
perminyakan

, Belum
optimalnya
penanggulangan
dampak
Pandemi Covid-
19 terhadap
ketenagakerjaan

1 Belum optimalnya
produktivitas tenaga
kerja, serta
penempatan dan
perluasan kesempatan
Ke{a

1 Pemutusan hubungan kerja
(PHK) atau penurunan
pendapatan buruh/ karyawan
sebagai dampak pandemi Covid-
19

2 Meningkatnya pekerja sektor
pertanian-informal di
perkampungan yang
berpotensi meningkatkan
pekerja miskin di
perkampungan
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Sumber: Hasil Anolisis, 2023

3.2.2.2Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam rangka meningkatkan derajat hidup masyarakat, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak merupakan bagian penting yang harus
diperhatikan oleh pemerintah daerah. Perhatian khusus yang diberikan kepada
perempuan dan anak termarjinalkan dalam proses- proses pembangunan. Selain
itu, berbagai persoalan menyebabkan perempuan dan anak mengalami
kerentanan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.
Dari sisi kesenjangan gender, angka IPG di Papua Tengah masih tertinggal jauh di
bawah nasiona-I. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga merupakan isu
besar di Papua Tengah. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Papua Tengah dapat
dilihat dalam Tabel 3.11.

Tabel 3. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlind Anak di Provinsi Pa Ten

Pokok Masalah Rrrmusan Masalah Akar Masalah

1 Tingginya kasus kekerasan terhadap
perempuan, baik di ranah privat
(KDRT) maupun di ranah publik
dengan spektrum yang semakin
luas.

2 Banyaknya perkawinan yang tidak
sah
Kurang berkembangnya usaha
UMKM dan IKM yang dikelola
perempuan

Belrrm
optimalnya
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak daerah

1 Belum optimalnya
perlindungan hak
serta peningkatan
kualitas hidup dan
kesejahteraan
perempuan

I

I
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4 Rendahnya perlindungan dan
pemenuhan hak-hak pekerja migran
Indonesia dan Tenaga Kerja
Perempuan di sektor informal

5 Masih terJ'adinya kasus
diskriminasi, eksploitasi dan
perdagangan perempuan

2 Belum optimalnya
pemenuhan hak
anak dan
perlindungan
khusus anak

1 Rendahnya pemenuhan hak anak
dalam pelayanan publik, yaitu:

a. kepemilikan akta kelahiran;
b. Iembaga Konsultasi Penyedia

Layanan Pengasuhan Anak bagi
Orang Tua/ Keluarga;

c. puskesmas ramah anak,
d. kampung anak sejahtera;
e. sekolah ramah anak;
f. pusat kreativitas anak;
g. Ruang Bermain Ramah Anak

(RBRA);
h. Rute Aman dan Selamat ke/dari

Sekolah (RASS);
i. media informasi layak anak

seperti PISA (Pusat lnformasi
Sahabat Anak)

2 Masih terdapat kasus
penyalahgunaan narkotika dan
obat-obatan terlarang termasuk
minuman keras pada anak

3 Masih terdapat kasus konsumsr
video porno untuk anak di bawah
LUnl-lr

4 Masih terdapat kekerasan anak
dalam rumah tangga
Belum ada penyediaan rumah layak
anak (panti) untuk anak di keluarga
yane tidak mampu

6 Masih terjadinya kasus diskriminasi
dan eksploitasi anal<

7 Masih terdapat kasus pernikahan
dini pada anak usia remaja

8 Pelayanan untuk anak yang sedang
dalam masa tahanan kurang
maksimal

Belum optimalnya
kontribusi
perempuan
terhadap
pembangunan

1 Masih kurangnya tenaga perempuan
yang beke{a di DPRPT, lembaga
eksekutif, dan PNS
Terdapat pola patrilineal kesukuan,
menyebabkan partisipasi aktif dari
perempuan dalam proses
pembangunan meniadi sulit

4 Belum optimalnya
tata kelola
pemberdayaan
perempuan darr
perlindungan anak

1 Belum optimalnya kelembagaan
perlindungan hak perempuan
(V2TP2A dan UPTD PPA) dalam
penangan€rn kasus kekerasan
terhadap perempuan

I
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2 Belum optimalnya pemahaman
tentang Pengarusutamaal Gender
dalam pembangunan berbagai
bidang pembangunan daerah di
Provinsi Papua Tengah

J lemahnya pemahaman tentang
diskriminasi gender di kalangan
aparat penegak hukum dan
pen1rusun peraturan perundang-
undangan, sehingga terjadi
ketidakharmonisan substansi antar
undang-undang, dan belum
sepenuhnya berpihak kepada
korban, khususnya korban
perempu€rn

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.3 Urusan Bidang Pangan

Urusan bidang ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib non
pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan masyarakat memiliki
kedaulatan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Pemetaan masalah pokok,
rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang ketahanan pangan di Papua
Tengah terdapat dalam Tabel 3.12.

Tabel 3. l2 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bi Ketahanan di Provinsi Pa aT

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masaiah
I Terbatasnya diversifikasi pangan

lokal. Belum dikembangkan dan
dipromosikan dengan baik sumber
pangan alternatif seperti komoditas
sagu, ubi jalar dan keladi sebagai
potensi bahan pangan lokal

2 Terbatasnya akses pangan
masyarakat terhadap inovasi dan
teknologi pengolahan pangan
berbasis sumber daya lokal masih
terbatas
Persentase daerah rentan pangan di
Provinsi Papua Tengah masih cukup
tinggi

1 Rendahnya
ketahanan
pangan
masyarakat

4 Belum optimalnya kegiatan Kawasan
Rumah Pangan kstari (KRPL)

1 Rendahnya daya beli penduduk
berpenghasilan rendah terhadap
pangan. Hal ini ditunjukkan dengan
konsr.rmsi pangan yang berada di
bawah standar kecukupan gizi

Tingginya
kerawanan
pangan
masyarakat

2 Terbatasnya
al<ses
masyarakat
terhadap
pemenuhan
kebutuhan
barang-barang
konsumsi

2 Akses pangan masyarakat terhadap
inovasi dan teknologi pengolahan
pangan berbasis sumber daya lokal
masih terbatas

I

I

I

I

I
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a Masih terbatasnya infrastrulctu r
pengolahan pangan fiaboratorium uji
mutu, peralatan, dan lain-lain) yang
akan turut menentukan kapasitas
produksi dan ketersediaan bahan
pangan

Belum
optimalnya tata
kelola dan SDM
pemenuhan
kebutuhan
parlgan dan
kecukupan gDi

1 Masih rendahnya kapasitas SDM
pelaku/ petani pengolah pangan
sebagai sa,lah satu penentu
kapasitas supplu bahan pangan

c Terbatasnya jumlah dan kapasitas
petugas pen1.uluh/pendamping
pengolahan pangan dan gizi untuk
mendorong peningkatan kapasitas
pelaku usaha pengolahan pangan

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

3.2.2.4 Urusa-n Bidang Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan penting di dalam pembangunan Papua. Hal
ini terkait konteks lokal masyarakat Papua yang dalam kehidupannya terkait
dengan erat dengan aspek agraria. Cita-cita pembangunan fisik masih terkendala
oleh tingginya konflik pertanahan, khususnya yang berkaitan dengan tanah hak
memilih dan tanah adat. Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemetaan
tanah hak milik dan tanah hak ulayat di wilayah Provinsi Papua Tengah.
Pelayanan arlrninistrasi pertanahan juga bukan ha1 yang mudah di Papua Tengah,
terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau secara geogralis. Identifikasi
permasalahal pembangunan dalam urusan pertanahan di Papua Tengah dapat
dilihat dalam Tabel 3.13,

Tabel 3. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pem nan Daerah Urusan Pertanahan di Provinsi T

Pokok
Masalah

Rumusan
Masalah Akar Masalah

1 Banyaknya tanah yang terlantar, dengan
status kepemilikan yang belum -ielas

2 Belum adanya data base/pemetaan tanah
hak milik dan tanah hak ulayat di wdayah
Provinsi Papua Tengah

3 Pelayanan administrasi pertanahan masih
belum menjangkau secara efektif sampai
dengan wilayah-wilayah yang sulit dijangkau
secara geografis

4 Rendahnya penerbitan sertiFrkat tanah dan
izin lokasi

1 Belum
optimalnya
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan
dan
pemanfaatan
tanah yang
berkepastian
hukum dan
produktif

5 Belum harmonisnya pembagian kewenangan
antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah serta kesesuaian undang- undang
pemerintahan daerah dengan undang-undang
sektoral

1 Tingginya konflik pertanahan khususnya
berkaitan dengan tanah hak milik dan tanah
adat

2 Belum maksimalnya pengakuan
negara/pemerintah daerah atas tana-h
adat/tanah ulayat
Belum ada harmonisasi data sertifikat hak
ulayat yang diterbitkan oleh pemilik tanah

Belum
optimalnya
pengelolaan
pertanahan
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
Papua
Tengah

2 Belum
optimalnya
pengelolaan
tanah ulayat
masyarakat
hukum adat

a

Sumber: Hasil Analisis, 2023
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3.2.2.5 Urusan Bidang Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi di bidang lingkungan hidup adalah
banyaknya ancaman kerusakan lingkungan hidup yang perlu diwaspadai dan
ditindaklanjuti. Ancaman bencana alam seperti gempa bumi, Iongsor, banjir, dan
kebakaran disertai dengan pembangunan daerah yang harus disertai dengan
pengelolaan berbasis lingkungan, membuat diperlukan adanya sinkronisasi
perencanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Papua
Tengah. Salah satu permasalahan fundamental dalam bidang lingkungan hidup
adalah belum adanya dokumen perencanaan dan analisis tertulis yang
mengakomodir potensi dan masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan
dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan kondisi
lingkungan hidup di Provinsi Papua Tengah, maka dapat dipetakan permasalahan
dan akar masalah sebagaimana Tabel 3.14.

Tabel 3. 14 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bid Hidu di Provinsi uaT

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah

1 Rendahnya pemahaman dan
kesadaran masyaralat dan
aparatur terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup sehingga
berdampak pada kurangnya
penegakan aturan di bidang
lingkungan hidup

2 Belum adanya dokumen yang
mengakomodir pengakuan
masyarakat hukum adat (MHA),
kearifan lokal, dan hak MHA yang
berkaitan dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

I Belum
optimalnya
perencanaan
dan tata kelola
sumber daya
alam dan
lingkungan

3 Belum adanya penghargaan
lingkungan hidup untuk
masyarakat

1 Penurunan kualitas udara karena
pembakaran kendaraan bermotor,
asap pabrik-pabrik industri, serta
keba-karan hutan dan lahan

2 Penurunan kualitas air karena
pencemaran limbah domestik,
kondisi sanitasi tidak layak dan
tingginya paparan beban
pencemararn sungai

3 Penurunan kualitas tutupan lahan
karena deforestasi hutan/ lahan,
serta belum signifikalnya
reforestasi hutan/ lahan dan
kegiatan penanarnan lainnya

2 Menurunnya
kualitas
lingkungan
hidup dan
kelestarian
fungsi ekosistem
dalam
pembangunan
berkelanjutan

4 Terdapat tekalal demografi kepada
kawasan konservasi yang
menyebabkan terjadinya
fragmentasi habitat satwa dan
berdampak pada menurunnya atau
terancam punahnya populasi
tanaman dan satwa dilindungi

Belum
optimalnya
Pelaksanaan
pembangunan
yang
mendukung
keberlanjutan
selctor
lingkungan
hidup

I
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5 Penerapan pola
penanganan / pengelolaan sampah
belum berwawasan lingkungan.
Belum optimalnya kontribusi jasa
lingkungan dan pengembangan
circular eunomg dari pemanfaatan
sampah dan limbah menggunakan
metode 3R (reduce, reuse and
recgc.lel.
Meningkatnya investasi berbasis
lahan skala luas yang belum
menerapkan prinsip pembangunan
berkelanjutan
Tingginya luas lahan kritis dan
tingkat kerusal<an daerah aliran
sungai (DAS) di beberapa wilayah

8 Pembangunan rendah karbon dan
berketahanan iklim sebagai
backbone ekonomi hidup belum
terimplementasikan dengan baik di
Papua Tengah. Konversi hutan
mengganggu keseimbangan
lingkungan dan meningkatkan emisi
gas rumah kaca

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.6 Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan administrasi kependudukan, seperti Kartu Tanda Penduduk
(KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Kelahiran sangat penting karena akan
menyangkut pada akses pelayanan publik lainnya. Misalnya, alcta kelahiran
sebagai syarat pendaftaran sekolah dan syarat pelayanan kesehatan. Maka dari
itu, penerbitan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukal dan
Pencatatan Sipil merupakan hal yang paling fundamental untuk memastikan
pengakuan hukum seorang individu oleh negara, sehingga mudah bagi individu
tersebut untuk memperoleh pelayanan publik yang menjadi halorya. Secara
umum, masih banyak yang perlu di perbaiki dalam peningkatan cakupan
penerbitan dokumen kependudukan di Provinsi Papua Tengah. Identifrkasi
permasalahan pembangunan dalam urusan bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil di Papua Tengah dapat diJihat dalam Tabel 3.12.

Urusan kependudukan dan pencatatan sipil memeg.rng peran penting
dalam mempertegas hak kewarganegaraan dan efektivitas pembangunan.
Pemerintah provinsi berperan memfasilitasi peningkatan akses masyarakat
terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta meningkatkan
akurasi data kependudukan untuk mendukung efelrtivitas pembangunan daerah.
Cakupan penduduk yang memiliki KTP di Papua Tengah meningkat signifikan,
dari 37.32"/o pada taJrun 2017 sampai 63.64oh pada tahun 202O. Namun,
kepemilikan akta lahir masih sangat rendah. Pada tahun 2021, masib ada 44.640/o
anak berusia 0-4 tahun yang belum memiliki akta lahir. Tentunya, hal ini akan
menghambat mereka untuk mendapatkan pelayanan dasar, seperti pendidikan
dan kesehatan. Selain itu, pengelolaan pencatatan sipil juga masih sangat buruk.
Rasio pasangan yang berakta nikah pada tahun 2021 hanya ada 37.73o/o.

Adapun permasalahan yang disebutkan tersebut disebabkan karena
terbatasnya sarana prasarana kependudukare, seperti ketersediaan gedung
perkantoran serta alat perekaman KTP. Selain itu, sumber daya manusia atau
kader di tingkat kampung sebagai fasilitator tenaga registrasi masih terbatas.
Adapun rumusan masala-h pada bidang uruszlrl Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dapat dilihat pada Tabel 3.15.
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Tabel 3. 15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Si di Provinsi Pa ua Ten

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

3.2.2.7 Untsan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meskipun dengan pertumbuhan penduduk yang rendah di Papua Tengah,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana tetap perlu menjadi
pertimbangan dalam merumuskan kebijakan ke depan. l,onjakan penduduk dapat
mengakibatkan ketidaksiapan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.
Permasalahan utama yang perlu menjadi pusat perhatian adalah rendahnya
cakupan akseptor KB. Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga bencana di Papua Tengah terdapat
dalam Tabel 3.16.

Pada umumnya, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
merupakan upaya untuk mewujudkan penduduk dan keluarga yang berkualitas,
yang dilaksanakan melalui upaya promosi, perlindungarl dan bantuan dalam
mewujudkan hak-hak reproduksi serta penyelenggaraan pelayanan, pengaturan
dal penyediaan dukungan yang diperlukan untuk membentuk keluarga
berkualitas dengan usia kawin ideal, jumlah ideal anak, jarak dan usia ideal
melahirkan anak serta membina ketahanan melalui pola asuh tumbuh kembang
balita dan remaja. Dalam hal ini, persepsi masyarakat mengenai program KB
sangat penting, dan berdasarkan LKIP BKKBN Tahun 2020, masih banyak
masyarakat yang beranggapan bahwa Program KB hanyalah upaya pembatasan
jumlah anak dan pemusnahan etnik tertentu.

Selain itu dari segi pelaksanaan program, Papua Tengah masih belum
optimal dalam menyediakan alat kontrasepsi bagi PUS. Terbatasnya petugas
lapangan KB di tingkat kabupaten/kota juga memperparah pelaksanaan program
KB. Selain itu, angka kehamilan remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan
masih tinggi. Adapun lengkapnya mengenai rumusan masalah pada bidang
urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel
3.16.

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Belum optimalnya cakupan

pemenuhan dokumen kependudukan
seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu
Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)
dan akta catatan sipil yang
merupakan salah satu persyaratan
pelayanan publik

2 Rendahnya penerbitan akta kelahiran
bagi anak di setiap daerah

J Cakupan pendataan data terpilah OAP
dan non-OAP belum 100%o

1 Rendahnya
cakupan
kepemilikan
dokumen
kependudukan

4 Rendahnya kesadaran masyarakat
dalam mencatatkan peristiwa
kependudukan

1 Sarana dan prasarana pendataan
Dukcapil (Gedung perkantoran dal
alat perekaman KTP) yang masih
sangat terbatas dan menyebar tidak
merata

Belum
maksimalnya
pelayanan
administrasi
kependudukan
yang
transparan,
akuntabel, dan
menjangkau
semua
masyarakat

2 Terbatasnya
sarana
prasarana
kependudukan

2 Terbatasnya kuantitas dan kapasitas
tenaga ke{a atau kader untuk
pencatatan dokumen kependudukan

I
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Tabel 3. 16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana di Provinsi Papua Tengah

Sumber: Hasil Analbis, 2O23

3. 2. 2. 8 Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

Bidang pemberdayaan masyarakat berperan penting untuk
mengembangkan potensi masyarakat, misalnya da-lam sektor ekonomi
kera\ratan. Kemudian, pengelolaan institusi lokal masyarakat dalam suatu unit
wilayah juga di pegang oleh bidang urusan ini. Di sisi lain, kampung yang saat ini
dipandang strategis sebagai unit pembangunan dalam paradigma baru
membutuhkan upaya pemberdayaan. Khususnya di Papua Tengah, saat ini
kebijakan Provinsi banyak mendorong terbentuknya pemberdayaan tersebut.
Identifikasi permasalahan pembangunan dalam urusan bidang pemberdayaan
masyarakat dan kampung di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.17.

Pokok Masalah Rumusal Masalah Akar Masalah
Belum
maksimalnya
pengendalian
penduduk,
pelayanan
Keluarga
Berencana

I Rendahnya
akseptor
KB aktif

1 Belum optimalnya penyediaan alat
kontrasepsi bagi PUS

2 Rendahnya literasi fungsi dan
keterkaitan KB

3 Fasilitas kesehatan yang
menyelenggaralan layanan
pemas€rngan alat kontrasepsi masih
relatif terbatas

4 Rendahnya penggunaan alat
kontrasepsi (alkon) KB iangka Paniang

5 Kebutuhan ber-KB yang tidak
terpenutri karena lokasi kampung
yang sulit terianglau

6 Terbatasnya tenaga penyuluh KB dan
kader KB

, Belum
optimalnya
upaya
peningkatan
ketahanan dan
kesejahteraan
keluarga

1 Terbatasnya akses keluarga dan
masyarakat untuk mendapatkan
informasi dan konseling ketahanan
keluarga

2 Rendahnya keluarga yang mengetahui
fungsi keluarga, yaitu:
1. fungsi agama;
2. fungsi sosial budaya;
3. fungsi cinta dan kasih sayang;
4. fungsi perlindungan;
5. fungsi reproduksi;
6. fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. fungsi ekonomi; serta
8. fungsi pembinaan lingkungan
Pernikahan usia anak

4 Rendahnya pemahaman remaja
tentang kesehatan reproduksi dan
penyiapan kehidupan berkeluarga

I
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Tabel 3. 17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

di Provinsi Pa uaT
Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah

1 Masih lemahnya pemahaman
masyarakat kampung dalam
manajemen pengelolaan anggaran
kampung.

2 Belum maksimalnya pembinaan
manajemen pengelolaan angg€rran
kepada setiap aparat kampung.
Belum berjalannya fungsi evaluasi
anggarzrn pendapatan dan belanja
kampung (APBK).

4 Belum terbentuk / belum
dimanfaatkannya Badan Usaha Milik
Kampung sebagai sumber
pendapatan kampung

5 Pemenuhan aspirasi kebutuhan
program kampung masih bersifat
kekeluargaan belum sampai pada
pemenuhan kebutuhan umum
kampung

1 Masih
rendahnya
penggunaan
dana kampung
untuk
kebutuhan
prioritas
pembangunan
kampung.

1 Belum optimalnya koordinasi
pelaksanaan pemerintahan di tingkat
kampung (Bamuskam dan
Baperkam).

c Masih rendahnya kualitas aparatur di
tingkat kampung dalam menj a-lankan
fungsi dan pelayanan kepada
masyarakat

2 Belum
optimalnya
pelaksanaan
pemerintahan
kampung

J Belum optimalnya sarana dan
prasarurna pendukung sistem
administrasi kampung, termasuk
Sistem Informasi Orang Papua (SIO
Papua)

1 Kurangnya pengetahuan masyarakat
mengenai program prioritas kampung
untuk kepentingan bersama.

2 Belum tersedianya instrumen
kebijakan dan petunjuk pelaksanaan
standar pemenuhan kebutuhan sosial
dasar OAP secara terpadu serta
pel,aksanaan pemberdayaan OAP
sesuai kewenangan Otsus di
kampung

3 Belum
optimalnya
upaya
pemberdayaan
masyarakat
karnpung

Belum optimaLrya pembinaan kader
kampung dalam mendukung
administrasi pemerintahan,
pembangunan dan informasi
kampung

1 Belum tersedianya petunjuk
pelaksanaan percepatan
pembangunan kampung sesuai
dengan kewenangan Otonomi Khusus

Belum
optimalnya
perencanaErn,
penganggaran
dan
pembangunan
kampung
berbasis sumber
daya kampung

+ Belum
optimalnya
Pembangunan
kampung

i

I

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.9 Urusan Bidang Perhubungan

Permasalahan dalam urusan perhubungan berkaitan dengan
ketidakoptimalan konelrtivitas transportasi. Permasalahan ini menimbulkan
dampak yang besar, karena interaksi antar wilayah tercermin pada keadaan
fasilitas transportasi serta aliran orang, barang dan jasa. Identifikasi
permasalahan pembangunan dalam urusan bidang perhubungan di Papua Tengah
terdapat dalam Tabel 3. 18.

Tabel 3. 18 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bi Perhubun di Provinsi Pa Ten

2 Belum optimalnya pelaksanaan model
sinergi perencanaErn kampung dengan
unit layanaa unfuk kesejahteraan
masyarakat kampung

aJ Penetapan target sasaran penerima
manfaat dalam pembangunan
kampung belum secara maksimal
didukung ketersediaan data bg name
bg a<Tdress terpilah OAP dan non-OAP
di tingkat kampung

4 Cakupan implementasi program
strategis pemberdayaan masyarakat
dan kampung belum dilalsanakan
oleh seluruh kampung dan
kabupaten/kota

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Kuran g optimalnya pemanfaatan

bandara perintis
2 Kurang maksimalnya keberadaarr

titik terminal untuk mengangkut
kendaraan umum dan penumpang

J Belum optimalnya fungsi fasilitas
terminal karena kurangnya
pemeliharaan dal perawatan

4 Rendahnya ketersediaan moda
transportasi antar daerah

5 Belum optimalnya kua-litas
pelayanan bandara dan fasilitas
bandara

6 Biaya angkutan umum yang belum
terstandar

7 Masih terisolasinya beberapa
wilayah distrik

1 Kurangnya
tingkat
kesesuaian,
kecukupan dan
keandalan
Pelayanan
transportasi
dalam
pemenuhan
kebutuhan
transportasi

2 Lemahnya
implementasi
transportasi
berwawasarl
lingkungan

1 Belum berjalannya pelaksanaan
perlindungan lingkungan yang
diakibatkan penyelenggaraan
tralsportasi seperti penurarnzrn
emisi gas buang kendaraan dan
penurururn volume limbah B3 dari
sisa oli kendaraan

Belum
optimalnya
konektivitas
transportasi

3 Masih rendahnya
Tingkat
keselamatan dan
keamanan
perialanan

1 Rendahnya ketersediaan sarana dan
prasa-rana perhubun gan darat
(Lampu jalan, rambu-rambu)

I

I

I

I
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4 Belum
optimalnya
tatakelola urusan
perhubungan

1 Kurangnya koordinasi antar
tingkatan pemerintahan telah
mengakibatkan kurang efelrtifnya
fasilitasi pelayanan transportasi
darat, laut dan udara
Proses perencanaan (studi
pengusulan) dan proses
pembangunan sarana dal
prasarana fisik sarana prasarana
infrastrukhrr perhubungan
memakan waktu yang lama
Terbatasnya kualitas, kuantitas,
standar kompetensi SDM
Transportasi dan tenaga pendidik
Transportasi

4 Sering muncuLnya permasalahan
hak ulayat dalam pengadaan tanah
bagi pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan

Sumber: Hasil Anaiisis, 2O23

3. 2. 2. I O Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan bidang komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan
wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk pembangunan
infrastruktur dan aksesibilitas; pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
diseminasi informasi dan komunikasi publik; serta penelitian dan pengembangan
SDM bidang komunikasi dan informatika. Identiftkasi permasalahan
pembangunan da-lam urusan bidang komunikasi dan informatika di Papua Tengah
terdapat dalam Tabel 3.19.

Tabel 3. 19 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masaiah
Urusan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Pa Ten

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Kurangnya infrastruktur teknologi

informasi
dalam mendukung pelayanan
publik

2 Masih sedikitnya SDM di tingkat
provinsi, kabupaten/kota hingga
kampung yang menguasai
keahlian pada bidang teknologi
informasi dan komunikasi
khususnya dalam
pengelolaan/ manajemen sistem .E

Gouernment termasuk sistem
pendataan terpilah OAP dan non-
OAP melalui Sistem Administrasi
dan Informasi Kampung

a Belum optima}:ya integrasr
aplikasi layanan publik, tata
Kelola, sistem e-Go ue ntment, serta
sistem pendataan, termasuk
sistem pendataan terpilah OAP
dan non-OAP melalui Sistem
Administrasi dan Informasi
Kampung

1 Belum
optimalnya
kualitas
pelayanan
masyarakat
berbasis
teknologi
informasi

1 Beltrm
optimalnya
Penggunaan
teknologi
informasi
komunikasi
untuk
mendukung
berbagai bidang
pembangunan
daerah

l

I

I

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.2.L| Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu
urusan wajib non pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan
pemberdayaan, perlindungan, serta pengawaszrn koperasi dan Usaha Menengah,
Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM). Pemetaan masalah pokok, rumusan
masalah dan akar masa-lah urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di
Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.2O.

Tabel 3. 20 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidan Ko si Usaha Kecil dan Mene di Pa Te

4 Belum diterapkannya pengamanan
dan persandian terhadap sistem
teknologi dan informasi
pemerintah

5 Belum adanya SDM yang memiliki
keahlian khusus di bidang
persandian

6 Belum optimalnya pelembagaan
serta akselerasi cakupan
penggunaan dan pendataan
Sistem Informasi Orang Papua
(SIO Papua) di tingkat provinsi.
kabupaten / kota hingga kampung.

7 Belum optimalnya pengadaan a-1at
jurnalistik

2 Belum
optimalnya
ketersediaan
dan kualitas
in frastrulrtur
komunikasi
dan
informatika

1 Belum
optimalnya
pemerataan
akses
infrastruktur
komunikasi dan
informatika

1 Banyak wilayah yang masih
terbatas untuk mendapattan
akses pelayanan informasi dan
komunikasi bagi masyarakat

2 Jaringan internet yang belum
merata tersebar di seluruh wilayah

a Penyediaan infrastruktur
komunikasi dan informatika
hampir seluruhnya mengandalkan
peran dunia usaha sehingga
menyisakan blank spot di wilayah
non-komersial

Akar MasalahPokok Masalah Rumusan Masalah
I Persentase koperasi aktif di

Provinsi Papua Tengah masih
rendah

2 Banyak koperasi yang belum
berbadal hukum

Kondisi
perkembangan
koperasi yang
stagnan

1 kmahnya tata
kelola dan
kelembagaan
koperasi

a Terbatasnya SDM pengelola
koperasi yang berkualitas
sehingga pengelolaan
koperasi belum
menggunakan pendekatan
manajemen usaha yang
profesional

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I



2 Lemahnya
kapasitas
produksi dan
pemasar€rn
koperasi, serta
kurang
tanggapnya
koperasi
terhadap
dinamika
kebutuhan
pasar

1 Sistem produksi dan
pemasaran koperasi masih
bersifat konvensional dan
belum mampu mengambil
peluang untuk
mengonsolidasikan pasar,
mengefisienkan
rantai pasok dan kebutuhan
pelaku UMKM

2 Belum aktifrrya peran
koperasi dalam
meningkatkan ekonomi
masyarakat berbasis
komoditas unggulan lokal
(pertanian, peternakan,
perkebunan, perikanan dan
pertambangan)

2 Rendahnya
kontribusi UMKM
pada sektor
sekunder dan
tersier dalam
perekonomian
wilayah

I Lemahnya
kapasitas
produksi dan
pemasaran
UMKM

1 Minimnya pengetahuan
pengusaha UMK tentang
manajemen bisnis yang baik,
sehingga hanya fokus
memproduksi barang tanpa
memikirkan bagaimala
strategi ekspansi bisnisnya

2 Kurangnya kreativitas pelaku
UMKM dan inovasi produk
yang masih rendah

4 Sulitnya kondisi geografis
sehingga UMKM mengalami
kesulitan mendistribusikan
produk

5 Belum efektifnya fungsi
infrastruktur pemasar.rn yang
dibangun oleh pemerintah
daerah untuk masyarakat
lokal seperti pasar

6 Belum adanya koperasi
sekunder yang penampungan
hasil pertanian rakyat

7 Masih rendahnya partisipasi
Koperasi dalam
a,ktifitas pertambangan rakyat

2 Lemahnya
kapasitas
pembiayaan
UMKM

1 Minimnya modal usaha
sehingga UMKM tidak bisa
menaikkan jumlah
produksinya untuk
mencapai omset yang lebih
banyak

2 Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
yang menyediakan jasa
pinjaman modal untuk UMKM
belum diman faatkan secara
optimal

3 Mayoritas UMK merupakan
UMK yang tidak berbadan
usaha

-t2t-

Sumber: Hasil Analisis, 2O23
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3.2.2.72 Urusan Bidang Penanaman Modal

Urusan bidang penanaman modal merupakan salah satu urusan wajib non
pelayanan dasar yang diselenggarakan untuk memastikan pengembangal iklim,
kerja sama, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusern bidang
penan€rm€rn modal di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.21.

Tabel 3. 2l Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan B Penanamal Modal di Provinsi Pa

Pokok Masalah Rumusan Masa]ah Akar Masalah
1 Belum adarrya kejelasan

penyelesaian kasus
antar investor dengan pemilik hak
ulayat

c Belum tersedianya data dan
informasi potensi
investasi daerah

3 Belum optimal:ya performa sistem
logistik di
Papua Tengah

1 Belum optimalnya
pelayanan
pen€rn€rm€rn
modal yang sesuai
dengan investor
needs

4 Belum tersedianya sarana dan
prasar€rna yang memadai dalam
mendukung pelayanan perizinan
standar OSS

1 Belum optirrralnya perkembangan
pengusaha Orang Asli Papua
dalam kegiatan ekonomi

2 Masih tingginya pelanggaran
terhadap izin lokasi

3 Kurangrrya kesadaran masyarakat
dalam
membuat izin usaha

) Belum optimalnya
kualitas
penanaman modal

4 Belum efektifnya pelaporan
pertanggung
jawaban investor terhadap
Pemerintah Daerah

I Belum optimalnya kuantitas dan
kualitas SDM
layanan perizinan

2 Belum tersusunnya data UMKMK
potensial yang
bermitra dengan PMA/PMDN

3 Belum optimalnya promosi
investasi daerah

3 kmahnya tata
kelola
penanaman
modal

4 Belum optimalnya sinkronisasi
dan harmonisasi kegiatan
penan€rm€rn modal antar pusat
dan
daerah

I Penundaan investasi oleh investor
karena ketidakjelasan supplg
chnin atau asumsi pasar yang
berubah akibat dampak COVID-
19 terhadap
perdagangan dunia

Rendahnya
kontribusi
penanaman
modal
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

4 Dampak Pandemi
Covid- 19 terhadap
penanaman modal

Sumber: Hasil Anali-sis, 2O23
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3.2.2.13 Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belum optimalnya penggalian potensi dan pengembangan kapasitas
pemuda dan keolahragaan merupakan permasalahan yang ditemukan di Provinsi
Papua Tengah. Telah tersedia fasilitas olah raga yang tersebar di seluruh
kabupaten, narnun belum dilakukannya pencarian dan pengembangan bakat
olahragawan yang dapat dilatih untuk merepresentasikan Provinsi Papua Tengah
dalam kompetisi-kompetisi olah raga. Selain itu, diperlukannya SDM/pelatih yarrg
memiliki kompetensi di pendidikan keolahragaan untuk mengembalgkan talenta
calon-calon olahragawan. Berikut adalah tabel yang memetakan permasalahan di
bidang kepemudaal dan olah raga.

Tabel 3. 22 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidan Ke mudaan dan Olah Provinsi Pa T

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

3.2.2.L4 Urusan Bidang Kebudayaan

Sebagai daerah dengan keberagaman suku bangsa dan budaya yang tinggi,
papua Tengah memiliki potensi yang hsar, n.unun kondisi tersebut sekaligus
menghadapkan Papua Tengah dengan berbagai tantangan dalam pelestarian

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
I Keterbatasan SDM pertandingan
2 Banyak atJet yang mengalami kendala

administrasi karena ada perbedaan
data di akta dan kondisi fisiknya

\) Kurangnya pelatih olahraga yang
memiliki kompetensi di bidang
keolalragaan

4 Prestasi dan daya saing keolahragaan
yang belum maksimal
Kurangnya apresiasi dan
penghargaal bagi olahragawan dan
tenaga keolahragaan yang berprestasi

5

6 Keterbatasan sarana dan prasarana
olahraga di provinsi/ kabupa ten/kota

1 Belrrm
optimalnya
pembudayaan
dan
pembinaan
prestasi
olahraga

I Munculnya orientasi berlebihan
kepada kegiatan politik praktis
seputar kekuasaan dibandingkan
kegiatan kepeloporan di bidang
keswadayaan dan kesukarelawanan,
penumbuhan modal sosial dan
pekerja sosial, penumbuhan kreasi
seni, budaya, ekonomi kreatif, serta
o
Budaya premanisme di kalangan

da
2

Penyalahgunaan obat-obatan
dan Narkotika

Belum
optimalnya
peran sosial
pemuda

AJ

2

I Tingginya tingkat pen gangguran
terbuka pemuda disebabkan karena
(1) terbatasnya lapangan kerja;
dan (2) belrrm sesuainya kompetensi
dan kualifikasi pemuda dengan

ke tersediaa ankebutuhan
2 Belum optimalnya pengembangan

kewirausahaan, kreativitas,
inovasi dan daya saing pemuda

omtandalam aktivitas

I Belum
optimalnya
peran pemuda
sebagai
penggerak
ekonomi

Belum
optima-lnya
pengembangan
daya saing
pemuda berbasis
pada unsur-
unsur
kebudayaan dan
olahraga
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budaya asli Papua. Berikut ini pemetaan masalah pokok dan akar-akar masalah
urusan kebudayaan.

Tabel 3. 23 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masa_lah dan Akar Masalah
Urusan Bidan Kebu aan di Provinsi Pa ua Ten

Pokok Masalah Rumusan
Masalah Akar Masalah

1 Belum tersedianya ruang publik untuk
pertunjukan seni dan budaya

2 Promosi budaya yang belum memadai
melalui festival d.an euent-euent budaya
di tingkat kabupaten dan Provinsi
Pa
Belum adanya gedung kesenian dan
taman budaya berskala provinsi
representatif yang dapat digunakan
untuk melakukan pementasan dan
lat{qn bagi sanggar/ grup kesenian

1 Belum
optimalnya
pendidikan
lingkungan
dan budaya
dalam
kehidupan
bermasyarakat

4 Belum optimalnya pembinaan nilai-
nilai budaya dan pengetahuan lokal
tua-tua adat kepada generasi muda,
sebagai bentuk menjaga kelangsungan
sejarah asal-usul, arsitektur rumah
tradisional, pengetahuan lokal tentang
pengelolaan sumber daya alam dan
kearifan lokal.
Belum optimalnya pembinaan terhadap
kelompok-kelompok snnggurr seni dan
budaya

2 Belum dilestarikannya arsitektur
rumah adat kaki seribu sebagai simbol
arsitektur tradisional yang bernilai bagi
pengembangan budaya dan pariwisata.

3 Belum adanya roadmap dan catatan-
catatan kajian Etnografi sebagai sarana
pelestarian budaya suku OAP
di Papua Tengah dimasa yang akan
datang.

4 Belum adanya gedung kesenian dan
taman budaya berska,la provinsi
representatif yang dapat digunakan
untuk melakukan pementasan dal
latihan bagi sanggar/ grup kesenian
Belum adalya museum etnografi
sebagai tempat menyimpan benda-
benda cagar budaya masyarakat

,) Kurangnya
pelestarian
budaya asli
Papua Tengah.

5

Pemahaman batas-batas adat masih
bersifat lisan dan
belum ada yang tertulis atau dikaji
dalam pemetaan, sehingga masih
rawan konllik tanah adat antar
kampung.

1

Menurunnya
kualitas
dan kuantitas
nilai-nilai budaya
dalam Kehidupan
masyarakat

Belum adanya
pemetaan
batas- batas
ulayat adat
ditingkat
marga darl
keret di
kampung

2 Belum optimalnya pembinaan adat
kepada generasi muda berkenan
pemahaman tentang certa sejarah
asal-usul dan batas-batas hak ulayat
adat antar marga atau keret.

Sumber: Hasil Anc.lisis, 2O23
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3.2.3. Urusan Prlihan

Urusan pilihan terdiri atas: (l) urusan bidang perikanan; (2) urllsan bidang
pariwisata; (3) urusan bidang pertanian; (4) urusan bidang kehuianan; (s) urusai
bidang perdagangan; serta (6) urusan bidang perindustrian

3.2.3.1Urusan Bidang Kelautan dan perikanan

Urusan bidalg perikanan merupa_kan salah satu urLlsan pilihan yalg
diselenggarakan untuk memastikan pengawasan sumber daya perikanan]
produksi, pengolahan dan pemasaran komoditas perikanan, beserta
pengembangan sDM masyarakat bidang perikanan. pemetaan masalah pokok,
rumusan masalah dan akar masalah urlrsan bidang perikanan di papua Tengah
terdapat dalam Tabel 3.24.

Tabel 3. 24 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
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Urusan B Perikanan di Provinsi Pa uaT

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.3.2 Urusan Bidang Pariwisata

Urusan bidang pariwisata merupakan salah satu urLlsan pilihan yang
diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan destinasi pariwisata, pemasaran
pariwisata, pengembangan sumber daya pariwisata, serta pengembangan ekonomi
kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang
pariwisata di Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.25.

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Masih rendahnya produksi

perikanan budidaya
Masih rendahnya teknologi

Masih rendahnya promosi hasil
budidaya Perikanan

perikanan Budidaya

4 Kurangnya pemahaman terkait
teknik budidaya
Belum optimalnya akses
permodalan untuk peningkatan
skala usaha budidaya perikanan

i Belum optima-lnya
produksi dan
pemasaran sektor
perikanal

6 Belum efektifnya fungsi
infrastruktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah
daerah untuk masyarakat lokal
seperti pasar

2 Lemahnya
pemanfaatan dan
pengolahan hasil
produksi perikanan

1 Belum efektifnya pengembangan
industri pengolahan di bidang
perikanan

I Belum terdatalya nelayan
budidaya dan nelayan tangkap

Belum
optimalnya
Pelaksanaan
pembangunan
sektor
perikanan dan
kelautan yang
berkelanjutan

3 Belum optimalnya
tata kelola sumber
daya perikanan 2 Belum terbentuknya bina

kelompok nelayan

lc

5

I

I

I

I



Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Belum tersedianya fasilitas

akomodasi dan layanan
makan dan minum untuk
wisatawan ftwmestay, resort dan
restauran

2 Belum tersedianya sarana
prasar€rna pariwisata, termasuk
fasilitas penunjang atraksi
wisata (gazebo, toilet, spot foto,
pos jaga dan menara
pandang)

3 Belum optimalnya pengembangan
ekowisata berbasis flora dan fauna
endemis

4 Belum optimalnya pengembangan
dan
pengelolaan wisata budaya

Belum optimatrya
pengembangan
destinasi
pariwisata

5 Belum optimalnya penguatan
kesiapan masyarakat di sekitar
destinasi pariwisata melalui
pemberdayaan masyarakat,
pendidikan dan pelatihan
keterampilan

1 Strategi komunikasi pemasaran
belum terpadu sehingga bran-ding
pariwisata trelum terpublikasi
secara optimal

2 Belum tersedianya layanan
informasi pariwisata

2 Belum
optimalnya
pemasaran
pariwisata

a Pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi belum optimal
dalam mempromosikan citra
Pariwisata

I Kapasitas SDM pariwisata masih
terbatas

2 Belum terlembaganya kelompok
sadar wisata (Pokdarwis)

Belum
optimalnya
peranan sektor
pariwisata
dalam
perekonomian
wilayah

Belum
optimalnya
pengembangan
kelembagaan
kepariwisataan a Koordinasi dan sinkronisasr

pembangunan lintas sektor yalg
belum optimal dalam
mengembangkan potensi
pariwisata daerah

-t26-

Tabel 3. 25 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bi Pariwisata di Provinsi Pa

Sumber: Hasil Anali,si,s, 2O23

3.2.3.3 Urusan Bidang Pertanian

Urusan bidang pertanian merupakan salah satu uruszln pilihan yang
diselenggarakan untuk memastikan perbaikan produktivitas komoditas pertanian,
pemenuhan kebutuhan petani terhadap sarana prasarana pertanian, melakukan
penyehatan hewan ternak, serta menetapkan persyaratan teknis kesehatan hewan
ternak dalam mendukung perekonomian masyarakat. Pemetaan masalah pokok,
rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang pertanian di Papua Tengah
terdapat dalam Tabel 3.26.
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Tabel 3. 26 Pemetaan Pokok Masa1ah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan B Pertanian di Provinsi Pa uaT

Pokok Masalah Rumusan Masa-lah Akar Masalah
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

1 Masih kecihya skala usaha
pertanian tanarnan pangan dan
hortikultura

2 Pengembangan varietas tanaman
pangan unggulan lokal belum
4llpLkukar dengan baik
Terdapat permasalahan kepastian
status tanah pertanian unfuk
pengembangan lahan pertanian
(status tanah adat/ tana-l. ulayat)

1 Belum optimalrrya
produksi dan
produktivitas
taIraman
pangan dan
hortikultura

4 Rendahnya penerapan teknologi
terhadap pengembangan pertanian
masyarakat

1 Tingginya biaya transportasi
mengakibatlan pendapatan petani
tidak sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan

2 Belum adanya koperasi sekunder
yang penampungan hasil
pertanian ral<5zat

) Belum optimalnya
Pemasarar
komoditas tanaman
pangan dan
hortikultura

Belum efektifnya fungsi
infrastruktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat lokal seperti
pasar

i Belum aktifnya Balai Penyuluhan
Pertanian (BPP)

2 Kualitas dan kuantitas tenaga
penyrluh/ pendamping petani
tidak memadai

J

Belum adanya inisiatif dalam
membentuk kelompok tani untuk
menjadi wadah slning knotuledge
petani

1 Belum
optimalnya
kontribusi
subsektor
tanaman
pangan dan
hortikultura
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

Belum optimalnya
pengembangan
SDM
pertanian tanaman
pangan dan
hortikultura

PERKEBUNAN
1 Masih kecilnya skala usaha

perkebunan
2 Terdapat permasalahan kepastian

status tanah
pertanian untuk pengembangan
lahan pertanian
(status tanah adat/ tanah ulayat)

3 Keterbatasan sumber bibit
perkebunan yang
berkualitas

4 Rendahnya penerapan teknologi
terhadap pengembangan
perkebunan masyarakat

1 Belum optimalnya
produksi dan
produktivitas
perkebunan

2 Belum optimalnya
Pemasaran
komoditas

1 Tingginya biaya transportasi
mengakibatkan pendapatan petani
tidak sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan

2 Belum
optimalnya
kontribusi
subsektor
perkebunan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah
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perkebunan 2 Belum adanya koperasi sekunder
yang penampungan hasil
perkebunan ra\rat

3 Belum efektifnya fungsi
infrastruktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah daerah
untuk masyarakat lokal seperti
pasar

3 Belum optimalnya
pengembangan SDM
perkebunan

1 Belum aktifnya Balai Penyuluhar
Pertanian (BPP)

2 Kualitas dan kuantitas tenaga
penyuluh/pendamping
perkebunan tidak memadai

3 Keterbatasan pengetahuan dan
keterampilan petani pekebun
untuk mengaplikasikan pupuk
yang baik serta perawatan
tarramarr perkebulan
dengan baik

PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3 Belum

optimalnya
kontribusi
subsektor
peternal<an
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

1 Belum
optimalnya
produksi dan
produktivitas
peternakan

1 Kurangnya distribusi bibit ternak
2 Kurang lengkapnya pendataan

hewan ternak
3 Belum adanya penyediaan sarana

produksi ternak daerah fbibit,
pakan, obat-obatan dan vitamin
ternak)

2 I Jumlah dokter hewan sangat
terbatas darr tidak dapat
menjalgkau seluruh wilayah
kabupaten

1 Belum
optimalnya
pemasaran
komoditas
peternakan

I Tingginya biaya transportasi
mengal<ibatkan
pendapatan peternak tidak
sebanding dengan biaya yang
dikeluarkan

2 Belum efektifnya fungsi
infrastruktur pemasaran yang
dibangun oleh pemerintah
daerah untuk masyarakat lokal
seperti pasar

a Belum
optimaLrya
pengembangan
SDM peternakan

i Mayoritas tingkat pendidikan
peternak adalah SD dan SMP
sehingga dapat mempengaruhi
kompetensi, kreativitas dan
inovasi peternak dalam
menghasilkan komoditas
peternakan berkua-litas dart
berdaya saing

2 Belum adanya inisiatif dalam
membentuk kelompok ternak
unruk menjadi wadah shning
knouledge petani

3 Belum adanya pembinaan bagi
kelompok ternak

-t2a-

Sumber: Hasil Anali.sis, 2O23
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3.2.3.4 Urusan Bidang Kehutanan

Provinsi Papua Tengah merupakan provinsi dengan persentase hutan
tertinggi di Indonesia berdasarkan data KLHK tahun 2O2O. Ini mengindikasikan
bahwa Papua Tengah memiliki potensi besar untuk pengelolaan hutal. Selain
sebagai potensi yang dapat mendukung pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat, pengelolaan hutan juga memiliki tantangan yang tidak kecil.
Berdasarkan data dan informasi sektor kehutalan beberapa tahun terakhir, dapat
dirumuskan permasalehan yang dikelompokkan menjadi masalah pokok,
masalah, dan akar masalah.

Tabel 3. 27 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Kehutanan di Provinsi Pa

Sumber: Hasil Analisis, 2O23

3.2.3.5Urusan Bidalg Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan Bidalg Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu
urLlsan pilihan yang diselenggarakan untuk memastikan pengelolaan mineral,
batu bara, panas bumi dan air tanah; pengelolaan minyak dan gas bumi;
pelaksanaan inventarisasi geologi; serta akses penyediaan listrik secara optimal.
Pemetaa-n masalah pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang
energi dan sumber daya mineral terdapat dalam Tabel 3.28.

Tabel 3. 28 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah

Pokok Masa,la-l. Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Perubahan lahan yang tidak

produktif menjadi produllif
masih rendah

2 Kelembagaan pengelolaan
kawasan hutan dan modal
sosial masih lemah

1 Serapan emisi
masih rendah
dari sektor
kehutanan
dan lahan

1 Belum optimalnya pengawasan
terhadap ekosistem hutan serta
kawasan lindung

2 Belum
optimalnya
penjagaan dan
pengau/asan
terhadap
hutan dan
kawasan
lindung

2 Belum adanya regulasi
khusus terkait pengelolaan
hutan dan sumber daya
alam
Hayati

1 Pendampingan kepada
masyarakat sekitar hutan
masih rendah
Dukungan SDM pendamping
serta sarana dan prasarana
masih terbatas

2

J Jaringan pemasaran hasil
produksi masyarakat sangat
terbatas

4 Belum optimalnya pengelolaan
hasil hutan kayu dan hasil
hutan bukan kayu

J Nilai
tambah
hasil
kehutanan
masih
rendah

Belum optimalnya
pelaksanaan
pembangunan yang
memastikan
pengelolaan yang
berkelanjutan di
bidang kehutanan

Akar MasalahRumusan MasalalPokok Masalah
1 Belum efektifnya proses perizinan

ban
2 Belum optimalnya pengawasan

pertambangan emas tanPa izin
(PETI)

1 Belum
maksimalnya
peranan sektor
pertambangan
r{ alarn

1 Rendahnya
produktivitas
sektor energi
dan sumber
daya mineral

Urusan B Ene dan Sumber D Mineral di Provinsi ua Te
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Sumber: Hasil Analisi.s, 2O23

3.2.3.6 Urusan Bidang Perdagangan

Urusan bidang perdagangan merupakan salah satu urusan pilihan yang
diselenggarakan untuk memastikan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
terpenuhinya kebutuhan sarana distribusi perdagangan; mendorong stabilitas
harga barang kebutuhan pokok; mengembangkan ekspor; serta
menyelenggarakan standarisasi dan perlindungan konsumen. Pemetaan masalah
pokok, rumusan masalah dan akar masalah urusan bidang perdagangan di Papua
Tengah terdapat dalam Tabel 3.29.

Tabel 3. 29 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bid Pe di Provinsi Pa ua Ten

mengatasi
ketimpangan
pendapatan
antar personal
maupun antar
sektor

a Kuantitas dan kualitas penelitian
dan suruey pelayanan geologi masih
sangat kurang

4 Rendahnya kompetensi tenaga kerja
lokal di sektor pertam bangan

5 Rendahnya daya serap sektor
pertambangan dalam menyerap
produk-produk pertanian lokal

2 Rendahnya
akses
masyarakat
terhadap
sumber daya
energi
listrik

1 Minimnya ketersediaan energi
listrik untuk kegiatan rumah
tangga, industri dan perkantoran

2 Penyediaan sumber daya energi
listrik pada kampung yang sangat
terbatas dan tidak merata
Rendahnya pemanfaatan energi
listrik baru terbarukan

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Belum efrsien dan efektifnya jaringan

distribusi perdagangan
2 Besarnya biaya transportasi untuk

distribusi perdagangan
a Belum optimalnya sistem pengelola

data dan informasi perdagangan
4 Minimnya kualitas pasar ralqrat

dalam meningkatkan konsumsi
produk domestik yang beredar di
pasar rakyat

I Belum
efektifnya
penataan
sistem dan
sarana
distribusi
perdagangan

1 Rendahnya kuantitas dan kualitas
produksi industri kecil lokal serta
produk kerajinan yang dapat
dipasarkan

2 Minimnya diversifikasi produk
bernilai tambah berbasis berbasis
SDA

3 Belum optimalnya pengembangan
sumber daya manusia sektor
perdagangan

2 Belum adanya
standar mutu
komoditas

I Belum adanya ja:rrinan ketersediaan
barang dalam jumlah yang cukup

2 Belum adanya jaminan harga yang
terjangkau serta terhindar dari
praldik-praktik perdagangan yang
tidak sehat

.) Belum
terlaksananya
pengawasan
dan
pengendalian
baralg

Belum
maksimalnya
kontribusi
sektor
perdagangan
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
wilayah

Sumber: Hasil Anatisis, 2O23
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3. 2.3. 7 Urusan Bidang Perindustrian

Urusan bidang perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang
diselenggarakan untuk memastikan perencana€rn pembangunan industri;
penerbitan izin usaha industri; serta kontribusi industri terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dan akar
masalah urusan bidang industri di Papua Tengah terdapat pada Tabel 3.30.

Tabel 3. 30 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bi Perindustrian di Provinsi Pa Te

Sumber: Hasil Ana,li'sis, 2023

3.2.4. Urusan Pemerintahan Penunjang

Urusan pemerintahan penunjang terdiri atas: (1) urusan bidang
pemerintahan umum; (2) urusan bidang aparatur dan kepegawaian; (3) urusan
bidang keuangan daerah; (4) urusan bidang Perencana€ul pembangunan daerah;
serta (5) urusan bidang pengawasan pembangunan daerah.

3.2.4. 1 Urusan Bidang Pemerintahan Umum

Berdasarkan pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan
umum mencakup: (1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang
Dasar atau UUD 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal lka, serta pemertahanan dan
pemeliharaan keutuhan NKRI; (2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; (3)

Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan
nasional; (4) Penanganan kon-tlik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 l.ematrnya kualitas SDM dalam

pengolahan produk dan peningkatan
kualitas/mutu

2 Belum optimalnya dukungan
infrastruktur seperti jalan, listrik, air
dan sarana pengelolaan
limbah / persampahan dalam
pengembangan industri

1 Belum
optimalnya
dukungan
sumber daya
manusia,
modal dan
infrastruktur

Lemahnya akses permodalan untuk
industri kecil dan
menengah

1 Belum terlaksananya pengembangan
sentra Industri
kecil berbasis pertanian,
perikanan dan perkebunan yang
berkelaniutan dan inklusif

Belum
terwujudnya
daya saing,
kemandirian
dan
penguasaan
pasar industri
pengolahan

2 Belum memadainya kuantitas dan
kualitas produksi dan industri kecil
lokal serta produk kerajinan yang
dapat
dipasarkan

1 Rendahnya kualitas kelembagaan
pelaku industri

2 kmahnya tingkat partisipasi
pemegang izin usaha industri
dalam menyam paikan laporan
yang terkait dengan nilai investasi,
kapasitas terpasang, realisasi
produk dan penjualan hasil produk
yang dihasilkan

a Belum
terwujudnya
tata kelola
perindustrian
yang berdaya
saing dan
berkelanjutan

Rendahnya
kontribusi
sektor industri
dalam
perekonomian
wilayah

/)
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perundang-undangan; (5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instalsi
pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau
kota; serta (6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
Pemetaan masalah pokok, rumusan masalah dal akar masalah urLls€rn
pemerintahan umum Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.31.

Tabel 3. 31 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan B Pemerintahan Umum di Provinsi T

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Kuatnya prinsip maneg follow fundion

dan money follou organization, serta
belum efektifnya implementasi moneg
follout programme

2 Belum optimalnya koordinasi dan
kerja sama antar-unit kerja dan
antar-instansi serta dengan mitra
strategis lainnya

a Belum optimalnya koordrnasr
kebij akan pembangunan antar
yurisdiksi, distrik, kelurahan dan
kampung

4 Belum optimalnya koordinasi,
perencanaan, implementasi serta
monitoring evaluasi penyelenggaraan
kebiiakan otonomi khusus Papua

5 Belum optimalnya koordinasi
penyelenggaraan program-program
Otonomi Khusus

6 Belum efektifnya penataan
kelembagaan daerah yang sesuai
dengan kewenangan khusus yang
dilaksanakan terkait dengan
kebiiakan Otsus Papua Tengah

7 Belum optimalnya koordinasi
kebijakan kesejahteraan masyara-kat
dan perlindungan sosial serta
afirmasi terhadap OAP

8 Masih terdapat persoalan tanah
ulayat yang belum selesai untuk
pembangunan sarana prasarana
pemerintahan

9 Belum optimalnya pelaksanaan SPM
di tingkat Provinsi maupun
kabupaten/kota

10 Belum optimalnya penataan
ketatalaksanaan dal kelembagaan
perangkat daerah

11 Rendahnya kewenangan Lembaga
MRP-PPT dalam mengawa,l program-
program otonomi khusus yang
mengarah pada pemberdayaan
perlindungan dan keberpihakan
Masyarakat Asli Papua. Kewenangan
hanya memberikan pertimbangan
atau fungsi konsr:ltatif

Belum
maksimalnya
birokasi
memberi
pelayanan
publik
Secara
transparan dan
akuntabel

1 Belum
optimalnya
koordinasi
kewenangarr
pemerintahan,
kelembagaan
dan
tata lalsana
pemerintahan
umum
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Sumber: Hasil Analisis, 2O23

3.2.4.2 Urusan Bidang Aparatur dan Kepegawaian

Urusan bidang aparatur dan kepegawaian berkaitan dengan manajemen
kepegawaian dalam peningkatan profesionalitas aparatur, peningkatan kualitas
administrasi kepegawaian, serta penempatan aparatur sipil negara berbasis pada
sistem merit. Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan aparatur memiliki nilai
strategis dengal adanya pelaksanaan siklus manajemen kepegawaian di
Pemerintahan Daerah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar
masalah urusan bidang aparatur dan kepegawaian di Papua Tengah terdapat pada
Tabel 3.32.

Tabel 3. 32 Pemetaan Pokok MasaIah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidal A atur dan waian di Proyinsi Pa ua Ten

2 Belum
optimalnya
kualitas
akuntabilitas
kine{a

1 Belum optimalnya pelayanan distrik,
kelurahan dan kampung kepada
masyarakat
Belum optimalnya ketersediaan data
yang akurat dan komprehensif untuk
pembangunan daerah
Belum memadainya pelaporan
pertanggungiawabaa
penyelenggaraan pemerintah daerah

4 Rendahnya capaian kine{a
penyelenggaraan pemerintahan

5 Pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan selama ini
belum sepenuhnya melibatkan ciuil
soci.etg

6 Belum optimalnya penerapan nilai
dan budaya kerja yang profesional,
jujur, dan bersih di setiap jenjang
birokrasi

7 Publikasi dan diseminasi kebijakan
Pemerintah Provinsi belum memadai

Pokok Masalah Akar Masalah
1 Ketersediaan ASN di Provinsi Papua

Tengah belum mencukupi
kebutuhan daerah

2 Rendahnya kualitas/ kompetensi
SDM ASN sesuai tugas dan fungsi

J Rendahnya kemampuan pengelolaan
data informasi berbasis komputer

4 Masih kurangnya Penempatan ASN
pada Jabatan tertentu berdasarkan
kompetensi iabatan

5 Masih rendahnya jumlah ASN yang
telah mengikuti Diklat Pimpinan

6 Rendahnya jumlah Calon Pegawai
Negeri Sipil yang mengikuti
Diklatsar CPNS

7 Belum terbentuknya kebijakan
kepegawaian yang disesuaikan
dengan kebijakan Otsus Papua

I Belum
optimalnya
kompetensi,
distribusi dan
pelayanan ASN

8 Rendahnya mentalitas ASN terkait
disiplin dan kinerja

Belum
optimalnya
kapasitas
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan
dan pelayanan
publik

I

I

I
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Sumber: Hasil Anniisi-s, 2023

3.2.4.3 Urusan Bidang Keuangan Daerah

Urusal keuangan berkaitan dengan kinerja pendapatan daerah, alokasi
belanja, efektivitas penggunaannya bagi kebutuhan pembangunan, serta
pelaporan keuangan. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah dan akar
masalah urusan bidang keuangan di Papua Tengah terdapat pada Tabel 3.33.

Tabel 3. 33 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bi di Provinsi Pa T

2 Belum
optimalnya
kelembagaan
dan tata
laksana
aparatur dan
kepegawaian

1 Belum efektifnya sosialisasi sistem
penilaian beban keria pegawai

2 Be1um berkembangnya sistem
reward urrtuk ASN berprestasi dan
puni,s funent dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah

3 Belum adanya sistem data base dan
informasi ASN yang terintegrasi,
komprehensif dan berbasis kineria

3 Belum
optimalnya
sistem
pemerintahan
berbasis
elektronik

1 Kurangrrya sarana penunjang akses
informasi dan komputer

2 Model e-g ouernment masih
didominasi perspeldif proutder
tunggal dan tidak terintegrasi

3 Belum adanya tata kelola sistem
pemerintahan berbasis elektronik
yalg terpadu

Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Belum optimalnya pengeiolaan

aset daerah dalam mendukung
peningkatan pendapatan daerah

2 Belum akuratnya data ba.se pajak
dan retribusi serta objek
pendapatan daerah lainnya

3 Belum optimalnya pelayanan
pajak dan retribusi daerah, baik
melalui Samsat maupun
instansi pemungut lainnya

4 Masih rendahnya kontribusi unit
usaha BUMD dalam pengelolaan
potensi r-rnggulan daerah terhadap
PAD

1 Belum optimalnya
kontribusi PAD
terhadap
pembiayaan
pembangunan
daerah

I Penyampaian LKPD tidak tepat
waktu

2 Penyusunan APBD yang tidak
tepat waktu

.) Belum optimalnya evaluasi
laporan pertanggungjawaban
APBD

4 Belum optimalnya Implementasi
Analisis Staldar Belanja Daerah
Prinsip ualue for moneg dalam
perencanaan dan penganggaran
belum sepenuhnya dipahami dan
diimplementasikal

5

Belum
optimalnya
birokrasi
dalam
memberi
pelayanan
publik secara
transparan
dan
akuntabel

2 Belum
optimalnya
kualitas
akuntabilitas
kineq'a

I

I

Pokok Masalah

I

I

I



-135-

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.2.4.4 Urusan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Urusan perencanaan berkaitan dengan perencana€rn daerah dalam jangka
panjang, menengah, dan tahunan; perencanaan wilayah dan tata mang; serta
berbagai perencanaan sektoral berbasis penelitian dan pengembangan.
Permasalahan dalam implementasi urusan perencanaan, pembangunan daerah di
Papua Tengah terdapat dalam Tabel 3.34 berikut.

Tabel 3. 34 Pemetaan Pokok Masalah, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bid Perencanaan Pemb an Daerah di Provinsi Pa ua Ten

Belum optimalnya penerapan
SIPD Pengelolaan Keuangan
Daerah

a
AJ Belum optima-lnya

kinerja
Penyelenggaraan
Otonomi Khusus

1 Belum optimalnya implementasi
regulasi pengelolaan dana
Otonomi Khusus

c Kurang optimalnya pelaporarr
pengelolaan dana otsus

3 Belum tersedianya nomenklatur
belanja dan program kegiatan
khusus Otonomi Khusus

4 Belum optimafu:ya
kapasitas aparatur
keuangan dalam
penyeleng4araan
pemerintahan dan
pelayanan publik

1 Masih kurangnya SDM pengelola
keuangan daerah yang
terserffikasi

2 Belum maksimalnya digitalisasi
pengelolaan keuangan daerah
baik aspek pendapatan maupun
aspek belania

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
Kurang optimalnya ketersediaan dan
kualitas data untuk mendukung
perumusan kebijakan dalam
perensrnaan
pembangunan

.) Belum optimalnya pemanfaatan hasil
kajian penelitian dan pengembangan
dalam pembangunan daerah
Masih kurangnya kualitas dan
kuantitas SDM perencanaan dalam
menJrusun dokumen perencanaan
pembangunan daerah

4 Penyusunan dokumen perencana€rn
belum sepenuhnya memperhatikan
masalah lingkungan hidup khususnya
terhadap dampak lingkungan hidup
yang diakibatkan

1 Belum
optimalrrya
perencanaurn
pembangunan
yang berorientasi
hasil

Belum optimalnya kaj ian-kaj ian dan
perencaraan khusus kontekstual Papua
Tengah
Koordinasi dalam rangka upaya
sinkronisasi perencanaan dan
penganggaran pembangunan belum
berialan optimal

12 Belum
optimalnya
sinergi antar
perencanaan,
penganggaran 2 Lemahnya tingkat pemahaman terhadap

Belum
optimalnya
kualitas dan
kuantitas
perencanaan
pembangunan
dan penataan
ruang

I 6

l'l

I

I

{

I

I

i

I

I

I

I

I

I
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Sumber: Hasil Analisis, 2O23

3. 2.4. 5 Urusan Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah

Urusan pengawasan terkait integritas aparatur dan pelaksanaan sistem
pengendalian intern pemerintah. Pemetaan pokok masalah, rumusan masalah
dan akar masalah urusan bidang pengawasan pembangunan daerah di Papua
Tengah dapat dilihat pada Tabel 3.35.

dan pelaksanaan mekanisme perencanazrn pembangunan
dalam pelakszrna€rnnya secara efektif
dan efisien

.) Belum
optimalnya
Penyelenggaraan
Perencanaan
Otonomi Khusus
Papua

1 Cakupan pendataan OAP secara berka,la
dengan menggunakan SIO Papua yang
terintegrasi belum 10O%. Padahal,
cakupan pendataan OAP berkontribusi
dalam memastikan pelaksanaan OTSUS
bermanfaat baei OAP.

2 Terdapat OPD di tingkat provinsi dan
kabupaten/ kota yang belum memahami
dan menjalankan sepenuhnya
pembagian
kewenangan urusan berdasarkan PP
1O6 Tahun 2021

3 Belum tersedianya instrumen
perenc€rnaan khusus untuk
pelaksanaan otonomi khusus di level
Provinsi, kabupaten/kota dan juga
Kampung. Perencanaan Otsus saat
ini masih rrigabung delgan perencanaan
umum daerah

4 Mekanisme dan Tata Cara Musrenbang
OTSUS masih digabung dengan
Musrenbang RKPD

4 Terdapat
permasalahan
pengelolaan dan
manajemen
perencanaan

1 Belum optimalnya pelaksanaan
monitoring dan evaluasi program
pembangunan yang dikaitkan dengan
dokumen-dokumen perencanaan

2 Belum terlaksananya penJrusunan
dokumen perencana€rn pembangunal
daerah tepat walrtu
Minimnya Standard Operasional dan
Prosedur (SOP) tata kelola koordinasi,
sinkronisasi, dan integrasi perencana.rn
dan penganggaran pembangunan lintas
OPD, termasuk hubungan perenc€rnaan
dengan provinsi dan pemerintah pusat

4 Belum optimalnya penjaringan aspirasi
masyarakat di semua jenjang
pemerintahan melalui mekanisme
Musrenbang

5 Kurangnya kesadaran dan partisipasi
masya-ralat dalam perencanaan
pembangunan daerah

6 Indikator Kinerja Utama [KU) OPD
belum SMART lspecific, Measurable,
Achieuable, Realbtic, and Time-Bound)
dan terstruktur (ter- cascading)

ll

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Tabel 3. 35 Pemetaan Pokok Masalatr, Rumusan Masalah dan Akar Masalah
Urusan Bidan Pen wasan Pem nan Daerah di Provinsi Pa ua Ten

Sumber: Hasil Analisis, 2023

3.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
Papua Tengah menghadapi sejumlah tantangalr dan permasalahan dalam

melaksanakan pembangunan yang memerlukan perhatian serius dan solusi
berkelanjutan. Seperti

1. Infrastruktur yang Terbatas
Kurangnya infrastruktur dasar seperti jalan raya, transportasi, dan energi
dapat menjadi hambatan utama untuk pertumbuhan ekonomi dan
aksesibilitas ke wilayah pedalaman. Hal ini men5rulitkan distribusi barang,
pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

2. Ketidaksetaraan Pendidikan
Akses terhadap pendidikan yang berkualitas masih menjadi masalah di
beberapa daerah Papua Tengah. Faktor geografis yang sulit diakses,
kuraagnya sarana pendidikan, dan tantarrgan keamanan dapat
menghambat kesempatan pendidikan bagi masyarakat setempat.

3. Kesejahteraan dan Kemiskinan
Meskipun Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar,
beberapa masyarakat di wilayah ini masih menghadapi tingkat kemiskinan
yang tinggi. Pemisahan geografrs dan kendala aksesibilitas mempersulit
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pokok Masalah Rumusan Masalah Akar Masalah
1 Belum optimalnya reviu terhadap

dokumen Perencanaan, Anggaran dan
dokumen lainnya (RPJMD, Renstra,
RKPD, KUA PPAS, Renja dan RKA)

) Masih rendahnya Implementasi SPIP di
Linekup Pemerintah Daerah

3 Masih rendahnya capaian penyelesaian
rekomendasi temuan hasil pemeriksaan
BPK

4 Belum optimalnya pengawasan dan
audit penyelenggarazrn program Otsus

I Belum
optimalnya
pengawasan
internal
pemerintah
daerah
melalui audit,
reviu,
evaluasi,
pemantauan,
asistensi dan
kegiatan
pengawasurn
lainnya

5 Belum terbentuknya wadah/ majelis
Tuntutan Ganti Rugi
dan Saberpungli dalam rangka
penyelesaian kerugian
daerah serta menunjang pelayanan
Publik

I Belum optirnalnya upaya pencegahan
korupsi dan rendahnya kesadaran
pejabat untuk melaporkal harta
kekayaan

2 Pekerjaan tidak sesuai spesi{ikasi
teknis, mark up harga, kurang volume
pekerjaan dan pekerjaan tidak tepat
waktu
SDM APIP di Pemerintah Daerah
belum memiliki pemahaman yang
memadai tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), Sistem
Akuntabilitas Kine4'a Instansi
Pemerintah (SAKIP) dan Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah {SAPD)

Belum
optimalnya
Sistem
akuntabilitas
dan
pengawasan
dalam
pengelolaan
dalam
pembangunan
daerah

2 Belum
optimalnya
kapasitas dan
integritas SDM
tenta-ng
akuntabilitas
dan
pengawasan
pengelolaan
pembangunan
daerah
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4. Masalah Kesehatan
Layanan kesehatan di beberapa wilayah mr:ngkin terbatas, dan akses ke
fasilitas kesehatan sering kali sulit. Ini dapat menyebabkan masalah
kesehatan masyarakat, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak,
serta penyebaran penyakit menular.

5. Ketegangan Sosial dan Konflik
Beberapa daerah di Papua Tengah masih mengalami ketegangan sosial dan
konflik, baik yang berkaitan dengan isu-isu pemekaran wilayah, hak asasi
manusia, atau ketidaksetaraan ekonomi. Hal ini dapat mempengaruhi
stabilitas dan keamanan wilayah.

6. Konservasi dan Pembangunan Ekonomi
Tantangan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan
ekonomi dapat menjadi kompleks di Papua Tengah. Eksploitasi sumber daya
alam yang tidak terkontrol dapat merusak ekosistem alam dan berpotensi
meng€rncErm keberlanjutan lingkungan.

7. Ketidaksetaraan Gender
Beberapa masyarakat di Papua Tengah masih menghadapi ketidaksetaraan
gender dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keputusan rumah
tangga. Pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender
menjadi aspek penting d6lem pembangunan wilaya-h ini.

8. Keterbatasan Akses Teknologi
Beberapa wilayah mungkin masih mengalami keterbatasan akses terhadap
teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini dapat menghambat konektivitas
dan akses informasi bagi masyarakat.

9. Keterlibatan Masyarakat l,oka-l
Peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat lokal dalam
perenc€rnaan dan pengambilan keputusan pembangunan masih merupakan
tantangan. Peningkatan dialog antara pemerintah, masyarakat, dan sektor
swasta dapat membantu menciptalan kebijakan yang lebih responsif.

3.4. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis memberikan gambaran tentang permasalahan pokok pembangunan
maupun peluang yang merentang mulai konteks internasional, nasional, maupun
regional di Tanah Papua. Berbagai isu tersebut membentuk lingkungan strategis
bagi Provinsi Papua Tengah, yang kemudian sebagai dasar dalam perumusan isu
strategis pembangunan Papua Tengah. Isu strategis sendiri diartikan sebagai
kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanazrn
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagr daerah. Isu
strategis memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, beq'angka
menengah/panjang dan menentukal pencapaian tujuan penyelenggaraan
pemerintah daerah di masa mendatang.

3.4 .l Isu Internasional

Pemerintah nasional dan sub nasional di berbagai negara memiliki
kewajiban untuk merespons berbagai permasalahan internasional sebagai akibat
dari adanya perkembangan zanr:,.an dan dinamika sosial politik di tingkat global.
Berbagai isu internasional kerap muncul seiring kemajuan teknologi maupun dari
skema kerja sama internasional, misalnya Sustainable Deuelopmenl Goals (SDGs)
atau Tirjuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah direspons oleh
pemerintah Indonesia di tingkat nasional melalui Perpres Nomor 59 Tahun 2017.
Selain itu, perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan, revolusi Industri 4.0
telah menciptakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi setiap warga
neg€fa dan lembaga pemerintah untuk menata kembali eksistensi mereka dengan
mempercepat digitalisasi yang dialggap bisa meningkatkan efisiensi dan
efelrtivitas. Di tengah gencarnya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah,
aspek lingkungan juga turut menjadi bagian penting yang harus diperhatikan. Isu
pemanas€rn global kerap menghantui berbagai belahal dunia di tengah maralnya
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pembangunan di berbagai negErra. Adapun penjelasan secara lebih rinci mengenai
isu-isu internasional yang sedang bergulir dapat dilihat pada bagran berikut.

3.4. l. 7 Sustainable Deuelopm.ent Goals (SGDs)

Sustainoble Deuelopment Goals (SDGs) merupakan bua-h kesepakatan
global sebagai tindak lanjut dari Millennium Deuelopment Gorrls (MDGs) yang mulai
diadopsi oleh berbagai negara sejak September 2015. Negara-negara anggota PBB
mengangkat rangkaian Agenda SDGs 2O30 dengan menyertakan 17 Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk memobilisasi negara- negara
di dunia untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan, memerangi
ketidaksetaraan, dan mengatasi perubahan iklim.

Sebagai sebuah tujuan global yang berorientasi lebih jauh untuk mengakhiri
segala bentuk kemiskinan dan ketimpangan, SDGs mengajak seluruh negara
dengan berbagai kekuatan ekonominya untuk mempromosikan kesejahteraan
global sekaligus melindungi planet bumi dari berbagai ancarn€rn keamanan. Guna
mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah strategis mulai
dari merumuskan sasaran yang tepat dan strategi yang berfokus pada
pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menangani berbagai
permasalahan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja,
serta mengatasi perubahaa iklim.

SDGs sebagai upaya pembangunan global memiliki 17 tujuan yang meliputi
beberapa aspek pembangunan dan terdiri atas 4 pilar, yaitu: 1) Pembangunan
Sosial; 2) Pembangunan Ekonomi; 3) Pembangunan Lingkungan; dan 4)
Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. Selanjutrrya, 17 tduan pembangunan
tersebut dilengkapi dengan target-target yang menggambarkan sasaran tertentu.
Target-target tersebut merupakan kesepakatan global yang perlu ditindaklanjuti
oleh seluruh lapisan pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi,
hingga level kabupaten/kota. Adapun 17 tujuan dari SDGs yang perlu dijadikan
pijakan dalam melihat isu-isu strategis di level global adalah sebagai berikut:
1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentularya;
2. Mengakhiri kelaparan , mencapai ketahanan pangan dan peningkatan glzi;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua di

segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan

kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayalan semua perempuan dan

anal perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang

berkelanjutan;
7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan dan

berkelanjutan untuk semua, mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang
inklusif dan berkelanj utan;

8. kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk
semua;

9. Membanguninfrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi
inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;

10. Mengurangi ketimpangan di da-lam dan di antara negara-negzrra;
11. Membuat kota-kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan

berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan

dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan srrmber daya kelautan

untuk pembangunan berkelanj utan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat

dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan
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menghentikan dan membalikkan degradasi lahan darl menghentikan
hilangnya keanekaragaman hayati;

16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan
berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan
membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan;
dan

17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk
pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2Ol7 tentang
Pelaksanaan Pencapaian TPB, terdapat 236 indikator SDGs yang merupakan
kewenangan provinsi. Berdasarkan hasil indentifikasi awal terkait kesesuaian
indikator SDGs dengal kondisi kewilayahan Papua Tengah, maka terdapat 224
(95%) Indikator SDGs yang sesuai dengan kondisi dan kewenangan pencapaian
SDGs di Provinsi Papua Tengah. Guna memastikan pencapaian seluruh target
indikator SDGs di Papua Tengah, mal<a diperlukan penyusunan dokumen RAD
TPB/ SDGs yang selaras dengan perencanaan jangka Panjang Provinsi Papua
Tengah. Hal ini harus menjadi bagran dari komitmen Pemerintah Provinsi Papua
Tengah dalam upaya pencapaian SDGs hingga tahun 2030.

3.4. l.2Pemanasan Global
Di tengah era globalisasi ini, faktor kelestarian lingkungan perlu menjadi

bagian penting yang harus dipertimbangkan. Hal tersebut berkaitan dengan
kondisi di mana upaya pembangunan yang turut memperhatikan aspek
lingkungan semakin mengalami penurunan. Jika tidak mendapatkan intervensi
yang tepat, mala ancaman global uarming akan turut merusak kondisi
lingkungan hidup.

Global uarmiingr merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian
ekosistem alam dan dapat mengalibatkan kekeringan, kelangkaan ba-l.an pangan,
banjir bahkan dapat menjadi faktor utama bencana alam lainnya. Oleh karena itu,
antisipasi dalam bentuk kebijakan terhadap isu global uarming menjadi penting
untuk dilakukan oleh pemerintah di berbagai dunia. Hal tersebut dapat dilakukan
sejak tahap perenc€rnaan pembangunan. Berbagai bentuk upaya pembangunan
harus memiliki strategi dan eksekusi yarrg memperhatikan aspek kelestarian
lingkungan.

Kebijakan pembalgunan yang ramah lingkungan perlu dilakukan agar
kelestarian alam dapat terjaga dan dampak dari global utarming dapat
diminimalkan. Sebagai salah satu upaya antisipasi yang dapat dilakukan adalah
dengan menerapkan pengawasan peruntukan lahan yang ketat dalam
pembangunan, khususnya yang melibatkan wi-layah hutan. Hal ini dilakukan
guna memastikan porsi lahan hijau di suatu wilayah tetap tedaga. Dengan adanya
permasalahan pem.aasan global, pentingnya suatu kebijakar ya-ng mengatur
wilayah Papua Tengah terutama lahan-lahan hijau yang merupakan paru-paru
dunia.

3.4. l 3 Revolusi Industri 4.0
Revolusi industri 4.0 merupakan istilah untuk menggambarkan tren

otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manr.rfalrfur termasuk sistem
cyber-fsik, interaet of things [oll, komputasi awan, komputasi kognitif, dalt
artificial intelligerrce. Istilah ini bermula dari inisiatif untuk membuat industri
manufaktur Jerman lebih kompetitif dan kemudian istilah ini diadopsi secara
global. Tujuannya adalah untuk memungkinkan proses pengambilan keputusan
secara otonomi, memantau aset dan proses seczrra real-time, dan dunia yang lebih
terintegrasi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju
perbaikan dengan mengintegrasikan dunia daring dan lini produksi di industri di
mana semua proses produksi berjalan dengal internet sebagai penopang utama.

Perkembangan teknologi yang memuncr.rlkan revolusi industri 4.0 juga
mendorong hadirnya perbaikal sektor pubtik. Berbagai pihak memprediksi bahwa
keuntungan dari revolusi industri mampu mendisrupsi pralctik-pralctik tradisional
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dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai contoh, warga negara memiliki
akses yang lebih luas terhadap data publik dan mampu memproduksi serta
menyebarkan isu-isu ke publik kepada khalayak. Di waktu yang bersamaan,
ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan pemerintahal juga semakin
meningkat seiring dengan tuntutan efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta
otomatisasi dan digitalisasi dalam pelayaran publik.

Namun demikian, hadirnya revolusi industri 4.0 juga memiliki tantangan
yang setara dengan manfaat yang didapat. Salah satu hal yang paling kompleks
adalah proses digitalisasi dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Proses ini
sudah mulai dilakukan dan ditemukan dalam berbagai jenis layanan publik,
seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, pariwisata, dan
sektor lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan banyak ditemukan,
terutama berkaitan dengan kesiapan SDM dan ketersedian sarana dan prasarana
penunjang. Upaya perbaikan perlu terus dilakukan, mengingat manfaat yang akan
didapatkan cukup besar. Upaya digitatsasi perlu dijadikan sebagai katalisator
dalam upaya-upaya perbaikan pelayanan publik dan pembangunan daerah
dengan syarat harus memperkuat bagian-bagian yang masih lemah.

Untuk memperkuat transformasi drgrtal, kebijakan yang berkaitan dengan
hal tersebut di Indonesia telah diarahkan pada dua sektor prioritas, yaitu
pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal. Pertama, pelayanan publik
telah melatukan transformasi digital sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor
3 Tahun 2O03 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-
Gouernment. Pengembangan DGouernmenl mencakup perbaikal penyelenggaraan
perencanaan, penganggaran, dan pelayanan publik berbasis elektronik. Kedua,
transformasi digital di bidang ekonomi juga telah dilakukan sejak pemerintah
melihat potensi besar ekonomi herbasis digitaf. Indonesia diprediksi akan menjadi
negara dengan pertumbuhan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dan masuk
ke dalam lima besar ekonomi dunia pada tahun 2O30. Demikian pula, besarnya
potensi ekonomi digital diprediksi akan berkontribusi terhadap 1oolo PDB pada
tahun 2O25.

Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia belum dimanfaatkan secara
optimal oleh pemerintah karena beberapa tantangan mendasar. Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) mengatakan bahwa setidaknya ada lima tantangan
transformasi digital di Indonesia dari perspektif investasi, yaitu: l) cgber secttitg
atau keamanan data digital; 2) persaingan yang semakin ketat dan terkonsentrasi
di wilayah Jabodetabek; 3) kualitas sumber daya manusia; 4) ketersediaan
jaringan internet; dan 5) regulasi yang belrrm sesuai dengan perkembangan
zamaTt.

Pada konteks daerah-daerah di Indonesia, digitalisasi pelayanan publik dan
ekonomi perlu mendapatkan perhatian lebih. Selain sebagai upaya untuk
mengakselerasi, pelayanan di level daerah merupakan yang paling dekat
jangkauannya dengan masyarakat. Di sektor pelayanan publik dan pemerintahan,
pemerintah daerah berpeluang untuk memperbaiki kualitas layanan publik.
Namun demikian, tantangan pada sisi SDM dan alsesibilitas perlu diintervensi
lebih serius. Meskipun terlihat sebagai konsep yang 'berat' dan belum begitu
relevan dengan konteks wilayah di Provinsi Papua Tengah, beberapa aspek dari
revolusi industri 4.0, seperti F-Gouernment dan keamanan data menjadi sesuatu
yang berguna untuk perbaikan layanan publik. Oleh karena itu, isu terkait
revolusi industri 4.0 perlu menjadi satu bagian yang dipertimbangkan dalam
penJrusunan kebijakan di lingkup Provinsi Papua Tengah di tahun yang akan
datang.

3.4.2 Isu Nasional
Indonesia telah mencatat kemajuan dari tahapan pembangunal

sebelumnya, tetapi menghadapi berbagai perubahan lingkungan strategis yang
sangat pesat di masa depan. Berbagai perubahan tersebut menimbulkal
tantangan terhadap upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yalg
meliputi berbagai aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas,
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pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahal dan
infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan.

Kependudukan
Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat, meskipun pertumbuhannya

melambat. Pada tahun 2O22, bdonesia adalah negara dengan jumlah penduduk
ke-4 terbesar di dunia, yaitu sebesar 277 juta jiwa. Dengan tingkat fertilitas yang
diperkirakan sekitar 2 persen, pertumbuhan penduduk akan melambat rata- rata
tahlun 2025-2045 di bawah 1 persen, sehingga jumlah penduduk Indonesia pada
tahun 2045 diproyeksikan akan mencapai sekitar 324,05 juta jiwa.

Jumlah penduduk yalg besar dapat memberikan peluang sekaligus
ancaman bagi kesejahtera€rn masyarakat. Jum1ah penduduk yang besar dapat
menjadi potensi pembangunan yang besar apabila dipersiapkan dengan baik
menjadi sumber daya manusia produktif. Dengan jumlah penduduk yang besar,
Indonesia memiliki pasar yang besar, terutama untuk produk-produk dalam
negeri. Hal ini dapat meningkatkan daya saing Indonesia dalam pasar global dan
dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Selain itu, jumlah penduduk
yang besar juga menjadi potensi tenaga keda yang besar, yang dapat dioptimalkan
untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi, termasuk sektor-sektor yang
berpotensi menghasilkan lapangan ke{a yang besar seperti sektor industri,
pertanian, dan pariwisata.

Indonesia al<an mempunyai kesempatan yang terbuka untuk menjadikan
jumlah penduduk usia produlrtif yang cukup tinggi sebagai pendorong utama
pembangunan. Dengan struktur penduduk J,ang menguntungkal, di mana rasio
ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar
15 tahun ke depan, Indonesia mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus
demografi, yaitu menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku utama
pembangunan. Bonus demografi akan semakin berperan penting dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi apabila peran mereka terus ditingkatkan
melalui peningkatan produktivitasnya.

Gambar 3.4.2. I Rasio Ketergantungan Indonesia 2O2O-2O5O
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Produktivitas Rendah
Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin

meningkat. Rata-rata produktivitas yang tercermin dari Totai Factor hoductiuitg
(?FPl Indonesia selama tahun 2005-2019 tumbuh negatif sebesar 0,66. Capaian
tersebut relatif tertinggal dibandingkan Korea Selatan yang mampu mencapai 1 ,6 I
ketika masih berada pada posisi menuju negara maju periode tahun 1971-1995
dan juga Tiongkok sebesar 1,60 selama kurun waktu 2OO5-2O19. Kondisi
produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM
yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang
rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal,
dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang
masih lemah.

Produktivitas yang rendah juga kemudian menyebabkan perlumbuhan
ekonomi Indonesia cenderung terus melambat. Selama tahun 20O5-2010, ekonomi
Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan
ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2O1O-2015.
Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama
tahun 2015-2019 dan mencapai 5,3 persen pada tahun 2022.

Perubahan Iklim
Kondisi bumi yang makin panas saat ini telah masuk pada kategori "kode

merah bagr manusia." Hal tersebut terjadi seiring dengan meningkatnya tren
kenaikan suhu rata-rata global di atmosfer. Hingga tahtur: 2O22, kenaikan suhu
global telah mencapai 0,89 derajat Celsius dibandingkan dengan suhu tahun 1900
(NOAA, 20231 yang dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5
derajat celcius di tahun 21OO. Kenaikan tren temperatur global tersebut
disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK yang signifikan di atmosfer dari
berbagai aktivitas manusia. Kenaikan konsentrasi GRK menyebabkan perubahan
iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan
permukaan laut Indonesia berkisar O,7-O,9 cm/tahun.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara
signifikan dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota memiliki tingkat kerentanan
yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan
kesehatan. Terdapat 18.000 kilometer garis pantai Indonesia berkategori rentan
dan sangat rentan, sehingga mengancam hilangnya ruang wilayah pesisir dan
pulau- pulau kecil. Selain itu, penduduk miskin memi]iki tingkat kerentanan yang
lebih tinggi dari perubahan iklim. Potensi kerugian ekonomi akibat perubahan
iklim mencapai Rp 544 triliun selama periode taJrun 2O2O-2O24 yang diperkirakan
akan terus meningkat apabila tidak dibangun ketahanan ekologi yang memadai.

Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Global.
Pada tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO2e atau 2,67 persen
dari totat emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO2e (Our World
in Data ba-sed on tlrc Global Carbon Project, 2O22L. Kontribusi emisi GRK Indonesia
tersebut yang bersumber paling besar dari sektor energi, diikuti oleh sektor
kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan
penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat
apabila pembangunan tidak berubah. Pembangunan dan aktivitas perekonomian
saat ini masih bertrrmpu pada energi fosil, bersifat eksploitatif terhadap sumber
daya alam, serta pen€rng€rnan polusi dan limbah yang tidak memadai. Hal ini
menyebabkan emisi GRK nasional a-kan terus meningkat hingga dua kali lipat
mencapai 2,27 GtCO2e di tahun 2O45.
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Gambar 3.4.2.2 Emisi Gas Rumah Kaca Nasional
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Gambar 3.4.2. 3 Proyeksi Tren Peningkatan Emisi GRK GtCO2e Tahun 2045
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Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan
mendesak guna mengurangi Risiko perubahan iklim. Laporan Intergouemmental
Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022 memberikan peringatan bahwa waktu
untuk bertindak mengatasi perubahan iklim semakin sempit. Sejumlah temuan
terbaru menunjukkan bahwa dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah
dari yang diperkirakan semula, khususnya pada aspek ketahanan pangan,
ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

Pemindahan Ibukota IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mengurangi ketimpangan

antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, menyongsong
tatanan baru, cara kerja baru, dan mendorong Transformasi Ekonomi Indonesia
ke depan. Undang-undang IKN disahkan pada tanggal 15 Februari 2022.
Pembangunan fisik IKN telah dimulai sejak tanggal 14 Maret 2O22. Perr:indahan
ibu kota ini tidak hanya memindahkan alrtivitas pemerintahan, tetapi juga
membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang disebut super hub ekonomi
IKN.
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Pembangunan IKN menjadi miniatur penting dalam transformasi ekonomi.
Menempatkan pembangunan dan pemindahan IKN sebagai core prograrn sejalan
dengan menjadikan IKN sebagai super hub ekonomi untuk menumbuhkan pusat-
pusat ekonomi baru. Jadi bukan hanya mengembangkan ekonomi Kalimantan
Timur yang berbasis ualue creation tetapi juga mengimplementasikan strategi
transformasi ekonomi Indonesia melalui super fuib tersebut yang akan
meningkatkan perdagangan antara wilayah di Indonesia

3.4.3 Isu Pembangunan Papua
Isu pembangunan Papua merupakan isu dan persoalal pembangunan

seluruh wilayah di Tanah Papua, termasuk di Provinsi Papua Tengah. Isu
pembangunan Papua secara malro terkait kesejahteraan dan keberdayaan Orang
Asli Papua, serta stabilitas wilayah. Isu Papua tidak hanya sebagai persoalan lokal,
melainkan telah menjadi isu nasional. Pemerintah pusat, oleh karena itu telah
merespons melalui berbagai kebijakan untuk penguatan otonomi khusus Papua
dan percepatan pembangunan kesejahteraan. Kebijakan makro berupa revisi
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun
202 l. Regulasi perubahan tersebut telah memiliki aturan turunan yang memuat
detail terkait kewenangan otonomi khusus Papua hingga amanat penJrusunzrn
dokumen Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (zuPPP). Sebelum
adanya kebijakan makro tersebut, telah dikeluarkan keblfal<an berupa Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2O20 tentang Percepatan Pembangunal Kesejahteraan
di Provinsi Papua dan Papua Barat. Strategi pembangunan Papua yang termaktub
di dalam Inpres tersebut, yaitu:
I . Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka dan partisipatif yang

didukung oleh Sistem Pemerintahal Berbasis Elektronik (SPBE) dan
kebijakan yang berbasis data dan informasi.

2. Pendekatan pembangunan Papua dari perspektif sosial budaya, wilayah adat,
dan mta ekologis dalam rangka pembangunan berkelanjutan, dan fokus
pada Orang Asli Papua (OAP).

3. Percepatan pelaksanaan program pembangunan berbasis distrik darr
kampung di wilayah terpencil, wilayah tertingga-I, wilayah pedalaman, pulau-
pulau kecil, perbatasan negara, dan pegunungan yang sulit dijangkau.

4. Penerapan pendekatan dialog dengan semua komponen masyarakat,
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga penyelenggara pemerintahan
daerah.

5. Pendampingan dan peningkatan terhadap aparatur pemerintahan daerah dan
pelibatan peran serta masyarakat.

6. Pemberdayaan dan pelibatan aktif masyarakat lokal dan tokoh adat dalam
pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

7. Pemberdayaan pengusaha OAP dan pengusaha lokal Papua.
8. Peningkatan kerja sama, kemitraan, dal kolaborasi dengan mitra

pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan,
wirausaha sosial, filantropi, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya
melalui instrumen kemitraal multi pihak.

9. Peningkatan pengelolaan komunikasi publik dan diplomasi yang terpadu dan
terintegrasi

10. Peningkatan kerja sama kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia,
Kepolisian Negara Republik lndonesia, pemerintah daerah, tokoh dal
organisasi kemasyarakatan dalam menciptakan Wilayah Pulau Papua yang
aman, stabil, dan damai.

11. Penguatan koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam
perencruraan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di
Wilayah Pulau Papua.

Strategi tersebut telah komprehensif yang memandang Papua mulai dari
level lokal, nasional, hingga internasional. Rumusan strategi juga menempatkan
Orang Asli Papua sebagai subyek pembangunan sekaligus penerima manfaat yang
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besar dari pembangunan. Kebijakan nasional tentang percepatan pembalgunan
Papua diperkuat dengan RIPPP yang berperan sebagai pedoman bagi pemerintah
dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pendanaan Papua dalam rangka
otonomi khusus untuk kesejahteraan di Papua. RIPPP sendiri merupakan amanat
dari perubahan undang-undang otonomi khusus, yang secara khusus dilandasi
oleh Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan
Papua Tahun 2022-2041.

RIPPP merumuskan konteks lingkungan strategis yang merangkai
mendesalceya percepatan pembangunan Papua. Konteks lingkungan strategis
tersebut berada dalam dimensi global, nasional, dan daerah sebagai berikut:

Gambar 3.4.3. 1 Konteks Lingkungan Strategis Dalam Dimensi Global,
Nasional, dan Daerah

Pergeseran fokus geopolitik dan geoekonomi dunia akan menempat<an kawasan lndo-
Pasifik. khususnya Asia Tenggara sebagaiepisenfum baru dinamika politik global
letak geografis Pulau Papua yang berada di Samudera Pasifk bemilai strategis dari
perspektif geostrategis, geoekoromi, dan geopolitik
Tren perubahan teknologi ke depan yang didoninasi oleh teknologi informasi dan

komunikasi akan bsrpengaruh terhadap revolusi saktor keuangan dan transaksi
perdagangan secara global.
Perkembangan digitalisasi yang pesat di berbagai bidang akan meningkatkan mobilitas,
produktivitas, sefta mempercepatlayanan yang berkualitas.
Tantangan pemanasan global yang semakin besar mengakiba*an perubahan

berkepanjangan pada sistem iklim dunia.

Transformasi ekonorni lndonesia yang berisi 6 agenda transformci, mendorong
p€rtumbuhan ekonomi yang be*elanjutan dan P€merataan P€mbangunan wilayah

Pemindahan lbu Kota Negara ke Pulau Kalimantan mendekad<an rentang kendali

pemerintahan dan pembangunan ke wilayah limur lndonesia.
Bonus demografi lndonesia yang sedang terjadi dan akan berakhir pada tahun 2037 dapat

dimanfaatkan untuk meningkat<an produhivihs tenaga keria dan mendoong ekonomi

berkelanjutan.
kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal mendoDng Pengentasan
kabupaten tertinggal yang sebagian besar berada di Papua.

Sumber Daya Alam Papua yang bemilai ekonomi dan strategis berpotensi meingkatkan

keseiahteraan masyarakat
kebijikan pembentukan Oaerah Otonom Baru bertuiuan untuk m€mpetperdek span of
control pelayanan publik.

Kondbi sosial budaya di PaPua yang b€ragam menjadi modal dasar pembangunan

Papua.

Sumber: I'ompiran 1 Perpres No. 24 Talan 2O23

RIPPP memiliki Visi "Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera"' Visi
tersebut akan dicapai melalui misi, sasaran, dan dimensi pembangunan. Selain
itu, tidak kalah penting RIPPP juga merumuskan kondisi perlu sebagai prasyarat
tercapainya sasaran pembangunan.

Dimensi Global

Dimensi ilasional

t-

Dimensi Daerall



a Papua Mandiri, Adil, dan SejahteraTerwui
Visi:

Misi Sasaral Dimensi Pembangunan
Memberikan pelayanan
kesehatan yang
berkualitas dan merata
serta membudayakan
hidup sehat dan bersih
di masyarakat, menuju
Papua Sehat.

Tercapainya
kehidupan yang
sehat bagl seluruh
penduduk.

. Akses ke pelayanan
kesehatan yang berkualitas
dan terjangkau.

. Ketersediaal tenaga
kesehatan yang merata
dan sesuai standar di
seluruh fasilitas
kesehatan.

. Cakupan jaminan kesehatan
yang menyeluruh.

Tercapainya
kehidupan yang
berwawasan luas
dan cerdas bagr
seluruh penduduk.

o Fasilitas pendidikan
yang berkualitas.

o Akses ke pelayanan
pendidikan (semua jenjang)
yang inklusif.

. Distribusi tenaga
pendidik yang merata.

. Afirmasi pendidikan bagi
OAP, termasuk beasiswa
dan pendidikan
keterampilan
hidup.

Tercapainya
kemampuan
bekerja, berusaha,
dan berinovasi,
serta mampu
mengoptimalkan
sumber daya yang
ada untuk
kesejahteraan
penduduk.

. Ekonomi masyarakat adat
dan sumber daya lokal.

. Akses terhadap teknologi,
perdagangan, dan pasar
nasional, regional, dan
global.

. Sumber daya alarn yang
berkelanjutan.

. Ekonomi lokal.

. Pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi
wilayah.

Pengarusutamaan:
. Gender
. Sosial budaya
. Transformasi digital
. Resiliensi bencana dan perubahan iklim

-147-

Tabel 3.36 Visi dan Misi RIPPP 2022-2041

Memberikan
pelayanan pendidikan
yang berkualitas
untuk membentuk
pribadi unggul,
kreatif, inovatif,
berkarakter, dan
mampu bekerjasama,
menuju Papua Cerdas.

Meningkatkan
kompetensi,
kreativitas, dan inovasi
dalam pengembangan
potensi ekonomi lokal
yang berdaya saing,
menuju Papua
Produktif.

Kondisi Perlu:
Infrastrukfur dasar dan konelrtivitas
Lingkungan hidup
Tata kelola pembangunan
Tanah adat ula t kebu aall dan harmoni sosial

Sumber: l,<tmpiran 7 Perpres No. 24 Talrun 2O23

3.4.4 Isu Strategis KLHS Provinsi Papua Tengah

3.4.5 Isu Strategis Provinsi Papua ?engah

Selain isu-isu strategis internasional, nasional, dan wilayah Papua secara
umum, Papua Tengah juga menghadapi permasalahan dal isu-isu strategis di
tingkat provinsi. Isu-isu ni terkait dengan pencapaian tduan pembentukan

I

I

I
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daerah otonomi baru yakni untuk mempercepat pemerataan pembangunan,
peningkatan pelayanan publik, dal kesejahteraan masyarakat serta mengangkat
harkat dan martabat OAP di ke-4 kabupaten di wilayah Provinsi Papua Tengah
untuk jangka waklu 20 tahun ke depan.

Isu-isu strategis di wilayah provinsi Papua Tengah muncul sehubungan
dengan kondisi wilayah y€rng sec€rra geogralis berada di wilayah pedalaman dan
terisolir, dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik,
jumlah penduduk, luas daerah, faktor pertahanan dan keamanan. Di sisi
pemerintah daerah, terdapat peningkatan beban tugas dan volume kerja di bidang
pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dengan berjalannya pemerintahan Provinsi Papua Tengatr yang defrnitif,
diharapkan akan te{adi optimalisasi pelayanan publik karena dapat
memperpendek rentang kendali (span of contro\ pemerintahan, sehingga lebih
efisien dan efektif yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
( g ood g o uernance ) gona mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,
memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di wilayah perbatasan dengan negara tetangga. Dalam
melaksanakan otonomi daerah, Provinsi Papua Tengah perlu melakukan berbagai
upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana
pemerintalran, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia serta
pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangal. Berikut ini adalah isu-isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua
Tengah dalam melakukan pembangunan jangka panjang hingga tahun 2045.

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Isu strategis ini didasarkan pada kondisi ketertinggalan yang dialami oleh

hampir semua wilayah di Papua secara umum dan secara khusus di Provinsi
Papua Tengatr dalam kemudahan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti
bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan ketersediaan gri yang memadai.

Dalam bidang pendidikan, beberapa indikator menunjukkan bahwa daya
saing pendidikan masih rendah yang disebabkan oleh akses masyarakat terhadap
pendidikan yang berkualitas masih terkendala elgtr !e1!agai permasalahan.
Beberapa permasalahan pokok misa-lnya adalah; belum adanya Perguruan Tinggi
Negeri di Papua Tengah, cakupan sekolah pada daerah dengan aglomerasi rendah
belum optimal, tenaga pendidik belum berkualitas dan merata, penerapan
kurikulum sesuai dengan standar belum maksimal, dan Kedisiplinan tenaga
pengajar terhadap pelaksanaan tugas masih relatif rendah.

Rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang juga merupakan
isu strategis yang dihadapi Provinsi Papua Tengah saat ini antara lain te{adi
karena (1) Ketersediaan dal sebaran fasilitas kesehatan masih terbatas, (2)
Jumlah dan kualitas SDM kesehatan belum memadai serta penyebarannya belum
merata serta (3) Cakupan dan kualitas program-program kesehatan belum
optimal. Isu-isu kesehatan yang perlu diatasi di antaranya mencakup peningkatan
upaya kesehatan masyarakat {kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi, KB, gizi
masyarakat, penyakit menular dan penyakit tidak menular), peningkatan akses
dan kualitas pelayanan primer dan rujukan, pemenuhan dan pemerataart
distribusi tenaga kesehatan, pembudayaan perilaku hidup sehat dan tata kelola
fasilitas pelayaaan kesehatan.

Selanjutnya dalam bidang gizi, Papua Tengah sering kali masih dibayangi
oleh adanya ancarnan kelaparan di beberapa wilayah yang disebabkan oleh
kondisi alam ataupun masalah rantai distribusi pangan yang kurang lancar serta
beberapa penyebab eksternal lain. Oleh sebab itu, upaya penciptaan ketahanan
pangan merupakan prasyarat untuk kedaulatan pangan. Kondisi Ketahanan
pangan di Papua Tengah sampai dengan saat ini masih rendah. Untuk itu
pengembangkan dan peningkatan produksi komoditi pangan lokal dan
membudayakan konsumsi pangan lokal perlu ditingkatkan di Papua Tengah
untuk mencapai kedaulatan pangan dan menciptakan ketahanan pangan.
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Masalah pangan di Papua Tengah merupakan salah satu penyebab gizi buruk
kondisi stunting di Papua Tengah.

2. Pengembangan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Daerah dan Ekonomi
Kreatif yang dapat Menyerap Tenaga Ke{a
Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Papua Tengah masih rendah, jauh di

atas rata-rata nasional. HaI ini tentu saja berkontribusi pada rendahnya daya beli
di masyarakat. Untuk itu Pemerintah Provinsi dalam mengatasi permasalahan
tersebut perlu melakukan penguatan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan
mendukung pengembalgan ekonomi kreatif berbasis pada sumber daya lokal.

Ekonomi basis di Provinsi Papua Tengah ada,lah pertanian, perkebunan
dan perikanan. Kegiatan ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan ekonomi rumah
tangga, terutama OAP. Perlu adanya peran pemerintah provinsi dalam
mendukung, memfasilitasi dan memperkuat kegiatan ekonomi tersebut melalui
fasilitasi infrastruktur produksi dan pemasaran, pengembalgan pelatihan dan
pengembangan pusat-pusat pemasaran.

Provinsi Papua Tengah adalah provinsi dengan laju perkembalgan
kegiatan yang relatif pesat. Maka dari sisi SDM perlu dipersiapkan untuk memiliki
keterampilan ekonomi non-basis, ekonomi kreatif mencakup
keterampilar/kerqiinan, kesenian/kebudayaan, dan digital adalah kegiatan
ekonomi yang berkembang dan perlu dikuasai oleh sumber daya lokal.
Pengembangan ekonomi kreatif, misalnya keterampilan/ kerajinan peralatan
pertanian, perkebunan dan perikanan, kuliner dan pakaian dan memenuhi
kebutuhan cendera mata bagi turis baik lokal, regional, nasional maupun
internasional. Dalam mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah provinsi perlu
bekerja sarna dengan pemerintah kabupaten/kota akan mendukung
pengembangan pusat-pusat pelatihan dan pameran kera-linan/ industri lokal.

3. PeningkatanPemerataanPembangunanlnfrastruklurdanKonelrtivitas
antar Wilayah dan Kabupaten
Terjadinya kesenjangan pembangu.nan antar wilayah dan kabupaten bisa

jadi disebabkan oleh tidak memadainya infrastruktur wilayah yang
mengakibatkan mahalnya investasi bagi pengembangan wilayah di samping belum
optimalnya pengelolaan potensi ekonomi lokal sehingga nilai tambah yang
dihasilkan oleh suatu wilayah terhitung tidak memadai dan kurang menarik bagi
investor. Di samping itu, pengelolaan potensi suatu wilayah sering ka-li
berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, kedepan harus dicari
terobosal pengembangan potensi wilayair yang selaras dengan peningkatan
kualitas ekosistem dan jasa lingkungan.

4. Peningkatan Stabilitas Keamanan Daerah di Wilayah Papua Tengah
Pentingnya peningkatkan koordinasi dengan TNI-Polri, Tokoh Agama,

masyarakat, dan komunitas adat guna memperkuat penanganan keamanan di
Provinsi Papua Tengah. Komunikasi dan koordinasi penting dilakukan, agar
penanganan keamanan berjalan dengan efektif tanpa menimbulkan korban jiwa.
Dengan adanya masalah keamanan jika tidak cegah secara dini maka akan
mempengamhi atau berdampak pada pemba,ngunan daerah di Provinsi Papua
Tengah.
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BAB IV
VISI DAN MISI

4.1. RPJPN 2025-2045
Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia

yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045. Sasaran, Misi (Agenda), Arah (Tujuan),
dan Indikator Pembangunan yang terdiri dari 5 sasaran, 8 misi (agenda), 17 arah
(tujuan), dan 45 indikator utama pemb€rngunan, secara utuh mencermiakan
semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang berlandaskan Pancasila. Dengan
kerangka pikir ini, Indonesia mempersiapkan diri untuk meraih cita-cita luhur
mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan pada
perayaan 100 (seratus) tahun sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045 (Visi
Indonesia Emas 2045).

Gambar 4. I Kerangka Pikir RPJPN 2025-2045
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Penyusunan RPJPN 2025-2045 dimulai dengan landasan pemikiran bahwa
Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 adalah acuan utama dalam
setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Visi
ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan
modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung, dan daya tampung
serta pencapaian pembangunan sebelumnya.

Selanjutnya, Visi Indonesia Emas 2045 dicerminkan ke dalam lima sasaran
visi yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. Kelima sasaran
utama tersebut adalah pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan
menuju nol persen dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh di
dunia internasional meningkat, daya saing sumber daya manusia meningkat, dan
intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurunkan menuju net zero emission.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2O45, ditetapkan 8 misi (agenda)
pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah
reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan transformasi
menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk
mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi
yang inklusif dan berkelanjutan. Fokus utama transformasi meliputi transformasi
sosial, ekonomi, dan tata keiola, yarrg merupakan 3 (tiga) misi (agenda)
pembangunan yang tercakup daiam kelompok pertama, yaitu kelompok
transformasi.
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4.1.1 Visi dan Misi Abadi Negara

Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar (UUD) 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil,
dan makmur.

Visi tersebut diduktrng oleh empat misi abadi yang merupakan tujuan
bangsa Pertama, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah lndonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan
kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

4. 1. 1. I Visi Indonesia Emas 2045
Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasiona-l 2025-2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Penentuan visi ini
berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi
kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan aiam, dan kekuatan maritim;
(ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode
sebelumnya.

Gambar 4. 2 Visi Indonesia Emas 2O45
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Sumber: Dolstmen Roncangan Akhir RPJPN 2O25-2045

Negara Nusantara merupakan negara kepulauan besar yang terletak di altara dua
samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera PasiIik. Nusantara akan
menjadi neg.ua tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik,
militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia.
Bersatu

Pada tahun 2045, Indonesia yang Bersatu adalah Indonesia sebagai negara
yang Kuat Berdasarkan Pancasila darr Sema,ngat Bhinneka Trrnggal Ika untuk
membangun Indonesia Emas.

Berdaulat
Pada tahun 2O45, Indonesia yang berdaulat adalah Indonesia sebagai

negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk
mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara di wilayahnya.

,,,

* I
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Maju
Pada tahun 2045, Indonesia sebagai negara maju, perekonomiannya

mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasiskan pengetahuan dan inovasi
yang berakar pada budaya Nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern,
tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi di kancah
domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan
perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia
semakin penting dalam berbagai forum internasional.
Berkelanjutan

Sebagai neg€rra yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip
pembangunan berkelanjutan, perlumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi
seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan
kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat
Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan
dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, tingkungan
permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan
sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga
dengan baik.

Secara umum, Visi Indonesia Emas 2O45 diwujudkan dengan kondisi
terbaik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pemerintahan. Dalam aspek
sosial, masyarakat Indonesia yang multikultural tumbuh menjadi masyarakat
yang matang dalam pemikiran dan terbuka sekaligus menjunjung tinggi
perbedaan dan dinamika yang dimiliki secara inklusif. Perbedaan akan menjadi
modal kemajuan sekaligus perekat persatuan bangsa yang didukung oleh
kebudayaan maju yang mengakar pada tradisi, dan terbuka terhadap kemajuan
dan inovasi. Kondisi terbaik ini selanjutnya juga didukung dengan kebudayaan
maju yang bukan hanya mengakar pada tradisi, tetapi juga terbuka terhadap
kemajuan dan inovasi.

4.L.1.2 Sasaran Utama
Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan

Berkelanjutan tercermin dalarn lirna sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per
kapita setara negara maju, kemiskinan menuju nol persen dan menurunnya
ketimpangan, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia
internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya
intensitas Emisi GRK menuju net zerc emission.

Gambar 4. 3 Sasaran Visi Utama Indonesia Emas 2045
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Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti
negara maju sekitar US$23.O00 - 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima
terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB
industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0
persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan
pekerjaan layak (derrent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk
berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi,
kesempatan ke{a dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga
kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti
penurunan secara siguilikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan
pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,377-
0,320. Sementara itu, ketimpaagan antarwilayah menurun dengan peningkatan
kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan [srnajuan yang diraih oleh Indonesia, peran
dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan
diplomasi intemasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif
dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu- isu
global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia
untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan
kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan,
pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi
dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks
Modal Manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada tahun 2045.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju,
Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara
berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang
utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5
persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun
201O, dan menuju r:.et ?rero emission pada tahun 2060.

4.1.2 Misi
Berangkat dari visi yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mewujudkan

Indonesia Emas 2045 ditetapkan 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, terdiri
atas: (i) Transformasi Sosial; (ii) Transformasi Ekonomi; dan (iii) Transformasi Tata
Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) agenda Landasan Transformasi, yaitu: (iv)
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; dan (v) Ketahanan
Sosial Budaya dan Ekologi; yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3
(tiga) agenda Kerangka Implementasi Transformasi, yaitu: (vi) Pembangunan
Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (vii) Sarana dan Prasarana yang
Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta (viii) Kesinambungan Pembangunan.

Gambar 4. 4 Misi (Agenda) Pembangunan 2045
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Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
l. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat,

cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas

melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri
manufatrrtur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM
dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau,
transformasi digitd, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global,
serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata
kelola yang berintegritas dan adaptif.

4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia
dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan
nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat
global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat
ketangguhan indMdu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan
karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal
balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptima-lkan modal sosial
budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan
guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga
keberlanjutan sumber daya alam.

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan
dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi
sosia-l, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan
transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia,
serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan
sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

7. Dukungan sar€rna dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar
pendukung agenda transformasi.

8. Kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas
yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan
pembangunan.

Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas)
arah (tujuan) pembangunan.

Gambar 4.517 Arah (Tujuan) Pembangunan 2045
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Dalam proses pencapaia:r misi, dibutuhkan nilai-nilai ideal bagaimana misi
tersebut dilaksanakan. Hal utama yang harus diperhatikan adalah kesesuaian
dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang inovatif,
ditopang oleh supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta
ketahanan sosial budaya dan ekologi. Mewujudkan misi juga harus didampingi
dengan nilai proporsional yang berkaitan dengan karalrter dan akar budaya yang
terus dipegang sebagai identitas nasional.

Indonesia secara umum telah memiliki nilai dan kualitas yang luar biasa
dalam mencapai misi pembangunan nasional. Nilai-nilai luhur Pancasila seperti
ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi
landasan kokoh dalam memenuhi agenda pembangunan nasional.
Kesinambungal nilai-nilai tersebut harus dipastikan selalu terarah pada
kepentingan nasional.

4.I.2.L Penahapan Pembangunan
Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur

dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

Gambar 4. 6 Penahapan Implementasi RPJPN 2025-2045
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Tabel 4. 1 Penaha Pem Indonesia
Tahun Ketiga
2035 - 2039

Mulai
melakukan
ekspansi

global

Tahun
Keempat

2040 - 2045
Indonesia

Emas 2045

Tahun Pertama
2025 - 2029
Penguatan

Fondasi
Transformasi

Tahun Kedua
2030 - 2034
Akselerasi

Transformasi

Transformasi

Perwujudan
manusia
Indonesia yang
unggul

Percepatan
pembangunan
SDM
berkualitas
dan inklusif

Penguatan
daya saing
SDM dan
keberlanjutan
kesejahteraan

Pemenuhan
pelayanan
dasar
kesehatan,
pendidikan, dan

Transformasi
Sosial
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Transformasi

Tahun Pertama
2025 - 2029
Penguatan

Fondasi
Transformasi

Tahun Kedua
2030 - 2034
Akselerasi

Transformasi

Tahun Ketiga
2035 - 2039

Mutai
melakukan
ekspansi

global

Tahun
Keempat

2040 - 2045
Indonesia

Emas 2045

perlindungan
sosial

Tralsformasi
Ekonomi

Hilirisasi SDA
serta penguatan
riset inovasi
dan
produktMtas
tenaga kerja

Peningkatal
produktivitas
secara masif
serta
perluasan
sumber
pertumbuhan
ekonomi

Penguatan
transformasi
yang
menghasilkaa
economb
pouterhouse
dengan
jaringan
rantai nilai
global dan
domestik
yang kokoh

Transformasi
Tata Kelola

Perbaikan
kelembagaan
tepat fungsi,
Penyempurnaan
fondasi
penataan
regulasi,
kualitas ASN
berbasis merit,
kebijakan
pembangunan
berbasis bukti
dan penerapan
manajemen
Risiko,
pelayanan
publik berbasis
TI, serta
penguatan
kapasitas
masyarakat
sipil

Terwujudnya
kelembagaan
yang
kolaboratif,
SDM ASN
yang
sejahtera,
proporsional,
dan
berkompeten,
simplilikasi
regulasi
berbasis TI,
partai politik
yang
berintegritas,
dan
masyarakat
sipil yang
partisipatif

Terwujudnya
kelembagaan
adaptif, SDM
ASN
kompetitif,
partai politik
yang
transparan
dan
akuntabel,
lembaga
tunggal
regulasi,
serta
masyarakat
sipil mandiri
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Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Perwujudan
negara
berpendapatan
tinggi

Tercapainya
regulasi yang
adaptif dan
taat asas serta
tata kelola
yang
berintegritas,
talgkas, dan
kolaboratif.
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Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)

Gambar 4. 7 Kerangka Upaya Transformatif Super Prioritas lGame
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Sumber: Dokumen Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

RPJPN sebagai pedoman memuat seluruh aspek pembangunan. Meskipun
demikian, dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2O45, terdapat 20 upaya
transformatif super prioritas (Come Chnnger), yattu:

Tiga Belas ( 13) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Clnngers/ untuk
Transformasi Indonesia

Transformasi Sosial
1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun

pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
2. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas

termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.
3. Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan

seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan.
4. Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi

penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan
kusta).

5. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan
sosial adaptif terintegrasi.

Transformasi Ekonomi
6. Peningkatan anggararl IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh Industri.
7 . Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat

ka4ra terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
8. Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan

terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta
transportasi hijau.

9. Super platform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta
digitaf.

10. Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi
11. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

I

a

,
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Transformasi Tata Kelola
12. Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen

ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan
korupsi.

13. Penguatan integritas partai politik.

Tujuh (7) Upaya Transformatif Super Prioritas (Game ctwngersi untuk Landasan
Tralsformasi
Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan
Indonesia
14. Transformasi Sistem Penuntutan menuju Single Presentation Sgstem dan

Transformasi lembaga Kejaksaan sebagai Aduocaat General.
15. Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema

inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan ualue clwin industri nasional.
16. Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengenda-lian

pembangunan berbasis Risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi
APBN; serta transformasi kelembagaan perenczrnaan dan fiskal.

17. Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

Ketahanan Sosia-l Budaya dan Ekologi
18. Penguatan karakter dan jati diri bangsa
19. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
20. Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan

terpadu FEW nexus food, energg, uater).

4.2. RIPPP 2022-204L
Disahkannya UU No. 2 Tahun 2O2l tentang Perubahan kedua atas UU

Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua berimplikasi
pada dirumuskannya langkah{angkah strategis percepatan pembangunan Papua
untuk 20 tahun mendatang. l^angkah-langka} strategis tersebut termuat dalam
Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041, serta
peraturan turunannya yaitu Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua
(RAPPP). RIPPP adalah dokumen induk perencanaan pembangunan dalam rangka
Otonomi Khusus Provinsi Papua yang menjadi pedoman bagi Pemerintah dan
pemerintah daerah untuk tahun 2022-2047. Adapun RAPPP merupakan rencana
aksi nasional 5 (lima) tahunan yarrg memuat sinergi program/ kegiatan dan
sumber pendanaan pembangunan pada pemerintah pusat dan daerah.
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Gambar 4. 8 Rencana Induk Percepatal Pembangunan Papua
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Sumber: RIPPP Tahun 2022-2041

Percepatan pembangunan Papua Tengah ke depan menitikberatkan pada
upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua, yang diukur melalui indeks
pembangunan manusia (IPM). Untuk mendukung hal tersebut, terdapat visi
percepatan pembangunan Papua 2022-2O41 yaitu " Terutujudnga Papua mandiri,
odil dan sejahterd. Selanjutnya dalam rangka terwujudnya visi tersebut terdapat
misi dan sasaran serta indikator sebagai berikut:
1. Misi- 1, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta

membudayakan hidup sehat dan bersih di masyarakat, menuju Papua Sehat,
dengan sasaran tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk,
yang diukur melalui indikator umur harapan hidup (UHH) dan prevalensi
stunting.

2. Misi-2, memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk
membentuk pribadi unggul, kreatif, inovatif, berkarakter, dan mampu bekerja
sama, menuju Papua Cerdas, dengan sasaran tercapainya kehidupan yalg
berwawasan luas dan cerdas bagi seluruh penduduk, yang diukur melalui
indikator harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata Lama sekolah (RLS).

3. Misi-3, meningkatkan kompetensi, kreativitas, dan inovasi dalam
pengembangan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing, menuju Papua
Produktif, dengan sasaran tercapainya kemampuan bekerja, berusa-ha, dan
berinovasi, serta mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk
kesejahteraan penduduk, yang diukur melalui indikator tingkat kemiskinan,
tingkat pengangguran terbuka, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, seluruh wilayah adat di Papua menghadapi permasa-lahan
terkait rendahnya kualitas SDM, kemiskinan, konekivitas, serta infrastruktur dan
pelayanan dasar. Untuk itu, dalam percepatan pembangunan Papua diperlukan
alirmasi untuk 7 (tujuh) wilayah adat.
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toriangkau
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kesehelan yang
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Arah kebijakan percepatan pembangunan wilayah adat Mee Pago (Provinsi
Papua Tengah) yaitu:
"Pemenuhan pelayanan kesehatal dan pendidikan yang terstandar, serta
pengembangan wilayah adat Mee Pago sebagai sentra perkebunan, tanaman
pangan, hortikultura, peternakan, kelautan dan perikanan, ekowisata
berkelaljutan dan berorientasi global, serta hilirisasi hasil pertambangan."

Gambar 4.9 Peta Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha fProvinsi Papua Tengah)
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Sumber: RIPPP Tahun 2022-2041

Arah kebijakan tersebut dilakukan melalui strategi:
1 Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan

penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan primer dan fasilitas kesehatan
rujukan;

2. Meningkatkan akses pelayanan pendidikan sesuai standar;
3. Memperkuat penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta

mengembangkan pusat-pusat keahlian ketenagakerjaan (skill deuelopment
center);

4. Membangun sarana prasarana perhubungan laut terpadu, perhubungan
darat, dan perhubungan udara sebagai sarana distribusi barang dan
mobilitas penumpang, serta mempercepat peningkatan konektivitas jalan dan
aksesibilitas telekomunikasi;

5. Mendorong pemenuhan ketersediaan tenaga listrik melalui pengembangan
pembangkit EBT;

6. Meningkatkan tata kelola keuangan dana kampung untuk memperbaiki
belanja kampung dan kualitas pelayanan kepada masyaral<at kampung;

7. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan inovasi pengusaha muda;
8. Mengembangkan pusat kegiatan nasional (PKN), pusat kegiatan wilayah

(PKW), dan pusat kegiatan lokal (PKL); dan
9. Membangun pusat-pusat pertumbuhan wilayah, dengan:

(a) Mengembangk€u1 sentra perkebunan yang didukung pemanfaatan
teknologi, sistem informasi, dan kemitraan usaha;
(b) Mengoptirnalkan pemanfaatan potensi tanaman pangan, hortikultura,
peternakan, serta kelautan dan perikanan;
(c) Mengembangkan ekowisata berkelanjutan dan berorientasi global; dan
(d) Mengembangkan pusat industri hasil pertambangan mineral.
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4.3. Visi dan Misi Papua Tengah
Visi dan misi merupakan sarana paling sederhana tentang bagaimana

gambaran masa depal suatu daerah dapat dikomunikasikan dan disepakati. Visi
dan misi pembangunan jangka parrjang daerah adalah kesepakatan seluruh
staketalders tentang apa dan bagaimana wujud Provinsi Papua Tengah dalam 20
(dua puluh) tahun ke depan serta kerangka umum bagaimana mencapainya.
Melalui visi dan misi daerah ini dapat dilihat wujud Provinsi Papua Tengah pada
akhir tahun 2045 sebagaimana diinginkan bersama masyarakat dalam wujud
yang nyata.

Visi dan misi pembangunan dirumuskan berdasarkan gambaran umum
kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis Provinsi Papua Tengah saat ini
dan sasaran serta arah pembangunan yang diharapkan. Kemudian upaya untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam
ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas
lingkungan hidup berdasarkan isu strategis yang sudah dirumuskan pada bab
sebelumnya. Dalam perumusan visi Provinsi Papua Tengah ini juga
memperhatikan Visi Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara, Maju, Berdaulat,
dan Berkelaljutan.

4.3.1. Visi
" Terwuju dng a P apu a Teng ah

Adil, Berdaga Saing,
Maju Dan Berkelanj utan"

Sebagai dasar pembangunan Papua Tengah yang berkelanjutan dan
berkeadilan dengan tetap terdepan dalam mempertahankan alam & budaya
sebagai aset bagi kehidupan seluruh masyarakat Papua Tengah.

ADIL
Keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam segala aspek pembangunan,

termasuk distribusi sumber daya, akses terhadap layanan, dan peluang bagi
semua lapisan masyarakat dan dapat mengacu pada peningkatan akses dan
keadilan dalam sistem hukum dan sosial.

BERDAYA SAING
Menunjukkan fokus pada peningkatan daya saing wilayah, baik di tingkat

nasional maupun internasional. Hal ini mencakup pengemb€rngan ekonomi yang
kuat, infrastruktur yang baik, serta sumber daya manusia yang terampil dan
berinovasi untuk meningkatkan daya saing Papua Tengah.

MAJU
Bila dilihat dari tujuan nasional, pada tahun 2045 Indonesia sebagai

negara maju, perekonomiannya mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia
berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Nusantara. Hal
ini juga secara langsung akan beriringan dengan tujuan dari Provinsi Papua
Tengah menjadi provinsi berdaya, inovatif dan tangguh. Kemampuan untuk
menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat baik
dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keamanan.
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BERKELANJUTAN
Mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan di Papua Tengah

dilaksanakan dengan memperhatikan asas konservasi baik dalam ha-l SDA,
lingkungan alam, Iingkungan hidup, serta keanekarag€rman budaya dengan
prinsip berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembangunan
tidak serta merta mengeksploitasi kekayaan alam dan berorientasi pertumbuhan
ekonomi semata, tetapi mengedepankan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan menjujung kearifan lokal.

4.3.2. Misi
Misi pada dasarnya merupalan upaya yang harus dilakukan agar visi yang

teiah ditetapkan dapat dicapai pada kumn waktu tertentu. Misi juga menjadi
alasan mengapa suatu entitas organisasi lahir dan dibutuhkan serta dengan
komitmen apa untuk jangka pajang dibuat kepada stakeholders. Dengan
demikian, misi pembangunan jangka panjang adalah komitmen untuk
menyelenggarakan serangkaian pembangunan yang memenuhi perspelrtif
pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Papua Tengah guna menjamin
tercapainya visi pembangunan jangka panjang daerah. Untuk mewujudkan Visi
Provinsi Papua Tengah tersebut di atas dan untuk memberikan arah dan fokus
program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan Misi Provinsi Papua Tengah,
yaitu:

Mewujudkan Transformasi Sosial dengan Memantapkan Kualitas dan Daya
Saing Sumber Daya Manusia

Misi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan di Papua
Tengah untuk menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing.

Mewujudkan Transformasi Ekonomi dengan Pemberdayaan Ekonomi Lokal
Misi untuk mengembalgkan sektor ekonomi lokal dengar

memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah, serta mendorong
diversilikasi ekonomi untuk meningkatkan daya saing.

1

2

.)

4

5

6

Mewujudkan Transformasi tata Kelola dan Penguatan Tata
Pemerintahan yang Baik.

Misi untuk meningkatkan tata Kelola Pemerintahan
Reformasi Birokrasi, dan pelayanan Publik khususnya pada
Pemerin tahan Provinsi Papua Tengah.

Kelola

Daerah,
wilayah

Memantapkan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum serta
stabilitas daerah

Misi untuk Meningkatkan dan Melindungi kehidupan sosial
masyarakat serta menjamin keamanan dan ketertiban umum khususnya di
wilayah Provinsi Papua Tengah.

Memantapkan Ketat.anan sosial budaya dan Ekologi yang Berkelanjutan
Misi untuk melindungi kehidupan sosial Budaya dengan lingkungan

alam Papua Tengah serta mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam
pengelolaan sumber daya alam

Mewujudkan Pembangunan Wilayah yang adil dan merata dengan
Meningkatkan Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah

Misi untuk meningkatkan in-frastruktur dasar seperti jalan,
transportasi, energi, dan telekomunikasi guna mendukung pertumbuhan
ekonomi serta aksesibilitas Masyarakat dalam Pembangunan Sistem
Jaringan Prasarana Wilayah.
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Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
Terutama Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar

Misi untuk Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis Kearifan
Lokal dan Kampung Adat serta melaksanakan Mitigasi bencana.

Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan daerah
Misi ini dimaksudkan untuk melakukan pembangunan daerah

berkesinambungan, yang berkelanjutan dengan melihat Kebutuhan Daerah.
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BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Tujuan perencanaan pembaagunan adalah memberikal arah kegiatan
pembangunan yang diprogramkan untuk dilaksalakan berdasarkan kajian
mendalam atas biaya dan manfaat yalg menjadi konsekuensi apabila suatu
kegiatan pembangunan dilaksanakan. Biaya yang ditimbulkan adalah biaya sosial
secara total dalam arti biaya ekonomi maupun biaya non ekonomi yang harus
ditanggung oleh seluruh masyarakat. Demikian pula dengan manfaat yang
diterima atau diharapkan merupakan manfaat sosial yaitu manfaat ekonomi dan
non ekonomi yang akan diterima oleh seluruh masyarakat.

Rekomendasi Arah kebijakan pembangunan menunjukkan agenda atau
tema yang merupakan fokus pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua
puluh) tahun. Arah kebijakan jangka panjang daerah dibuat di setiap tahapan
yang selanjutnya diterjemahkan ke dnlnm sasaran pokok. Dengan demikian,
pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam 4 (empat) periode
lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan.

5.1.

5.1.1

Arah Kebijakan Jangka Panjang

Tahapan Pembangunan Jangka Panjang

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah
2025-2045 dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu tahap I, II, [I dan IV.
Arah kebijakan pembangunan disusun dalam tahapan pembangunan dan
prioritas setiap tahapan. Prioritas ini mencerminkan urgensi permasalahan
pembangunan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu.
Penekanan fokus atau tema pembangunan dalam setiap tahapan memiliki
kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai
sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Papua Tengah. Tema tersebut
untuk memudahkan pemahaman bahwa satu tahapan ke tahapan berikutnya
saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang utuh selama masa 20 tahun. Arah
kebijakan pembangunan disusun untuk selrtor-sektor paling prioritas yang harus
diperhatikan dan saling terkait dalam periode 2O (dua puluh) tahun.

Atas dasar tema pembangunan inilah disusun arah kebijakan lebih jelas
sehingga RPJPD memiliki keselarasan dengan penahapan dalam RPJPN.
Selanjutnya, tahapan-tahapan dimaksud dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan
dengan penahapan RPJMD. Tema pembangunan yang diterjemahkan ke dalam
arah kebijakan pembangunan lima tahunan (dan sasaran pokoknya) ini yang
menjadi acuan ca-lon Gubernur dan wakil Gubernur dalam merumuskan visi dan
misi. Dengan demikian, siapa pun kepala pemerintahan Provinsi Papua Tengah,
kebijakan pembangunan selama periode kepemimpinannya akan tetap mengarah
pada visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah dituangkan dalam
RPJPD ini. Sasaran pokok pembangunan harus dituangkan dalam dokumen
RPJMD periode terkait.

Agenda atau tema pembangunan tiap periode pembangunan di Provinsi
Papua Tengah selama 20 tahun ke depan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Papua Tengah Yang
Adil, Berdaga Saing, Maju & Berkelanjutan
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Gambar 5. 1 Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Provinsi papua Tengah

Tahap lll
2035 - 2(N0

Sumber: Hasil Analba, 2 02 3

5.7.2 Arah Kebijakan Papua Tengah 2025-2045

Sebagai gambaran besar pembalgunan jangka panjang Provinsi Papua
Tengah, berikut disajikan tabel mengenai misi, sasaran pokok, dan arah
kebijakan, serta tahapannya dalam empat periode pembangunan jangka
menengah Provinsi Papua Tengah.

Tahap ll
2030 - 203s

Pemanlapan SDM
yang berkualitas

dan berdaya saing
serts menci$akan

perekonomian

wilayah

Llewuiudkan
Masyarakat Papua

Tengah yang
mandiri, unggul dan

sejahtera yang

didukung dengan
tata Kelola vano

Tahap I

2025-2V29

Tahap Iv
2040 - 2045

Pemenuhao
Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah
yang Responsif,

Efektif,
sponsif. E eKif. dan

Efisien serta

Perc€patan
Pemenuhan

Pelayanan Oasar
Kes€hatan.
Perdidikan.

Pedindungan Sosial
aartA Ppninakrlan



Tabel 5. 1 Arah Kebi

-166-

akan Provinsi Pa ua Te 2025-2045
Arah Kebi a,kan 2O25-2045No. Visi

2040-2045Misi
2025-2029 2030-2034

1 2 73 4 5 6
1 Teruujudnga

Papua
Tengah
Adil, Berdaga
Saing, Maju &
Berkelanjutan

Peningkatan
pemerataan akses
dan kualitas
fasilitas pelayanan
kesehatan, baik
primer maupun
rujukan sesuai
standar dan
terakreditasi
melalui
peningkatan
telemedicine dan
mobile trcalth
seruices (pelayanan
kesehatan bergerak)
yang disinergikan
dengan moda
transportasi lainnya
untuk daerah yang
sulit dijangkau,
pemenuhan sarana
prasarana
pendukung seperti
jaringan internet,
listrik, dan sarana
prasarana
penanganan limbah
medis, serta
pengembangan
kemitraan d an

Mewujudkan
Transformasi
Sosial dengan
Memantapkan
Kualitas dan
Daya Saing
Sumber Daya
Manusia

Peningkatan pemerataan
akses dan kualitas
fasilitas pelayanan
kesehatan, baik primer
maupun rujukan sesuai
standar dan terakreditasi
melalui peningkatan
telemedicine dan mobile
health seruices
(pelayanan kesehatan
bergerak) yang
disinergikan dengan
moda transportasi
lainnya untuk daerah
yang sulit dijangkau,
pemenuhan sarana
prasarana pendukung
seperti jaringan internet,
listrik, dan sarana
prasarana penanganan
limbah medis, serta
pengembangan
kemitraan dengan swasta
dan kelompok agama
dalam penyediaan
layanan kesehatan di
wilayah sulit akses.

Peningkatan
pemerataan akses dan
kualitas fasilitas
pelayanan kesehatan,
baik primer maupun
rujukan sesuai standar
dan terakreditasi
melalui peningkatan
telemedicine dan mobile
tealth seruices
(pelayanan kesehatan
bergerak) yang
disinergikan dengan
moda transportasi
lainnya untuk daerah
yang sulit dijangkau,
pemenuhan sarana
prasarana pendukung
seperti jaringan internet,
listrik, dan sarana
prasarana penanganan
limbah medis, serta
pengembangan
kemitraan dengan
swasta dan kelompok
agama dalam
penyediaan layanan
kesehatan di wilayah
sulit akses.

Peningkatan
pemerataan akses dan
kualitas fasilitas
pelayanan kesehatan,
baik primer maupun
rujukan sesuai standar
dan teralreditasi
melalui peningkatan
tel e me dicine d an mo bile
health seruices
(pelayanan kesehatan
bergerak) yang
disinergikan dengan
moda transportasi
lainnya untuk daerah
yang sulit dijangkau,
pemenuhan sarana
prasarana pendukung
seperti jaringan
internet, listrik, dan
safana prasafana
penanganan limbah
medis, serta
pengembangan
kemitraan dengan
swasta dan kelompok
agama dalam
penyediaan layanan
kesehatan di wilayah
sulit akses.

I zoss-zosg
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Percepatan penurun€rn
stunting dengan
pendekatan integrasi
lintas sektor terutama
melalui peningkatan
perilaku dan lingkungan
sehat serta pemberian

swasta dan
kelompok agama
dalam penyediaan
layanan kesehatan
di wilayah sulit
akses.

Percepatan pemenuhan
tenaga medis dan tenaga
kesehatan melalui
afirmasi pendidikan,
pendayagunaan,
peningkatan kompetensi
bagi tenaga medis dan
tenaga kesehatan lokal
dengan mengutamakan
OAP, serta
pengembangan insentif
khusus bagi tenaga
medis dan tenaga
kesehatan yang bertugas
di wilayah sulit akses.

Percepatan pemenuhan
tenaga medis dan tenaga
kesehatan melalui
afirmasi pendidikan,
pendayagunaan,
peningkatan kompetensi
bagi tenaga medis dan
tenaga kesehatan lokal
dengan mengutamakan
OAP, serta
pengembangan insentif
khusus bagi tenaga
medis dan tenaga
kesehatan yang
bertugas di wilayah sulit
akses.

Percepatan
pemenuhan tenaga
medis dan tenaga
kesehatan melalui
afirmasi pendidikan,
pendayagunaan,
peningkatan
kompetensi bagi tenaga
medis dan tenaga
kesehatan lokal dengan
mengutamakan OAP,
serta pengembangan
insentif khusus bagi
tenaga medis dan
tenaga kesehatan yang
bertugas di wilayah
sulit akses.

Percepatan
pemenuhan tenaga
medis dan tenaga
kesehatan melalui
afirmasi
pendidikan,
pendayagunaan,
peningkatan
kompetensi bagr
tenaga medis dan
tenaga kesehatan
lokal dengan
mengutamakan
OAP, serta
pengembangan
insentif khusus bagi
tenaga medis dan
tenaga kesehatan
yang bertugas di
wilavah sulit akses,

Percepatan penurunan
stunting dengan
pendekatan integrasi
lintas sektor terutama
melalui peningkatan
perilaku dan lingkungan
sehat serta pemberian

Percepatan penurunan
stunting dengan
pendekatan integrasi
lintas sektor terutama
melalui peningkatan
perilaku dan
lingkungan sehat serta
pemberia,n makanan

Percepatan
penurunan stunting
dengan pendekatan
integrasi lintas
sektor terutama
melalui
peningkatan
perilaku dan
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tambahan
pangan lokal.

berbasismakanan tambahan
berbasis pangan lokal.

makanan tambahan
berbasis pangan lokal.

lingkungan sehat
serta pemberian
makanan tambahan
berbasis pangan
lokal.

Percepatan
malaria.

eliminasi Percepatan
malaria.

eliminasi Percepatan
malaria.

eliminasi Percepatan
eliminasi malaria.

Peningkatan pencegahan
dan Pengobatan
HIV/AIDS

Peningkatan
pencegahan dan
Pengobatan HIV/AIDS

Peningkatan
pencegahan dan
Pengobatan HIV/AIDS

Peningkatan
pencegahan
Pengobatan
HIV/AIDS

dan

Penyediaan afirmasi
akses pendidikan,
terutama untuk daerah
yang masih belum
te{angkau termasuk
pengembangan sistem
pembelajaran jarak jauh
melalui pemanfaatan TIK
yang menjangkau daerah
terpencil, penyediaan
guru, serta penguatan
sekolah terbuka dan
Berpola Asrama

Penyediaan alirmasi
akses pendidikan,
terutama untuk daerah
yang masih belum
terjangkau termasuk
pengembangan sistem
pembelajaran jarak jauh
melalui pemanfaatan
TIK yang menjangkau
daerah terpencil,
penyediaan guru, serta
penguatan sekolah
terbuka dan Berpola
Asrama

Penyediaan afirmasi
akses pendidikan,
terutama untuk daerah
yang masih belum
te{angkau termasuk
pengembangan sistem
pembelajaran jarak
jauh melalui
pemanfaatan TIK yang
menjangkau daerah
terpencil, penyediaan
guru, serta penguatan
sekolah terbuka dan
Berpola Asrama

Penyediaan afirmasi
akses pendidikan,
terutama untuk
daerah yang masih
belum terjangkau
termasuk
pengembangan
sistem
pembelqiaran jarak
jauh melalui
pemanfaatan TIK
yang menjangkau
daerah terpencil,
penyediaan guru,
serta penguatan
sekolah terbuka
dan Berpola Asrama

Percepatan wajib belajar
13 tahun (1 tahun
prasekolah dan 12 tahun
pendidikan dasar dan
pendidikan menengah).

Percepatan wajib
belajar 13 tahun (l
tahun prasekolah dan
12 tahun pendidikan

Percepatan wajib
belajar 13 tahun (1

tahun prasekolah dan
12 tahun pendidikan

Percepatan wajib
belajar 13 tahun (1
tahun prasekolah
dan 12 tahun
pendidikan dasar

I
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dasar dan
menengah).

pendidikan dasar dan pendidikan
menengah).

dan pendidikan
menengah).

Percepatan peningkatan
partisipasi Pendidikan
tinggi, serta pengadaan
prodi Perguruan Tinggi
(STEAM) yang sesuai
dengan komoditas
unggulan wilayah dalam
bidang pertanian,
perkebunan, perikanan,
pertambangan, dan
pariwisata.

Percepatan peningkatan
partisipasi Pendidikan
tinggi, serta pengadaan
prodi Perguruan Tinggi
(STEAM) yang sesuai
dengan komoditas
unggulan wilayah dalam
bidang pertanian,
perkebunan, perikanan,
pertambangan, dan
pariwisata.

Percepatan
peningkatan
partisipasi Pendidikan
tinggi, serta pengadaan
prodi Perguruaa Tinggi
(STEAM) yang sesuai
dengan komoditas
unggulan wilayah
dalam bidang
pertanian,
perkebunan,
perikanan,
pertambangan, dan
pariwisata.

Percepatan
peningkatan
partisipasi
Pendidikan tinggi,
serta pengadaan
prodi Perguruan
Tinggi (STEAM)
yang sesuai dengan
komoditas
unggulan wilayah
dalam bidang
pertanian,
perkebunan,
perikanan,
pertambangan, dan
pariwisata.

Penguatan pengelolaan
tenaga pendidik dengan
meningkatkan kualitas
dan kompetensi pendidik
yang modern dan adaptif,
serta peningkatan
proporsi dosen
kualifikasi Strata-3
dengan mengutamakan
OAP.

Penguatan pengelolaan
tenaga pendidik dengan
meningkatkan kualitas
dan kompetensi
pendidik yang modern
dan adaptif, serta
peningkatan proporsi
dosen kualifikasi Strata-
3 dengan
mengutamakan OAP.

Penguatan pengelolaan
tenaga pendidik
dengan meningkatkan
kualitas dan
kompetensi pendidik
yang modern dan
adaptif, serta
peningkatan proporsi
dosen kualifikasi
Strata-3 dengan
mengutamakan OAP.

Penguatan
pengelolaan tenaga
pendidik dengan
meningkatkan
kualitas dan
kompetensi
pendidik yang
modern dan adaptif,
serta peningkatan
proporsi dosen
kualifikasi Strata-3
dengan
mengutamakan
OAP.

Peningkatan
kualitas

akses dan
pendidikan

Peningkatan akses dan
kualitas pendidikan

Peningkatan akses dan
kualitas pendidikan

Peningkatan akses
dan kualitas

l

I

I
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vokasi sesuai dengan
potensi wilayah di bidang
industri, pertanian,
perkebunan, perikanan,
pertambangan, dan
pariwisata, serta
keterkaitan dengan
DUDI.

vokasi sesuai dengan
potensi wilayah di
bidang industri,
pertanian, perkebunan,
perikanan,
pertambangan, dan
pariwisata, serta
keterkaitan dengan
DUDI.

vokasi sesuai dengan
potensi wilayah di
bidang industri,
pertanian,
perkebunan,
perikanan,
pertambangan, dan
pariw'isata, serta
keterkaitan dengan
DUDI.

pendidikan vokasi
sesuai dengan
potensi wilayah di
bidang industri,
pertanian,
perkebunan,
perikanan,
pertambangan, dan
pariwisata, serta
keterkaitan dengan
DUDI.

Penguatan pendidikan
sepanjang hayat dan
kecakapan hidup (hfe
shills) yang berbasis
kelembagaan komunitas
(lembaga agama,
lembaga adat, dan
lembaga sosial lainnya).

Penguatan pendidikan
sepanjang hayat dan
kecakapan hidup Urfe
skrlls) yang berbasis
kelembagaan komunitas
(lembaga agama,
lembaga adat, dan
lembaga sosial lainnya).

Penguatan pendidikan
sepanjang hayat dan
kecakapan hidup (hp
skills) yang berbasis
kelembagaan
komunitas (lembaga
agama, lembaga adat,
dan lembaga sosial
lainnya).

Penguatan
pendidikan
sepanjang hayat
dan kecakapan
hidup (hfe skrlls)
yang berbasis
kelembagaan
komunitas (lembaga
agama, lembaga
adat, dan lembaga
sosial lainnya).

Pengentasan kemiskinan
terutama pada daerah
afirmasi melalui
perlindungan sosial
adaptif bagi seluruh
masyarakat terutama
kelompok marginal
melalui antara lain
peningkatan cakupan
kepesertaan jaminan
sosial ketenagakerjaan
khususnva bagi pekeria

Pengentasan
kemiskinan terutama
pada daerah afirmasi
melalui perlindungan
sosial adaptif bagi
seluruh masyarakat
terutama kelompok
marginal melalui antara
lain peningkatan
cakupan kepesertaan
jaminan sosial
ketenagakeriaan

Pengentasan
kemiskinan terutama
pada daerah afirmasi
melalui perlindungan
sosial adaptif bagi
seluruh masyarakat
terutama kelompok
marginal melalui
antara lain
peningkatan cakupan
kepesertaan jaminan
sosial ketenagakeriaan

Pengentasan
kemiskinan
terutama pada
daerah afirmasi
melalui
perlindungan sosial
adaptif bagi seluruh
masyarakat
terutama kelompok
marginal melalui
antara lain
peningkatan

I
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bukan penerima upah
dan rentan, dan
perlindungan pensiun
bagi lansia miskin dan
tidak mampu, serta
bantuan sosial terhadap
penyandang disabilitas.

khususnya bagi pekerja
bukan penerima upah
dan rentar, dan
perlindungan pensiun
bagi lansia miskin dan
tidak mampu, serta
bantuan sosial terhadap
penyandang disabilitas.

cakupan
kepesertaan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
khususnya bagi
pekerja bukan
penerima upah dan
rentan, dan
perlindungan
pensiun bagi lansia
miskin dan tidak
mampu, serta
bantuan sosial
terhadap
penyandang
disabilitas,

Perluasan upaya
promotif-preventif dan
pembudayaan perilaku
hidup sehat serta
pendampingan daerah
dengan kapasitas sistem
kesehatan yang rendah
untuk meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan.

Perluasan upaya
promotif-preventif dan
pembudayaan perilaku
hidup sehat serta
pendampingan daerah
dengan kapasitas sistem
kesehatan yang rendah
untuk meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan.

Perluasan upaya
promotif-preventif dan
pembudayaan perilaku
hidup sehat serta
pendampingan daerah
dengan kapasitas
sistem kesehatan yang
rendah untuk
meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan.

Perluasan upaya
promotif-preventif
dan pembudayaan
perilaku hidup
sehat serta
pendampingan
daerah dengan
kapasitas sistem
kesehatan yang
rendah untuk
meningkatkan
kualitas pelayanan
kesehatan.

Pemanfaatan dan
pemutakhiran rutin data
Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek)
untuk program pusat

Pemanfaatan dan
pemutakhiran rutin data
Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek)
untuk program pusat

Pemanfaatan dan
pemutakhiran rutin
data Registrasi Sosial
Ekonomi (Regsosek)
untuk program pusat

Pemanfaatan dan
pemutakhiran rutin
data Registrasi
Sosial Ekonomi
(Regsosek) untuk

khususnya bagi
pekerja bukan
penerima upah dan
rentan, dan
perlindungan pensiun
bagi lansia miskin dan
tidak mampu, serta
bantuan sosial
terhadap penyandang
disabilitas.

I

l
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maupun
kampung
sasaran.

daerah
agar

dan
tepat

daerah
agar

dan
tepat

maupun
kampung
sasaran.

maupun
kampung
sasaran.

daerah dan
agar tepat

program pusat
maupun daerah
dan kampung agar
tepat sasaran.

Perencanaan,
penganggaran melalui
APBD dan APB
Kampung, serta
komitmen daerah yang
tebih berpihak untuk
program perlindungan
sosial dan pemberdayaan
ekonomi, terutama
melalui pemenuhan SPM
sosial.

Perencanaan,
penganggaran melalui
APBD dan APB
Kampung, serta
komitmen daerah yang
lebih berpihak untuk
program perlindungan
sosial dan
pemberdayaan ekonomi,
terutama melalui
pemenuhan SPM sosial.

Perencanaan,
penganggaran melalui
APBD dan APB
Kampung , serta
komitmen daerah yang
lebih berpihak untuk
program perlindungan
sosial dan
pemberdayaan
ekonomi, terutama
melalui pemenuhan
SPM sosial.

Perencanaan,
penganggafan
melalui APBD dan
APB Kampung ,

serta komitmen
daerah yang lebih
berpihak untuk
program
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
ekonomi, terutama
melalui pemenuhan
SPM sosial.

Pengembangan
perlindungan sosial
adaptif bagi seluruh
masyarakat terutama
kelompok rentan,
terutama untuk daerah
yang menghadapi Risiko
bencana dan perubahan
iklim, melalui antara lain
upaya proaktif
mendukung perluasan
cakupan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi
usia pekerja,
pengembangan
perlindungan sosial
daerah yang responsif,

Pengembangan
perlindungan sosial
adaptif bagr seluruh
masyarakat terutama
kelompok rentan,
terutama untuk daerah
yang menghadapi Risiko
bencana dan perubahan
iklim, melalui antara
lain upaya proaktif
mendukung perluasan
cakupan jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi
usia pekerja,
pengembangan
perlindungan sosial
daerah yang responsif,

Pengembangan
perlindungan sosial
adaptif bagi seluruh
masyarakat terutama
kelompok rentan,
terutama untuk daerah
yang menghadapi
Risiko bencana dan
perubahan iklim,
melalui antara lain
upaya proaktif
mendukung perluasan
cakupan jaminan
sosial ketenagakerjaan
bagr usia pekerja,
pengembangan
perlindungan sosial

Pengembangan
perlindungan sosial
adaptif bagi seluruh
masyarakat
terutama kelompok
rentan, terutama
untuk daerah yang
menghadapi Risiko
bencana dan
perubahan iklim,
melalui antara lain
upaya proaktif
mendukung
perluasan calupan
jaminan sosial
ketenagakerjaan
bagi usia pekeria,

I

I

I

I

I



-173-

integrasi program
perlindungan sosial
daerah dengan program
pemberdayaan ekonomi,
proSram
ketenagakerjaan,
pencegahan dan
penanggulangan
bencana, serta prograrn
terkait perubahan iklim.

integrasi program
perlindungan sosial
daerah dengan program
pemberdayaan ekonomi,
program
ketenagakerjaan,
pencegahan dan
penanggulangan
bencana, serta program
terkait perubahan iklim.

daerah yang responsif,
integrasi program
perlindungan sosial
daerah dengan
program
pemberdayaan
ekonomi, program
ketenagakerjaan,
pencegahan dan
penanggulangan
bencana, serta program
terkait perubahan
iklim.

pengembangan
perlindungan sosial
daerah yang
responsif, integrasi
program
perlindungan sosial
daerah dengan
program
pemberdayaan
ekonomi, program
ketenagakerjaan,
pencegahan dan
penanggulangan
bencana, serta
program terkait
perubahan iklim.

Penguatan lingkungan
yang inklusif, termasuk
perlindungan sosial,
kegiatan ekonomi,
infrastruktur, dan
pemenuhan hak bagi
penduduk lansia
(terutama di wilayah
dengan penuaan
penduduk yang lebih
cepat - setidaknya 10%
penduduk adalah lansia)
dan penyandang
disabilitas.

Penguatan lingkungan
yang inklusif, termasuk
perlindungan sosial,
kegiatan ekonomi,
infrastruktur, dan
pemenuhan hak bagi
penduduk lansia
(terutama di wilayah
dengan penuaan
penduduk yang lebih
cepat - setidaknya l07o
penduduk adalah lansia)
dan penyandang
disabilitas.

Penguatan lingkungan
yang inklusif, termasuk
perlindungan sosial,
kegiatan ekonomi,
infrastruktur, dan
pemenuhan hak bagi
penduduk lansia
(terutama di wilayah
dengan penuaan
penduduk yang lebih
cepat - setidaknya 1O%
penduduk adalah
lansia) dan
penyandang
disabilitas.

Penguatan
lingkungan yang
inklusif, termasuk
perlindungan
sosial, kegiatan
ekonomi,
infrastruktur, dan
pemenuhan hak
bagi penduduk
lansia (terutama di
wilayah dengan
penuaan penduduk
yang lebih cepat -
setidaknya lO"/o
penduduk adalah
lansia) dan
penyandang
disabilitas.

I

I
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Peningkatan pemenuhan
dan akses penduduk
terhadap perlindungan
sosial dan pemberdayaan
ekonomi yang
terintegrasi,
komprehensif, dan
memiliki cakupan yang
inklusif, terutama untuk
daerah 3T.

Peningkatan
pemenuhan dan akses
penduduk terhadap
perlindungan sosial dan
pemberdayaan ekonomi
yang terintegrasi,
komprehensif, dan
memiliki cakupan yang
inklusil terutama untuk
daerah 3T.

Peningkatan
pemenuhan dan akses
penduduk terhadap
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
ekonomi yang
terintegrasi,
komprehensif, dan
memiliki cakupan yang
inklusif, terutama
untuk daerah 3T.

Peningkatan
pemenuhan dan
akses penduduk
terhadap
perlindungan sosial
dan pemberdayaan
ekonomi yang
terintegrasi,
komprehensif, dan
memiliki cakupan
yang inklusif,
terutama untuk
daerah 3T.

Percepatan penanganan
penyelenggaraan
Pendidikan di kawasan
rawan konflik.

Percepatan penanganan
penyelenggaraan
Pendidikan di kawasan
rawan konflik.

Percepatan
penanganan
penyelenggaraan
Pendidikan di kawasan
rawan konflik.

Percepatan
penanganan
penyelenggaraan
Pendidikan di
kawasan rawan
konflik.

Mewujudkan
Trasnformasi
Ekonomi
dengan
Pemberdayaan
Ekonomi lokal

Percepatan hilirisasi
komoditas unggulan
bernilai tambah tinggi
pada sektor pertanian
(tanaman pangan,
hortikultura, dan
Peternakan),
perkebunan, Kelautan
dan perikanan termasuk
hilirisasi industri
berbasis mineral melalui
optimalisasi kawasan
strategis eksisting seperti
kawasan ekonomi
berbasis pariwisata dan

Percepatan hilirisasi
komoditas unggulan
bernilai tambah tinggi
pada sektor pertanian
(tanaman pangan,
hortikultura, dan
Peternakan),
perkebunan, Kelautan
dan perikanan termasuk
hilirisasi industri
berbasis mineral melalui
optimalisasi kawasan
strategis eksisting
seperti kawasan
ekonomi berbasis

Percepatan hilirisasi
komoditas unggulan
bernilai tambah tinggi
pada sektor pertanian
(tanaman pangan,
hortikultura, dan
Petemakan),
perkebunan, Kelautan
dan perikanan
termasuk hilirisasi
industri berbasis
mineral melalui
optimalisasi kawasan
strategis eksisting
seperti kawasan

Percepatan
hilirisasi komoditas
unggulan bernilai
tambah tinggi pada
sektor pertanian
(tanaman pangan,
hortikultura, dan
Peternakan),
perkebunan,
Kelautan dan
perikanan
termasuk hilirisasi
industri berbasis
mineral melalui
optimalisasi
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perikanan, penguatan
sentra-sentra produksi di
kawasan perkampungan
serta sentra pengolahan
dan pasar di kawasan
perkotaan.

pariwisata dan
perikanan, penguatan
sentra-sentra produksi
di kawasan
perkampungan serta
sentra pengolahan dan
pasar di kawasan
perkotaan.

ekonomi berbasis
pariwisata dan
perikanan, penguatan
sentra-sentra produksi
di kawasan
perkampungan serta
sentra pengolahan dan
pasar di kawasan
perkotaan.

Industrialisasi koperasi
melalui hilirisasi
komoditas unggulan
daerah, penguatan
proses bisnis dan
kelembagaan, serta
adopsi teknologi.

Industrialisasi koperasi
melalui hilirisasi
komoditas unggulan
daerah, penguatan
proses bisnis dan
kelembagaan, serta
adopsi teknologi.

Industrialisasi koperasi
melalui hilirisasi
komoditas unggulan
daerah, penguatan
proses bisnis dan
kelembagaan, serta
adopsi teknologi.

Industrialisasi
koperasi melalui
hilirisasi komoditas
unggulan daerah,
penguatan proses
bisnis dan
kelembagaan, serta
adopsi teknologi.

Peningkatan
industrialisasi koperasi
melalui hilirisasi
komoditas unggulan
daerah, penguatan
proses bisnis dan
kelembagaan, serta
adopsi teknologi.

Peningkatan
industrialisasi koperasi
melalui hilirisasi
komoditas unggulan
daerah, penguatan
proses bisnis dan
kelembagaan, serta
adopsi teknologi.

Peningkatan
industrialisasi koperasi
melalui hilirisasi
komoditas unggulan
daerah, penguatan
proses bisnis dan
kelembagaan, serta
adopsi teknologi.

Peningkatan
industrialisasi
koperasi meialui
hilirisasi komoditas
unggulan daerah,
penguatan proses
bisnis dan
kelembagaan, serta
adopsi teknologi.
Peningkatan
keterkaitan
UMKM,
BUMKam

IKM,
dan

pada

Peningkatan keterkaitan
IKM, UMKM, dAN
BUMKam pada rantai
nilai industri domestik

Peningkatan keterkaitan
IKM, UMKM, dAN
BUMKam pada rantai
nilai industri domestik

Peningkatan
keterkaitan IKM,
UMKM, dan BUMKam
pada rantai nilai

kawasan strategis
eksisting seperti
kawasan ekonomi
berbasis pariwisata
dan perikanan,
penguatan sentra-
sentra produksi di
kawasan
perkampungan
serta sentra
pengolahan dan
pasar di kawasan

kotaan.
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dan global, melalui
peningkatan akses ke
sumber daya produktif
(termasuk pembiayaan
dan pemasaran),
penerapan teknologi dan
kemitraan usaha.

dan global, melalui
peningkatan akses ke
sumber daya produktif
(termasuk pembiayaan
dan pemasaran),
penerapan teknologi dan
kemitraan usaha.

industri domestik dan
global, melalui
peningkatan akses ke
sumber daya produktif
(termasuk pembiayaan
dan pemasaran),
penerapan teknologi
dan kemitraan usaha.

rantai nilai industri
domestik dan
global, melalui
peningkatan akses
ke sumber daya
produktif (termasuk
pembiayaan dan
pemasaran),
penerapan teknologi
dan kemitraan
usaha.

Peningkatan literasi
keuangan dan digital
bagr IKM, UMKM,
BUMKam, dan koperasi.

Peningkatan literasi
keuangan dan digital
bag, IKM, UMKM,
BUMKam, dan koperasi.

Peningkatan literasi
keuangan dan digital
bagr IKM, UMKM,
BUMKam, dan
koperasi.

Peningkatan literasi
keuangan dan
digital bagr IKM,
UMKM, BUMKam,
dan koperasi.

Peningkatan
pemanfaatan teknologi
digital untuk mendukung
kegiatan pemasaran
komoditas unggulan.

Peningkatan
pemanfaatan
digital
mendukung
pemasaran
unggulan.

teknologi
untuk

kegiatan
komoditas

Peningkatan
pemanfaatan teknologi
digital untuk
mendukung kegiatan
pemasaran komoditas
unggulan.

Peningkatan
pemanfaatan
teknologi digital
untuk mendukung
kegiatan pemasaran
komoditas
unggulan.

Peningkatan rantai nilai
global melalui skema-
skema kerja sama
regional dengan Asia
Timur, Pasifik, dan
Australia.

Peningkatan rantai nilai
global melalui skema-
skema ke{a sama
regional dengan Asia
Timur, Pasilik, dan
Australia.

Peningkatan
nilai global
skema-skema
sama regional
Asia Timur,
dan Australia.

rantai
melalui

kerja
dengan
Pasilik,

Peningkatan rantai
nilai global melalui
skema-skema kerja
sama regional
dengan Asia Timur,
Pasifik, dan
Australia.

Pelaksanaan reskilling
dan upskilling bagi
angkatan kerla, terutama

Pelaksanaal reskilling
dan upskilling bagi
angkatan keria,

Pelaksanaan reskilling
dan upskilling bagi
angkatan kerfa,

Pelal<sanaan
reskilling
upskilling

dan
bagr
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di bidang pertanian,
perkebunan, perikanan,
dan pariwisata, melalui
penguatan
penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan
vokasi, dan
pengembangan pusat-
pusat keahlian
ketenagakerjaan,

terutama di bidang
pertanian, perkebunan,
perikanan, dan
pariwisata, melalui
penguatan
penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan vokasi, dan
pengembangan pusat-
pusat keahlian
ketenagakerjaan.

terutama di bidang
pertanian,
perkebunan,
perikanan, dan
pariwisata, melalui
penguatan
penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan vokasi, dan
pengembangan pusat-
pusat keahlian
ketenagakerjaan.

Pengembangan ekonomi
biru di kawasan Laut
Arafura dan Teluk
Cendrawasih dengan
melibatkan masyarakat
lokal.

Pengembangan ekonomi
biru di kawasan Laut
Arafura dan Teluk
Cendrawasih dengan
melibatkan masyarakat
lokal.

Pengembangan
ekonomi biru di
kawasan Laut Arafura
dan Teluk Cendrawasih
dengan melibatkan
masyarakat lokal.

Pengembangan
ekonomi biru di
kawasan Laut
Arafura dan Teluk
Cendrawasih
dengan melibatkan
masyarakat lokal.

Pengembangan
pariwisata berkelanjutan
melalui peningkatan
aspek atraksi, amenitas,
aksesibilitas, dan
kelembagaan, penguatan
daya saing dan citra
pariwisata, peningkatan
kualitas SDM pariwisata,
penguatan
pemberdayaan UMKM di
sektor pariwisata, serta
peningkatan

Pengembangan
pariwisata
berkelanjutan melalui
peningkatan aspek
atraksi, amenitas,
aksesibilitas, dan
kelembagaan,
penguatan daya saing
dan citra pariwisata,
peningkatan kualitas
SDM pariwisata,
penguatan
pemberdayaan UMKM di

Pengembangan
pariwisata
berkelanjutan melalui
peningkatan aspek
atraksi, amenitas,
aksesibilitas, dan
kelembagaan,
penguatan daya saing
dan citra pariwisata,
peningkatan kualitas
SDM pariwisata,
penguatan
pemberdayaan UMKM

Pengembangaa
pariwisata
berkelanjutan
melalui
peningkatan aspek
atraksi, amenitas,
aksesibilitas, dan
kelembagaan,
penguatan daya
saing dan citra
pariwisata,
peningkatan
kualitas SDM

angkatan kerja,
terutama di bidang
pertanian,
perkebunan,
perikanan, dan
pariwisata, melalui
penguatan
penyelenggaraan
pendidikan dan
pelatihan vokasi,
dan pengembangan
pusat-pusat
keahlian
ketenasakeriaan.
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pemanfaatan teknologi
digital.

sektor pariwisata, serta
peningkatan
pemanfaatan teknologi
digital.

di sektor pariwisata,
serta peningkatan
pemanfaatan teknologi
digital.

pariwisata,
penguatan
pemberdayaan
UMKM di sektor
pariwisata, serta
peningkatan
pemanfaatan
teknolosi dieital.

Pengembangan kawasan
pariwisata premium yang
berkelanjutan berbasis
minat khusus dengan
target wisatawan
mancanegara dan
wisatawan nusantara
minat khusus, serta
pengembangan
pariwisata lokal berbasis
alam yang memiliki daya
ungkit perekonomian
untuk mendukung pusat
pertumbuhan dan
perekonomian
masyarakat, serta
pengembangan ekonomi
kreatif.

Pengembangan kawasan
pariwisata premium
yang berkelanjutan
berbasis minat khusus
dengan target wisatawan
mancanegara dan
wisatawan nusantara
minat khusus, serta
pengembangan
pariwisata lokal berbasis
alam yang memiliki daya
ungkit perekonomian
untuk mendukung
pusat pertumbuhan dan
perekonomian
masyarakat, serta
pengembangan ekonomi
kreatif.

Pengembangan
kawasan pariwisata
premium yang
berkelanjutan berbasis
minat khusus dengan
target wisatawan
mancanegara dan
wisatawan nusantara
minat khusus, serta
pengembangan
pariwisata lokal
berbasis alam yang
memiliki daya ungkit
perekonomian untuk
mendukung pusat
pertumbuhan dan
perekonomian
masyarakat, serta
pengembangan
ekonomi kreatif.

Pengembangan
kawasan pariwisata
premium yang
berkelanjutan
berbasis minat
khusus dengan
target wisatawan
mancanegara dan
wisatawan
nusantara minat
khusus, serta
pengembangan
pariwisata lokal
berbasis alam yang
memiliki daya
ungkit
perekonomian
untuk mendukung
pusat pertumbuhan
dan perekonomian
masyarakat, serta
pengembangan
ekonomi kreatif.

Peningkatan anggaran
IPTEKIN daerah menuju

Peningkatan anggaran
IPTEKIN daerah menuju

Peningkatan anggaran
IPTEKIN daerah

Peningkatan
anggaran IPTEKIN
daerah menuju

I
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komersialisasi
industri.

oleh komersialisasi
industri.

oleh menuju komersialisasi
oleh industri.

komersialisasi oleh
industri.

Peningkatan
produktivitas BUMD.

Peningkatan
produktivitas BUMD.

Peningkatan
produktivitas BUMD.

Peningkatan
produktivitas
BUMD.

Pembangunan
ketenagalistrikan
diarahkan untuk (i)
pemenuhan pasokan
listrik rendah karbon
terintegrasi dengan
industri melalui
pemanfaatan sumber
energi tersedia; (ii)
pemanfaatan energi baru
dan energi terbarukan
untuk memperbaiki
bauran pembangkit
listrik dan pemenuhan
kebutuhan listrik; (iv)
pengembangan
dekarbonisasi
pembangkit fosil melalui
co-fiing dan peralihan
menjadi pembangkit
terbarukan; (iii)
pengembangan sistem
interkoneksi untuk
meningkatkan kestabilan
dan keandalan pasokan
listrik; (iv)
pengembangan teknologi
digital untuk jaringan
listrik cerdas (smart gid)

Pembangunan
ketenagalistrikan
diarahkan untuk (i)
pemenuhan pasokan
listrik rendah karbon
terintegrasi dengan
industri melalui
pemanfaatan sumber
energi tersedia; (iil
pemanfaatan energi
baru dan energi
terbarukan untuk
memperbaiki bauran
pembangkit listrik dan
pemenuhan kebutuhan
listrik; (iv)
pengembangan
dekarbonisasi
pembangkit fosil melalui
co-fiing dan peralihan
menjadi pembangkit
terbarukan; (iii)
pengembangan sistem
interkoneksi untuk
meningkatkan
kestabilan dan
keandalan pasokan
listrik; (iv)
pengembangan

Pembangunan
ketenagalistrikan
diarahkan untuk (i)
pemenuhan pasokan
listrik rendah karbon
terintegrasi dengan
industri melalui
pemanfaatan sumber
energi tersedia; (ii)
pemanfaatan energi
baru dan energi
terbarukan untuk
memperbaiki bauran
pembangkit listrik dan
pemenuhan kebutuhan
listrik; (iv)
pengembangan
dekarbonisasi
pembangkit fosil
melalui co-fiing dan
peralihan menjadi
pembangkit
terbarukan; (iii)
pengembangan sistem
interkoneksi untuk
meningkatkan
kestabilan dan
keandalan pasokan
listrik; (iv)

Pembangunan
ketenagalistrikan
diarahkan untuk (i)
pemenuhan
pasokan listrik
rendah karbon
terintegrasi dengan
industri melalui
pemanfaatan
sumber energi
tersedia; (ii)
pemanfaatan energi
baru dan energi
terbarukan untuk
memperbaiki
bauran pembangkit
listrik dan
pemenuhan
kebutuhan listrik;
(i") pengembangan
dekarbonisasi
pembangkit fosil
melalui co-fiing dan
peralihan menjadi
pembangkit
terbarukan; (iii)
pengembangan
sistem interkoneksi
untuk

I

I
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guna mendukung
peningkatan keandalan
dan upaya dekarbonisasi
pasokan tenaga listrik; (v)
pengembangan sistem
ketenagalistrikan skala
kecil (isolated mini/ micro-
gnd/ untuk memperluas
penyediaan layanan yang
lebih berkualitas; (vi)
pengembangan sistem
penyimpanan/ cadangan
energi; (vii) perluasan
pemanfaatan elektrifikasi
rumah tangga dan sektor
transportasi; (viii)
pengembangan
penelitian dan
pengembangan serta
kapasitas SDM
ketenagalistrikan
bersertifikat; dan (ix)
pengembangan skema
pendanaan dan
pembiayaan serta
kebijakan subsidi tepat
sasaran serta tarif dan
harga listrik yang
berkelanjutan.

teknologi digital untuk
jaringan listrik cerdas
(smart Snq guna
mendukung
peningkatan keandalan
dan upaya
dekarbonisasi pasokan
tenaga listrik; (v)
pengembangan sistem
ketenagalistrikan skala
kecil (isolated
mini/micro-gid) untuk
memperluas penyediaan
layanan yang lebih
berkualitas; (vi)
pengembangan sistem
penyimpanan/
cadangan energi; (vii)
perluasan pemanfaatan
elektrifikasi rumah
tangga dan sektor
transportasi; (viii)
pengembangan
penelitian dan
pengembangan serta
kapasitas SDM
ketenagalistrikan
bersertifikat; dan (ix)
pengembangan skema
pendanaan dan
pembiayaan serta
kebijakan subsidi tepat
sasaran serta tarif dan

pengembangan
teknologi digital untuk
jaringan listrik cerdas
(smart Snq guna
mendukung
peningkatan keandalan
dan upaya
dekarbonisasi pasokan
tenaga listrik; (v)
pengembangan sistem
ketenagalistrikan skala
kecil (isolated
mini/ micro-gridi untuk
memperluas
penyediaan layanan
yang lebih berkualitas;
(vi) pengembangan
sistem penyimpanan/
cadangan energi; (vii)
perluasan
pemanfaatan
elelrtrifikasi rumah
tangga dan sektor
transportasi; (viii)
pengembangan
penelitian dan
pengembangan serta
kapasitas SDM
ketenagalistrikan
bersertilikat; dan (ix)
pengembangan skema
pendanaan dan
pembiayaan serta
kebiiakan subsidi tepat

meningkatkan
kestabilan dan
keandalan pasokan
listrik; (iv)
pengembangan
teknologi digital
untuk jaringan
listrik cerdas /smart
Snq guna
mendukung
peningkatan
keandalan dan
upaya
dekarbonisasi
pasokan tenaga
listrik; (v)
pengembangan
sistem
ketenagalistrikan
skala kecil (bolated
mini/ micro-grid)
untuk memperluas
penyediaan layanan
yang lebih
berkualitas; ("i)
pengembangan
sistem
penyimpanan/
cadangan energi;
(vii) perluasan
pemanfaatan
elektrilikasi rumah
tanglEa dan sektor
transportasi; (viii)

I
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harga listrik
berkelanjutan.

yang sasaran serta tarif dan
harga listrik yang
berkelanjutan.

pengembangan
penelitian dan
pengembangan
serta kapasitas
SDM
ketenagalistrikan
bersertifikat; dan
(ix) pengembangan
skema pendanaan
dan pembiayaan
serta kebijakan
subsidi tepat
sasaran serta tarif
dan harga listrik
vang berkelaniutan.

Pembangunan ekosistem
digital yang perlu
dilakukan dalam rangka
transformasi digital
yaitu: (i) penuntasan dan
penguatan infrastruktur
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) melalui
upaya memperluas
jaringan broadband
hingga menjangkau ke
seluruh pelosok, (ii)
peningkatan utilisasi dan
pemanfaatan TIK di
berbagai sektor prioritas
melalui upaya
meningkatkan
digitalisasi di sektor
strategis (utamanya

Pembangunan
ekosistem digital yang
perlu dilakukan dalam
rangka transformasi
digital yaitu: (i)
penuntasan dan
penguatan infrastruktur
teknologi informasi dan
komunikasi (TIK)
melalui upaya
memperluas jaringan
broadband hingga
menjangkau ke seluruh
pelosok. (ii) peningkatan
utilisasi dan
pemanfaatan TIK di
berbagai sektor prioritas
melalui upaya
meningkatkan

Pembangunan
ekosistem digital yang
perlu dilakukan dalam
rangka transformasi
digital yaitu: (i)
penuntasan dan
penguatan
infrastruktur teknologi
informasi dan
komunikasi (TIK)
melalui upaya
memperluas jaringan
broadband hingga
menjangkau ke seluruh
pelosok. (ii)
peningkatan utilisasi
dan pemanfaatan TIK
di berbagai sektor
prioritas melalui upaya

Pembangunan
ekosistem digital
yang perlu
dilakukan dalam
rangka
transformasi digital
yaitu: (i)
penuntasan dan
penguatan
infrastruktur
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK) melalui upaya
memperluas
jaringan broadband
hingga menjangkau
ke seluruh pelosok.
(ii) peningkatan
utilisasi dan

I
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untuk mendukung
kawasan perairan dalam
membantu
perekonomian nelayan
dan kepentingan
pelayaran); serta (iii)
peningkatan fasilitas
pendukung transformasi
digital melalui upaya
meningkatkan literasi
digital bagi masyarakat,
menciptakan keamanan
informasi dan siber serta
kemampuan SDM digital
atau digital skill (antara
lain melalui pelatihan
talenta digital dasar,
menengah, dan tinggi,
serta kepemimpinan
digital.

digitalisasi di sektor
strategis (utamanya
untuk mendukung
kawasan perairan dalam
membantu
perekonomian nelayan
dan kepentingan
pelayaran); serta (iii)
peningkatan fasilitas
pendukung transformasi
digital melalui upaya
meningkatkan literasi
digital bagi masyarakat,
menciptakan keamanan
informasi dan siber serta
kemampuan SDM digital
atau digital skill (antara
lain melalui pelatihan
talenta digital dasar,
menengah, dan tinggi,
serta kepemimpinan
digital.

meningkatkan
digitalisasi di sektor
strategis (utamanya
untuk mendukung
kawasan perairan
dalam membantu
perekonomian nelayan
dan kepentingan
pelayaran); serta (iii)
peningkatan fasilitas
pendukung
transformasi digital
melalui upaya
meningkatkan Iiterasi
digital bagi
masyarakat,
menciptakan
keamanan informasi
dan siber serta
kemampuan SDM
digital atau digital skill
(antara lain melalui
pelatihan talenta digital
dasar, menengah, dan
tinggi, serta
kepemimpinan digital.

pemanfaatan TIK di
berbagai sektor
prioritas melalui
upaya
meningkatkan
digitalisasi di sektor
strategis (utamanya
untuk mendukung
kawasan perairan
dalam membantu
perekonomian
nelayan dan
kepentingan
pelayaran); serta (iii)
peningkatan
fasilitas pendukung
transformasi digital
melalui upaya
meningkatkan
literasi digital bagi
masyarakat,
menciptakan
keamanan
informasi dan siber
serta kemampuan
SDM digital atau
digital skrll (antara
lain melalui
pelatihan talenta
digital dasar,
menengah, dan
tinggi, serta
kepemimpinan
digital.
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Peningkatan kualitas dan
penguatan Legalitas
kelembagaan Badan
Usaha Koperasi dan
lainnya yang dikelola
OAP

Peningkatan kualitas
dan penguatan Legalitas
kelembagaan Badan
Usaha Koperasi dan
lainnya yang dikelola
OAP

Peningkatan kualitas
dan penguatan
Legalitas kelembagaan
Badan Usaha Koperasi
dan lainnya yang
dikelola OAP

Peningkatan
kualitas dan
penguatan Legalitas
kelembagaan Badan
Usaha Koperasi dan
Iainnya yang
dikelola OAP

Penguatan kerja sama
antara Pemerintah
Daerah, Masyarakat,
BUMD dan BUMN dalam
pengelolaan komoditas
unggulan lokal

Penguatan kerja sama
antara Pemerintah
Daerah, Masyarakat,
BUMD dan BUMN dalam
pengelolaan komoditas
unggulan lokal

Penguatan kerja sama
antara Pemerintah
Daerah, Masyarakat,
BUMD dan BUMN
dalam pengelolaan
komoditas unggulan
lokal

Penguatan kerja
sama antara
Pemerintah Daerah,
Masyarakat, BUMD
dan BUMN dalam
pengelolaan
komoditas
unRgulan lokal

Pengembangan Daerah
Menuju Perkotaan Maju

Pengembangan Daerah
Menuju Perkotaan Maju

Pengembangan Daerah
Menuju Perkotaan
Maju

Pengembangan
Daerah Menuju
Perkotaan Maju

Mewujudkan
Transformasi
tata Kelola dan
Penguatan Tata
KeloIa
Pemerintahan
yang Baik.

Optimasi dan
harmonisasi regulasi
dengan proses
praregulasi yang
memadai di daerah,
termasuk untuk
pengelolaan sumber daya
kelautan, dan Perikanan,
pertanian, dan
perkebunan.

Optimasi dan
harmonisasi regulasi
dengan proses
praregulasi yang
memadai di daerah,
termasuk untuk
pengelolaan sumber
daya kelautan, dan
Perikanan, pertanian,
dan perkebunan.

Optimasi dan
harmonisasi regulasi
dengan proses
praregulasi yang
memadai di daerah,
termasuk untuk
pengelolaan sumber
daya kelautan, dan
Perikanan, pertanian,
dan perkebunan.

Optimasi dan
harmonisasi
regulasi dengan
proses praregulasi
yang memadai di
daerah, termasuk
untuk pengelolaan
sumber daya
kelautan, dan
Perikanan,
pertanian, dan
perkebunan.

Peningkatan
bermakna
sipil dan

partisipasi
masyarakat
masyarakat

Peningkatan partisipasi
bermakna masyarakat
sipil dan masyarakat

Peningkatan
partisipasi
masyarakat

bermakna
sipil dan

Peningkatan
partisipasi
bermakna

I
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adat dalam pen)rusunan
kebijakan, pelaksanaan,
dan pengawasan
pembangunan.

masyarakat adat dalam
penyusunan kebijakan,
pelaksanaan, dan
pengawasan
pembangunan.

masyarakat sipil
dan masyaralat
adat dalam
penJrusunan
kebijakan,
pelaksanaan, dan
pengawasan
pembangunan.

adat dalam pen)'usunan
kebdakan, pelaksanaan,
dan pengawasan
pembangunan.

partai
Penguatan
integritas
politik.

Penguatan
partai politik,

integritas Penguatan
partai politik.

integritas Penguatan integritas
partai politik.

Percepatan digitalisasi
layanan publik dan
pelaksanaan audit SPBE
untuk penguatan aspek
pemerintahan digital
serta peningkatan
respons terhadap
laporan pelayanan publik
masyarakat.

Percepatan digitalisasi
layanan publik dan
pelaksanaan audit SPBE
untuk penguatan aspek
pemerintahan digital
serta peningkatan
respons terhadap
laporan pelayanan
publik masyarakat.

Percepatan digitalisasi
layanan publik dan
pelaksanaan audit
SPBE untuk penguatan
aspek pemerintahan
digital serta
peningkatan respons
terhadap laporan
pelayanan publik
masyarakat.

Petcepatan
digitalisasi layanan
publik dan
pelaksanaan audit
SPBE untuk
penguatan aspek
pemerintahan
digital serta
peningkatan
respons terhadap
laporan pelayanan
publik masyarakat.

Pengembangan smart
gouernment serta
penguatan kapasitas
aparatur daerah dan
lembaga dalam hal
manajemen data dan
keamanan informasi,
kapasitas digital SDM
ASN, dan pengelolaan
aset daerah.

Pengembangan smart
gouernment serta
penguatan kapasitas
aparatur daerah dan
lembaga dalam hal
manajemen data dan
keamanan informasi,
kapasitas digital SDM
ASN, dan pengelolaan
aset daerah.

Pengembangan smart
gouernment serta
penguatan kapasitas
aparatur daerah dan
lembaga dalam hal
manajemen data dan
keamanan informasi,
kapasitas digital SDM
ASN, dan pengelolaan
aset daerah.

Pengembangan
smart gouernment
serta penguatan
kapasitas aparatur
daerah dan lembaga
dalam hal
manajemen data
dan keamanan
informasi, kapasitas
digital SDM ASN,

I

I
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dan pengelolaan
aset daerah.

Peningkatan pencegahan
dan pemberantasan
korupsi melalui
pendidikan anti korupsi.
transparansi proses
perencanaan,
penganggaran, dan
pengadaan jasa-jasa;
serta transparansi
layanan perizinan
berbasis digital.

Peningkatan
pencegahan dan
pemberantasan korupsi
melalui pendidikan anti
korupsi. transparansi
proses perencanaan,
penganggaran, dan
pengadaan jasa-jasa;
serta transparansi
layanan perizinan
berbasis digital.

Peningkatan
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi melalui
pendidikan anti
korupsi. transparansi
proses PerencErnaan,
penganggaran, dan
pengadaan jasa-jasa;
serta transparansi
layanan perizinan
berbasis digital.

Peningkatan
pencegahan dan
pemberantasan
korupsi melalui
pendidikan anti
korupsi.
transparansi proses
perencanaan,
penganggaran, dan
pengadaan jasa-
jasa; serta
transparansi
layanan perizinan
berbasis dieital.

Peningkatan kualitas dan
jangkauan pelayanan
publik terutama bag,
Orang Asli Papua (OAP)
hingga ke tingkat
kampung.

Peningkatan kualitas
dan jangkauan
pelayanan publik
terutama bagi Orang Asli
Papua (OAP) hingga ke
tingkat kampung.

Peningkatan kualitas
dan jangkauan
pelayanan publik
terutama bagi Orang
Asli Papua (OAP)
hingga ke tingkat
kampung.

Peningkatan
kualitas dan
jangkauan
pelayanan publik
terutama bagi
Orang Asli Papua
(OAP) hingga ke
tingkat kampung.

Pengawasan proses
pengembangan karier,
promosi mutasi ASN, dan
manajemen kinerja
dengan pemanfaatan
teknologi informasi.

Pengawasan proses
pengembangan karier,
promosi mutasi ASN,
dan manajemen kinerja
dengan pemanfaatan
teknologi informasi.

Pengawasan proses
pengembangan karier,
promosi mutasi ASN,
dan manajemen kinerja
dengan pemanfaatan
teknologi informasi.

Pengawasan proses
pengembangan
karier, promosi
mutasi ASN, dan
manajemen kinerja
dengan
pemanfaatan
teknologi informasi.

I
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Peningkatan
pengelolaan dan
pemanfaatan dana
otonomi khusus
berbasis kinerja yang
lebih akuntabel,
transparan, dan tepat
sasaian.

Peningkatan
pengelolaan dan
pemanfaatan dana
otonomi khusus
berbasis kinerja
yang lebih
akuntabel,
transparan, dan
te t sasaran.

Peningkatan pengelolaan
dan pemanfaatan dana
otonomi khusus berbasis
kinerja yang lebih
akuntabel, transparan.
dan tepat sasaran.

Peningkatan
pengelolaan dan
pemanfaatan dana
otonomi khusus
berbasis kinerja yang
lebih akuntabel,
transparan, dan tepat
sasaran.

Penguatan strategi tata
kelola otonomi khusus
Papua khususnya
pengaturan kegiatan
pembangunan yang
difokuskan pada OAP
dengan
mempertimbangkan
pembagian kewenangan.

Penguatan strategi tata
kelola otonomi khusus
Papua khususnya
pengaturan kegiatan
pembangunan yang
difokuskan pada OAP
dengan
mempertimbangkan
pembagian kewenangan.

Penguatan strategi tata
kelola otonomi khusus
Papua khususnya
pengaturan kegiatan
pembangunan yang
difokuskan pada OAP
dengan
mempef timbangkan
pembagian
kewenangan.

Penguatan strategi
tata kelola otonomi
khusus Papua
khususnya
pengaturan
kegiatan
pembangunan yang
difokuskan pada
OAP dengan
mempertimbangkan
pembagian
kewenan

Memantapkan
Keamanan,
Ketenteraman
dan Ketertiban
umum serta
stabilitas
daerah

Peningkatan keamanan
dan ketertiban
masyarakat dalam
rangka mendukung
pembangunan
kesejahteraan melalui
strategi penguatan
komunikasi sosial yang
inklusif dengan tokoh
adat, agama, dal
masyarakat, dalam
mengoptimalkan serta
mem rban Ruan

Peningkatan keamanan
dan ketertiban
masyarakat dalam
rangka mendukung
pembangunan
kesejahteraan melalui
strategi penguatan
komunikasi sosial yang
inklusif dengan tokoh
adat, agama, dan
masyarakat, dalam
mengoptimalkan serta
mem akRer

Peningkatan keamanan
dan ketertiban
masyarakat dalam
rangka mendukung
pembangunan
kesejahteraan melalui
strategi penguatan
komunikasi sosial yang
inklusif dengan tokoh
adat, agama, dan
masyarakat, dalam
mengoptimalkan serta
mem akRer

Peningkatan
keamanan dan
ketertiban
masyarakat dalam
rangka mendukung
pembangun€rn
kesejahteraan
melalui strategi
penguatan
komunikasi sosial
yang inklusif
dengan tokoh adat,

a, dan



dialog
penyelesaian
sosial.

untuk
konflik

dialog
penyelesaian
sosial.

untuk
konflik

Peningkatan kerja sama
antar pihak dan
penguatan regulasi
untuk mewujudkan
kedaulatan, terutama di
pulau-pulau belum
bernama dan perbatasan
laut yang mencakup
keamanan dan
eksplorasi sumber daya
kelautan (mencegah
IUU), terutama di WPP
718 (berbatasan dengan
perairan Australia).

Peningkatan kerja sama
antar pihak dan
penguatan regulasi
untuk mewujudkan
kedaulatan, terutama di
pulau-pulau belum
bernama dan
perbatasan laut yang
mencakup keamanan
dan eksplorasi sumber
daya kelautan
(mencegah IUU),
terutama di WPP 718
(berbatasan dengan
perairan Australia).

Peningkatan kerja
sama antar pihak dan
penguatan regulasi
untuk mewujudkan
kedaulatan, terutama
di pulau-pulau belum
bemama dan
perbatasan laut yang
mencakup keamanan
dan eksplorasi sumber
daya kelautan
(mencegah IUU),
terutama di WPP 718
(berbatasan dengan
perairan Australia).

Peningkatan kerja
sama antar pihak
dan penguatan
regulasi untuk
mewujudkan
kedaulatan,
terutama di pulau-
pulau belum
bernama dan
perbatasan laut
yang mencakup
keamanan dan
eksplorasi sumber
daya kelautan
(mencegah IUU),
terutama di WPP
718 (berbatasan
dengan perairan
Australia).

Penguatan pengenda-lian
inflasi daerah serta
peningkatan kapasitas
Iiskal daerah melalui
intensifikasi pendapatan
pajak daerah dan
retribusi daerah (PDRD),
pemanfaatan

Penguatan pengendalian
inflasi daerah serta
peningkatan kapasitas
Iiskal daerah melalui
intensilikasi pendapatan
pajak daerah dan
retribusi daerah (PDRD),
pemanfaatan

Penguatan
pengendalian inflasi
daerah serta
peningkatan
kapasitas liskal
daerah melalui
intensifikasi
pendapatan paiak

-ta7-

dialog
penyelesaian
sosial.

untuk
konflik

masyarakat, dalam
mengoptimalkan
serta
memperbanyak
Ruang dialog untuk
penyelesaian
konflik sosial.

Penguatan
pengendalian inflasi
daerah serta
peningkatan kapasitas
fiskal daerah melalui
intensifikasi
pendapatan pajak
daerah dan retribusi



daerah (PDRD),
pemanfaatan
pembiayaan alternatif
antara lain KPBU, CSR,
obligasi biru dan pasar
karbon, peningkatan
kualitas belanja daerah
untuk mendukung
potensi komoditas
unggulan, optimalisasi
pemanfaatan Transfer
ke Daerah (TKD)
termasuk dana
otonomi khusus, serta
sinergi perencanaan
dan penganggaran
prioritas daerah
dengan prioritas
nasional.

pembiayaan alternatif
antara lain KPBU, CSR,
obligasi biru dan pasar
karbon, peningkatan
kualitas belanja daerah
untuk mendukung
potensi komoditas
unggulan, optimalisasi
pemanfaatan Transfer ke
Daerah (TKD) termasuk
dana otonomi khusus,
serta sinergi
perencanaan dan
penganggaran prioritas
daerah dengan prioritas
nasional.

Pemantapan Penguatan
kapasitas
Kepemimpinan Daerah

Pemantapan
Penguatan kapasitas
Kepemimpinan Daerah

Pemantapan
Penguatan
kapasitas
Kepemimpinan
Daerah

Pemantapan Penguatan
kapasitas Kepemimpinan
Daerah

Penurunan konflik
SaraPenurunan konflik Sara Penurunan konflik Sara Penurunan konflik

Sara
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pembiayaan alternatif
antara lain KPBU, CSR,
obligasi biru dan pasar
karbon, peningkatan
kualitas belanja daerah
untuk mendukung
potensi komoditas
unggulan, optimalisasi
pemanfaatan Transfer
ke Daerah (TKD)
termasuk dana otonomi
khusus, serta sinergi
perencanaan dan
penganggaran prioritas
daerah dengan prioritas
nasional.

daerah dan
retribusi daerah
(PDRD),
pemanfaatan
pembiayaan
alternatif antara
lain KPBU, CSR,
obligasi biru dan
pasar karbon,
peningkatan
kualitas belanja
daerah untuk
mendukung potensi
komoditas
unggulan,
optimalisasi
pemanfaatan
Transfer ke Daerah
(TKD) termasuk
dana otonomi
khusus, serta
sinergi perencanaan
dan penganggaran
prioritas daerah
dengan prioritas
nasional.

I

I



Penguatan pendidikan
yang berbasis
kerukunan antar etnis
dan agama, peningkatan
peran kebudayaan yang
berlandaskan nilai-nilai
luhur budaya Papua,
serta penguatan
kerukunan umat
beragama dengan
pelibatan tokoh adat dan
agama.

Memantapkan
Ketahanan
sosial budaya
dan Ekologi
yang
Berkelanjutan

Penguatan regulasi
terkait pengakuan dan
perlindungan hukum
atas masyarakat adat
dan tanah adat/ ulayat,
peningkatan kapasitas
kelembagaan
masyarakat adat,
pemberdayaan
masyarakat adat dalam
pembangunan, serta
peningkatan pengakuan
dan penghormatan pada
lembaga-lembaga adat
dan hak ulayat
masyarakat.

Penguatan regulasi
terkait pengakuan dan
perlindungan hukum
atas masyarakat adat
dan tanah adat/ulayat,
peningkatan kapasitas
kelembagaan
masyarakat adat,
pemberdayaan
masyarakat adat dalam
pembangunan, serta
peningkatan pengakuan
dan penghormatan pada
lembaga-lembaga adat
dan hak ulayat
masyarakat.

Penguatan regulasi
terkait pengakuan dan
perlindungan hukum
atas masyarakat adat
dan tanah adat/ulayat,
peningkatan kapasitas
kelembagaan
masyarakat adat,
pemberdayaan
masyarakat adat
dalam pembangunan,
serta peningkatan
pengakuan dan
penghormatan pada
lembaga-lembaga adat
dan hak ulayat
masyarakat.

Penguatan regulasi
terkait pengakuan
dan perlindungan
hukum atas
masyarakat adat
dan tanah
adat/ulayat,
peningkatan
kapasitas
kelembagaan
masyarakat adat,
pemberdayaan
masyarakat adat
dalam
pembangunan,
serta peningkatan
pengakuan dan
penghormatan pada
lemb -lem
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Penguatan pendidikan
yang berbasis kerukunan
antar etnis dan agama,
peningkatan peran
kebudayaan yang
berlandaskan nilai-nilai
luhur budaya Papua,
serta penguatan
kerukunan umat
beragama dengan
pelibatan tokoh adat dan
agama.

Penguatan pendidikan
yang berbasis
kerukunan antar etnis
dan agama,
peningkatan peran
kebudayaan yang
berlandaskan nilai-
nilai luhur budaya
Papua, serta
penguatan kerukunan
umat beragama dengan
pelibatan tokoh adat
dan agama.

Penguatan
pendidikan yang
berbasis kerukunan
artar etnis dan
agama,
peningkatan peran
kebudayaan yang
berlandaskan nilai-
nilai luhur budaya
Papua, serta
penguatan
kerukunan umat
beragama dengan
pelibatan tokoh
adat dan a
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u arakat.tma
adat dan hak

Pengembangan sentra
produksi pangan dalam
rangka pengembangan
kemandirian pangan
lokal yang didukung oleh
sarana dan prasarana,
SDM unggul dan
kompeten, serta
modernisasi teknologi
pertanian serta
penerapan pertanian
regeneratif.

Pengembangan sentra
produksi pangan dalam
rangka pengembangan
kemandirian pangan
lokal yang didukung
oleh sarana dan
prasarana, SDM unggul
dan kompeten, serta
modernisasi teknologi
pertanian serta
penerapan pertanian
regeneratif.

Pengembangan sentra
produksi pangan
dalam rangka
pengembangan
kemandirian pangan
lokal yang didukung
oleh sarana dan
prasarana, SDM
unggul dan kompeten,
serta modernisasi
teknologi pertanian
serta penerapan
pertanian regeneratif.

re eratif.
Pengurangan Risiko
kebencanaan
khususnya bencana
gempa bumi dan banjir
melalui penguatan
mitigasi,
kesiapsiagaan, dan
sistem peringatan dini
bencana a1am.

Pengurangan Risiko
kebencanaan
khususnya
bencana gempa
bumi dan banjir
melalui penguatan
mitigasi,
kesiapsiagaan, dan
sistem peringatan
dini bencana alam.

Pengurangan Risiko
kebencanaan khususnya
bencana gempa bumi
dan banjir melalui
penguatan mitigasi,
kesiapsiagaan, dan
sistem peringatan dini
bencana alam.

Pengurangan Risiko
kebencanaan
khususnya bencana
gempa bumi dan banjir
melalui penguatan
mitigasi, kesiapsiagaan,
dan sistem peringatan
dini bencana alam.

Pengelolaan reklamasi
dan kegiatan pasca
tambang.

Pengelolaan reklamasi
dan kegiatan pasca
tambang.

Pengelolaan reklamasi
dan kegiatan pasca
tambang.

Pengelolaan
reklamasi dan
kegiatan pasca
tamban

Pengembangan
sentra produksi
pangan dalam
rangka
pengembangan
kemandirian
pangan lokal yang
didukung oleh
sarana dan
prasarana, SDM
unggul dan
kompeten, serta
modernisasi
teknologi pertanian
serta penerapan
pertanian

I
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Penguatan upaya
mempertahankan
ekosistem alami berupa
hutan, daratan, dan
bakau serta luasan
hutan sebagai tempat
wilayah jelajah satwa
(home rangel dan
konektivitas spesies
burung dan satwa
lainnya yang dilindungi.

Penguatan upaya
mempertahankan
ekosistem alami berupa
hutan, daratan, dan
bakau serta luasan
hutan sebagai tempat
wilayah jelajah satwa
(home rangel dan
konektivitas spesies
burung dan satwa
lainnya yang dilindungi,

Penguatan upaya
mempertahankan
ekosistem alami
berupa hutan,
daratan, dan bakau
serta luasan hutan
sebagai tempat
wilayah jelajah
satwa (tome rangel
dan konektivitas
spesies burung dan
satwa lainnya yang
dilindun

Perencanaan tata ruang
dengan
mempertimbangkan
karakteristik wilayah,
daya dukung, daya
tampung lingkungan
hidup, luasan hutan,
wilayah jelajah satwa
spesies dilindungi, serta
Risiko bencana.

Perencanaan tata ruang
dengan
mempertimbangkan
karakteristik wilayah,
daya dukung, daya
tampung lingkungan
hidup, luasan hutan,
wilayah jelajah satwa
spesies dilindungi, serta
Risiko bencana.

Perencanaan tata
ruang dengan
mempertimbangkan
karakteristik wilayah,
daya dukung, daya
tampung lingkungan
hidup, luasan hutan,
wilayah jelajah satwa
spesies dilindungi,
serta Risiko bencana.

Perencanaan tata
ruang dengan
mempertimbangkan
karakteristik
wilayah, daya
dukung, daya
tampung
lingkungan hidup,
iuasan hutan,
wilayah jelajah
satwa spesies
dilindungi, serta
Risiko bencana.

Optimalisasi
pemanfaatan dan
perlindungan sumber
daya pesisir, laut, dan
pulau-pulau kecil
secara berkelanjutan,
penguatan dan
diversifikasi usaha

Optima-tisasi
pemanfaatan dan
perlindungan
sumber daya
pesisir, laut, dan
pulau-pulau kecil
secara
berkel utan,an

Optimalisasi
pemanfaatan dan
perlindungan sumber
daya pesisir, laut, dan
pulau-pulau kecil secara
berkelanjutan,
penguatan dan
diversifikasi usaha

Optimalisasi
pemanfaatan dan
perlindungan sumber
daya pesisir, laut, dan
pulau-pulau kecil
secara berkelanjutan,
penguatan dan
diversifikasi usaha

Penguatan upaya
mempertahankan
ekosistem alami
berupa hutan,
daratan, dan bakau
serta luasan hutan
sebagai tempat wilayah
jelajah satwa (hame
rangel dan konektivitas
spesies burung dan
satwa lainnya yang
dilindungi.

I
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subsektor perikanan
untuk mendukung
kemandirian pangan
dan peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri perikanan,
serta peningkatan
kapasitas pemerintah
dan stakeholders
dalam pengelolaan
wilayah pesisir dan
laut agar lebih adaptif
terhadap Risiko
perubahan iklim.

subsektor perikanan
untuk mendukung
kemandirian pangan dan
peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri perikanan, serta
peningkatan kapasitas
pemerintah dan
stakeholders dalam
pengelolaan wilayah
pesisir dan laut agar
lebih adaptif terhadap
Risiko perubahan iklim.

subsektor perikanan
untuk mendukung
kemandirian pangan
dan peningkatan nilai
tambah dan daya saing
industri perikanan,
serta peningkatal
kapasitas pemerintah
dan stakeholders dalam
pengelolaan wilayah
pesisir dan laut agar
lebih adaptif terhadap
Risiko perubahan iklim,

Peningkatan
ketahanan keluarga
dan lingkungan
pendukung,
khususnya pada
masyarakat adat
serta Penguatan
pengarusutamaan
gender dan inklusi
sosial dalam

em

Peningkatan ketahanan
keluarga dan lingkungan
pendukung, khususnya
pada masyarakat adat
serta Penguatan
pengarusutamaan
gender dan inklusi sosial
dalam pembangunan.

Peningkatan ketahanan
keluarga dan
lingkungan pendukung,
khususnya pada
masyarakat adat serta
Penguatan
pengarusutamaan
gender dan inklusi
sosial dalam
pembangunan.

Peningkatan
ketahanan keluarga
dan lingkungan
pendukung,
khususnya pada
masyarakat adat serta
Penguatan
pengarusutamaan
gender dan inklusi
sosial dalam

mban an.
Pemberdayaan,
emenuhan hak,

Pemberdayaan,
menuhan hak, dan emenuhan hak dan

Pemberdayaan,

penguatan dan
diversifikasi usaha
subsektor
perikanan untuk
mendukung
kemandirian
pangan dan
peningkatan nilai
tambah dan daya
saing industri
perikanan, serta
peningkatan
kapasitas
pemerintah dan
stakelnlders dalam
pengelolaan
wilayah pesisir dan
laut agar lebih
adaptif terhadap
Risiko perubahan
iklim.

Pemberdayaan,
menuhan hak, dan
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perlindungan anak,
perempuan, pemuda,
penyandang
disabilitas, dan lansia,
terutama pada
masyarakat adat
melalui pengasuhan
dan perawatan,
pembentukan
resiliensi, penguatan
kapasitas,
kemandirian, dan
kemampuan dalam
pengambilan
keputusan,
peningkatan
partisipasi di berbagai
bidang pembangunan,
serta perlindungan
dari kekerasan,
termasuk perkawinan
anak, dengan
pelibatan tokoh adat
dan agama.

dan perlindungan
anak, perempuan,
pemuda,
penyandang
disabilitas, dan
lansia, terutama
pada masyarakat
adat melalui
pengasuhan dan
perawatan,
pembentukan
resiliensi,
penguatan
kapasitas,
kemandirian, dan
kemampuan dalam
pengambilan
keputusan,
peningkatan
partisipasi di
berbagai bidang
pembangunan,
serta perlindungan
dari kekerasan,
termasuk
perkawinan anak,
dengan pelibatan
tokoh adat dan

perlindungan anak,
perempuan, pemuda,
penyandang disabilitas,
dan lansia, terutama
pada masyarakat adat
melalui pengasuhan dan
perawatan,
pembentukan resiliensi,
penguatan kapasitas,
kemandirian, dan
kemampuan dalam
pengambilan keputusan,
peningkatan partisipasi
di berbagai bidang
pembangunan, serta
perlindungan dari
kekerasar, termasuk
perkawinan anak,
dengan pelibatan tokoh
adat dan agama.

perlindungan anak,
perempuan, pemuda,
penyandang disabilitas,
dan lansia, terutama
pada masyarakat adat
melalui pengasuhan
dan perawatan,
pembentukan resiliensi,
penguatan kapasitas,
kemandirian, dan
kemampuan dalam
pengambilan
keputusan, peningkatan
partisipasi di berbagai
bidang pembangunan,
serta perlindungan dari
kekerasan, termasuk
perkawinan anak,
dengan pelibatan tokoh
adat dan agama.

Pembangunan
tampungan air
serba guna untuk
memenuhi
kebutuhan air

Pembangunan
tampungan air serba
guna untuk memenuhi
kebutuhan air

Pembangunan
tampungan air serba
guna untuk memenuhi
kebutuhan air

Pembangunan
tampungan air serba
gu.na untuk memenuhi
kebutuhan air

I
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masyarakat sehari-
hari secara ce t

masyarakat sehari-hari
secara ce at.SCC TA C t

masyarakat sehari-hari
secara c at.
masyarakat sehari-hari

Pengembangan irigasi
baru yang disesuaikan
dengan kategori lahan
dan dilakukan secara
selektif
mempertimbangkan
kesesuaian lahan dan
prinsip keberlanjutan.

Pengembangan irigasi
baru yang disesuaikan
dengan kategori lahan
dan dilakukan secara
selektif
mempertimbangkan
kesesuaian lahan dan
prinsip keberlanjutan.

Pengembangan irigasi
baru yang disesuaikan
dengan kategori lahan
dan dilakukan secara
selektif
mempertimbangkan
kesesuaian lahan dan
prinsip keberlanjutan.

Pengembangan
irigasi baru yang
disesuaikan dengan
kategori lahan dan
dilakukan secara
selektif
mempertimbangkan
kesesuaian lahan
dan prinsip
keberlan utan.
Pengembangan
solusi berbasis
alam untuk
pengendalian banjir
seperti perkuatan
tanggul alami di
sungai serta
pengembangan area
yang didedikasikan
sebagai kolam
retensi.

Pengembangan solusi
berbasis alam untuk
pengendalian banjir
seperti perkuatan
tanggul alami di sungai
serta pengembangan
area yang didedikasikan
sebagai kolam retensi.

Pengembangaa solusi
berbasis alam untuk
pengendalian banjir
seperti perkuatan
tanggul alami di sungai
serta pengembangan
area yang didedikasikan
sebagai kolam retensi.

Pengembangan solusi
berbasis alam untuk
pengendalian banjir
seperti perkuatan
tanggul alami di
sungai serta
pengembangan area
yang didedikasikan
sebagai kolam retensi.

aati diri ban
Penguatan karakter dan

ati diri
Penguatan karakter dan

sa.
Reformasi
pengelolaan
sampah terintegrasi
dari hulu ke hilir.

Reformasi pengelolaan
sampah terintegrasi dari
hulu ke hilir.

Reformasi pengelolaan
sampah terintegrasi dari
hulu ke hilir.

Reformasi pengelolaan
sampah terintegrasi
dari hulu ke hilir.

Peningkatan
jangkauan terhadap
masyarakat yang
masih belum memiliki

Peningkatan
jangkauan
terhadap

anma ara-kat

Peningkatan jangkauan
terhadap masyarakat
yang masih belum
memiliki dokumen

Peningkatan jangkauan
terhadap masyarakat
yang masih belum
memiliki dokumen

Penguatan karakter
dan iati diri banssa.

Penguatan karakter
dan iati diri banssa.
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kependudukan seperti
KTP dan akta kelahiran.

kependudukan seperti
KTP dan akta kelahiran.

dokumen
kependudukan seperti
KTP dan akta
kelahiran.

masih belum
memiliki dokumen
kependudukan
seperti KTP dan
akta kelahiran.

Pelindungan,
pelestarian,
pengembangan, dan
pemanfaatan Kekayaan
Intelektual komunal
(KIK) Papua Tengah
harus sesuai dengan
nilai yang terkandung
dalam Hukum Adat dan
UUD 1945

Pelindungan,
pelestarian,
pengembangan, dan
pemanfaatan Kekayaan
Intelektual komunal
(KIK) Papua Tengah
harus sesuai dengan
nilai yang terkandung
dalam Hukum Adat dan
UUD 1945

Pelindungan,
pelestarian,
pengembangan, dan
pemanfaatan
Kekayaan Intelektual
komunal (KIK) Papua
Tengah harus sesuai
dengan nilai yang
terkandung dalam
Hukum Adat dan UUD
1945

Pelindungan,
pelestarian,
pengembangan,
dan pemanfaatan
Kekayaan
Intelektual
komunal (KIK)
Papua Tengah
harus sesuai
dengan nilai yang
terkandung dalam
Hukum Adat dan
UUD 1945

Mewujudkan
Pembangunan
Wilayah yang
adil dan merata
dengan
Meningkatkan
Aksesibilitas
Infrastruktur
Wilayah

Penguatan kapasitas dan
kelembagaan Gubernur
sebagai Wakil
Pemerintah Pusat
(GWPP) di pemerintahan
Daerah Otonomi Baru
untuk mendorong sinergi
pusat-daerah serta
mengoptimalkan
pelayanan publik.

Penguatan kapasitas
dan kelembagaan
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat
(CWPP) di pemerintahan
Daerah Otonomi Baru
untuk mendorong
sinergi pusat-daerah
serta mengoptimalkan
pelayanan publik.

Penguatan kapasitas
dan kelembagaan
Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah
Pusat (GWPP) di
pemerintahan Daerah
Otonomi Baru untuk
mendorong sinergi
pusat-daerah serta
mengoptimalkan
pelayanan publik.

Penguatan
kapasitas dan
kelembagaan
Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah
Pusat (GWPP) di
pemerintahan
Daerah Otonomi
Baru untuk
mendorong sinergi
pusat-daerah serta
mengoptimalkan
pelayanan publik.

Penguatan strategi tata
kelola otonomi khusus
Papua khususnya

Penguatan strategi tata
kelola otonomi khusus
Papua khususnya

Penguatan strategi tata
kelola otonomi khusus
Papua khususnya

Penguatan strategi
tata kelola otonomi
khusus Papua

I
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pengaturan kegiatan
pembangunan yang
difokuskan pada OAP
dengan
mempertimbangkan
pembagian kewenangan.

pengaturan kegiatan
pembangunan yang
difokuskan pada OAP
dengan
mempertimbangkan
pembagian
kewenangan.

pengaturan kegiatan
pembangunan yang
difokuskan pada OAP
dengan
mempertimbangkan
pembagian
kewenangan.

khususnya
pengaturan
kegiatan
pembangu.nan yang
difokuskan pada
OAP dengan
mempertimbangkan
pembagian
kewenan n

Peningkatan peran
Majelis Rakyat Papua
dalam percepatan
pembangunan.

Peningkatan peran
Majelis Rakyat
Papua dalam
percepatan

mban nan.

Peningkatan peran
Majelis Rakyat Papua
dalam percepatan
pembangunan.

Peningkatan peran
Majelis Rakyat Papua
dalam percepatan
pembangunan.

Penguatan kerja sama
antardaerah dalam
pengelolaan wilayah
berbasis kesatuan
ekologi/ ekosistem.

Penguatan kerl'a sama
antardaerah dalam
pengelolaan wilayah
berbasis kesatuan
ekologi/ ekosistem.

Penguatan kerja sama
antardaerah dalam
pengelolaan wilayah
berbasis kesatuan
ekologi/ ekosistem.

Penguatan kerja
sama antardaerah
dalam pengelolaan
wilayah berbasis
kesatuan
ekolo ekosistem.

Penuntasan RTRW,
RDTR kabupaten/kota
serta kewenangan tata
ruang laut dan
peningkatan
pelaksanaan reforma
agraria.

Penuntasan RTRW,
RDTR kabupaten/kota
serta kewenangan tata
ruang laut dan
peningkatan
pelaksanaan reforma
agraria.

Penuntasan RTRW,
RDTR kabupaten/kota
serta kewenangan tata
ruang laut dan
peningkatan
pelaksanaan reforma
agraria.

Penuntasan RTRW,
RDTR
kabupaten/kota
serta kewenangan
tata ruang laut dan
peningkatan
pelaksanaan
reforma
Pengembangan dan
peningkatan pada
pelabuhan simpul
utama sebagai
trans ment hub

Pengembangan dan
peningkatan pada
pelabuhan simpul utama
sebagai transhipment
hub domestik melalui

Pengembangan dan
peningkatan pada
pelabuhan simpul
utama sebagai
trans ment hub

Pengembangan dan
peningkatan pada
pelabuhan simpul
utama sebagai
trans ment hub

I
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pengembangan
Pelabuhan Amamapare
(Papua Tengah),
pemanfaatan ALKI III C
di sisi wilayah Papua
secara optimal untuk
menghubungkan rantai
pasok/ nilai domestik
dan global, serta
pengembangan
konektivitas /eeder
angkutan laut termasuk
melalui pembangunan
infrastruktur dan sarana
kapal RoRo (Roll-On/ Roll-
OIJ angkutan barang
sebagai bagian
transportasi multi moda
untuk menjangkau
seluruh wilayah.

domestik melalui
pengembangan
Pelabuhan Amamapare
(Papua Tengah),
pemanfaatan ALKI III C
di sisi wilayah Papua
secara optimal untuk
menghubungkan rantai
pasok/nilai domestik
dan global, serta
pengembangan
konektivitas /eeder
angkutan laut termasuk
melalui pembangunan
infrastruktur dan
sarana kapal RoRo /Roll-
On/Roll-Offl angkutan
barang sebagai bagian
transportasi multi moda
untuk menjangkau
seluruh wilayah.

domestik melalui
pengembangan
Pelabuhan
Amamapare (Papua
Tengah),
pemanfaatan ALKI
III C di sisi wilayah
Papua secara
optimal untuk
menghubungkan
rantai pasok/ niiai
domestik dan
global, serta
pengembangan
konektivitas /eeder
angkutan laut
termasuk melalui
pembangunan
infrastruktur dan
sarana kapal RoRo
(Roll-oa/ Roll-Offl
angkutan barang
sebagai bagian
transportasi multi
moda untuk
menjangkau
seluruh wilayah.

Peningkatan konektivitas
intra dan antarwilayah
Papua melalui
pengembangan bandara
utama (Nabire Baru di
Nabire), pembangunan
dan standardisasi air

Peningkatan
konektivitas intra dan
an tarwilayah Papua
melalui pengembangan
bandara utama (Nabire
Baru di Nabire),
pembangunan dan

Peningkatan
konektivitas intra dan
antarwilayah Papua
melalui pengembangan
bandara utama (Nabire
Baru di Nabire),
pembangunan dan

Peningkatan
konektivitas intra
dan an tarwilayah
Papua melalui
pengembangan
bandara utama
(Nabire Baru di

domestik melalui
pengembangan
Pelabuhan Amamapare
(Papua Tengah),
pemanfaatan ALKI III C
di sisi wilayah Papua
secara optimal untuk
menghubungkan
rantai pasok/nilai
domestik dan global,
serta pengembangan
konektivitas peder
angkutan laut
termasuk melalui
pembangunan
infrastruktur dan
sarana kapal RoRo
(Roll-on/Rotl-Offl
angkutan barang
sebagai bagian
transportasi multi
moda untuk
menjangkau seluruh
wilayah.

I
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standardisasi air stip,
pengembangan
bandara perairan
(uaterbasel dan
seaplane sesuai
dengan kondisi
geografis, serta
layanan penerbangan
sebagai bagian
transportasi multi
moda untuk
menjangkau seluruh
wilayah.

Nabire),
pembangunan dan
standardisasi air
strip,
pengembangan
bandara perairan
(u.taterbosel dan
seaplane sesuai
dengan kondisi
geografis, serta
layanan
penerbangan
sebagai bagian
transportasi multi
moda untuk
menjangkau
seluruh

slrip, pengembangan
bandara perairan
(tuaterbase) dan
seaplane sesuai dengan
kondisi geografis, serta
layanan penerbangan
sebagai bagian
transportasi multi moda
untuk menjangkau
seluruh wilayah.

standardisasi air stip,
pengembangan bandara
perairan (waterbasel
dan seaplane sesuai
dengan kondisi
geogralis, serta layanan
penerbangan sebagai
bagian transportasi
multi moda untuk
menjangkau seluruh
wilayah.

Mewujudkan
sarana dan
prasarana yang
berkualitas dan
ramah
lingkungan
Terutama
Pembangunan
Daerah
Tertinggal,
Terdepan,
Terluar dan
Tertentu.

Percepatan penyelesaian
jalan Trans Papua serta
pembangunan dan
peningkatan jalan
termasuk jalan daerah
sebagai bagian
transportasi multi moda
untuk

Percepatan
penyelesaian jalan
Trans Papua serta
pembangunan dan
peningkatan jalan
termasuk jalan daerah
sebagai bagian
transportasi multi
moda untuk

Percepatan
penyelesaian jalan
Trans Papua serta
pembangunan dan
peningkatan jalan
termasuk jalan
daerah sebagai
bagian transportasi
multi moda untuk

Percepatan penyelesaian
jalan Trans Papua serta
pembangunan dan
peningkatan jalan
termasuk jalan daerah
sebagai bagian
transportasi multi moda
untuk menj angkau
seluruh wilayah.

wi ah.
menjangkau seluruh

seluruh
menjangkau

wila ah.
menjangkau seluruh

I
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Pengembangan
kawasan perkotaan
yang terintegrasi
dan berkelanjutan
berbasis
karakteristik
wilayah dengan
memperhatikan
daya dukung dan
daya tampung serta
pengembangan
transportasi
perkotaan
termasuk sistem
angkutan umum
massal yang andal
dan modern dalam
melayani mobilitas

num

Pengembangan kawasan
perkotaan yang
terintegrasi dan
berkelanjutan berbasis
karakteristik wilayah
dengan memperhatikan
daya dukung dan daya
tampung serta
pengembangan
transportasi perkotaan
termasuk sistem
angkutan umum massal
yang andal dan modern
dalam melayani
mobilitas penumpang.

Pengembangan kawasan
perkotaan yang
terintegrasi dan
berkelanjutan berbasis
karakteristik wilayah
dengan memperhatikan
daya dukung dan daya
tampung serta
pengembangan
transportasi perkotaan
termasuk sistem
angkutan umum massal
yang andal dan modern
dalam melayani
mobilitas penumpang.

Pemenuhan akses air
minum serta layanan
sanitasi yang aman,
berkelanjutan, dan
inklusif sesuai
karakteristik daerah.

Pemenuhan akses air
minum serta layanan
sanitasi yang aman,
berkelanjutan, dan
inklusif sesuai
karakteristik daerah.

Pemenuhan akses air
minum serta layanan
sanitasi yang aman,
berkelanjutan, dan
inklusif sesuai
karakteristik daerah.

Pemenuhan akses
air minum serta
layanan sanitasi
yang aman,
berkelanjutan, dan
inklusif sesuai
karakteristik
daerah.

Mewujudkan
Kesinambungan
Pembangunan
daerah

Penyediaan air siap
minum melalui
jaringan perpipaan
dan akses sanitasi
melalui sistem
terpusat di wilayah

rkotaan.

Penyediaan air siap
minum melalui jaringan
perpipaan dan akses
sanitasi melalui sistem
terpusat di wilayah
perkotaan.

Penyediaan air siap
minum melalui jaringan
perpipaan dan akses
sanitasi melalui sistem
terpusat di wilayah
perkotaan.

-199-

Pengembangan
kawasan perkotaan
yang terintegrasi dan
berkelanj utan berbasis
karakteristik wilayah
dengan
memperhatikan daya
dukung dan daya
tampung serta
pengembangan
transportasi perkotaan
termasuk sistem
angkutan umum
massal yang andal dan
modern dalam
melayani mobilitas
penumpang,

Penyediaan air siap
minum melalui
jaringan perpipaan dan
akses sanitasi melalui
sistem terpusat di
wilayah perkotaan.

I

I
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Pelaksanaan
pengawasan kualitas air
minum.

Pelaksanaan
pengawasan kualitas
air minum.

Pelaksanaan
pengawasan kualitas air
minum.

Pelaksanaan
pengawasan
kualitas air minum.

Eliminasi praktik
Buang Air Besar
Sembarangan (BABS)
di seluruh rumah
tangga melalui
pemicuan perubahan
perilaku masyarakat
yang didukung oleh
penyediaan sarana dan
prasarana rantai
layanan air minum
dan sanitasi yang
aman,

Eliminasi praktik
Buang Air Besar
Sembarangan
(BABS) di seluruh
rumah tangga
melalui pemicuan
perubahan perilaku
masyarakat yang
didukung oleh
penyediaan sarana
dan prasarana
rantai layanan air
minum dan sanitasi
yang aman,

Eliminasi praktik Buang
Air Besar Sembarangan
(BABS) di seluruh rumah
tangga melalui pemicuan
perubahan perilaku
masyarakat yang
didukung oleh
penyediaan sarana dan
prasarana rantai
layanan air minum dan
sanitasi yang aman.

Eliminasi praktik Buang
Air Besar Sembarangan
(BABS) di seluruh
rumah tangga melalui
pemicuan perubahan
perilaku masyarakat
yang didukung oleh
penyediaan sarana dan
prasarana rantai
layanan air minum dan
sanitasi yang aman.

Pengembangan
pengetahuan dan
teknologi yang efektif
dan efisien dalam
pemenuhan akses air
minum aman sesuai
karakteristik daerah.

Pengembangan
pengetahuan dan
teknologi yang efektif
dan efisien dalam
pemenuhan akses air
minum aman sesuai
karakteristik daerah.

Pengembangan
pengetahuan dan
teknologi yang efektif
dan efisien dalam
pemenuhan akses air
minum aman sesuai
karakteristik daerah.

Pengembangan
pengetahuan dan
teknologi yang
efektif dan efisien
dalam pemenuhan
akses air minum
aman sesuai
karakteristik
daerah.

Peningkatan lembaga
pelaksana penyelenggara
air minum yang
berkinerja baik dan
optimal.

Peningkatan lembaga
pelaksana
penyelenggara air
minum yang berkinerja
baik dan optimal.

Peningkatan lembaga
pelaksana
penyelenggara air
minum yang berkinerja
baik dan optimal.

Peningkatan
lembaga pelaksana
penyelenggara air
minum yang
berkinerja baik dan
optimal.

I
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Pengelolaan sampah
terpadu untuk mencapai
minimasi residu melalui
pengumpulan dan
pemilahan sej ak dari
sumber dan seluruh
sampah terangkut dan
terolah di fasilitas
pengolahan sampah
(minimal sepertiganya
melalui daur ulang).

Pengelolaan sampah
terpadu untuk
mencapai minimasi
residu melalui
pengumpulan dan
pemilahan sejak dari
sumber dan seluruh
sampah terangkut dan
terolah di fasilitas
pengolahan sampah
(minimal sepertiganya
melalui daur ulang).

Pengelolaan sampah
terpadu untuk
mencapai minimasi
residu melalui
pengumpulan dan
pemilahan sejak dari
sumber dan seluruh
sampah terangkut dan
terolah di fasilitas
pengolahan sampah
(minimal sepertiganya
melalui daur ulang).

Pengelolaan
sampah terpadu
untuk mencapai
minimasi residu
melalui
pengumpulan dan
pemilahan sejak
dari sumber dan
seluruh sampah
terangkut dan
terolah di fasilitas
pengolahan
sampah (minimal
sepertiganya
melalui daur
u

Peningkatan konektivitas
dan akses pelayanan
dasar, terutama fasilitas
kesehatan dan
pendidikan.

Peningkatan
konektivitas dan akses
pelayanan dasar,
terutama fasilitas
kesehatan dan

endidikan.

Peningkatan
konektivitas dan akses
pelayanan dasar,
terutama fasilitas
kesehatan dan

ndidikan.

Peningkatan
konektivitas dan
akses pelayanan
dasar, terutama
fasilitas kesehatan
dan endidikan.

Penanganan
permukiman kumuh
melalui pemugaran
komprehensif,
peremajaan kota secara
inklusif, serta
permukiman kembali
untuk mewujudkan kota
tanpa permukiman
kumuh.

Penanganan
permukiman kumuh
melalui pemugaran
komprehensif,
peremajaan kota secara
inklusif, serta
permukiman kembali
untuk mewujudkan
kota tanpa permukiman
kumuh.

Penanganan
permukiman kumuh
melalui pemugaran
komprehensif,
peremajaan kota
secara inklusif, serta
permukiman kembali
untuk mewujudkan
kota tanpa
permukiman kumuh.

Penanganan
permukiman
kumuh melalui
pemugaran
komprehensif,
peremajaan kota
secara inklusif,
serta permukiman
kembali untuk
mewujudkan kota
tanpa permukiman
kumuh.

I



-202-

Penegakan standar
keandalan
bangunan serta
peremajaan
bangunan hunian
yang berketahanan
bencana dan iklim.

Penegakan standar
keandalan bangunan
serta peremajaan
bangunan hunian yang
berketahanan bencana
dan iklim.

Penegakan standar
keandalan bangunan
serta peremajaan
bangunan hunian yang
berketahanan bencana
dan iklim.

Penegakan standar
keandalan bangunan
serta peremajaan
bangunan hunian yang
berketahanan bencana
dan iklim.

Penerapan bauran
pendanaan dalam
meningkatkan akses
pembiayaan perumahan
masyarakat untuk
memperoleh hunian
layak, aman, terjangkau,
dan berkelanjutan.

Penerapan bauran
pendanaan dalam
meningkatkan akses
pembiayaan perumahan
masyarakat untuk
memperoleh hunian
layak, aman,
terjangkau, dan
berkelanjutan.

Penerapan bauran
pendanaan dalam
meningkatkan akses
pembiayaan
perumahan
masyarakat untuk
memperoleh hunian
layak, aman,
terjangkau, dan
berkelan utan.

Penerapan bauran
pendanaan dalam
meningkatkan
akses pembiayaan
perumahan
masyarakat untuk
memperoleh hunian
layak, aman,
terjangkau, dan
berkelan utan,

Peningkatan akses
perumahan layak dan
terjangkau yang
disesuikan dengan
karakteristik budaya dan
adat serta kondisi
geogralis wilayah.

Peningkatan akses
perumahan layak dan
terjangkau yang
disesuikan dengan
karakteristik budaya
dan adat serta kondisi
geografis wilayah.

Peningkatan akses
perumahan layak dan
terjangkau yang
disesuikan dengan
karakteristik budaya
dan adat serta kondisi
geografis wilayah.

Peningkatan akses
perumahan layak
dan terjangkau
yang disesuikan
dengan
karakteristik
budaya dan adat
serta kondisi

o afis
Peningkatan kolaborasi
antar pemerintah,
pemerintah daerah,
masyarakat, dan dunia
usaha dalam
penyediaan perumahan.

Peningkatan
kolaborasi antar
pemerintah,
pemerintah daerah,
masyarakat, dan dunia
usaha dalam
penyediaan

erumahan.

Peningkatan
kolaborasi antar
pemerintah,
pemerintah daerah,
masyarakat, dan
dunia usaha dalam
penyediaan

rumahan.

Peningkatan kolaborasi
antar pemerintah,
pemerintah daerah,
masyarakat, dan dunia
usaha dalam penyediaan
perumahan.

I
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Pengembangan teknolo gi
dan kualitas sumber
daya konstruksi da-lam
rangka penegakan
standar keandalan
bangunan.

Pengembangan
teknologi dan kualitas
sumber daya konstruksi
dalam rangka
penegakan standar
keandalan bangunan.

Pengembargan
teknologi dan
kualitas sumber
daya konstruksi
dalam rangka
penegakan standar
keandalan
ban nan.

Penyediaan perumahan
yang layak di kawasan
strategis, khususnya
untuk pekerja.

Penyediaan perumahan
yang layak di kawasan
strategis, khususnya
untuk pekeda.

Penyediaan
perumahan yang layak
di kawasan strategis,
khususnya untuk
pekerja.

Penyediaan
perumahan yang
layak di kawasan
strategis,
khususnya untuk

a
Peningkatan kemudahan
perizinan dalam proses
penyediaan perumahan.

Peningkatan
kemudahan perizinan
dalam proses
penyediaan perumahan.

Peningkatan
kemudahan perizinan
dalam proses
penyediaan

rumahan.

Peningkatan
kemudahan
perizinan dalam
proses penyediaan

ahan.

Pengembangan
teknologi dan kualitas
sumber daya
konstruksi da-lam
rangka penegakan
standar keandalan
bangunan.
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5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok daerah yang mempakan rincian pernyataan kinerja yang
diturunkan dari visi dan menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai
upaya perwujudan visi daerah serta merupakan perwujudan dari arah kebijakan.
Sasaran pokok juga menjadi instrumen pengukuran kinery'a berdasarkan tema
dan arah kebijakan pembangunan setiap tahapan. Sasaran pokok pembangunan
jangka panjang dibagi dalam empat periode pembangunan Provinsi Papua Tengah
2025-2045, yang selanjutnya alan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD
periode berkenaan berdasarkan periode atau tahapan pembangunan jangka
panjang daerah.

Dalam perumuszrn sasaran pokok memperhatika-n Sasaran Visi dan Arah
Pembangunan RPJPN Tahun 2025-2045. Rumusan sasaran pokok dilengkapi
dengan indikator-indikator dan disertai dengan target-target yang harus dicapai
sesuai dengan penahapan arah kebijakan. Berikut merupakan sasaran pokok
pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Tengah Tahun 2025-2045.

Tabel 5. 2 Sasaran Pokok Visi dan indikator Provinsi Papua Tengah
Tahun 2025-2045

Ter*rrjudnya
Papua Tengah
Adil, Berdaya
Saing, Maju dan
Berkelanjutan

Sumber: SEB 2 BaPPenas 2O24, (data diolah)**

Visi Sasaran Pokok Indikator Base line
2025

Sasaran
2045

Peningkatan
Pendapatan
Perkapita

PDRB Per Kapita
(Rp.Juta)

117,62 - tta,65 885,41 - 1.367, i3

Indeks Ekonomi
Biru Indonesia
(IBEI)

22,64" 40,33"

Kontribusi PDB
Industri
Pen lahan

o,27 - O,36', 2,73 - 3,50*

Kemiskinan
Menumn dan
Ketimpangan
Berkurang

Tingkat
Kemiskinan

26,50 - 27,OO* 5,65-6,95*

Rasio Gini
(indeks)

0,383 0,341

Kontribusi PDRB
Provinsi (%)

o,77 0,91

Pertumbuhan
Ekonomi

6,t7 -6,87 5,22-a,16

Peningkatan
Kapasitas
Ketangguhan
Kepemimpinan
Daerah

Indeks
Kepemimpinan
Kepala Daerah

Sedang Tinggi

Peningkatan
Daya Saing
Sumber Daya
Manusia

Indeks Modal
Manusia

o,43" o,57*

Penurunan
Emisi GRK
menlijru net
rero emlsslon

a. Penurunan
Intensitas
emisi GRK (%)

59,24 99,45

b. lndeks
Kualitas
Lingkungan
Hidup Daeral

a2,s6* 88,58*

I

I

I

I

I

II

I
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Tabel 5. 3 Sasaran Pokok Misi dan indikator Provinsi Pa T Tahun 2025-2045

Misi Sasaran Pokok Indikator Utama Pembangunan Base line
2025

Sasaran
2045Arah Pembangunan

Usia hara Hidu HH ahun 69 2
Kesehatan Ibu dan Anak:

449* 52*Angka Kematian Ibu (Per
100.OO0 kelahiran hidu

a

33,1* J 7*Pravelensi Stunting (pendek danb
San Yot Pendek Pada balita

Cakupan penemuan dan
pengobatan kasus tuberkulosis

atment coue

a

e

g3* 95*

82,8* 98"

tenc. Eliminasi Malaria Per Kabu N A 100
Jumlah Infeksi Baru HIV per
1000 Penduduk di daerah
terinfeksi

d 3.67r 734

Mewujudkan
Transformasi
Sosial dengan
Memantapkan
Kualitas dan Daya
Saing Sumber
Daya Manusia

Terwujudnya Papua
Tengah Sehat

Papua Tengah Sehat

Cakupan kepesertaan jaminan
kesehatan Provinsi o/o

99,5 99,5

Persentase Kabupaten/Kota
yang mencapai Standar
Kompetensi Minimum pada

a

Asesmen t nasional untuk:
1. Literasi Membaca t2 50- t2 50* 62 50-75 00*
2. Numerasi 0 00- 12 50* RC 50-62 50*

Terwujudnya Papua
Tengah Cerdas

Papua Tengah Cerdas

Persentase satuan pendidikan
yang mencapai standar
kompetensi minimum pada

b

asesmen t nasional untuk:

76,t5

I

I

Penanqanan Tuberkolosis :

b. Angka keberhasilan pengobatan
tuberkulosis (Lreatment success l

rate) (%ol 
]

I

Hasil Pembelaiaran :

I
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60,74 - 62 74I . Literasi Membaca 22 37 -24
2. Numerasi 14,61 - 16,61* 54,69 - 56,69
Rata-rata Lama Sekolah
Penduduk usia diatas 15 tahun

C

tahun
7,60 - 7,62* 9,52 - 9,67*

1I 41 t2 19* 12 54-16 70*Lama Sekolahd. Hara
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun
ke Atas yang Berkualifikasi
Pendidikan %

9,34 9,34 - 11,29

Persentase Pekerja Lulusan
Pendidikan Menengah dan Tinggi
yang Bekerja di Bidang Keahlian
Mene

77,21* 85,00"

Tin t Kemiskinan a/o 26 50-27 00* 5 65-6 95*
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial

aan ProvinsieKet
50,32* 95,47*

Terwujudnya
Perlindungan Sosial
bagi Masyarakat Papua
Tengah Persentase Penyandang Disabilitas

a di Sektor FormalBeke o/o
15 42

Rasio PDRB lndustri Pe ahan o/o

PariwisataPen
a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi

Makan dan Minum
0,22* 0,31*

8,90*
b) Jumlah Tamu Wisatawan

Mancanegara (Hotel Berbintang)
oran

4,45*

N A
Produktivitas UMKM, Koperasi,
BUMD

Terwujudnya Iptek,
Inovasi dan
produktivitas Ekonomi
Papua Tengah

a) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan
Menengah Non Pertanian pada
Level Provinsi

18,32" 19,86*

Mewujudkan
Transformasi
Ekonomi dengan
Pemberdayaan
Ekonomi Lokal

Iptek, Inovasi, dan
Produktivitas Ekonomi

b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan
ada Level Provinsi V.Menen 1,63* 3,43*

I

Perlindungan Sosial yang
Adaptif

o,27 - 0,36* I 2,73- 3,50*
I

I

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) 0,5
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1,230 58Rasio Kewirausahaan DaerahC

d) Rasio Volume Usaha Koperasi
terhada PDRB

L,I7* t,23

1 95 4 2B
ana baikPenci taan La an

1 40-2 09*

20,00* 50,00*b) Proporsi Penciptaan Lapangan
Ke o/oa Formal

65,04* 89,5Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Perem uan Vo

N A 60asaan lPtekt

Penerapan Ekonomi Hij au
Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau

C Indeks Ekonomi Hi au Daerah 77 87 89,61
a) Porsi EBT dalam Bauran Energi

Primer o/o 26,6 56,18

Terwujudnya
trasnformasi Digital
Pa ua Ten

3,2Indeks Pembangunan Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK)

60 047 36
Koefisien Variasi Harga Antar wilayah

t Provinsi

23,88* 3 1,78*Pembentukan Modal Tetap Bruto (%
PDRB

N A

Terwr:j udnya Integritas
Ekonomi Domestik dan
Global di papua
Tengah

Integrasi Ekonomi
Domestik dan Global
Perkotaan sebagai pusat
Pertumbuhan Ekonomi

Eks or Bar dan Jasa % PDRB N A
Kota Maju, Inklusif, dan
Berkelan utan

o,73 1,00a) Proporsi Kontribusi PDRB wilayah
Provinsi Terhada Nasional

30,94 100

Terwujudnya
Perkotaan sebagai
pusat Pertumbuhan
Ekonomi di papua
Tengah

Perkotaan dan
Perkampungan Sebagai
Pusat Pertumbuhan
Ekonomi

b) Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelan utan

el Return on Aset (ROA) BUMD (%) 
L

a) Tingkat Pengangzuran Terbuka (%) 1,75-2.10*

I

Terwujudnya 
I

Penerapan Ekonomi 
I

Hiiau di Papua Tensah i I

] 
rr"r,"ror*""i Digital

a. Rasio Elektrifikasi RT (%)
I

1
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0 00* o,t7*mandiric Persentase Kam
Persentase Manta Jaland 53 t9 60 0

Indeks Reformasi Hukum 70* 100*
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik 2,00* 5,00*

an PublikIndeks Pe 11*1 5 00*

Mewujudkan
Trasnformasi tata
Kelola dan
Penguatan tata
Kelola
Pemerintahan

baik

Terwujudnya Regulasi
dan Tata Kelola Yang
Berintegritas dan
Adaptifdi papua
Tengah

Regulasi dan Tata kelola
yang Berintegritas dan
Adaptif

Indeks Integritas Nasional 62.98 75.47

Usulan Proksi :

a) Persentase penegakan Hukum
Peraturan Daerah 70*

60* 80*

N/A 80
Proporsi Penduduk yang merasa
aman berjalan sendirian di tempat

a

Terwujudnya Hukum
Berkeadilan,
Keamanan Daerah
Tangguh, dan
Demokrasi Substansi
pada Provinsi Papua
Tengah

Sedan

Hukum Berkeadilan,
Keamanan Daerah
Tangguh, dan Demokrasi
Substansial
Dan Stabilitas Ekonomi
Daerah

Indeks Demokrasi Indonesra

0,39* 0,80*Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
o/o

4 2-5 4*
Pendalaman/ Intermediasi Sektor
Keu

Total Dana Pihak Keti PDRBa 17,35 48
b Aset Dana Pensiun PDRB o/o 0 29 4 27
c) Nilai Transaksi saham per Provinsi

Nilai Rata-Rata TahunanBeru 856.520,71 3.499.519,36

d Total Kredit PDRB o/o 13 o2 42 30

Terwuj udnya Stabilitas
Ekonomi Daerah Papua
Tengah

86 79 98 96

Stabilitas Ekonomi
Daerah

Indeks Ke im inan Daerah Se T

Memantapkal
Keamanan,
Ketenteraman dan
Ketertiban umum
serta Stabilitas
daerah

Terwujudnya
Ketangguhan
Kepemimpinan Daerah
Pa ua

N/A 70

Ketangguhan
Kepemimpinan Daerah

Persentase Penurunan Konflik SARA

I

100*

b) Persentase Capaian Pelaksanaan I

Aksi HAM I

Tinskat Inflasi (%) 1,4-4,4*

Inklusi Keuansan (%o)



-209-

49,54-49,67* 57,4t-58*Indeks Pembangunan Kebudayaan
PK

Terwujudnya Beragama
maslahat dan
berkebudayaan maju

Beragama Maslahat dan
Berkebudayaan Maju Indeks Kerukunan Umat Beragama

KUB 76,46-76-76,57" 83,87-85*

Indeks Pembangunan Kualitas
Keluar 39,38-39-51* 43,43-44,36*

Mewujudkan
Ketahanan Sosial
Budaya dan
Ekologi

Terwujudnya
Terwujudnya keluarga
berkualitas, kesetaraan
Gender, dan
Masyarakat Inklusif

Keluarga Berkualitas,
Kesetaraan Gender, dan
Masyarakat Inklusif

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) o,493-0,492 0,245-0,23t*

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman
Ha ati Daerah 0,389 o,624

Kualitas Lin Hidun
a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Daerah 82,56* 88,58*

b) Rumah Tangga dengan Akses
Sanitasi Aman 1,19* 50,00

Terwujudnya
Lingkungan hidup
berkualitas

Lingkungan Hidup
Berkualitas

c) Pengelolaan Sampah

- Timbunan sampah Terolah di
Fasilitas Pen lahan Sam ah 6,00 85,O0

- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan
Layanan Penuh Pengumpulan
Sam ah ok

27,OO 100

Ketahanan Ene Air dan
a Ketahanan En

3 15* 1.190
- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp

mil ar 60

b) Prevalensi Ketidakcukupan
Konsumsi 34,O4* 5,43*

Ketahanan Airc

Terwujudnya
berketahanan Energi,
Air, dan Kemandirian
Pangan

Berketahanan Energi, Air,
dan Kemandirian Pangan

2 66

I

i

I

I

- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh|*

I

90

0- Kapasitas Air Baku (m3/detik)* 
|
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- Akses Rumah Tangga Perkotaan
terhadap Air Siap Minum Perpipaan
(%l

20* 100

Terwujudnya Resiliensi
terhadap Bencana dan
Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap
Bencana dan Perubahan
Iklim

Indeks Risiko Bencana (lRB) 791,94* t63,46-
139,02*

Kumulatif 23.t9 57,86
Tahunan 39.01 91,355

Persentase Penurunan Emisi GRK (%) 
|

I

I
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BAB VI
PENUTUP

Rencana Pemban-gunan Jangka panjang T ahun 2o2s-2o45 provinsi papua
Tengah ini merupakan dokumen yang berisikin visi, Misi, Arah Kebijaka. da'
Sasaran Pokok daerah. Dokumen ini juga menjadi pedoman bap[ segenap
pemangku kepentingan di datam penyelbnggaraan pembangu.rrn ii provinJi
Papua Tengah selama kurun waltu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.
Dokumen RPJPD ini juga menjadi acuan dhn pedoman bagi calon kepala daerah
dalam Menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam
pen)rusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengalr (RPJMD) provinsi papua
Tengah untuk periode 5 (lima) tahunan dan Rencana Kerja pemerintah Daerah
(RKPD) Provinsi Papua Tengah.

Untuk mewujudkan visi RPJPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2O2S-2O45
yaitu "TERWUJUDNYA PAPUATENGAH ADIL, BERDAYA SAING, MAJU DAN
BERKELANJUTAM, maka perlu harus didukung oleh: l) Komitmen dari
Kepemimpinan Pemerintah Provinsi yang kuat dan demokratis; 2) Konsistensi
dalam pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi; 3) Keberpihakan kepada
masyarakat terutama penduduk asli Papua; 4) Peran aktif masyarakat dan dunia
usaha dalam pembangunan; 5) Komitmen Pemerintah Pusat dalam mendukung
pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua Tengah dalam rangka menjaga keseimbangan
Pembangunan dan menjaga kesinambungan rencana.

6.t Kaidah Pelaksanaan
Untuk mewujudkan visi Papua Tengah yaitu "TERWUJUDT{YA PAPUA

TENGAH ADIL, BERDAYA SAING, MAJU DAN BERKELANJUTAN", pada tahun
2045, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan
dokumen perencana€rn tertinggi di daerah untuk jangka walrtu 20 (dua
puluh tahun), sehingga menjadi acuan dalam penyusunan dokumen
perenczrna€rn lima tahunan berupa Rencana Pembangrrnan Jangka
Menengah (RPJMD) dan dokumen perencan€an talunan berupa Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, serta menjadi pedoman penJmsunan dokumen
perencanaan sektoral lainnya.

2. Penjabaran dari dokumen RPJPD ke flalam dokumen perencanaan lainnya
harus dilakukan secara konsisten dan berkualitas, untuk memberikan
pedoman bagi seluruh pelaku pempangunan, baik pemerintah daerah
maupun pelaku non pemerintah.

3. Supaya arah kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD dapat konsisten
menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator kinerja RPJMD
maka diperlukan perkuatan mekanisme pengambilan keputusan yalg
cermat dan tegas.

4. Dalam proses penjabaran RPJPD ke dalam dokumen perenc€rnaErn
turunannya, menggunakan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dengan
menerapkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Melalui
KKL tersebut maka sasaran pokok berupa impact yangterdapat pada RPJPD
dapat diterjemahkan dengan baik sampai dengan lanel output.

5. Dalam rangka menjamin tercapainyh sasaran pokok, maka dilakukan
pengendalian secara kontinu dan partisipatif dari para pemangku
kepentingan. Pengendalian dilakukdn melalui kegiatan pemantauan,
evaluasi, dan manajemen risiko, mulai dari tahap perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan.

6. Sejalan dengan perkembangan tantangan yang sangat dinamis dan
perubahan tatanan sosial yang sangat cepat, memungkinkan adanya arah
kebijakan dan sasaran pokok dalam RPJPD ini menjadi kurang adaptif atau
tidak dapat diwujudkan. Dalam kondisi demikian maka dokumen RPJPD ini
dapat dilakukan peninjauan kembali atau perubahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undahgan.
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6.2 Manajemen Risiko Pembangunan
Penyusunan RPJPD Provinsi Papira Tengah tahun 2O25-2045 harus

berkesilambungan dengan perencanazrn pembangunan jangka panjang antar
periode dan menjaga singkronisasi kerangka logis dengan nF.lpr.r rairun 2025-
2045, dalam rangka mewujudkan pemban[unan daerah yang merupakan bagian
integrar dari perwujudal Indonesia Emas Thhun 2045. untuk itu, perlu dilakukan
percepatan pembangunan di berbagai bidang dalam perencanaan pembangunan
jangka panjang. Hd ini memerlukan penyelenggaraan manajemen risiko yalg
terintegrasi serta memberikan landasan kapasitas hukum dalam
mengintegrasikan penyelenggaraan manajeinen risiko.

Dalam melakukan manajemen risiko, bukan hanya identifikasi Risiko dan
penilaian risiko, setelah itu dilakukan mitigasi risiko yaitu langkah untuk
melakukan pencegahan terhadap risiko yang telah diidentifikasi. Hal ini dilakukan
untuk dapat mengurangi Impact dan probabititg untuk mencegah agar risiko tidak
teq'adi atau dihindari. Dalam melakukan mitigasi risiko terdapat beberafa cara
salah satunya adalah penentuan strategi penanganat yang terdiri dari 4lempat)
macnm, yaitu menerima risiko, transfer risiko, mengurangi risiko, dan
menghindari risiko.

Manajemen risiko di Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah
dilaksanakan sebelum penjrusunan Rp.lpO Tahun 2025-2045, yang
penJrusunannya mengikuti 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian,
informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

6.3 KerangkaPengendalian
Dalam raagka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah

diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan
sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian
dilaksanal<an melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yalg
dilakukan pada tahapan perenc€rnuran dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas
pengendalial didukung oleh sistem elelctronik yang terintegrasi dari tahap
perencruraan hingga pelaksanaan.

Pengendalian Perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan
pembangunan, meningkatkan kualitas desain program, serta menjamin
ketersediaan alokasi angg€rran, baik di pemerintah maupun non pemerintah.
Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencalaan jangka
menengah dan jangka pendek.

Pengendalian Pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi
pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini
dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka
menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup; (i)
pemaniauan pelaksanaan program pembangrlnan; (ii) Pemantauan mitigasi risiko
pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian saszrran pokok; dan (iv) evaluasi
pencapaian sasaran kinerja utama dan program yang mendukung pencapaian
sasaran pembangunan nasional.

6.4 PembiayaanPembangunan
Dalam rangka mendorong perluasan pembiayaan Pembangunan daerah,

maka peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui
perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang
mencakup: (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan
regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemalfaatan teknologi
digital datam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksalaan
(deliuery mectwnism) yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema
pembiayaan yang berdam pak (impact inuestmentl; (ii) perluasan kerja sama
bilateral, multilateral dan kerja sama keuanlan lainnya untuk mengembangkan
sumber-sumber pembiayaan, terutama pemtiiayaan inovatif dengan syarat dan
ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama



-213-

ekonomi lainnya; (iii) penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam
kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek
regulasi, tata kelola dan kelembagaan; (iv) penerapan skema-skema pembiayaan
yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih
teknologi; (v) optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi aset (asset
secuitizatiottl, daur ulang aset (osset recEclingll, rukar guling aset (asset o//set)
hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi,
aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan (asset rnlue eptuA.
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